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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
TERINTEGRASI RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang berkualitas
mempunyai peran penting untuk peningkatan
pelayanan publik dan pengembangan perekonomian
nasional dan daerah;

b. bahwa pengaturan tentang pekerjaan konstruksi
terintegrasi terkait rancang dan bangun yang sudah
diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design
and Build) perlu diganti untuk meningkatkan inovasi
dan percepatan dalam pembangunan infrastruktur
yang berkualitas;

c. bahwa  Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
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Mengingat

Perumahan Rakyat tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang

Bangun melalui Penyedia;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 249);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata
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Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 97);

7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 96);

8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
760);

9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
762);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR DAN
PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
TERINTEGRASI RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai
oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran

pendapatan dan belanja daerah yang prosesnya sejak
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identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan.

Kementerian  Negara yang  selanjutnya  disebut
Kementerian adalah perangkat pemerintah yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan
instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa

dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan

tanggung  jawab penggunaan anggaran pada
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat UKPBJ adalah unit kerja di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi
pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut
Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang
ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ wuntuk mengelola

pemilihan Penyedia.
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Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi
konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut
Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa
Konstruksi berdasarkan Kontrak.

Konsultan Manajemen Konstruksi adalah pelaku usaha
yang menyediakan layanan usaha manajemen
konstruksi berdasarkan Kontrak.

Rancang dan Bangun (Design and Build) adalah seluruh
pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan
suatu bangunan, yang Penyedianya memiliki satu
kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan
konstruksi.

Penawaran Harga Lumsum adalah penawaran yang
dilakukan oleh peserta tender yang harga penawarannya
bersifat keseluruhan dan tidak terinci.

Kontrak Rancang dan Bangun (Design and Build) yang
selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis
antara PA, KPA, atau PPK dan Penyedia berdasarkan
pada Penawaran Harga Lumsum dan pembayarannya
dapat berbentuk lumsum atau gabungan lumsum dan
harga satuan.

Kerja Sama Operasi untuk Rancang dan Bangun (Design

and Build) yang selanjutnya disingkat KSO adalah
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20.

21.

22.

23.

24.

perjanjian antara dua pihak atau lebih badan usaha
penyedia layanan pekerjaan konstruksi terintegrasi
Rancang dan Bangun atau antara badan usaha penyedia
layanan pekerjaan konstruksi dengan penyedia layanan
jasa konsultansi perencanaan/perancangan konstruksi
untuk melakukan suatu usaha bersama dengan
menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki
dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris
Jenderal, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama,
Direktur/Inspektur Jenderal, Deputi, atau Kepala
Badan.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Daerah adalah Asisten
Sekretariat Daerah  Provinsi, Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota, atau Kepala Dinas/Kepala Badan
Provinsi.

Ketentuan Pengguna Jasa adalah dokumen yang dibuat
oleh PPK yang memuat tujuan, lingkup kerja, kriteria
rancangan, dan/atau kriteria teknis lainnya untuk
pekerjaan yang ditenderkan yang menjadi bagian dari
dokumen pemilihan.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di
luar kehendak para pihak dan tidak bisa diperkirakan
sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam
Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan
konstruksi terintegrasi rancang bangun  yang
pembiayaannya baik sebagian/seluruhnya bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran

pendapatan dan belanja daerah.
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(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pekerjaan
konstruksi  terintegrasi rancang bangun  lebih

operasional, efektif, dan efisien.

Pasal 3
Pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang
bangun melalui Penyedia yang diatur dalam Peraturan

Menteri ini berupa Rancang dan Bangun (Design and Build).

BAB II
PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Kriteria dan Persyaratan Pekerjaan Rancang dan Bangun

Pasal 4
Perencanaan pengadaan pekerjaan Rancang dan Bangun
(Design and Build) harus memperhatikan kriteria pekerjaan

Rancang dan Bangun (Design and Build).

Pasal 5
(1) Kriteria pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and
Build) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a. pekerjaan kompleks; atau
b. pekerjaan mendesak.
(2) Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa pekerjaan yang memenuhi kriteria:
mempunyai risiko tinggi;

a
b. memerlukan teknologi tinggi;

c. menggunakan peralatan yang didesain khusus;

d. memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis
terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan
pengadaan; dan/atau

e. memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen

condition) yang tinggi.
(3) Pekerjaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b berupa pekerjaan yang memenuhi kriteria:
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secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai
manfaat lebih kepada masyarakat;

segera dimanfaatkan; dan

pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi
tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara

terpisah.

(4) Penetapan pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and

Build) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh:

a.

Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga jika
dana bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara; atau

Gubernur atau  Bupati/Walikota jika dana
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

daerah.

Pasal 6

Persiapan pengadaan pekerjaan Rancang dan Bangun

(Design and Build) harus memperhatikan persyaratan

pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build).

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan pekerjaan Rancang dan Bangun (Design

and Build) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

tersedia Konsultan Manajemen Konstruksi sejak

persiapan pengadaan sampai dengan serah terima

akhir hasil pekerjaan;

tersedia dokumen yang paling sedikit berupa:

1. dokumen rancangan awal (basic design),
meliputi:

a) data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;

b) referensi data penyelidikan
tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat
dengan pekerjaan;

c) penetapan lingkup pekerjaan secara jelas
dan terinci, kriteria desain, standar

pekerjaan yang berkaitan, standar mutu,
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dan ketentuan teknis pengguna jasa
lainnya;

identifikasi dan alokasi risiko proyek;
identifikasi dan kebutuhan lahan; dan
gambar dasar, gambar skematik, gambar
potongan, gambar tipikal, atau gambar
lainnya yang mendukung lingkup

pekerjaan; dan

tersedia dokumen usulan daftar isian

pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan

anggaran dari pengguna anggaran; dan

c. tersedia alokasi waktu yang cukup untuk peserta

pemilihan.

tender dalam menyiapkan dokumen penawaran yang

ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen

Penetapan alokasi waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:

a.

o

oo a0

lingkup pekerjaan dan layanan;
persyaratan perizinan;
penyelidikan tanah;
pengembangan desain;
identifikasi risiko; dan/atau

penyusunan metode pelaksanaan konstruksi.

Bagian Kedua

Penetapan Pagu Pekerjaan Rancang dan Bangun, Ketentuan

Pengguna Jasa, dan Rancangan Kontrak

Pasal 8

PPK menetapkan pagu pekerjaan Rancang dan Bangun

(Design and Build), dokumen Ketentuan Pengguna Jasa, dan

rancangan Kontrak yang mengacu kepada standar Kontrak.

Pasal 9

Penetapan pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design

and Build) ditetapkan oleh PPK berdasarkan hasil reviu pagu
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anggaran yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen

Konstruksi.

(1)

(2)

Pasal 10

Dokumen Ketentuan Pengguna Jasa untuk suatu

pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) paling

sedikit memuat:

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan;

c. sumber pendanaan,;

d. pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and
Build);

e. waktu pelaksanaan yang diperlukan;

f.  rancangan awal (basic design);

g. lingkup dan keluaran pekerjaan dan kriteria
pengujian dan penerimaan keluaran;

h. jumlah tenaga ahli perancang minimal yang
diperlukan;

i.  izin, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang
harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan
pelaksanaan konstruksi; dan

j- daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen

pekerjaan (schedule of rates).

Untuk kriteria pekerjaan kompleks yang memiliki kondisi

ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi, selain

memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

juga harus memuat keterangan mengenai bagian

pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian

(unforeseen condition) yang tinggi.

Pasal 11
Untuk kriteria pekerjaan kompleks, rancangan Kontrak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
mempertimbangkan bagian pekerjaan yang memiliki
kondisi ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi.
Bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian

(unforeseen condition) yang tinggi sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) dituangkan dalam Ketentuan Pengguna
Jasa pada dokumen pemilihan.
Bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian
(unforeseen condition) yang tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberlakukan sebagai harga satuan
dengan ketentuan:
a. memiliki desain tipikal dari PPK;
b. memiliki daftar tarif dan/atau harga penyusun
komponen pekerjaan (schedule of rates); dan
c. diakibatkan oleh kondisi lapangan.
Bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian
(unforeseen condition) yang tinggi pada Ketentuan
Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat ditambahkan pada Ketentuan Pengguna Jasa
apabila pada saat pelaksanaan pekerjaan ditemukan
tambahan kondisi ketidakpastian (unforeseen condition)
yang tinggi.
Penambahan bagian pekerjaan yang memiliki kondisi
ketidakpastian (unforeseen condition) yang tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan
persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada
Kementerian/Lembaga untuk pekejaan dengan sumber
dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah
Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
Daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen
pekerjaan (schedule of rates) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b tidak berlaku untuk bagian pekerjaan
yang tidak ditetapkan sebagai bagian pekerjaan yang
memiliki kondisi ketidakpastian (unforeseen condition)

yang tinggi.
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BAB III
PERSIAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 12
Metode pemilihan Penyedia pekerjaan Rancang dan
Bangun (Design and Build) dilakukan dengan cara

tender.

(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

(6)

(7)

dengan metode evaluasi:

a. sistem nilai dengan ambang batas untuk pekerjaan
kompleks; dan

b. sistem harga terendah dengan ambang batas atau
sistem nilai dengan ambang batas untuk pekerjaan
mendesak.

Metode evaluasi sistem nilai dengan ambang batas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan

metode penyampaian dokumen penawaran 2 (dua) file.

Metode evaluasi sistem harga terendah dengan ambang

batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

menggunakan metode penyampaian dokumen

penawaran 2 (dua) file.

Dalam hal menggunakan metode evaluasi sistem nilai

dengan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), penentuan bobot penilaian dilakukan dengan

ketentuan:

a. pembobotan teknis antara 60% (enam puluh persen)
sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan

b. pembobotan harga antara 30% (tiga puluh persen)
sampai dengan 40% (empat puluh persen).

Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara

evaluasi sesuai dengan metode evaluasi dan

dicantumkan dalam dokumen pemilihan.

Pencantuman  kriteria dan tata cara evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah
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ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada
Kementerian/Lembaga untuk pekejaan dengan sumber
dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah
Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 13
Proses kualifikasi dalam tender sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan cara
prakualifikasi.

Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.

Bagian Kedua

Penyusunan Dokumen Pemilihan

Pasal 14
Pokja pemilihan menyusun dokumen pemilihan yang
terdiri atas dokumen kualifikasi dan dokumen tender.
Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit terdiri atas:

ketentuan umum;

o P

instruksi kepada peserta;

lembar data kualifikasi;

oo

bentuk pakta integritas;

e. bentuk isian data kualifikasi;

f. bentuk perjanjian KSO; dan

g. tata cara evaluasi kualifikasi.

Dokumen tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit terdiri atas:

a. ketentuan umum;

o

instruksi kepada peserta;

lembar data pemilihan;

B oo

Ketentuan Pengguna Jasa;

bentuk dokumen penawaran;

=,

bentuk rancangan Kontrak paling sedikit terdiri atas:

1. surat perjanjian;
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2. syarat-syarat umum kontrak; dan
3. syarat-syarat khusus kontrak; dan

bentuk daftar keluaran dan harga.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Kesatu

Tahapan Pemilihan

Pasal 15

(1) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode evaluasi

sistem nilai dengan ambang batas meliputi:

a.

b.

5@ oo

e

—.

o

sl

@

pengumuman prakualifikasi;

pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;

c. pemberian penjelasan kualifikasi;
d.

penyampaian dokumen kualifikasi;
evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi;

masa sanggah kualifikasi;

. undangan tender;

pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan;
penyampaian dokumen penawaran file I dan file II;
pembukaan dokumen penawaran file I berupa
dokumen administrasi dan teknis;

evaluasi penawaran  administrasi, presentasi/

klarifikasi proposal teknis, dan evaluasi teknis;

. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

pembukaan dokumen penawaran file II berupa
dokumen penawaran harga;

evaluasi harga;

penetapan pemenang;

pengumuman pemenang;

masa sanggah;

masa sanggah banding; dan

laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.
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(2) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode evaluasi

sistem harga terendah dengan ambang batas meliputi:

a.

o

o o

5o o

e

—.

pengumuman prakualifikasi;

pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;
pemberian penjelasan kualifikasi;

penyampaian dokumen kualifikasi;

evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi;

masa sanggah kualifikasi;

. undangan tender;

pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan,;
penyampaian dokumen penawaran file I dan file II;
pembukaan dokumen penawaran file [ berupa
dokumen administrasi dan teknis;

evaluasi penawaran  administrasi, presentasi/

klarifikasi proposal teknis, dan evaluasi teknis;

m. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

o

R

@

pembukaan dokumen penawaran file II berupa
dokumen penawaran harga;

evaluasi harga;

penetapan pemenang;

pengumuman pemenang;

masa sanggah;

masa sanggah banding; dan

laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Evaluasi Kualifikasi

Pasal 16

Peserta tender harus memenuhi persyaratan kualifikasi

yang terdiri atas:

a.

berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta
pendirian dan akta perubahan terakhir jika ada
perubahan;

memiliki izin usaha jasa konstruksi;
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c. memiliki sertifikat badan usaha dengan ketentuan

sebagai berikut:

1. sertifikat badan wusaha terintegrasi bagi badan
usaha pelaksana konstruksi yang memiliki
klasifikasi bidang pekerjaan terintegrasi; atau

2. sertifikat badan usaha pelaksana konstruksi dan
sertifikat badan usaha jasa konsultansi konstruksi
yang memiliki layanan usaha perencanaan atau
perancangan, dalam hal badan usaha pelaksana
konstruksi melakukan KSO dengan badan usaha
jasa konsultansi konstruksi yang memiliki layanan

usaha perencanaan atau perancangarn;

. dalam hal peserta tender melakukan KSO, harus

memenuhi ketentuan:

1. mempunyai perjanjian KSO yang memuat
persentase kemitraan dan perusahaan yang
mewakili kemitraan tersebut;

2. badan usaha pelaksana konstruksi bertindak
sebagai pimpinan (leadfirm) KSO;

3. kualifikasi badan usaha yang melakukan KSO:

a) antara kualifikasi usaha besar dengan
kualifikasi usaha besar;

b) antara kualifikasi usaha besar dengan
kualifikasi usaha menengah;

c) antara kualifikasi usaha menengah dengan

kualifikasi usaha menengah;

. memiliki kemampuan dasar pada pekerjaan

konstruksi sejenis dengan nilai paling sedikit sama
dengan pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (Design
and Build);

memiliki sisa kemampuan nyata paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari nilai pagu pekerjaan Rancang

dan Bangun (Design and Build);

. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,

kegiatan usaha tidak sedang dihentikan, dan/atau

direksi yang bertindak untuk dan atas nama
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perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi
pidana;
h. telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun
terakhir;
i. secara hukum mempunyai kapasitas untuk
mengikatkan diri pada Kontrak;
j.- tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; dan
k. memiliki paling sedikit 1 (satu) tenaga tetap.
Data pemenuhan persyaratan kualifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diisi melalui aplikasi sistem
pengadaan secara elektronik oleh peserta tender.
Dalam hal peserta tender membentuk KSO sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, pimpinan (leadfirm) KSO
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2
harus mengunggah data kualifikasi.
Dalam hal terjadi perbedaan antara data kualifikasi yang
tercantum dalam data isian kualifikasi elektronik dan
formulir isian kualifikasi yang diunggah, data yang
terdapat dalam isian kualifikasi elektronik merupakan
data yang dianggap benar.
Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertuang dalam standar dokumen kualifikasi yang
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Evaluasi Administrasi

Pasal 17
Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi dalam hal memenuhi persyaratan
substansial yang diminta berdasarkan dokumen
pemilihan dengan melampirkan:
a. surat penawaran; dan
b. jaminan penawaran.
Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dikecualikan bagi paket pekerjaan Rancang
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dan Bangun (Design and Build) sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Evaluasi persyaratan administrasi harus berdasarkan
pada kriteria dan tata cara evaluasi penawaran yang

ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

Pasal 18

(1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(2)

(3)

(1)

17 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:

a. jaminan penawaran asli diterima oleh Pokja Pemilihan
sebelum  batas akhir pemasukan = dokumen
penawaran;

b. besaran jaminan penawaran disesuaikan dengan
ketentuan dalam dokumen pemilihan;

Cc. jaminan penawaran yang diterbitkan oleh bank
umum, perusahaan penjaminan, perusahaan
asuransi, atau perusahaan pembiayaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

d. jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa
syarat sebesar nilai jaminan dalam waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat
perintah pencairan dari Pokja Pemilihan diterima oleh
penerbit jaminan.

Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi tertulis terhadap

keabsahan jaminan penawaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada penerbit jaminan.

Dalam hal jaminan penawaran dinyatakan tidak benar

oleh penerbit jaminan, peserta tender dikenakan sanksi

daftar hitam.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Evaluasi Teknis

Pasal 19
Persyaratan teknis disusun berdasarkan Ketentuan

Pengguna Jasa.
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Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. jangka waktu pelaksanaan;

b. proposal rancangan;

c. uraian pelaksanaan pekerjaan;
d. organisasi pelaksanaan,;

e. manajemen pelaksanaan;

f. perkiraan arus kas;

g. daftar personil;

h. daftar peralatan utama,;

e

rencana keselamatan konstruksi; dan

j- rencana kendali mutu.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dipresentasikan oleh peserta tender tanpa
mengubah substansi penawaran.

Persyaratan  teknis yang telah  dipresentasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh
Pokja Pemilihan.

Evaluasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) harus berdasarkan pada kriteria dan tata cara
evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan.

Persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tertuang dalam standar dokumen tender
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 20

Proposal rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (2) huruf b paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

a.

Konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan
pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan
pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta
metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan

utama, pendetailan terhadap rancangan awal (basic



2020, No.98

-20-

design) yang tercantum dalam Ketentuan Pengguna
Jasa;

b. seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus
mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan
Pengguna Jasa; dan

c. tanggapan atas Ketentuan Pengguna Jasa, antara lain
namun tidak terbatas pada status informasi yang
tersedia, permasalahan pengembangan desain yang
relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan
detail pemenuhan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna

Jasa.

Pasal 21

Uraian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c¢ menggambarkan

penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan yang paling
sedikit meliputi:

a. tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan
pelaksanaan  konstruksi, rencana operasi dan
pemeliharaan;

b. metode pelaksanaan konstruksi;

c. sumber daya dan teknologi yang digunakan; dan

d. kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan
kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan

lingkungan.

Pasal 22

Organisasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:

a. struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas
dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan
pekerjaan yang ditawarkan; dan

b. penugasan personil yang memberikan gambaran

menyeluruh untuk penyelesaian keluaran.
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Pasal 23

Manajemen pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:

a. uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan
pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan
hubungan kerjasama tim; dan

b. rincian jadwal mencakup:

1. jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan
perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen
perancangan;

2. jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan
konstruksi, berisi urutan pekerjaan dan waktu
pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian
pekerjaan dalam bentuk diagram batang atau metode
lintasan kritis;

3. jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi,
dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka
waktu pelaksanaan yang ditetapkan;

4. jadwal pengadaan material dan peralatan; dan

5. jadwal mobilisasi personil.

Pasal 24
Perkiraan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) huruf f menggambarkan perkiraan pemasukan dan
pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode

Kontrak.

Pasal 25

Daftar personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(2) huruf g harus memenuhi ketentuan:

a. data personil inti yang diperlukan untuk perencanaan
teknis dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode
yang diusulkan; dan

b. data personil inti yang diusulkan dilengkapi dengan

riwayat hidup dan bukti pengalaman.
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Pasal 26

Daftar peralatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (2) huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

a. peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan
untuk penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal
pemakaian peralatan; dan

b. status peralatan utama yang ditawarkan:

1. milik sendiri/sewa beli untuk pekerjaan kompleks;
atau
2. milik  sendiri/sewa beli/sewa untuk pekerjaan

mendesak.

Pasal 27
(1) Rencana keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf i meliputi:
a. identifikasi bahaya;
b. penentuan tingkat risiko keselamatan konstruksi;
c. pengendalian risiko bahaya keselamatan dan
kesehatan kerja serta keberlanjutan; dan
d. penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum,
sasaran  khusus, dan  program = keselamatan
konstruksi.
(2) Rencana keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud
ayat (1) disusun sesuai dengan metode pelaksanaan

konstruksi yang ditawarkan.

Pasal 28
Rencana kendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (3) huruf j paling sedikit terdiri atas:
a. rencana pemeriksaan dan pengujian;
b. pengendalian subpenyedia dan pemasok; dan

c. pelaporan dan dokumentasi.

Pasal 29
(1) Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan nilai

angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai
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berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan
dalam dokumen pemilihan.

Peserta tender dinyatakan memenuhi persyaratan teknis
dalam hal nilai masing-masing unsur dan nilai total
keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal
yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan dalam dokumen
pemilihan.

Nilai ambang batas total keseluruhan unsur ditentukan
paling rendah 70 (tujuh puluh) dan paling tinggi 100

(seratus).

Pasal 30

Dalam hal diperlukan, persyaratan kualifikasi Penyedia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan
persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dilakukan penambahan
persyaratan sesuai Ketentuan Pengguna Jasa.

Penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga
untuk pekejaan dengan sumber dana anggaran
pendapatan dan belanja negara atau Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk
pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan

dan belanja daerah.

Bagian Kelima

Evaluasi Harga

Pasal 31
Dalam melakukan evaluasi harga, total harga penawaran
peserta tender tidak melebihi nilai pagu pekerjaan
Rancang dan Bangun (Design and Build).
Total harga penawaran peserta tender sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa Penawaran Harga

Lumsum.
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Bagian Keenam

Ketentuan Terkait Jaminan

Pasal 32

(1) Besaran jaminan ditentukan sebagai berikut:

a.

jaminan penawaran ditentukan sebesar 1% (satu
persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai pagu
pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build);
jaminan sanggah banding ditentukan sebesar 1%
(satu persen) dari nilai pagu pekerjaan Rancang dan
Bangun (Design and Build);

jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran antara
80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100%
(seratus persen) dari nilai pagu pekerjaan Rancang
dan Bangun (Design and Build), ditentukan sebesar
5% (lima persen) dari nilai Kontrak;

jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran di
bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu
pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build),
ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu

pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build);

. jaminan uang muka ditentukan sebesar senilai uang

muka; dan
jaminan pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima

persen) dari nilai Kontrak.

(2) Jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar

nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja, setelah surat perintah pencairan dari

PPK/Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh

PPK/Pokja Pemilihan diterima oleh penerbit jaminan.

Surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang muka,

atau surat jaminan pemeliharaan, diterbitkan oleh bank

umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi,

atau perusahaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan diserahkan oleh

Penyedia jasa kepada PPK.
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BAB V
PERSIAPAN KONTRAK

Bagian Kesatu

Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dan Rapat Persiapan

(1)

(4)

Penandatanganan Kontrak

Pasal 33

PPK, Pokja Pemilihan, dan pemenang wajib

melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia

sebelum menerbitkan surat penunjukan Penyedia
barang/jasa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK.

Rapat persiapan penunjukan Penyedia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan

Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. keberlakuan data isian kualifikasi;

b. bukti sertifikat kompetensi personel yang diusulkan
dalam dokumen penawaran;

c. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator,
teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat
pelaksanaan pekerjaan; dan

d. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang
konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang
termasuk pembahasan jumlah peserta, durasi
pelaksanaan, dan jenis keahlian untuk pelaksanaan
pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build)
dengan nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun
(Design and Build) paling sedikit Rp50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK bersama

Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan

penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 1

(satu).

Dalam hal pemenang cadangan 1 (satu) tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK
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bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan

penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 2

(dua).

Dalam hal pemenang cadangan 2 (dua) tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK

tidak menerbitkan surat perintah penunjukan Penyedia

barang/jasa dan melaporkan kepada UKPBJ.

Pemenang yang diundang rapat persiapan penunjukan

Penyedia yang tidak dapat memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka:

a. dikenai sanksi daftar hitam sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan pada
kas negara.

Hasil pembahasan dan kesepakatan rapat persiapan

penunjukan Penyedia dituangkan dalam berita acara.

Pasal 34

Surat penunjukan Penyedia barang/jasa ditetapkan oleh
PPK setelah dilaksanakan rapat persiapan penunjukan
Penyedia.

Dalam hal tender dilakukan mendahului tahun
anggaran, surat penunjukan Penyedia barang/jasa dapat
ditetapkan setelah persetujuan rencana kerja dan
anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 35
PPK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan
penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan surat
penunjukan Penyedia barang/jasa.
Rapat persiapan penandatanganan Kontrak,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
membahas:
a. dokumen Kontrak dan kelengkapan;

b. rencana penandatanganan Kontrak;
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c. jaminan uang muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu
penyerahan);

d. jaminan pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu

penyerahan);

asuransi;

rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang;

rencana keselamatan konstruksi;

5o oo

. rencana mutu pekerjaan konstruksi terintegrasi
rancang dan bangun;
i. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada
saat evaluasi penawaran; dan/atau
j- hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada
saat rapat persiapan penunjukan penyedia.

(3) Hasil pembahasan dan kesepakatan saat rapat persiapan
penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita
acara.

(4) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak PPK

dibantu oleh Konsultan Manajemen Konstruksi.

Bagian Kedua

Organisasi Pelaksanaan Kontrak

Pasal 36
Pihak yang terlibat dalam Kontrak paling sedikit terdiri atas:
a. PA/KPA;
b. PPK;

c. Konsultan Manajemen Konstruksi; dan
d. Penyedia jasa pekerjaan Rancang dan Bangun (Design
and Build) yang terdiri atas:
1. unit perancang;
2. unit pelaksana proyek;
3. unit pengendali mutu; dan

4. unit keselamatan konstruksi.
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Bagian Ketiga
Pendapat Ahli Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 37

(1) Rancangan Kontrak harus memperoleh pendapat Ahli
Kontrak Kerja Konstruksi sebelum ditetapkan oleh PPK.

(2) Dalam hal tidak terdapat Ahli Kontrak Kerja Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapat tersebut
dapat diperoleh dari Tim yang dibentuk oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga
untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran
pendapatan dan belanja negara atau Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk
pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan

dan belanja daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN KONTRAK

Bagian Kesatu

Penandatanganan Kontrak

Pasal 38
Kontrak ditandatangani setelah daftar isian pelaksanaan
anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia

menyerahkan jaminan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Serah Terima Lokasi Pekerjaan

Pasal 39
PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja kepada
Penyedia sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam
rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk
melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan sebelum

SPMK diterbitkan.
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Bagian Ketiga

Perubahan Kontrak

Pasal 40

(1) Perubahan Kontrak dapat dilakukan berdasarkan
kesepakatan para pihak melalui adendum Kontrak.

(2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipertanggungjawabkan secara teknis dan profesional.

(3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat mengakibatkan penambahan nilai Kontrak.

(4) Dalam hal penambahan nilai Kontrak akhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melebihi 10% (sepuluh persen)
dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. persetujuan PA; dan
b. tender secara terpisah atau penunjukan langsung

dalam hal merupakan satu kesatuan konstruksi.

Bagian Keempat

Penyesuaian Harga

Pasal 41
Dalam pelaksanaan Kontrak tidak diberlakukan
penyesuaian harga kecuali terdapat penetapan kebijakan

lebih lanjut oleh Pemerintah.

Bagian Kelima

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 42
(1) Harga Kontrak terdiri atas:
a. keuntungan,;
b. beban pajak;

biaya umum (overhead);

B oo

biaya pelaksanaan pekerjaan meliputi pekerjaan
perancangan dan pekerjaan konstruksi; dan

e. biaya penyelenggaraan keselamatan konstruksi.
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Pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan tahapan
penyelesaian keluaran pekerjaan atau termin sesuai

dengan dokumen Kontrak.

Bagian Keenam

Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi

Pasal 43

Konsultan Manajemen Konstruksi memiliki tugas:

a. melaksanakan penjaminan mutu (quality assurance)
pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan
pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan,
pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima
akhir pekerjaan;

b. membantu PPK dan Pokja Pemilihan dalam proses
persiapan pengadaan dan pemilihan Penyedia jasa
pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build);

c. membantu pengguna jasa dalam melakukan
persetujuan atau penolakan perubahan Kontrak;

d. melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;

e. membantu pengguna jasa dalam menghitung nilai
perolehan aset barang milik negara; dan

f. membantu pengguna jasa ketika dilakukan audit
hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir

pekerjaan.

(2) Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi sebagaimana

(1)

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak kerja

Konsultan Manajemen Konstruksi.

Bagian Ketujuh

Keterlambatan

Pasal 44
Masa keterlambatan pekerjaan dimulai sejak rencana
serah terima pekerjaan pertama yang tercantum dalam

Kontrak.



(2)
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Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak
karena  kesalahan  Penyedia, dikenakan denda
keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari
harga Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Denda keterlambatan sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2) yaitu paling banyak sebesar 5% (lima perseratus)

dari harga Kontrak.

Bagian Kedelapan

Keadaan Kahar

Pasal 45

Ketentuan mengenai Keadaan Kahar dalam pekerjaan

Rancang dan Bangun (Design and Build) mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

Bagian Kesembilan

Serah Terima Pekerjaan

Pasal 46
Penyedia harus menyiapkan daftar nilai perolehan aset
sesuai ketentuan pencatatan aset barang milik negara.
Daftar nilai perolehan aset sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan hanya untuk kepentingan pencatatan

aset barang milik negara.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB KEGAGALAN BANGUNAN

Pasal 47

Kegagalan Bangunan merupakan tanggung jawab pengguna

jasa dan/atau Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 48
Kewajiban pertanggungan terhadap kegagalan bangunan

terhitung sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 49
(1) Dalam hal terjadi sengketa pekerjaan Rancang dan
Bangun (Design and Build), para pihak menempuh
tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum
dalam Kontrak.
(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN

Pasal 50
Pengadaan pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and
Build) dilaksanakan sesuai dengan standar dan pedoman
pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan

bangun yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pekerjaan
Rancang dan Bangun (Design and Build) yang sudah dalam
tahap pengumuman prakualifikasi sebelum
diundangkannya Peraturan Menteri ini, prosesnya tetap
dilanjutkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 12/PRT/M/2017

tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
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Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)

sampai dengan serah terima akhir pekerjaan.

Pasal 52
Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai

dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:
12/PRT/M /2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and
Build) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1076), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI FPEKERJAAN
UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI

DARTARIM DARIMTIRT RIGT AT TTT DRIV ETAT A

Standar Dokumen Pemilihan Secara Elekfronik

(DOKUMEN KUALIFIKASI)

Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
(Design and Build)
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DOKUMEN KUALIFIKASI

Nomor :

Tanggal :

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

Kelompok Kerja UKPB]J:
Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah:

Tahun Anggaran
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BAB I. UMUM

A, Dokumen Kualifikast ini disusun untuk membantu peserta dalam menwapkan

Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
Rancang dan

Bangun (Design
and Buld)

Kerja Sama
Operasi untuk
Rancang dan

Bangun (Design
and Buld

Lembar Data
Kualifikasi

Pengguna
Anggaran

KuasaPengguna
Anggaran pada
pelaksanaan
APBN

Kuasa Pengguna
Anggaran pada
pelaksanaan
APBD

Unit Kegja
Pengadaan
Barang Jasa

Pokja Pemilihan

Pejabat Pembuat

data kualifikasi pelaku usaha.

Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data
Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan
adalah ketentuan pada Lembar Data Kualifikasi (LDK).

Dalam dokumen ini digunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai
berikut:

adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan
dengan pembangunan suatu bangunan, yang
Penvedianya memiliki satu kesatuan tanggung
jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi.

: yang selanmjutnya disingkat KSO adalah perjanjian

antara dua pthak atau lebih badan usaha penyedia
layanan pekenjaan Konstruksi Terintegrasi rancang
dan bangun atau antara badan usaha penyedia
layanan pekerjaan Konstruksi dengan penyedia

layanan jasa konsultansi
perencanaan/perancangan  konstrukst  untuk
melakukan  suatu  usaha bersama dengan

menggunakan aset dan/atau hak usaha yang
dimiliki dan secara bersama menanggung risiko
usaha tersebut.

. yang selanjutnya disingkat LDK adalah Lembar

Data Kualifikasi yang memuat ketentuan dan
informasi yang spesifik sesuai dengan kualifikast
vang diperlukan.

. yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

. wang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang

memperoleh kuasa dan PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan  anggaran  pada  Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.

. yang selanjutnya disingkat KP4 adalah pejabat yang

diberi  kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguria anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

. yang selanjutnya disingkat UKPE] adalah Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wyang
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

adalah Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh
pimpinan UKPB] untuk mengelola pemilthan
Penyedia.

. yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang

diberi kewenangan oleh PA/ KP4 untuk mengambil

www.peraturan.go.id
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Pelaku Usaha

Pelaku Usaha
Orang Ash Papua

Penyedia Jasa

Aparat
Pengawrasan
Intern
Pemenntah

Layanan
Pengadaan
Secara Eekironik

Aplikasi SPSE
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keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara.

adalah setiap orang perorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didintkan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, baitk sendin maupun
bersama-~sama melalu perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagat
bidang ekonomi.

. yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua

adalah  calon Penyedia Barang/Jasa yang
merupakan/dimiliki orang asli Papua dan
berdomuisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau
Provinsi Papua Barat.

. yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku

Usaha yang vang secara sendin atau bersama-~sama
menyediakan Pekerjaan Konstrukst Terintegrasi
Rancang dan Bangun (Destenn and Buldd)
berdasarkan kontrak.

. yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang

melakukan pengawasan melalul  audit, reviu,
evaluast, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah.

- wang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan

pengelolaan teknologt informasi untuk
memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik.

Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di
server LPSE wvang dapat diakses melalui wehsrte
LPSE.

Isian Elektronik Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis
berist komponen isian vang dapat disi oleh
pengguna aplikast.

Form Isian Formulir 1sian elektronik pada aplikasi SPSE yang

Elektmnik Data digunakan peserta untuk menginputkan dan

mengirimkan data kualifikast.

BAB II P NGUMUMAN TENDER DENGAN PRAKUALIFIKASI

Fengumuman tercantum pada aplticast SFSE dan dapat ditambahkan df situs web
Kementenan/Llembaga/Ferangiat Dacrah, papan pengumuman resms utule
masyarakat, surat kabar, dan/ataw media lainnya

ww.peraturan.go.id
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BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

UMUM

. Identitas Pokjadan

Lingkup Pekerjaan

Sumber Dana

Peserta Kualifikasi

1.1

[2

Identitas pokja pemilihan sebagaimana tercantum
dalam LDK.

Nama paket, lingkup pekerjaan, dan lokast
pekenjaan sebagaimana tercantum dalam LDK.

Pengadaan i1 dibiayai dant  sumber pendanaan
sebagaimana tercantum dalam LDK.

3.1

32

3.3

3.4

3.5

3.6

Peserta pada paket pekenaan konstruksi
terintegrast rancang dan bangun yang ditetapkan
sebagai pekerjaan mendesak dengan nilai pagu
pekerjaan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) sampat dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
disyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi
dengan kualifikast Usaha Menengah yang
kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat.

Peserta pada paket pekenjaan konstrukst
terintegrast rancang dan bangun yang ditetapkan
sebagai pekenjaan mendesak dengan nilai pagu
pekerjaan diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk pelaksana
konstruksit dengan kualifikasi Usaha Besar yang
kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat.

Peserta pada paket pekenaan konstruksi
terintegrast rancang dan bangun yang ditetapkan
sebagai pekerjaan kompleks disyaratkan hanya
untuk pelaksana konstrukst dengan kualifikasi
Usaha Besar yang kemampuan dasarnya (KD)
memenuhi syarat.

Paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang
dan bangun sebagaimana dimaksud pada 3.1
dapat dipersyaratkan hanya untuk oleh penyedia
jasa dengan kualifikast Usaha Besar apabila:

a. Tender gagal karena tidak ada penyedia jasa
dengan kualifikasi Usaha Menengah yang
mendaftar/memasukkan dokumen kualifikast,

b. tingkat kesulitan pekenjaan yang akan
ditenderkan tidak dapat
dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa
dengan kualifikasit Usaha Menengah; dan/atau

c. tidak ada pelaku usaha dengan kualifikast
Usaha Menengah vang lulus pada saat evaluast
kualifikast.

Prakualifikast in1 dapat ditkuti oleh:

a. Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
Terintegrasi; atau

b. Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang
melakukan KSO dengan Badan Usaha Jasa
Perencana/Perancang Konstruksi.

Dalam hal paket pekerjaan konstruksi terintegrast
rancang dan bangun wvang dipergunakan untuk
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terhadap Aturan
Pengadaan

3.7

3.8

3.3

3.10

4.1

4.2
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percepatan pembangunan  kesgjahteraan di
Provinsi Papua dan Provinst Papua Barat,
diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Ash
Papua.

Dalam hal peserta melakukan KSO, maka KSO
dilakukan  sebelum  memasukkan dokumen
kualifikasi.

KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang:
a. memiliki wusaha dengan kualifikasi yang
setingkat; atau
b. memiliki usaha berkualifikasi besar dengan
usaha berkualifikast 1 (satu) tingkat di
bawahnya.
Kualifikast usaha feadfirm KSO harus setara atau
lebih tingei dan anggota KSO.

Peserta KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian
Kerja Sama Operast selama proses prakualifikasi

dan tender.

Dalam hal peserta melakukan KSO, maka peserta
harus memiliki Pemjanjian Kerja Sama Operast
vang memuat persentase KSO dan perusahaan
vang mewakili KSO tersebut.

Perjanjian  KSO  yang  berakhir  sebelum
penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab
penyelesaitan  pekenjaan  dibebankan  pada
perusahaan wyang menjadi Jezdlfirm KSO atau
mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam
perjanjian KSO.

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan

ini  berkewajiban untuk mematuhi  aturan

pengadaan dengan tidak melakukan tindakan
sebagai berikut:

a. menyampatkan dokumen atau keterangan
palsu/tidak benar  untuk memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen
Pemilihan;

b. berusaha mempengaruhi anggota Fokja
Pemilthan dalam bentuk dan cara apapun,
untuk memenuhi keinginan peserta vang
bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi,
dan/atau peraturan perundang~undangan,

¢. terindikast melakukan persekongkolan dengan
peserta lain untuk mengatur hasil Tender,
sehingga mengurangi/ menghambat/
memperkecil/ meniadakan persaingan usaha
vang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
dan/atau

d. membuat danfatau menvampaikan dokumen
danfatau keterangan lain yang tidak benar
untuk memenuhi persyvaratan dalam Dokumen
Kualifikast ini.

Peserta wang terbukti melakukan tindakan

sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 di atas

dikenakan sankst sebagai berikut:

a. sankst admirustratif, seperti digugurkan dan
proses kualifikasi atau pembatalan kelulusan
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5. Larangan
Pertentangan
Kepentngan

6. Satu Data
Kualifikasi Tiap
Peserta

7. Berlakunya
Kualifikasi

4.3

4.4

4.5

9.1

5.2

6.1

6.2

6.3

-40-

kualifikasi; dan/atau
b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Fokja Pemilihan
kepada PA/KPA.

Pengenaan Sankst Daftar Hitam oleh PA/KPA atas
usulan Pokja Pemilihan.

Pegawai Kementenian/Lembaga/Perangkat
Daerah dilarang menjadi peserta kecuali cuti
diluar tanggungan

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
perannya, menghindar dan mencegah
pertentangan kepentingan para pihak yang terkait
batk secara langsung maupun tidak langsung.

Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud

angka 5.1 di atas antara lain meliputi

a. Direksi, Dewan Komusaris, atau tenaga tetap
suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direkst,
Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada
Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang
sama,

b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan
manajemen  konstruksi  bertindak sebagat
pelaksana Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Rancang dan Bangun,

¢. PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun
tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau

d. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender
vang sama, dikendalikan baik langsung
maupun tidak langsung oleh pihak yang sama,
danfatau kepemilikan sahamnya lebih dan
50% (lima puluh persen) dikuasar oleh
pemegang saham yang sama.

Setiap peserta, batk tunggal maupun sebagai
anggota KSO hanya diperbolehkan menyampaikan
satu data kualifikast untuk satu paket pekenjaan
yang sama.

Data kualifikast untuk anggota KSO disampaikan
oleh peserta yang mewakili KSO (Jsadifirm KSO).

Setiap peserta vang termasuk dalam KSO dilarang
meryadi peserta baik secara sendin maupun
sebagai anggota KSO wyang lain pada paket
pekenjaan yang sama.

Kualifikast in1 hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang
disebut dalam LDK.
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Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk
mengikut kualifikasi 1ni.

Fokja Pemilithan tidak bertanggung jawab atas
kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

Dokumen Kualifikasi terdin atas:

Umum,

Pengumuman Tender dengan Prakualifikasi,
Instruksi Kepada Peserta,

Lembar Data Kualifikast,

Pakta Integnitas;

Bentuk Isian Data Kualifikasi,

Bentuk Surat Perjanjian KSO,

Petunjuk Pengisian Data Kualifikast,

Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

e

Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi
Dokumen Kualifikast ini. Kelalaian
menyvampatkan keterangan yang disyaratkan
dalam  Dokumen  Kualifikasi  sepenuhnya
merupakan risiko peserta.

Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi
tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa
Indonesia.

11.1

11.2

T3

11.4

11.5

Pemberian penyelasan dilakukan secara daring
(onitne) melalut aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam
aplikast SPSE.

Peserta vang tidak aktf/membuka SPSE dan/atau
tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan,
tidak dapat dyadikan dasar untuk
menolak/menggugurkan peserta.

Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat
memberikan informasi vang dianggzap penting
terkait dengan dokumen kualifikasi.

Apabila dipandang perlu, Fokja Pemilithan dapat
memberikan penjelasan lanjutan secara luring
(offline). Biaya yang diperlukan peserta dalam
rangka mengikuti penjelasan lanjutan ditanggung
oleh masing~masing peserta.

Fokja Pemilthan meryawab setiap pertanyaan
vang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan
vang telah dyjawab.

Apabila dipandang perlu, Pokja Pemilihan dapat
memberikan penjelasan (ulang).

Apabila diperlukan, Fokja Pemilihan pada saat
berlangsungnya pemberian penjelasan dapat
menambah waktu batas akhir tahapan tersebut
sesuai dengan kebutuhan.

Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir,
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12. Perubahan

Dokumen
Kualifikasi

113

24

F2e2

12.3

12.4

12.5
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perserta tidak dapat mengajukan pertanyaan
namun Pokja Pemilthan masth mempunyai
tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan
vang masuk pada akhir jadwal.

Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian
penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita
Acara Pemberian Penjelasan (BAPF).

Sebelum batas akhir waktu penvampaian
Dokumen Kualifikasi, Pokja Pemilthan dapat
mengubah  Dokumen  Kualifikasi  dengan
menetapkan Adendum Dokumen Kualifikasi

Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dam Dokumen
Kualifikasi.

Pokja Pemilthan mengumumkan Adendum
Dokumen kualifikasi dengan cara mengunggah
(upload) file adendum dokumen kualifikasi
melalui aplikast SPSE paling lambat 3 (tiga) han
sebelum batas akhir pemasukan Data kualifikasi.
Apabila Pokja Pemilihan akan mengunggah
(upload) file adendum Dokumen Kualifikasi
kurang dart 3 (tiga) hani sebelum batas akhir
pemasukan Data kualifikasi, maka Pokja
Pemilthan wajib mengundurkan batas akhir
pemasukan Data kualifikasi.

Peserta dapat mengunduh (download) file
Adendum Dokumen Kualifikasi yang diunggah
(upload) Pokja Pemilihan melalut aplikasi SPSE
(apabila ada).

Pokja Pemilihan dapat mengundurkan batas akhir
waktu penyvampaian Dokumen Kualifikasi apabila
ada adendum Dokumen Kualifikasi.

C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI

13. Bentuk Data
Kualifikasi

14. Paktalntegntas

Data Kualifikasi yang disampaikan oleh peserta berupa
Data Kualifikasi yang telah dusi pada form isian
elektronik data kualifikasi pada aplikasi SPSE.

14.1

14.2

Pakta Integritas benisi ikrar untuk mencegah dan
tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya
kolust, korupsi, dan nepotisme (KKN) termasuk
penvalahgunaan wewenang serta akan mengikuti
proses pengadaan secara bersih, transparan, dan
profesional.

Dengan mendaftar sebagai peserta pada suatu
paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka
peserta telah menandatangani Pakta Integnitas,
kecuali untuk peserta yvang melakukan Kenja Sama
Operast (K50), maka badan usaha yang ditunjuk
mewakili Kenja Sama Operast (KSO) wajib
menyampatkan pakta integritas melalui fasilitas
unggahan lainnya pada form isian elektronik data
kualifikast di aplikasi SPSE.
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D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI

15. Penyampaian Data 15.1
Kualifikasi

Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalut

aplikast SPSE kepada Pokja Pemilihan sesuai

Jadwal yang telah ditetapkan pada aplikasi SPSE,

dengan ketentuan:

a. Dalam hal peserta tunggal/sendir,
disampaikan melalui istan  elektronik
kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE,

b. Dalam hal K30, fsadfirm KSC menyampatkan
data kualifikast dengan dilengkapi formulir
isian kualifikast anggota KSO~nya,

¢. Data kualifikasi disampatkan melalui formulir
isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada
aplikasi SPSE;

d. Jika formulir 1sian elektronik kualifikast yang
tersedia pada  aplikasi SPSE  belum
mengakomodir  data  kualifikasi  yang
disyaratkan Pokja Pemilthan, maka data
kualifikast tersebut diunggah (upload) pada
fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada
aplikasi SPSE,

e. Dengan mengirimkan data kualifikast secara
elektronik, peserta telah menyetuju pernyataan
sebagai berikut:

1) tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar
Hitam;

2) ketkutsertaannya tidak  menimbulkan
pertentangan kepentingan para pthak yang
terkait baik secara langsung maupun tidak
langsung;

3) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan;

4) yang bertindak untuk dan atas nama badan
usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi
pidana,

8) pengurus/pegawai badan wusaha tidak
berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara,
kecuali yang bersangkutan mengambil cuti
diluar tanggungan Negara,

E) pemyataan lain wyang mernjadi syarat
kualifikasi yang tercantum dalam dokumen
pemilihan; dan

7) data kualifikasi yang distkan benar dan
jika dikemudian han ditemukan bahwa
data/dokumen wang disampaikan tidak
benar dan ada pemalsuan, maka direktur
utama/pimpinan perusahaan, atau kepala
cabang, atau peabat yang menurut
perjanjian kerja sama berhak mewakili
badan usaha yang bekenja sama dan badan
usaha vang diwakili bersedia dikenakan
sanksi administratif, sankst pencantuman
dalam daftar hitam, gugatan secara
perdata, dan/atau pelaporan secara pidana
kepada pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

f. Dalam hal sampai batas akhir penvampaian
dokumen kualifikasi tidak ada peserta vang
menyampatkan dokumen kualifikasi, maka

Pokja Pemilihan dapat memberikan waktu
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16. Batas Akhir
Waktu Pemasukan
Data Kualifikasi

17. Data Kualifikasi
Terlambat

E. EVALUASI KUALIFIKASI

18. Kerahasaan
Proses

19. Ewaluas
Kualifikasi

15.2

16.1

16.2

16.3

16.4

-46-

perpanjangan penvampaian dokumen
kualifikasi.

Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap
telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta
pengadaan, kecuali untuk peserta yang
melakukan Kernja Sama Operasi (KSO) Pakta
Integritas dan Data Kualifikasi ditandatangani
oleh pejabat yang menurut perjanjian Kerja Sama
Operasi berhak mewakili KSO.

Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah

waktu batas akhir pemasukan Data Kualifikasi

kecuali:

a. keadaan kahar,

b. terjadi gangguan teknis;

¢. perubahan dokumen prakualifikast yang
mengakibatkan  kebutuhan  penambahan
waktu penylapan Data Kualifikasi; atau

d. tidak ada peserta yang memasukkan data
kualifikast sampai dengan batas akhir
pemasukan data kualifikasi.

Dalam hal Pokja Pemilithan mengubah waktu
batas akhir pemasukan data kualifikast maka
harus menyampaikan/menginformasikan pada
SPSE alasan yvang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal setelah batas akhir pemasukan data
kualifikast tidak ada peserta yang memasukkan
data  kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat
memperparjang batas akhir jadwal pemasukan
data kualifikasi.

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada angka 16.3 dilakukan pada han
vang sama dengan batas akhir pemasukan data
kualifikast.

Setelah batas akhir waktu pemasukan Data Kualifikasi,
aplikast SPSE menolak setiap Data Kualifikasi yang akan
dikirim.

18.1

18.2

18.3

191

19.2

Proses evaluasi kualifikasi bersifat rahasia dan
dilaksanakan oleh Pokja Pemilthan secara
independen.

Informast yang berkaitan dengan evaluasi
kualifikast tidak boleh diungkapkan kepada para
peserta atau pihak lain yang tidak berkepentingan
hingga hasil kualifikast diumumkan.

Setiap usaha peserta mencampun proses evaluast
kualifikasi akan mengakibatkan ditolaknya Data
Kualifikasi yang bersangkutan.

Evaluast kualifikast dilakukan dengan
menggunakan Sistem Gugur.

Pokja Pemilthan melakukan evaluasi kualifikasi
terhadap data kualifikast yang disampaikan
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Kualifikasi

13.3

13.4

13.5

13.6
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13.8

13.3

13.10

19.11

20.1

20.2

20.3
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(diunggah) oleh peserta melalu form elektronik
istan kualifikast dalam aplikast SPSE atau pada
fasilitas upioad data kualifikast lainnya.

Data kualifikasi pada form elektronik isian
kualifikast dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas
upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian
vang saling melengkapi.

Dalam hal dyumpai perbedaan isitan pada form
elektronik 1sian kualifikast SPSE dengan data yang
diunggah (upload), maka data yang dianggap
benar adalah data wvang terdapat dalam form
elektronik isian kualifikas SPSE, dan mengabatkan
Data Kualifikasi yang diunggah.

Khusus untuk peserta yang melakukan KSO, Pakta
Integritas untuk anggota KSO telah disi dan
ditandatangani oleh peserta sebelum dilakukan
evaluasi, apabila tidak ditandatangani maka tidak
dievaluasi lebth lanyut dan peserta dinyatakan

gugur.

Tata cara evaluast kualifikast dilakukan sesuat
dengan Bab IX Dokumen Kualifikasi ini.

Dalam mengevaluasi data kualifikasi, Pokja
Pemilihan dapat melakukan klanfikasi terhadap
hal~hal yang tidak jelas dalam data kualifikasi.
Peserta harus memberikan tanggapan atas
klarifikasi. Klanfikasi tidak boleh mengubah
substansi.  Klanfikast dan tanggapan atas
klanifikast harus dilakukan secara tertulis.

Terhadap hal~hal yang diragukan berkaitan
dengan data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat
melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk
peninjavan lapangan kepada pthak~
pthak /instansi terkait.

Hasil klanifikasi/konfirmast dapat menggugurkan
peserta. Dalam hal peserta tidak memberikan
tanggapan atas hasil  Kanfikass maka
menggugurkan peserta.

Apabila peserta vang lulus evaluasi kualifikasi
kurang dan 3 (tiga), maka prakualifikasi
dinyatakan gagal.

Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi
kualifikast pada aplikast SPSE.

Pembuktian kualifikast dilakukan terhadap semua
peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi.

Pembuktian kualifikasi dapat tidak dilakukan
untuk penyedia yang telah terkualifikasi melalui
SIKaP.

Pokja  Pemilthan  melakukan  pembuktian
kualifikast terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan kualifikasi setelah evaluasi kualifikasi
selesat dilakukan.
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204

205

206

20.7

208

203

20.10

2011

Undangan  pembuktian  kualifikasi  harus
disampaikan secara tertulis baik elektronik atau
non elektronik.

Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah
menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh
peserta pada saat pembuktian kualifikasi.

Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikast
SPSE (offling) dengan memperhitungkan waktu
vang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan
penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.

Apabila peserta tidak dapat menghadin
pembuktian kualifkasi dengan alasan yang dapat
diterima, maka Pokja  Pemilthan  dapat
memperpanjang waktu evaluast dan pembuktian
kualifikasi paling kurang 1 (satu) han kenja.

Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat
mengakses data kontak (misal akun email atauno
telepon) tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak
sempat mengakses atau alasan teknis apapun dan
sist peserta, maka resiko sepenuhnya ada pada
peserta.

Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian

kualifikast adalah:

a. Direksi yang namanya ada dalam akta
pendinian/perubahan atau pihak yang sah
menurut akta pendinan/perubahan,

b. Penerima kuasa dan direksi vang nama
penerima kuasanya tercantum dalam akta
pendirian/ perubahan,

¢. Phak lain wyang bukan direkst dapat
menghadinn  pembuktian kualifikasi selama
berstatus sebagai tenaga kerja tetap (vang
dibuktikan dengan bukti setor pajak PPh Pasal
21 Form 1721 atau Form 1721~A1 dan
memperoleh kuasa dan Direksi yang namanya
ada dalam akta pendinian/perubahan;

d. kepalacabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat wyang dibuktitkan dengan
dokumen otentik; atau

e. peabat yang menurut Perjanjian Kenja Sama
Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.

Pembuktian  kualifikasi  dilakukan  dengan
memverifikasi kesesuaian data pada informast
Formulir elektonik isian kualifikast pada SPSE atau
fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen
asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh
pejabat vang berwenang dan meminta salinan
dokumen tersebut, dan/atau melalul fasilitas
elektronik  wvang disediakan oleh  penerbit
dokumen. Pembuktian kualifikasi terhadap alamat
penyedia, peralatan, dan/fatau sumber daya
manusia serta persyaratan kualifikasi lainnya
dapat dilakukan dengan klanfikasi/venfikasi
lapangan apabila dibutuhkan.

Dalam tahap pembuktian kualifikasi, Pokja
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Pemilihan dapat tidak meminta seluruh dokumen
kualifikast apabila peserta sudah pernah
melaksanakan pekenjaan yang sejenis dan/atau
data kualifikasi peserta sudah tervenfikasi dalam
Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian
kualifikast dan/fatau telah diberikan kesempatan
namun tetap tidak dapat menghadin pembuktian
kualifikasi sesuai dengan 20.7, maka peserta
dinyatakan gugur.

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan
pemalsuan data, maka peserta digugurkan,
dikenakan sankst Daftar Hitam.

Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian

kualifikasi kurang dan 3 (tiga) peserta, maka
prakualifikasi dinyatakan gagal.

Pemilihan menetapkan peserta wang lulus

pembuktian kualifikast dalam daftar peserta yang lulus
kualifikast atau Daftar Peserta Tender yang lulus
prakualifikasi.

Hasil kualifikast setelah ditetapkan oleh Fokja Pemilihan
diumumkan oleh Pokja Pemilihan melalui aplikast SPSE.

23.1

232

23.3

234

235

Peserta yang menvampaikan Data Kualifikast
dapat mengajukan sanggahan secara elektronik
melalui  aplikasi SPSE atas penetapan hasil
kualifikast kepada Pokja Pemilihan paling lambat
5 (lima) han kerja setelah pengumuman hasil
kualifikasi.

Sanggah vang diajukan oleh peserta vang tidak
memasukkan data kualifikasi maka sanggahan
tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.

Sanggahan diajukan oleh peserta dalam masa

Sanggah Kualifikasi apabila menemukan:

a. kesalahan dalam evaluasi,

b. penwimpangan terhadap ketentuan dan
prosedur vang diatur dalam peraturan terkait
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta
ketentuan wang telah ditetapkan dalam
Dokumen Kualifikast,

c. rekavasa/persekongkolan tertentu sehingga
menghalangi ternjadinya persaingan usaha
vang sehat, dan/atau

d. penyalahgunaan wewenang oleh FPokja
Pemilthan, pimpinan UKPB], PPK, PA/KPA,
dan/atau kepala daerah.

Fokja Pemilihan memberikan jawaban secara
elektronik melalul aplikast SPSE atas semua
sanggahan paling lambat 3 (tiga) han kerja
setelah masa sanggah berakhir.

Apabila sanggahan dinyatakan salah/tidak
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24.

Evaluas dan
Pembuktan
Kualifikasi Ulang,
Penyampaian
Data Kualifikasi
Ulang,dan
Kualifikas: Ulang

236

23.7

23.8

24.1

242

24.3

244

245

-50-

diterima, maka Pokja Pemilthan melanjutkan
proses Prakualifikasi.

Apabila sanggahan dinyatakan benar/diterima
maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dan
pembuktian kualifikasi ulang, penyampaian data
kualifikasi ulang, atau prakualifikasi ulang.

Sanggahan wyang disampatkan tidak melalu
aplikast SPSE (offfine) bukan dikarenakan adanya
keadaan kahar/gangguan teknis, atau
disampaikan kepada kepada Pejabat
Fenandatangan Kontrak, PA/KPA, dan AFIP, atau
disampatkan diluar masa sanggah, dianggap
sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana
penanganan pengaduan.

Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan
teknis vang menyebabkan peserta pemilihan tidak
dapat mengirimkan sanggahan secara online
melalui aplikasit SPSE maka sanggahan dapat
dilakukan diluar aplikast SPSE (offiine).

Evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang dalam
hal:

a. Ewvaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam dokumen kualifikasi,
dan/atau

b. Kesalahan dalam  mengevaluast data
kualifikasi.

Penyampaian Data Kualifikasi ulang dilakukan
dalam hal terjadi kesalahan dokumen kualifikast
dar1 Pokja Pemilihan.

Prakualifikasi ulang dilakukan dalam hal:

a. Terdapat indikast terjadi persekongkolan,

b. Adanya  persvaratan  kualifikast yang
diskriminatif,

c. Terdapat kesalahan/kecurangan dalam
pengumumarn;

d. Tidak ada peserta wyang menyampaikan
Dokumen Kualifikasi;, dan/atau

e. Jumlah peserta vang lulus kualifikast kurang
dan 3 (tiga).

Dalam hal prakualifikast ulang maka pokja
pemilthan  melakukan  prakualifikast  ulang
dengan ketentuan:

a. Apabila hasil prakualifikast ulang jumlah
peserta yang lulus 2 (dua) peserta, maka
dilanjutkan dengan proses Tender, atau

b. Apabila hasil prakualifikast ulang jumlah
peserta yang lulus 1 (satu) peserta, maka
dilamyutkan  sepertt proses Penunjukan

Langsung.

Dalam hal prakualifikasi ulang dinyatakan gagal,
Fokja Pemilithan mengumumkan hasil
prakualifikast ulang dan menyampatkan hasil
prakualifikasi kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak dan selanmutnya Pokja Pemilihan
melakukan  evaluast  penyebab  kegagalan
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(Download)
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Bagi Peserta yang
Lulus Kualifikasi
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prakualifikasi.

Pokja pemilthan mengundang Peserta wyang lulus
Kualifikast melalui aplikast SPSE.

Peserta yang diundang dapat mengunduh Dokumen
Tender melalui aplikasi SPSE.
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BAB IV

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A Identitas Pokja

B. Paket Pekerjaan

C. Sumber Dana

D. Jadwal Pemasukan
Data Kualifikasi

E. Persyaratan
Kualifikasi

1. Pokja Pemilthan:
fdust nama FRoipa Femilthan, contoh. Fokra
Felceryaan Konstrudest UKFE] Kementenan... [

2. Alamat Pokja Pemilihan:

3. Websrte LPSE:

1. Nama paket pekenjaan:

2. Uraian singkat pekenjaan:
fditst uratan sscara sungkat dan yelas, ruang
Iinglup pelenaanskegtatan yvang dilaksanakan/

3. Lokasi pekenjaan:

fdust nama alamat, kabupatenskota serta
provinst peienaanskegtatan yang diaksanakan/

4. Jangka  waktu  pelaksanaan  pekerjaan:

( ) hart kalender
sejak SPME.
st wakte  yang  diperfukan untuk
menvelesatkan pekenaan/

Pengadaan ini dibiayai dan sumber pendanaan:
Tahun Anggaran fast
sumbper dana dan tahun anggaran sesuat dokumen

anggaran/

Sesuai jadwal vang tercantum dalam aplikast SPSE.

1. Peserta yang melakukan Kernja Sama Operast
(KSO) maka Surat Perjamyian KSO, formulir
kualifikasi, dan Pakta Integritas ditandatangani
oleh seluruh anggota KSO, kecuali Jeaclfirm KSO
mengisi data kualifikasi melalui SPSE;

2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki
Surat [jin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan
Kualifikast Usaha
[Menengah /Besar] serta disyaratkan:
a. SBU jasa konstruksi terintegrast subklasifikast

..... (...) fisf subldasifikast dan kods
subkiasifticast  brdang  pekepaan yang
disyaratikan, contoh: jasa Tenntegrass Untukc
Konstrulest Bangunan Gedung (TI505)/, atau
b. SBU jasa pelaksana konstruksi dan SBU jasa
perencanaan/ perancangan konstruksi bagi
badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang
membentuk KSO dengan badan usaha jasa
konsultast konstrukst wyang memberikan
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layanan usaha perencanaan/perancangan,

dimana badan wusaha jasa pelaksana

konstrukst bertindak sebagai Jeadfirm, yaitu:

1) SBU  jasa pelaksana  konstruksi
subklasifikasi ... .. (.....) frst subkiasifikast
dan kode subliasifticass brdang pekenaan
Yvang disyaratkan, contoh: jasa Felaksana
Konstrulest Fekepyaan Jembatan, jalan
Lavang, Terowongan dan Subways
(51004)/, dan

2) SBU jasa perencanaan/perancangan
konstruksi subklasifikast ... (... fsr
subkiasiftiast dan kode subllasifikast
birdang pekenaan yang disvaratkan,
contoh: jasa Desamm Rekavasa Untulk
Feleppaan  Telouk  Spil  Transportast
(RE104)/

dalam hal peserta ber~KSO, harus memenuhi

ketentuan:

1. mempunyai penjanjian KSO yang memuat
persentase kemitraan dan perusahaan yvang
mewakili kemitraan tersebut,

2. dalam hal KSO antara badan usaha penyedia
layanan pekerjaan Konstrukst dengan
penyedia  layanan  jasa  konsultansi
perencanaan/ perancangan konstruksi maka
badan usaha penyedia layanan pekerjaan
konstrukst bertindak sebagai pimpinan
(leadfirm) KSO,

3. persyaratan kualifikast usaha harus dipenuhi
oleh pimpinan (Jeadftrs) KSO,

4. kualifikast usaha badan usaha yang
melakukan KSO:

a) antara kualifikasi usaha besar dengan
kualifikasi usaha besar;

b) antara kualifikasi usaha besar dengan
kualifikast usaha menengah,;

¢) antara kualifikast usaha menengah
dengan kualifikasi usaha menengah.

4. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada
pekerjaan  sesuai  subklasifikast SBU  yang
disvaratkan dan jenis pekerjaan ... (dusi sesuai
jenis pekenjaan yang disvaratkan) dengan Nilai
KD paling kurang sama dengan pagu pekerjaan,

. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat
Manajemen  Lingkungan, dan  Sertifikat
Keselamatan dan Kesehatan FKena;, (hanya
disyaratkan  untuk  Pekerjaan  Konstruksi
terintegrast rancang dan bangun yang
diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar atau
pekerjaan kompleks);

. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan (SPT Tahunan) tahun
pajak ; (tuliskan tahun pajak yang
diminta dengan memperhatikan batas akhir
pemasukan penawaran dan batas akhir
pembayaran pajak sesuai peraturan perpajakan)
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7. Memiliki akta pendinan perusahaan dan akta

perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

. Tidak  masuk  dalam  Daftar  Hitam,

keikutsertaannya tidak menimbulkan
pertentangan kepentingan pithak yang terkait,
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama
Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani
sankst pidana, dan pengurus/pegawai tidak
berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang
bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan
Negara,

. Memiliki pengalaman pekerjaan sebagai berikut:

a. Pengalaman pekerjaan konstruksi terintegrasi
rancang dan bangun ... jst pekepaan
konstrikst tenntegrast rancang dan bangun
yvang sesual dengan lingkup pekernaan yang
ditenderican,

b. Pengalaman pekenjaan konstruksi ... jsr
pekepaan konstrukst yang sssual dengan
Ingkup pekeryaan yang ditendesrican,

¢. Pengalaman perencanaan/ perancangan
konstrukst s fisr kegratan
perencanaan/perancangan konstrukst yvang
sesuar dengan Ingkup pekepaan vang
ditenderkan/,

d. Ketentuan pengalaman pekenjaan sebagai
berikut:

1) Ketentuan pada huruf a. merupakan
persyaratan bagi badan usaha jasa
konstruksi terintegrasi.

2) Ketentuan pada huruf b. dan huruf c.
merupakan persyaratan bagi badan usaha
jasa pelaksana konstrukst dan badan usaha
jasa perencanaan/ perancangan konstruksi.

10. Memiliki paling kurang:

a. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli (SK4)
Muda vang sesuai dengan Subklasifikast SBU
yang disyaratkan (untuk Badan Usaha Jasa
Pelaksana Konstruksi Terintegrasi kualifikasi
usaha Menengah atau Badan Usaha Jasa
Pelaksana FKonstruksi kualifikast usaha
Menengah),

b. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli (SK4)
Madva wvang sesuai dengan Subklasifikast
SBU yang disyaratkan (untuk Badan Usaha
Jasa Konsultansi Konstruksi kualifikast usaha
Menengah), atau

c. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli (SK&)
Madya wang sesuai dengan Subklasifikast
SBU wang disyaratkan (untuk Badan Usaha
Jasa Pelaksana Konstruksi Ternintegrasi
kualifikast usaha Besar atau Badan Usaha
Jasa Pelaksana Konstruksi kualifikasi usaha
Besar atau Badan Usaha Jasa Konsultansi
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Konstruksi kualifikast usaha Besar).
Dengan ketentuan peserta menyvampakan nama,
sertifikat kompetensi kerja (nomor registrasi,
klasifikasi dan kualifikasi), dan nomor bukh
setor pajak PPh Pasal 21 form 1721 atau form
1721~A1.

11. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan
nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh
perseratus) dan nilai total pagu pekerjaan, yang
disertai dengan laporan keuangan (untuk
pekenjaan wang diperuntukkan bagi Usaha
Menengah dan Besar. Khusus untuk Usaha Besar,
laporan keuangan wajb telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik);

12. Dalam hal peserta akan melakukan KSO:

a. wajitb mempunyai pemanjian KSO yang
memuat persentase KSO dan perusahaan
vang mewakili/jeaclfirm KSO tersebut,

b. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8,
dan 10 dilakukan untuk setiap perusahaan
vang tergabung dalam KSO,

c. evaluast pada angka 3, dilakukan secara
saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO
dan setiap anggota KSO harus memiliki salah
satu dari SBU yang disyaratkan;

d. evaluasi pada angka 5 dan angka 3,
dilakukan secara saling melengkapt oleh
seluruh anggota K30,

e. evaluast pada angka 4 dan angka 11 hanya
dilakukan kepada Jeadfirm KSO.

BAB V

PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sehagar peserta pada aplikast SPSE maka peserta telah
menyetuut dan menandatangant pakta integritas
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[Contoh Fakta Integnitas Badan Usaha anggota XSO/

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : fnama wakil sah badan usahaf
No.Ildentitas 3 fdust dengan no. XTF/SIM/Fasporf
Jabatan
Bertindak . PT/CV/Firma fotlth vang sesuar dan
untuk dan cantumkan namaf
atas nama

2. Nama i fnama wakil sah badan usahaf
No.Identitas : jdust dengan no. XTF/SIM/Fasporf
Jabatan
Bertindak . PT/CV/Frma fotlth vang sesual dan
untuk dan cantumkan namaf
atas nama

By [dan ssterusnya, dist sesual dengan jumiah anggota XSO/

dalam rangka pengadaan Pekenjaan FKonstruksi Tenintegrasi Rancang dan
Bangun f1sf nama pakestf pada fist sesuar dengan nama FPolya
Femithan/ dengan in1 menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),

2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional
untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai  ketentuan peraturan
perundang-~undangan,

3. apabila melanggar hal~hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,
bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman
dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara

pidana.
ftempatf, __ ftanggall  [bulanf/20__ ftahun/
[Nama Fenivedia/ [Nama Fenvedia/ [Nama FPenivedial
ftanda tangan/, ftanda tangan/, ftanda tangan/,
[fnama lengicap/ [fnama lengicap/ [fnama lengicap/

feantumbkan tanda tangan dan nama ﬁfsAﬂg ,c‘)r ?nggora K50}
ISIAN DATA KUALIFIKASI

Istan Data Kualftkas bagt Peserta t1dak ber~K SO atau Peserta sebagar Leadfirm
KSO berbentuk Istan Elektromuk Data Kualifikas yang tersedia pada aplikast SPSE
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FORMULIR ISIAN RUALIFIKAST UNTUK ANGGOTA KSO

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama wakil sah badlan nsaha)

Jabatan : [dittst sesnalf fabatan dalam akia notarss)

Bertindak untuk : PFT/CV/Firma
dan atas nama ([rith yang sesuat dan cantumkan nama badan 1saha)

Alamat

Telepon /Fax

Email

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1.

U

saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama KSO berdasarkan
faicta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Ferfantian Kerfa Sama Operass, dissbutican
secara felas nomor dan tanggal alta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Ferfantan
Kerfa Sama Operast),

saya bukan sebagai pegawai K/L/PD fhagt pegawal K/L/PD yang scdang cnit difuar
tangsungan K/L/APD dituils sebagal bertkut & "Saya merngakan pegawal K/L/PD yang
sedlang cnd difuar tanggungan X/L/PD7},

saya tidak sedang menjalani sanksi pidana,

saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak
yang terkait, langsung mavpun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan,

data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
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A Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Status

Pusat

Cabang

Alamat Kantor Pusat

MNo. Telepon
No. Fax
E-Mail

Alamat Kantor Cabang

MNo. Telepon
No. Fax

E-Mail

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar
a. Nomor 5

b. Tanggal

c. Nama Notaris

d. Nomor Pengesahan

Kementerian Hukum dan HAM
{untuk yang berbentuk FT)

2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan
Terakhir
a. Nomor

b. Tanggal

c. Nama MNotaris

d. Nomor Pengesahan

Kementerian Hukum dan HAM
{untuk yang berbentuk FT)

C. Pengurus Badan Usaha

No. Nama No. Identitas Jabatan dalam Badan Usaha
D. Izin Usaha
1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi a. Nomor............
b. Tanggal ...............
2. Masa berlaku izin usaha
3. Instansi penerbit
E. Sertifikat Badan Usaha
1. Sertifikat Badan Usaha ©a. Nomor ... ..
b. Tanggal ...........
2. Masa berlaku
3. Instansi penerbit
4. Kualifikasi
5. Klasifikasi
€. Subklasifikasi
F. Sertifikat Lainmya *)
1. Sertifikat ... a. Nomor .........
b. Tanggal ...........

www.peraturan.go.id




-590-

2020, No.98

2. Masa berlaku
3. Instansi penerbit

*{apabila dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi sesuai dengan yang
dipersyaratkan)
*)Surat Izin atau syarat yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan
vang berlaku (contoh: untuk pekerjaan kompleks dapat disyaratkan Sertifikat Sistem
Manajemen Mutu (ISQ), Sertifikat Sistem Manajemen K3 (SMK3), dan Sertifikat
Manajemen Lingkungan)

G. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)
MNo. Nama No. Identitas Alamat Persentase
2. Pajak
a. Nomor Pokok Wajib Pajak
b. Bukti  Laporan  Pajak  Tahun
terakhir Lo, Tanggzal
H. Data Tenaga Tetap
No Nama Sertifikat Kompetensi Ketja o Bukti ;Zﬁi?g;l_c;;ph pasal
1 2 3 4

I. Data Pengalaman Perusahaan
(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 10
tahun terakhir)

Pemberi Tugas / 5
Pejabat Pembuat K Tark%g_al S?Iesax
: Komitmen/Pejabat ot s/ Hg
Nama Sub Ringkasan Pembuat Komitm Berdasarkan
No. Paket Klasifikasi | Lingkup | Lokasi AN S er
Feketrjaan Pekerjaan | Pekerjaan
= 2 2 Alamat/ No f e b
Nama Telepon Tanggal Nilai | Kontrak Serah
Terima
1 2 3 4 5 3 7 8 3 10 11
J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKN)
Pemberi Tugas /
Pejabat Pembuat
Komitmen/Pejabat Kontrak Total Progres
Nama Klasifikasi/Sub Fembuat
No. Paket Klasifikasi Lokasi Komitmen
Pekerjaan Peketjaan
Nama Alamat/ No f Nilai No f Total
Telepon Tanggal Tanggal Nilai
1 2 3 4 5 3 7 8 3 10

v narat
v.peratu
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K Kualifikasi Keunangan
Laporan Keuangan/Neraca Tahun Terakhir (Terlampir)

Nomor

Tanggal

Nama Auditor
Kekayaan Bersih

Keterangan: Peserta wajib menyampaikan laporan kenangan/neraca tahun terakhir
dalam dokumen kualifikasi yang disampaikan.

Demikian Formulir Isian Kualifikast 1ni saya buat dengan sebenarnya dan penuh
rasa tanggung jawab. Jika dikemudian han ditemu bahwa data/dokumen yang
saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya
wakill bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman
dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana
kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-~
undangan.

ftempatf, __ ftangealf [bulanf20__ ftahun/

PT/CV/Firma
[otlth vang sesuar dan cantumkan nama/

frekatican meteral Rp 6000, ~
dan tanda tangan/

(nama lenckap walyl sah badan wsaha)
Jabatan pada badan usaha/
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BAB VII
BENTUK SURAT PERJAN]JIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) — (apabiia ber~XSO)

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan tender pekerjaan Konstruksi Terintegrasi rancang dan bangun
maka kami:

fnama perusahaan peserta 1/

fnama perusahaan peserta 2/

fnama perusahaan peserta 3/

[dan seterusnya/

bermaksud untuk mengikuti tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-~sama
dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:
1. Secara bersama~sama:
a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah
b. Menunjuk fnama perusahaan dan anggota
XSO 1ntf sebagal perusahaan utama Geadfirm KSO) untuk KSO dan mewakili
serta bertindak untuk dan atas nama KSO.
¢. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik
secara bersama~sama atau masing~masing atas semua kewajiban sesuai
ketentuan dokumen kontrak.

2. Ketkutsertaan modal @Ghanng) setiap perusahaan dalam KSO adalah:

[nama perusahaan peserta 1 /sebesar % ( persen)

[nama perusahaan peserta Z[sebesar % ( persen)

[nama perusahaan peserta 3/sebesar % ( persen)
fdst./

3. Masing~masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai shanng
tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.

4. Pembagian shanng dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran
maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih
dahulu dan Pejabat Pembuat Komitmen dan persetujuan bersama secara tertulis
dan masing~masing anggota KSO.

5. Terlepas dan shanng yang ditetapkan diatas, masing~masing anggota K5O akan
melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dan perjanjian
ini, termasuk hak untuk memenksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima,
daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat~menyurat, dan lain~
lain.

6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberitkan kepada
fnama indrady  dan  lsadfirm XSO/ dalam
kedudukannya sebagat direktur utama/direktur pelaksana
[nama perusahaan dary lsadfirm XSO/ berdasarkan

perjanjian ini.
7. Pepjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila tender tidak
dimenangkan oleh perusahaan KSO.

9. Pepanjian i dibuat dalam rangkap ( ) yang masing~masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

www.peraturan.go.id



2020, No.98 6o

DENGAN KESEPAKATAN INI, semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di
pada han tanggal bulan , tahun

[FReserta 1f [FReserta Zf [FReserta 3/

( ) ( ) ( ) [dst.]

Catatan:
Apabila ditetapican sehbagal pemenang tender maka Surat Perrannan Xerya Sama
Operast 1t harus dinotariatian
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BAB VIII
PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

IL.

Petunjuk Pengisian Untuk Peserta Bukan KSO mengikuti petunjuk dan
penggunaan aplikasi SPSE (User Giuds)

Peserta KSO (apabila ber-KSO)

Untuk peserta vang berbentuk KSO masing — masing anggota KSO wajib
mengist formulir sian kualifikasi untuk masing — masing kualifikast badan
usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagat berikut:

Data Administrasi

1. Diist nama badan usaha peserta.

2. Rilih status badan usaha (Pusat/Cabang).

3. Dist dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat
vang dapat dihubungi.

4. Dist dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email kantor cabang
vang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

Landasan Hukum Pendinan Badan Usaha

1. Dust nomor, tanggal dan nama notans penerbit Akta Pendinan
perusahaan/Anggaran Dasar, serta untuk badan usaha yang berbentuk
Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dan Kementerian Hukum dan
HAM.

2. Dust nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir
badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat
perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisans, pada
Pembuktian Kualifikast peserta diminta menunjukkan asli dan membernikan
salinan Bukti Pembentahuan dan Notans selaku Kuasa Direkst yang telah
diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.

Pengurus Badan Usaha
Diisi nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

Izin Usaha

Tabel 1zin usaha:

1. Dust jerus surat 1zin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Ditst masa berlaku surat 1zin usaha.

3. Diist nama instansi penerbit surat 1zin usaha.

Sertifikat Badan Usaha

Tabel Sertifikat Badan usaha:

1. Dust jerus Sertifikat Badan usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
Ditsi masa berlaku Sertifikat Badan usaha.

Diist nama instansi penerbit Sertifikat Badan usaha.

Dist kualifikasi usaha.

Dist klasifikast usaha.

Diitst Subklasifikast usaha.

Mmoo

Sertifikat Lainnya fapabiiz disyaratian/

1. Dust jenus sertifikat, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Dust masa berlaku sertifikat.

3. Diist nama instansi penerbit sertifikat.

Data Keuangan
1. Dust nama, nomor identitas KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik
saham/pesero dan persentase kepemilikan saham/ persero.
2. Pajak
a. Diust NPWP badan usaha
b. Diisi nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa
SPT Tahunan.
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Data Tenaga Tetapbadan usaha
Dist nama, Sertifikat Kompetensi Kenja (nomor registrast, klasifikasi dan
kualifikast), dan nomor Bukti Setor Pajak PPh Pasal 1721/1721~A1.

Data Pengalaman Perusahaan

Diisi nama paket pekerjaan, subklasifikasi pekerjaan yang disyaratkan,
ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan
alamat/telepon dan pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat
Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket
pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima,
untuk masing~masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.
Data in1 digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD).

Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan

Diisi nama paket pekerjaan, klasifikasi/subklasifikast pekerjaan, lokasi tempat
pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dan pemben tugas/Pejabat
Pembuat Komitmen/Pegjabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai
kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja
terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Sisa kemampuan nyata (SKIV)
(apabila disyaratkan).

Kualifikas: Keuangan

Diisi nomor dan tanggal laporan keuangan/neraca tahun terakhir, nama
auditor/konsultan  akuntan  publik  wyang menyiapkan  laporan
keuangan/neraca tahun terakhir, dan kekayaan bersth perusahaan
berdasarkan laporan keuangan/neraca tahun terakhir. Penyedia
menyampaikan laporan keuangan/neraca tahun terakhir.
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BAB IX
TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

Data Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai
vang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi.

Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi:

L

Pokja pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan
Formulir Isian Kualifikasi yang telah diist oleh peserta pada SPSE.

Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat
lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:

a.

Pokja memeriksa masa berlaku 1zin/sertifikat dengan ketentuan:

1) Izin/sertifikat wajib masih berlaku berdasarkan masa berlaku yang
tertera/tertulis pada 1zin/sertifikat tersebut;

2) lzin/sertifikat vang habis masa berlakunya sebelum batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan
penyedia dinyatakan gugur,

3) Dalam hal masa berlaku i1zin/sertifikat habis setelah batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus
menvampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada
Pejabat Pembuat Komitmen saat rapat persiapan penunjukan
Penyedia,

4) Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan,
melainkan cukup memperhatikan masa berlaku keseluruhan sesual
vang tertera dalam SBU.

Pokja Pemilthan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan
menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan
daring (oniine) milik penerbit dokumen yang tersedia.

Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan
ketentuan:

a.

Perhitungan Kemampuan Dasar (KD)

KD 3 NPt
NPt Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yvang
disyaratkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

dalam hal K5O, yang diperhitungkan adalah KD dan perusahaan yang
mewakill Jeadfirm KSO,

KD sekurang~kurangnya sama dengan nilai pagu pekerjaan;

pengalaman perusahaan dibuktikan dengan bukti kontrak dan berita
acara serah terima pertama (PHO).

pengalaman perusahaan dinilai dan pengalaman tertinggi pada
pekerjaan sesual yang disyaratkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir,
nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak
pekerjaan tersebut:

1) sebagai anggota KSO/ Jsadfirm KSO mendapat bobot nilat sesuat
dengan porsi/sharing kemitraan,

2) sebagai sub penvedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan
vang disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut.

Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan
sekarang (present valus) menggunakan perhitungan sebagai berikut:
Is

NPs=N =
S po X =

NPFs = HNilai pekerjaan sekarang
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Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalast (apabila
ada) saat serah terima pertama
o = Indeks dan Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah
terima pertama
Is = Indeks dant BPS pada bulan penilaian prakualifikasi

(apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier
berdasarkan indeks bulan~bulan sebelumnya)
Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen
terbesar dan pekenjaan.

Persyaratan NPWP dan kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SFT
Tahunan) dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan
perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun
terakhir, misalnya baru berdini sebelum batas waktu laporan pajak tahun
terakhir.

Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan
perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asliflegalisir wajib dibawa
pada saat pembuktian kualifikasi.

Pernvataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak
menimbulkan pertentangan kepentingan pithak yang terkait, tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai
tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan
mengambil cutt diluar tanggungan Negara, dengan ketentuan:

a. Ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada aplikasi SPSE.
Tidak perlu dinyatakan dalam surat pernyataan, kecuali untuk KSO,

b. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta mengingkan
pernyataan ini/menyampaikan informasi yang tidak besar terhadap
pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi
daftar hitam.

Persyaratan Tenaga Tetap, dengan ketentuan:

a. peserta menyampaikan nama, sertifikat kompetensi kenja (nomor
registrast, klasifikasi dan kualifikasi), dan nomor bukti setor pajak PPh
Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721~AT1.

b. Sertifikat kompetensi kerja dan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form
1721 atau Form 1721~A1 sesuai dengan isian dibuktikan pada saat
tahap pembuktian kualifikasi.

¢. SK, Susunan Organisasi, atau Daftar Gaji tidak dapat menjadi bukti
tenaga kerja tetap.

Persyaratan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (apabila disyaratkan), dengan
ketentuan:

a. Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SKN)

SKN = KN ~ Enilai kontrak paket pekerjaan yang sedang
dikerjakan

KN = fpxMK

MK = flxKB

KN = EKemampuan Nyvata

fp = Faktor perputaran modal (untuk usaha menengah dan
besar, fp = 7)

MK = Modal kenja

fl = Faktor likuiditas (untuk usaha menengah dan besar, fl =

0,6)
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KB = Kekayvaan Bersih/total ekuitas yang dilithat dan neraca
keuangan tahun terakhir

b. Znilai kontrak paket pekerjaan adalah jumlah nilai kontrak dikurangi
prestasi pekerjaan yang sudah terbayar, diambil dan isian Data
Pekenjaan yang Sedang Dilaksanakan dalam Formulir Isian Kualifikasi.

¢. SKN harus sama atau lebith besar dan 10% (sepuluh perseratus) nilai
pagu pekerjaan.

d. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekenjaan yang
sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang
dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKN
peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi
daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).

3. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun
vang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di
Prowvinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha
Orang Asli Papua.

Pokja Pemilihan memenksa membandingkan/mengevaluasi/membuktikan
antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data isian peserta
dalam hal:

1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi, dan
2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

dalam hal peserta melakukan KSO :

1) Data kualifikasi untuk peserta yvang melakukan Kemja Sama Operasi
disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanyian Kerja Sama Operast
berhak mewakili KSO,

2) Anggota KSO wajib menyampaikan pakta integnitas vang ditandatangani
secara sendiri~sendini atau bersama-~sama dengan Jsadfirm KSO untuk
disampatkan oleh Jeadfirm K5O,

3) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi yang memuat
persentase KSO dan perusahaan yang mewakili KSO tersebut;

4) Formulir Istan Kualifikast untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak
digugurkan, peserta diminta untuk melakukan pemeteraian kemudian
sesual UU Bea Meterai.

Peserta wang memenuhi persyaratan kualifikasi dilanjutkan dengan
pembuktian kualifikasi.

Pada tahap Pembuktian Kualifikasi:
1. Pokja memerniksa legalitas wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian
kualifikast dengan cara:

a. Meminta identitas dint (KTP/SIMY Bassport),

b. Membandingkan  identitas  wakil  peserta dengan  Akta
Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil
peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta,

c. Apabila Akta Pendinian/Perubahan Perusahaan tidak memuat nama
direksit (Misalnya perusahaan TBK atau BUMN/BUMD), maka pokja
meminta surat pengangkatan sebagai direksi sesuai ketentuan yvang
tercantum dalam Akta Pendinan/Perubahan (Misalnya diangkat oleh
RUPS, maka meminta surat keputusan RUPS);

d. Apabila yang hadir bukan Direksi, maka Fokja meminta Bukti Setor
Pajak SPT PPh Pasal 21 Form 1721 atau 1721~A1 yang memuat
identitas wakil peserta sebagai karyawan tetap pada perusahaan yang
diwakili serta meminta Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direkst
vang Namanya ada di dalam akta.
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2. Pokja membandingkan kesesuaian antara Ijin Usaha Jasa Konstruksi,

Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Lain (Apabila dipersyaratkan), NPWP
Bukti Pajak Tahun Terakhir, SKK untuk tenaga tetap, Bukti Setor pajak,
dan Akta Pendinian/Perubahan Terakhir serta laporan keuangan/neraca
tahun terakhir dengan yang dituangkan dalam formulir 1sian kualifikast
dengan ketentuan:

?

?

a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka dinyatakan gugur,

b. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klanfikasi kepada
penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga
dikenakan sanksi daftar hitam,

Fokja memeriksa bukti pengalaman pekerjaan yang disampatkan dalam
Formulir Istan Kualifikasi berdasarkan Kontrak dan Bernita Acara Serah
terima, dengan ketentuan:

a. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebith banyak dibandingkan
dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang
dinilai adalah pengalaman yang tercantum dalam isian kualifikasi,

b. Apabila bukti pengalaman pekenjaan lebih sedikit dibandingkan
dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yvang
dinilai adalah pengalaman berdasarkan bukti pengalaman yang
disampatkan;

c. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klanfikasi kepada
penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga
dikenakan sanksi daftar hitam.

Apabila ditemukan hal~hal dan/atau data vang kurang jelas maka Pokja
Pemilthan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klanifikast secara
tertulis, termasuk dapat melakukan penimjavan lapangan pada pihak-
pthak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir 1sian
kualifikast.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO
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BAB I. UMUM

A, Dokumen Tender ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan
dokumen penawaran.

Pekerjaan
Konstruksi
Terintegrasi
Rancang dan

Bangun (Design
and Rutld)

Kerja Sama
Operasi untuk
Rancang dan

Bangun (Design
and Butld)

Lembar Data
Pemilihan

Anggaran

Kuasa Pengguna
Anggaran pada
pelaksanaan
APBN

Kuasa Pengguna
Anggaran pada
pelaksanaan
APBD

Unit Kenja
Pengadaan
Barang Jasa

Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data
Pemilthan (LDF) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKF), maka yang digunakan
adalah ketentuan pada Lembar Data Pemilihan (LDF).

Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai
berikut:

adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan
dengan pembangunan suatu bangunan, yang
Penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung

jawab  perancangan dan  pelaksanaan
konstruksi.
vang selanjutnya disingkat KSO adalah

perjanjian antara dua pihak atau lebith badan
usaha penyedia layanan pekerjaan Konstrukst
Terintegrast rancang dan bangun atau antara
badan wusaha penvedia layanan pekerjaan
Konstruksi dengan penyedia layanan jasa
konsultansi perencanaan/ perancangan
konstrukst untuk melakukan suatu usaha
bersama dengan menggunakan aset dan/atau
hak usaha yang dimiliki dan secara bersama
menanggung risiko usaha tersebut.

vang selanjutnya disingkat LDP adalah Lembar
Data Pemilihan yang memuat ketentuan dan
informasi yvang spesifik sesuai dengan jenis
pekerjaan antara lain meliputi penyapan,
penyampaian, pembukaan, kniteria dan tata
cara  penilalan  dokumen = penawaran,
pengumuman pemenang, sanggahan, dan
sanggahan banding.

vang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat
Daerah.

vang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
vang memperoleh kuasa dan PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan.

vang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
vang dibert kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungst Perangkat Daerah.

vang selanjutnya disingkat UKPB] adalah Unit
Kenja Pengadaan Barang/Jasa di
Kementerian/Lembaga/Pemenintah ~ Daerah
vang menjadi pusat keunggulan Pengadaan
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Pejabat Pembuat
Komitmen

Pelaku Usaha

Pelaku Usaha
Orang Ash
Papua

Penyedia Jasa
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Barang/Jasa.

adalah sumber daya manusia yang ditetapkan
oleh pimpinan UKPB] untuk mengelola
Pemilthan Penyedia.

vang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
vang dibeni kewenangan oleh PA/ KPA untuk
mengambil keputusan dan/ atau melakukan
tindakan  yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara.

adalah setiap orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirtkan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendint maupun bersama~sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

vang selanyutnya disebut Pelaku Usaha Papua
adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang
merupakan/dimiliki orang asli Papua dan
berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua
atau Provinsi Papua Barat.

vang selanyutnya disebut Penyedia adalah
Pelaku Usaha yang yang secara sendini atau
bersama-~sama menyediakan Pekerjaan
Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
(Desten and Buld) berdasarkan kontrak.

adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalul audit, reviu, pemantauan, evaluasi,
dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsit Pemerintah.

yang selanjutnya disingkat SPPB] adalah Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada
penyedia barang/jasa untuk melaksanakan
pekenjaan.

adalah daftar keluaran yang telah keluaran
dan jumlah biaya keseluruhannya yang
merupakan bagian dan penawaran.

adalah dokumen yang dibuat oleh PPK yang
memuat tuyuan, lingkup kerja, rancangan
dan/atau kntenia teknis lainnya untuk
pekernjaan wvang ditenderkan wyang memjadi
bagian dari dokumen tender.

vang selanjutnya disingkat LSPSE adalah
layanan pengelolaan teknologi informasi untuk
memfasilitast pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik.

Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang
terpasang di server LPSE yang dapat diakses
melalui websrte LPSE.
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Perorangan/badan usaha yang memiliki hak
akses kepada Aplikasit SPSE, direpresentasikan
oleh user ID dan password yang diberikan oleh
LPSE.

Nama atau pengenal unik sebagai identitas dint
dani pengguna vang digunakan untuk
beroperast di dalam Aplikasi SPSE.

Kumpulan karakter atau stine  vang
digunakan oleh pengguna untuk
memvenifikast User IDkepada Aplikasi SPSE.

Aplikast Pengaman Dokumen.
Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk

grafis berisi komponen isian yang dapat disi
oleh pengguna aplikasi.

BAB II. UNDANGAN TENDER

Peseria yang diundang adalah peserta yang telah lulus prakualifitasi.
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BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A UMUM

1. IdenttasPokja 1.1 Identitas  Pokja  Pemilthan sebagaimana
dan Lingkup tercantum dalam LDP.
Pekerjaan

12 Nama paket, lingkup pekenjaan, lokasi
pekenjaan dan jangka waktu pelaksanaan
pekenjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk
menyelesatkan pekerjaan dalam jangka waktu
sebagaimana  tercantum  dalam  LDP,
berdasarkan syarat umum dan syarat khusus
kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis
dan harga yang tercantum dalam kontrak.

2. SumberDana  Pengadaan ini dibiayai dan sumber pendanaan
sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. PesertaTender 3.1 Tender in1 dapat dukutt oleh semua pelaku
usaha wvang telah lulus/memenuhi kualifikasi.

3.2 Peserta KSO dilarang untuk mengubah
Penjanjian Kermja Sama  Operasi  setelah
pemasukan data kualifikasi dan selama proses
tender.

3.3 Perjanjian KSO wyang berakhir sebelum
penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab
penyelesaian pekerjaan dibebankan pada
perusahaan yang menjadi Jsadfirm atau
mengacu pada ketentuan wyang tercantum
dalam perjanjian KSO.

4. Pelanggaran 4.1 Peserta dan pihak wyang terkait dengan

terhadap pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi
Aturan aturan pengadaan dengan tidak melakukan
Pengadaan tindakan sebagai berikut:

a. menvampaikan dokumen atau keterangan
palsu/tidak  benar untuk  memenuhi
persyaratan yang  ditentukan  dalam
Dokumen Tender,

b. berusaha mempengaruhi anggota Fokja
Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun,
untuk memenuhi keinginan peserta vang
bertentangan dengan Dokumen Tender,
dan/atau peraturan perundang-~undangan,

c. terindikast  melakukan  persekongkolan
dengan peserta lain untuk mengatur harga
penawaran sehingga mengurangi/
menghambat/ memperkecil/ meniadakan
persaingan usaha yang sehat dan/atau
merugikan pthak lain;

d. terindikast melakukan KKN dalam Tender
Penyedia,

e. membuat dan/fatau menyampaikan
dokumen dan/atau keterangan lain yang
tidak benar untuk memenuhi persyaratan
dalam Dokumen Tender ini;, dan/atau

www.peraturan.go.id



2020, No.98

5. Larangan
Pertentangan
Kepentngan

4.2

4.3

4.4

4.5

8.1

5.2
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f mengundurkan dinnt dengan alasan yang
tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.

Peserta wyang terbukti melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud pada angka 4.1
dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. sankst administratif, seperti digugurkan
dani proses Tender atau pembatalan
penetapan pemenang; dan/atau

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Pengenaan Sanksi dilaporkan oleh Fokja
Pemilihan kepada PA/KPA.

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA
atas usulan Pokja Pemilihan.

Pegawai Kementenian/Lembaga/Perangkat
Daerah dilarang menjadi peserta kecuali cuti
diluar tanggungan
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Para pthak dalam melaksanakan tugas, fungsi
dan perannya, menghindan dan mencegah
pertentangan kepentingan para pithak yang
terkait, baik secara langsung maupun tidak
langsung.

Pertentangan  kepentingan  sebagaimana

dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:

a. Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap
suatu Badan Usaha merangkap sebagai
Direkst, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap
pada Badan Usaha lain yang mengikutt
tender yang sama;

b. Penyedia yang telah ditunyuk sebagat
konsultan manajemen konstruksi bertindak
sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Terintegrast Rancang dan Bangun,

¢. PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun
tidak langsung mengendalikan  atau
menjalankan badan usaha penyedia;

d. Beberapa badan wusaha wyang mengikutt
Tender yang sama, dikendalikan baik
langsung maupun tidak langsung oleh pithak
yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya
lebth dart 50% (lima puluh persen) dikuasai
oleh pemegang saham yang sama.

6. PesertaTender/ Sanksi daftar hitam dikenakan kepada peserta
Tender/Penyedia apabila:

Penyedia Yang

Dikenakan
Sanksa Daftar
Hitam

a.

peserta Tender menvampaikan dokumen atau

keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi

persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen

Tender,

peserta Tender terindikasi melakukan

persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur

harga penawaran.

Indikast persekongkolan antar peserta memenuhi 2

(dua) indikast di bawah 1ni:

1)  kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara
lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa
pendekatan teknis, koefisien, harga satuan
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dasar upah, bahan dan alat, harga satuan
pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang
vang ditawarkan (merk/tipefjenis) dan/atau
dukungan teknis; dan
2) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia
Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu)
kendali.
peserta Tender terindikasi melakukan Korupsi,
Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam Tender
Penyedia,
peserta Tender wyang mengundurkan dint dengan
alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan,
pemenang Tender yang telah menerima Surat
Penunjukan  Penyedia Barang Jasa  (SPPE])
mengundurkan din sebelum penandatanganan
Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima
oleh FPK,
Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak
menyelesatkan pekerjaan, atau dilakukan
pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang
disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;
atau
Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa
pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Dalam hal pelaksanaan paket Pekenjaan
Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
dengan nilai pagu pekerjaan di atas Rp
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
penyedia jasa diwajibkan memberikan alih
pengalaman/ keahlian melalui sistem kenja
praktik/magang.

Peserta berkewajiban menyampaikan
penawaran yang mengutamakan matenal/
bahan produkst dalam negent dan tenaga kerja
Indonesia  untuk  Pekerjaan  Konstruksi
Terintegrast Rancang dan Bangun yang
dilaksanakan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan Pekermjaan Konstruksi
Terintegrast Rancang dan Bangun
dimungkinkan menggunakan bahan baku,
tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal
dan luar negent (impor) dengan ketentuan:

a. pemilahan atau pembagian komponen harus
benar~benar mencerminkan bagian atau
komponen yang telah dapat diproduksi di
dalam negeri dan bagian atau komponen
yang masth harus diimpor,

b. komponen berupa bahan baku belum
diprodukst di  dalam negent dan/fatau
spestfikasi  teknis  bahan baku yang
diprodukst di  dalam negeri  belum
memenuhi persyaratan;

¢. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian
dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di
dalam neger,

d. semaksimal mungkin menggunakan jasa
pelayanan yang ada di dalam neger, seperti
Jasa  asuranst, angkutan,  ekspedisi,
perbankan, dan pemeltharaan,

e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan
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semata~mata untuk mencukupi kebutuhan
jenis keahlian yang belum dapat diperoleh
di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan
yang nyata, dan diusahakan secara
terencana untuk semaksimal mungkin
terjadinya alth pengalaman/keahlian dan
tenaga ahli asing tersebut ke tenaga
Indonesia; dan

f peserta diwajibkan membuat daftar Barang
vang dumpor yang dilengkapi dengan
spestfikasi teknis, jumlah dan harga vang
dilampirkan pada Dokumen Penawaran.

Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan

dalam hal:

a. barang/jasa  tersebut  belum  dapat
diproduksi/dihasilkan di dalam negern;

b. spesifikasi teknis barang wvang diprodukst
dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli
dalam negeni belum memenuhi persyaratan,
dan/atau

¢. volume produksi dalam negen tidak mampu
memenuhi kebutuhan.

Setiap tenaga ahli, teknisi/analis dan operator
vang akan melaksanakan pekerjaan wajib
memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Sertifikat Kompetensi Kenja tidak dibuktikan
pada saat pemilihan.

Sertifikat Kompetensi Kenja untuk personel inti
dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan
penyedia.

Peserta wang tidak dapat membuktikan

Sertifikat Kompetensi Kenja untuk personel inti

vang diusulkan dalam dokumen penawaran

saat rapat persiapan penuryukan penyedia

dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. sanksi administratif, berupa pembatalan
penetapan pemenang;

b. sankst daftar hitam sesuair ketentuan
peraturan perundang~undangan.

Setiap peserta, baitk tunggal maupun sebagai
anggota KSO hanya boleh memasukkan satu
penawaran untuk satu paket pekerjaan.

Setiap peserta yang termasuk dalam KSO
dilarang menjadi peserta baik secara sendin
maupun sebagai anggota KSO yang lain pada
paket pekerjaan yang sama.

Dokumen Tender terdirt atas:

Ketentuan Umum

Instrukst Kepada Peserta,

Lembar Data Pemilthan,

Ketentuan Pengguna Jasa,

Bentuk Dokumen Penawaran, terdin dari:
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1) Dokumen Penawaran Administrasi dan
Teknis (ffe [) meliputi:
a) Surat Penawaran administrasi dan teknis,
b) Dokumen Penawaran Teknis; dan
¢) Jaminan Penawaran

2) Bentuk Dokumen Penawaran Harga (/e II)
meliputi:
a) Surat penawaran harga,
b) Daftar Keluaran dan Harga.

f. Bentuk Rancangan Kontrak paling sedikit
terdint atas:
1) Surat Perjanjian,
2) Syarat~Syarat Umum Kontrak, dan
3) Syarat~Syarat Khusus Kontrak.

g. Daftar Keluaran dan Harga, dan
h. Bentuk Dokumen Lainnya.

Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan ist
Dokumen Tender. Kelalaian menyampaikan
Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen
Tender sepenuhnya merupakan risiko peserta.

Dokumen Tender beserta seluruh korespondensi tertulis
dalam proses pemilthan menggunakan Bahasa
Indonesia.

L2221

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Pembenian penjelasan dilakukan secara onitne
melalul aplikast SPSE sesuai jadwal dalam
aplikast SPSE.

Peserta wang tidak aktif/membuka SPSE
danfatau tidak bertanya pada saat pemberian
penjelasan, tidak dapat dyadikan dasar untuk
menolak/menggugurkan penawaran.

Apabila diperlukan, Pokja Pemilthan dapat
membenikan informasi yang dianggap penting
terkait dengan Dokumen Tender.

FPokja Pemilihan memberikan penjelasan
lanjutan dengan cara melakukan penirmyauan
lapangan. Biaya yang diperlukan peserta
dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung
oleh masing~masing peserta.

Fokja Pemilithan menjawab setiap pertanyaan
vang masuk, kecuali untuk substansi
pertanyaan vang telah dyawab.

Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat
memberikan penjelasan (ulang).

Apabila diperlukan, Pokja Pemilthan pada saat

berlangsungnya pembenian penyelasan dapat
menambah waktu batas akhir tahapan tersebut
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12.8

12.3

12.10

12.11

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

sesual dengan kebutuhan.

Dalam hal waktu tahap penjelasan telah
berakhir, perserta tidak dapat mengajukan
pertanyaan namun Pokja Pemilthan masih
mempunyai tambahan waktu untuk menjawab
pertanyaan yvang masuk pada akhir jadwal.

Kumpulan tanya jawab pada saat pembenian
penyelasan dalam aplikasi SPSE merupakan
Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPF).

Kumpulan tanya jawab pada saat peninjauvan
lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian
Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui
aplikast SPSE.

Berita Acara Pembernian Penjelasan Lapangan
meryadi bagian Berita Acara Pemberian
Penjelasan (BAPF).

Apabila pada saat pemberian penjelasan
terdapat  hal~hal/ketentuan  baru  atau
perubahan penting wvang perlu ditampung,
maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam
Adendum Dokumen Tender yang menjadi
bagian tidak terpisahkan dan Dokumen
Tender.

Ferubahan rancangan kontrak, Ketentuan
Pengguna Jasa, danfatau pagu pekerjaan
konstruksi terintegrasi rancang dan bangun
harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum
dituangkan dalam Adendum Dokumen Tender.

Apabila ketentuan baru atau perubahan
penting tersebut tidak dituangkan dalam
Adendum Dokumen Tender, maka ketentuan
baru atau perubahan tersebut dianggap tidak
ada dan ketentuan wyang berlaku adalah
Dokumen Tender awal.

Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum
batas akhir waktu pemasukan penawaran,
Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum
Dokumen Tender, berdasarkan informasi baru
vang mempengaruhi  substanst  Dokumen
Tender.

Setiap Adendum wvang ditetapkan merupakan
bagian yvang tidak terpisahkan dan Dokumen
Tender.

Pokja Pemilthan mengumumkan Adendum
Dokumen Tender dengan cara mengunggah
(upload) file adendum Dokumen Tender
melalui aplikasi SPSE paling lambat 3 (tiga)
hari kenja sebelum batas akhir pemasukan
penawaran. Apabila Pokja Pemilihan akan
mengunggah (upload) file Adendum Dokumen
Tender kurang dan 3 (tiga) han kenja sebelum
batas akhir pemasukan penawaran, maka FPokja
Pemilihan wajib mengundurkan batas akhir
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pemasukan penawaran.

Peserta  dapat mengunduh  (download)
Adendum Dokumen Tender vang diunggah
(upload) Pokja Pemilthan pada aplikasi SPSE
(apabila ada).

Apabila adendum Dokumen Tender mengakibatkan
kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen
penawaran maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas
akhir pemasukan penawaran.

15.1

15.2

16.1

16.2

16.3

17.1

1722

17.3

PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

Peserta menanggung semua biava dalam
penviapan dan penyampaian penawaran.

Fokja Pemilihan tidak bertangsung jawab atas
kerugian apapun yang ditanggung oleh
peserta.

Semua Dokumen Penawaran harus
menggunakan Bahasa Indonesia.

Dokumen penunjang yang terkait dengan
Dokumen Penawaran dapat menggunakan
Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggnis.

Dokumen penunjang vang berbahasa Ingeris
perlu disertai penjelasan dalam Bahasa
Indonesia. Dalam hal tenjadi perbedaan
penafsiran, maka yang berlaku adalah
penyelasan dalam Bahasa Indonesia.

Dokumen Penawaran paling kurang terdin

atas:

a. Penawaran Administrast dan Teknis (&is 1),
dan

b. Penawaran Harga (/s 1I).

Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis
vang disampaikan pada ffe I meliputt:
a. Dokumen Penawaran Adminustrasi terdin
atas:
1) Surat Penawaran (sebagaimana
tercantum dalam SPSE),
2) Jaminan Penawaran asli, (apabila
disyaratkan).
b. Dokumen Penawaran Teknis terdin atas:
1) Jangka waktu pelaksanaan,
2) Proposal rancangan,
3) Uraian pelaksanaan pekerjaan,
4) Organisasi pelaksanaan,
5) Manajemen pelaksanaan,
6) Perkiraan arus kas/cash flow,
7) Daftar personil;
8) Daftar peralatan utama/key eqiupment,
9) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
dan
10)Rencana Kendali Mutu.

Dokumen Penawaran Harga yang disampatkan
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pada fie 1l meliputi:

a. Penawaran harga tercantum dalam Surat
Penawaran,

b. Daftar Keluaran dan Harga.

Total Harga penawaran ditulis dalam angka
dan huruf.

Peserta mencantumkan keluaran/output dan
harga total untuk setiap keluaran/outpit
pekerjaan dalam Daftar Keluaran dan Harga.

Biaya overfizad (biaya umum) dan keuntungan
termasuk  untuk  penyelenggaraan biaya
pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahli
lapangan, administrasi kantor lapangan,
konstruksi dan fasilitas sementara, transportasi,
konsumsi, keamanan, kontrol kualitas dan
pengujian, serta semua pajak, bea, retribusi,
tenaga kerja, praktik/magang, dan pungutan
lain yang sah serta yvang harus dibayar oleh
penyedia untuk pelaksanaan paket Pekernjaan
Konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total
harga penawaran.

Komponen/ftem pekerjaan penyelenggaraan
keamanan dan kesehatan kena serta
Keselamatan Konstrukst dimasukkan dalam
Daftar Keluaran dan Harga dengan besaran
biaya sesuai dengan kebutuhan.

Perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan
dan kesehatan kenja serta Keselamatan
Konstrukst minimal mencakup penyiapan RKK,
sostalisast dan promost K3, alat pelindung
kerja/din1, asuransi dan peryinan, personel K3,
fasilitas prasarana kesehatan, rambu-~rambu
vang diperlukan, konsultasi dengan ahl
keselamatan konstruksi, dan lain~lain terkait
pengendalian rnistko K3 dan Keselamatan
konstruksi.

Dalam pelaksanaan Kontrak tidak diberlakukan
penvesuaian harga kecuali terdapat penetapan
kebyjakan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Semua harga dalam penawaran harus dalam

bentuk mata vang sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Pembayaran atas pelaksanaan pekenjaan
dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana
tercantum dalam LDP dan diuratkan dalam
Syarat~Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Masa berlaku penawaran sesuai dengan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.
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Apabila evaluast penawaran belum selesai
dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya
penawaran, Pokja Pemilthan meminta kepada
seluruh  peserta secara tertulis untuk
memperparyang masa berlakunya surat
penawaran danfatau Jaminan Penawaran
dalam  jangka  waktu tertentu  dan
diperhitungkan  paling kurang sampai
perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.

Apabila penetapan pemenang telah
disampaikan dan tidak ada sanggah/sanggah
banding, tetapt DIPA belum disahkan, Fokja
Pemilthan meminta secara tertulis kepada
pemenang tender untuk memperpanjang masa
berlakunya penawaran dalam jangka waktu
tertentu dan diperhitungkan paling kurang
sampai perkiraan tanggal penandatanganan
kontrak.

Berkaitan dengan 20.2 dan 20.3, maka peserta
dapat:
a. menyetujul permintaan tersebut tanpa
mengubah penawaran,
b. menolak permintaan tersebut dan dapat
mengundurkan din  secara  tertulis
dengan tidak dikenakan sankst.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan tidak melebithi jangka waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP.

Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta

akan

mengikutt  proses Tender secara  bersih,

transparan, dan profesional.

22,1

222

22.3

224

225

22.6

Dalam hal pagu pekegaan konstrukst
terintegrasi rancang dan bangun di atas Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),
Jaminan Penawaran asli disampaikan sebagai
bagian dar dokumen administrasi.

Besaran nilat nominal, masa berlaku, dan
pencairan Jaminan Penawaran sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Peserta  harus menyampalkan Jaminan
penawaran asli secara langsung atau melalui
posfias pengiriman diterima Fokja Pemilihan
paling lambat  sebelum  batas  akhir
penyampaian penawaran.

Dalam hal Jaminan Penawaran ash tidak
diterima Pokja Pemilthan sampai dengan batas
waktu yang ditentukan, maka penawaran
dinyvatakan gugur.

Segala nisitko keterlambatan dan kerusakan
pengiriman Jaminan Penawaran asli menjadi
risiko peserta.

Penerbit Jaminan Penawaran:
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a) Untuk Pekenjaan Konstruksi terintegrasi
rancang dan bangun dengan nilai pagu
Pekerjaan Konstruksi terintegrasi rancang
dan bangun di atas Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah), diterbitkan oleh:

1. Bank Umum:

2. Perusahaan Perjaminan,

3. Perusahaan Asuranst,

4. Lembaga khusus yang menjalankan
usaha di  bidang  pembiayaan,
penjaminan, dan asuranst  untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuat
dengan ketentuan peraturan
perundang-~undangan di bidang
Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
atau

5. konsorsium  perusahaan  asuransi
umum/Lembaga peryaminan/
perusahaan peryaminan yang
mempunyai program asuransi kerugian
(surstyship).

huruf a2 sampai dengan a8 telah
ditetapkan/mendapatkan rekomendast dan
otoritas jasa keuangan (OJK).

b) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi
rancang dan bangun dengan nilai pagu
Pekerjaan Konstruksi terintegrasi rancang
dan bangun di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah), diterbitkan oleh:

1. Bank Umum, atau

2. konsorsium  perusahaan  asuransi
umum/Lembaga perjaminan/
perusahaan peryaminan vang
mempunyal program asuransi kerugian
(surstysiip).

huruf b.2 telah ditetapkan/ mendapatkan

rekomendast dan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK).

D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

23.

Persiapan 2551
Dokumen
Penawaran

23.2

23.3

Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh

peserta terdin atas 2 (dua) Dokumen

penawaran yang memuat:

a. Penawaran administrast dan teknis (Fis 1),
dan

b. Penawaran harga. (Ffle1l)

Hie 1 dan fife 11 disandikan/dienkripsi dengan
sistem pengaman dokumen.

Peserta menyampatkan file [ dan f/e Il yang

telah disandikan/dienkripsi sesuai jadwal yang
ditetapkan.
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Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran
kepada Pokja Pemilthan, dengan jadwal
sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan
ketentuan peserta mengunggah Dokumen
Penawaran terenkripsi hanya melalui aplikasi
SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

Dokumen penawaran administrast dan teknis
(ffle 1) dienkripsi menggunakan sistem
pengaman dokumen, selamjutnya peserta
melakukan enknipst terhadap Dokumen
penawaran harga (#z II) menggunakan sistem
pengaman dokumen.

Peserta mengunggah (upload) file 1 berupa
Dokumen Penawaran administrast dan teknis
vang telah terenkripsi, kemudian setelah fie 7
berhasil terkinm peserta melanjutkan dengan
mengungeah (upload) fis 11 berupa Dokumen
Penawaran harga yang telah terenkripsi sesuai
jadwal yang telah ditetapkan.

Peserta  dapat mengunggah  Dokumen
Penawaran (/e [ dan file 1) secara berulang
sebelum batas akhir waktu pemasukan
Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran
terakhir akan menggantikan  Dokumen
Penawaran yang telah terkinim sebelumnya

Surat Penawaran dan/atau Dokumen lain
sebagai bagian dant Dokumen Penawaran yvang
diunggah (upioad) ke dalam aplikast SPSE
dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan
dianggap telah disetuyyui dan ditandatangani
secara elektronik oleh pemimpin/direktur
perusahaan atau kepala cabang perusahaan
vang diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen otentik atau
pejabat vang menurut penjanyian kerjasama
adalah yang berhak mewakili perusahaan vang
bekenjasama atau pihak yang diberi kuasa oleh
pemimpin atau direktur perusahaan yang
nama pembern kuasanya tercantum dalam akta
pendirian/perubahan.

Peserta tidak perlu menggunggah (upload)
hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda
tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain
vang memerlukan tanda tangan basah dan
pthak lain.

Peserta dapat menggunggah (upload) ulang
Dokumen Penawaran untuk mengganti atau
menimpa Dokumen Penawaran sebelumnya,
sampai dengan batas akhir pemasukan
penawaran.

Pengguna SPSE  wajib mengetahui  dan
melaksanakan ketentuan penggunaan sistem
pengaman dokumen yang melekat pada SPSE.

Untuk Peserta yang berbentuk KSO, pemasukan
penawaran dilakukan oleh badan usaha yang
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25. Batas Akhir 2551
Waktu
Pemasukan
Penawaran

252

23.3

254

25.5

-88-

ditunjuk mewakili KSO ./ Jeadfirm KSO.

Penawaran  harus  disampaikan  secara
elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Fokja
Pemilithan paling lambat pada waktu yang
ditentukan oleh Pokja Pemilihan sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Fokja  Pemilthan  tidak  diperkenankan

mengubah waktu batas akhir pemasukan

penawaran kecuali:

a. keadaan kahar;,

b. terjadi gangguan teknis;

¢. perubahan  dokumen  Tender yang
mengakibatkan kebutuhan penambahan
waktu penyiapan dokumen penawaran,
atau

d. tidak ada peserta yang memasukkan
penawaran sampai dengan batas akhir
pemasukan penawarar.

Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu
batas akhir pemasukan penawaran makaharus
menyampatkan/menginformasikan pada SPSE
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal setelah batas akhir pemasukan
penawaran tidak ada  peserta yang
memasukkan penawaran, Fokja Pemilihan
dapat memperpanjang batas akhir jadwal
pemasukan penawarar.

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada angka 254 dilakukan pada
har yang sama dengan batas akhir pemasukan
penawaran.

26. Dokumen Aplikasi SPSE menolak setiap Dokumen Penawaran vang
Penawaran dikinmkan setelah batas akhir waktu pemasukan
Terlambat penawaran.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN
[dtpeith sesuar dengan metode svaluast vang ditetaplkan)

Sistem Harga Terendah Ambang Batas 7 (Jua) file [77 1 s/d 31 3f

27. Pembukaan 25741
Penawaran Fie
I
27.2

27.3

Jadwal pembukaan penawaran sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja
Pemilihan mengunduh  (dowriioad) dan
melakukan dekripsi Dokumen  Penawaran
dengan menggunakan sistem pengaman
dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Terhadap Dokumen Penawaran yvang tidak
dapat dibuka (didekripsi), Fokja Pemilihan
menyampatkan Dokumen Penawaran tersebut
kepada LPSE untuk mendapat keterangan
bahwa Dokumen wyang bersangkutan tidak
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dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE
dapat menyampaikan Dokumen Penawaran
tersebut kepada LKPP.

Berdasarkan keterangan dan LPSE, apabila
Dokumen Penawaran tidak dapat
dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat
menetapkan bahwa Dokumen Penawaran
tersebut  tidak memenuhi syarat sebagat
penawaran dan penvedia barang/jasa yang
menginimkan Dokumen Penawaran tersebut
dianggap tidak memasukkan penawaran.
Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan
akan melanjutkan proses atas penawaran yang
bersangkutan.

Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk
apabila Dokumen Penawaran sebagaimana
dimaksud pada IKP 17.1 terpenuhi. Surat
pengunduran dinnt (misalnya) tidak termasuk
sebagal penawaran.

Apabila penawaran yang masuk hanya 1 (satu),
maka tender dilanjutkan seperti proses
penunjukan langsung.

Fokja Pemilthan tidak boleh menggugurkan
penawaran pada waktu pembukaan
penawaran,  kecuali untuk  Dokumen
Penawaran vang sudah dipastikan tidak dapat
dibuka berdasarkan keterangan LPSE.

Evaluast penawaran dilakukan dengan metode
harga terendah dengan ambang batas.

Pokja melakukan evaluast Dokumen
Penawaran berdasarkan data yang diunggah
(upload) dalam aplikasi SPSE, dikecualikan
untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan
berdasarkan dokumen Jaminan Penawaran asli
vang disampaikan.

Data dokumen elektronik yang rusak (sesudah
mendapat klanfikast dart  LPSE) akibat
kesalahan pengiriman dokumen oleh Penvedia
Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut
tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Fokja
Pemilihan, maka dokumen elektronik tersebut
dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pokja Pemilihan melakukan  evaluast
penawaran ft/z | yang meliputi:

a. evaluasi administrasi, dan

b. evaluasi teknis;

Fokja Pemilithan menginputkan hasil evaluasi
Dokumen Penawaran ft/e I pada aplikasi SPSE
dan menayangkan hasil evaluasi fi/e [ melalui
menu  pengumuman atau  menu upload
informasi lainnya pada aplikasi SPSE.

Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan
pembukaan penawaran file I  dengan
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ketentuan:

a. Dokumen Penawaran fife Il milik peserta
vang tidak lulus evaluasit administrasi dan
teknis, tidak dibuka.

b. Fokja Pemilihan tidak boleh
menggugurkan penawaran pada waktu
pembukaan Dokumen Penawaran fils II,
kecuali penawaran fle I tersebut
berdasarkan keterangan dari LPSE tidak
dapat dibuka (didekripst).

c. Setelah penawaran fifs 11 dibuka, Pokja
Pemilihan melakukan evaluast harga.

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi

sebagai berikut:
a. Pokja Pemilthan dilarang menambah,
mengurangi, mengganti, dan/atau

mengubah knteria dan persyaratan yang

telah ditetapkan dalam Dokumen Tender

ini;

b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang
menambah, mengurangi, mengganti,
danfatau  mengubah 1st  Dokumen
Penawaran,

¢. Penawaran yvang memenuhi syarat adalah
penawaran yang sesuai dengan ketentuan,
syarat~syarat, dan spesifikasi teknis yang
ditetapkan dalam Dokumen Tender i,
tanpa ada penyimpangan yang bersifat
penting/ pokok atau penawaran bersyarat,

d. Penvimpangan yvang bersifat penting/pokok
atau penawaran bersyarat adalah:

1) penyimpangan Dokumen Penawaran
dart  Dokumen  Tender yang
mempengaruhi lingkup, kualitas dan
hasil/kinenja pekerjaan, dan/atau

2) penawaran dani peserta dengan
persyaratan tambahan diluar
ketentuan dan syarat~syarat yang akan
menimbulkan persaingan usaha tidak
sehat dan/atau tidak adil.

e. Pokja Pemilithan dilarang menggugurkan
penawaran dengan alasan:

1) Peserta tidak aktif/membuka SPSE
danfatau tidak bertanya pada saat
pemberian penjelasan; dan/atau

2) kesalahan yang tidak substansial,
adalah kesalahan-~kesalahan yang tidak
mempengaruhi hasil evaluast.

f.  Para pithak dilarang mempengaruhi atau
melakukan intervensi kepada  Fokja
Pemilithan selama proses evaluast,

2. Apabila dalam evaluasi ditemukan buktt
adanya persaingan usaha yvang tidak sehat
dan/atau terjadi pengaturan bersama
(indikast kolust/persekongkolan) antara
peserta, Fokja Pemilthan, UKPB], FPK
dan/atau pthak lain yang terlibat, dengan
tyjuan untuk memenangkan salah satu
peserta, maka:

1) peserta wvang ditunjuk sebagai calon
pemenang dan peserta lain yang
terlibat dikenakan sanksi dalam Daftar
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Hitam,;

2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau
pthak lain yang terlibat
persekongkolan  dikenakan  sanksi
sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-~undangan;

3) proses evaluast tetap dilanjutkan
dengan menetapkan peserta lainnya
vang tidak terlibat (apabila ada); dan

4) apabila tidak ada peserta lain
sebagaimana dimaksud pada angka 3),
maka tender dinyatakan gagal.

h. Apabila indikasi persekongkolan terpenuhi,
maka peserta digugurkan pada tahap evaluast
administrasi dan/atau teknis.

28.8 Evaluasi Administrasi:
a. penawaran dinyatakan memenuhi
persyaratan administrast, apabila:

1) syarat-syarat substansial yang diminta
berdasarkan Dokumen Tender
terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
a) Surat Penawaran (sebagaimana

tercantum dalam SPSE);

b) Jaminan Penawaran Asli, (apabila
disyaratkan);

¢) Dokumen Penawaran Teknis;

d) Dokumen Penawaran Harga.

2) Jaminan Penawaran Asli  (apabila
disyaratkan)  memenuhi  ketentuan
sebagai berikut:

a) Diterbitkan oleh pihak sebagaimana
diatur dalam angka 226,

b) Masa berlaku tidak kurang dan
waktu sebagimana tercantum dalam
LDP,

c) Masa berlaku dicantumkan dalam
angka dan huruf, dengan ketentuan:
(1) apabila ada perbedaan penulisan

antara angka dan huruf maka
masa berlaku yang diakui adalah
tulisan huruf;

(2) apabila yang tertulis dalam angka
jelas  sedangkan dalam huruf
tidak jelas/tidak bermakna/salah,
maka yang diakui adalah masa
berlaku yang tertulis dalam
angka; atau

(3) apabila yang tertulis dalam angka
dan dalam huruf tidak jelas/tidak
bermakna/salah, maka
dinyatakan gugur

d) Nama yang tercantum dalam surat
Jaminan Penawaran sama dengan
nama peserta,

e) Besaran nilai Jaminan Penawaran
sebagaimana vang tercantum dalam
LDF,

f) Besaran nilai Jaminan Penawaran
dicantumkan dalam angka dan
huruf, dengan ketentuan:

(1) apabila ada perbedaan penulisan
antara angka dan huruf maka
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nilai yang diakui adalah tulisan
huruf;,

(2) apabila yang tertulis dalam angka
jelas  sedangkan dalam huruf
tidak jelas/tidak bermakna/salah,
maka wvang diakui adalah nilai
vang tertulis dalam angka; atau

(3) apabila yang tertulis dalam angka
dan dalam huruf tidak jelas/tidak
bermakna/salah, maka
penawaran dinyatakan gugur,

g) Nama  Pokja Pemilthan yang
menerima Jaminan Penawaran sama
dengan nama Pokja Pemilihan vang
mengadakan Tender,

h) Paket pekerjaan yang diyamin sama
dengan paket pekenjaan yang

ditenderkan,
1) Jaminan Penawaran harus dapat
dicairkan tanpa syarat

(unconditional) sebesar nilal Jaminan
dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) han kerja, setelah surat
perintah  pencairan dant  Pokja
Pemilthan diterima oleh Penerbit
Jaminan,

1) Jaminan Penawaran atas nama KSO
harus ditulis atas nama K5O, dan

k) Substanst dan keabsahan/keaslian
Jaminan Penawaran telah
dikonfirmast dan diklarifikast secara
tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada
penerbit jaminan apabila kurang
jelas dan meragukan.

. Pokja Pemilthan  dapat melakukan

klarifikasi/konfirmasi secara tertulis
terhadap hal~hal yang kurang jelas dan
meragukan namun tidak boleh mengubah
substansi,

. Evaluast administrast menghasilkan dua

kesimpulan, yaitu memenuhi  syarat
administrast atau tidak memenuhi syarat
ad ministrast;

. Peserta yang memenuhi persyaratan

administrast dilanjutkan dengan ewvaluasi
teknis;

Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)
peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi,  maka  evaluasi  tetap
dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
Apabila tidak ada peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi, maka tender
dinyatakan gagal.

Evaluast Teknis:

a.

b.

Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta
yang memenuhi persyaratan administrast,
Unsur~unsur vang dievaluast teknis sesuat
dengan yang ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam LDP,

. Ewaluasi teknis dilakukan dengan ketentuan:

1) Ewvaluasi teknis dilakukan dengan cara
memberikan nilai angka tertentu pada

www.peraturan.go.id



2)

3)

-O03-

setiap unsur vang dinilai berdasarkan

kriterta  dan  bobot  sebagaimana
tercantum dalam LDP,

Penawaran dinyatakan lulus teknis
apabila masing~masing unsur maupun

nilai total keseluruhan unsur memenuhi
ambang batas minimal yang ditetapkan
dalam LDP:

Unsur~unsur pokok yvang dinilai adalah:

a)

jangka waktu pelaksanaan (bobot

nilai antara 3~5%;;

b)

proposal rancangan (bobot nilat

antara 20~30%), meliputi:

(D

@)

(3)

konsep rancarngan vang
diajukan pada setiap tahapan
pokok, termasuk

terhadap pekenjaan pemetaan
dan/atau survey, perhitungan
struktur, serta metodologi desain
vang diusulkan untuk pekerjaan
utama, pendetallan terhadap
rancangan awal (baste desien)
sesuai dengan ketentuan dalam
Ketentuan Pengguna Jasa (bobot
nilai antara 3~5%),

seluruh jenis pekerjaan konsep
rancangan harus
mencantumkan gambar dan

metode pelaksanaan pekerjaan
sesuai ketentuan dalam
Ketentuan Pengguna Jasa (bobot
nilai antara 10~15%); dan

tanggapan  atas Ketentuan
Pengguna Jasa, antara lain
namun tidak terbatas pada status

informasi yang tersedia,
permasalahan pengembangan
desain yang relevan dengan
pelaksanaan pekenjaan
konstrukst, dan detail

pemenuhan ketentuan dalam
Ketentuan Pengguna Jasa (bobot
nilai antara 7~10%),

¢) wuraian pelaksanaan pekerjaan (bobot
nilai antara 10~20%), meliputi:

(1

)

(3)

4

tahapan pelaksanaan pekernjaan
perancangan dan pelaksanaan
konstruksi, rencana operast dan
pemeliharaan  (bobot  nilai
antara 3~6%),

metode pelaksanaan konstruksi
(constructton method) (bobot
nilai antara 3~6%),

sumber dava dan teknologi
vang digunakan(pbobot nilai
antara 2~4%); dan

kesesuaian metode pelaksanaan
konstrukst dengan  kaidah
keselamatan dan  kesehatan
kerja dan lingkungan(bobot
nilai antara 2~4%),
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d) organisasi pelaksanaan (bobot nilai
antara 3~5%), meliputt:

(1)

2)

struktur organisasi
pelaksanaan dilengkapi
dengan tugas dan

kewenangan, sesuai dengan
metode pelaksanaan pekerjaan
vang ditawarkan (bobot nilai
antara 1~2%); dan

penugasan  personil  yang
memberikan gambaran
menyeluruh untuk
penyelesaian keluaran

(output) (bobot nilai antara 2~
3%);

tanggapane) manajemen pelaksanaan (bobot

nilai antara 15~25%), meliputi:

(1)

)

f)

perkiraan arus
menggambarkan

uraian program pelaksanaan
pekerjaan perancangan dan
pelaksanaan konstruksi yang
menggambarkan  hubungan
kerjasama tim (bobot nilai
antara 10~15%); dan

rincian jadwal (bobot nilai

antara 5~10%), mencakup:

(a) jadwal kegiatan untuk
pelaksanaan  pekerjaan
perancangan, termasuk
waktu penyerahan
dokumen perancangan,

(b) jadwal kegiatan untuk
pelaksanaan  pekerjaan
konstruksi, berist urutan
pekenjaan  dan  waktu
pelaksanaan sesual
dengan usulan
penyelesatan  pekerjaan

dalam bentuk diagram
batang (barcharf) atau
metode  lintasan  kritis
(entrcal  path  method)
atau lainnya vang
menunjukkan lintasan
kritis;

jadwal kegiatan untuk
pelaksanaan uji  coba
operast (commissioning),
dan serah terima
pekerjaan selesai dalam
jangka waktu pelaksanaan
vang ditetapkan;

(d) jadwal pengadaan

material dan peralatan;

(e) jadwal mobilisasi personil,

(c)

kas/ecash flow;
perkiraan

pemasukan dan pengeluaran setiap

bulan

secara berkala selama

periode Kontrak (bobot nilai 4%),

) daftar personil (bobot nilai antara
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h)

1)

3

5~15%), memenuhi ketentuan:

(1) data personil intt  yang
diperlukan untuk perencanaan
teknis dan pelaksanaan
konstrukst  sesuai  dengan
metode yang diusulkan (bobot
nilai antara 2~5%); dan

(2) data  personil inti yang
diusulkan dilengkapi dengan
riwayat hidup dan bukt
pengalaman (bobot nilai antara
3-10%);

daftar peralatan utama (bobot nilai

antara 5~15%), memenuhi

ketentuan:

(1) peralatan yvang ditawarkan laik
dan dapat digunakan untuk
penyelesaian pekerjaan sesuai
jadwal pemakaian peralatan
(bobot nilai antara 2~5%); dan

(2) status peralatan utama yang
ditawarkan milik sendiri/sewa
beli/sewa (bobot nilat antara 3~
10%);

Rencana Keselamatan Konstruksi
(RKK) (bobot nilai antara 4~5%),
meliputi:

(1) identifikasi bahaya (bobot nilat
1%);

(2) penentuan tingkat risiko
Keselamatan Konstruksi (bobot
nilai 1%);

(3) pengendalian nsitko  bahaya
keselamatan dan kesehatan kenja
dan keberlanjutan (bobot nilai
1%); dan

(4) penjelasan rencana tindakan
meliputi sasaran umum, sasaran
khusus, dan program
Keselamatan Konstruksi (bobot
nilai 2%).

rencana kendali mutu (bobot nilai

antara 3~5%), yang paling kurang

meliputi:

(1) rencana pemeriksaan dan
pengujian (bobot nilai antara 1~
2%;;

(2) pengendalian subpenyedia dan
pemasok (bobot nilai antara 1~
2%); dan

(3) pelaporan dan dokumentast
(bobot nilai 19).

d. Pokja melakukan klanfikasi proposal teknis

dalam bentuk pemaparan/presentasi oleh
peserta tender.

e. Pemaparan/presentasi  proposal teknis

dilakukan oleh salah satu personel inti yang
ditawarkan.
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f. Pokja Pemilihan dapat melakukan venifikasi
lapangan dan/atau klanfikasi, khususnya
kepada pabrikan/produsen/agen/
distributor matenial/alat untuk meryamin
konsistenst  jenis  matenal/alat  serta
kemampuan untuk menyediakan
matenial/ peralatan sesuai jadwal yang telah
ditetapkan serta kebenaran penyewaan
terhadap pelaksanaan pekerjaan.

2. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal~
hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja
Pemilihan melakukan klanfikasi dengan
peserta. Dalam klanfikasi, peserta tidak
diperkenankan mengubah substansi
penawaran.

h. Hasil klarnfikasi/konfirmasi dapat
mempengaruhi penilaian teknis penawaran.
Dalam hal peserta tidak memberikan
tanggapan atas hasil klanfikast maka
menggugurkan penawaran,

1. Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis
apabila hasil penilaian teknis melewatt nilai
ambang batas masing~masing unsur
maupun nilat  ambang batas  total
keseluruhan unsur yang ditetapkan dalam
LDF;

3. Peserta vang dinyatakan lulus evaluasi teknis

dilanjutkan dengan evaluasi harga,

k. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)
peserta vang lulus evaluasi teknis, maka
evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi
harga,

. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluast
teknis maka tender dinyatakan gagal; dan

m. Pokja Pemilihan memasukan hasil evaluasi
teknis pada aplikasi SPSE, termasuk alasan
ketidaklulusan peserta dalam evaluast teknis.

Aplikasi LPSE secara otomatis tidak akan
membuka penawaran f/e II milik peserta vang
tidak lulus evaluast administrasi dan teknis.

Pokja Pemilthan mengunduh (dowrioad) dan
melakukan dekripsi Dokumen Penawaran
dengan menggunakan sistem pengaman
dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak
dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan
menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut
kepada LPSE untuk mendapat keterangan
bahwa Dokumen yang bersangkutan tidak
dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE
dapat menyampaikan Dokumen Penawaran
tersebut kepada LKPP.
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29.4 Berdasarkan keterangan dani LPSE, apabila
Dokumen Penawaran tidak dapat
dibuka/didekripsi maka Fokja Pemilihan dapat
menetapkan bahwa Dokumen Penawaran
tersebut tidak memenuhi syarat sebagai
penawaran dan penvedia barangfjasa yang
mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut
dianggap tidak memasukkan penawaran.
Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan
akan melanjutkan proses atas penawaran yvang

bersangkutan.
30. Evaluas 30.1 Ewaluast Harga:
Penawaran File a. unsur~unsur yvang perlu dievaluasi adalah
II hal~hal yang pokok atau penting, dengan
ketentuan:

1) Total harga penawaran terkorekst
dibandingkan  dengan nilai  pagu
pekerjaan konstruksi terintegrast
rancang dan bangun:

a) apabila total harga penawaran
terkorekst  melebithi  nilai  pagu
pekerjaan konstrukst tenintegrasi
rancang dan bangun, dinyatakan
gugur, dan

b) apabila semua harga penawaran
terkorekst di  atas nilai  pagu
pekerjaan konstrukst terintegrasi
rancang dan bangun, tender
dinyatakan gagal.

2) Apabila tidak menyampaikan perkiraan
biaya penvelenggaraan keamanan dan
kesehatan kernja serta Keselamatan
Konstruksi maka dinyatakan gugur.

b. apabila harga penawaran dibawah 80% dar
nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi
rancang dan bangun maka apabila peserta
tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender,
harus bersedia untuk menaikkan Jaminan
Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dan
nilar nilat  pagu pekenjaan konstruksi
terintegrast rancang dan bangun. Apabila
peserta yvang bersangkutan tidak bersedia
menatkkan nilai  Jaminan Pelaksanaan
menjadi sebesar 5% (lima persen) dan nilai
pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi
rancang dan bangun, penawarannya
digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar
Hitam.

c. Apabila dalam evaluasi ditemukan buktt
harga tidak wajar akibat tenjadinya
persaingan usaha tidak sehat dan/atau
terjadi pengaturan bersama
(kolusi/ persekongkolan) sebagaimana
ketentuan peraturan dan perundang~
undangan, maka tender dinyatakan gagal
dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi
Daftar Hitam.

d. Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal~
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hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja
Pemilihan dapat melakukan klanfikast
dengan peserta. Dalam klanfikasi, peserta
tidak diperkenankan mengubah substansi
penawaran.

e. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluast
harga maka tender dinyatakan gagal.

f. Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (tiga)
penawaran sebagai calon pemenang dan
calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila
ada) berdasarkan harga terendah vang lulus
ambang batas.

2. Apabila  terdapat peserta  memiliki
penawaran harga yang sama, maka Pokja
Pemilthan memilih peserta berdasarkan
urutan Nilai Penawaran Teknis yang lebih
besar dan hal ini dicatat dalam Benita Acara
Hasil Pemilithan.

Dalam hal hanya 1 (satu) peserta vang
memenuhi persyaratan administrasi, teknis,
harga, dan kualifikasi, dilakukan klanfikasi
dan negosiast teknis dan harga.

Hal wang diklanfikast adalah metode
pelaksanaan pekerjaan vang dapat
mempengaruhi  harga untuk  dilakukan
Negosiast.

Hasil klarifikast dan negosiasi teknis dan harga
dituangkan dalam berita acara klanfikasi dan
negostast teknis dan harga.

Sistem Nat Ambpang BatasZ (dua) file {77 1s/d 31.3]
27. Pembukaan 27.1
Penawaran Fie

I

272

27.3

274

Jadwal pembukaan penawaran sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja
Pemilihan mengunduh  (dowriload) dan
melakukan dekripsi Dokumen  Penawaran
dengan menggunakan sistem pengaman
dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Terhadap Dokumen Penawaran vang tidak
dapat dibuka (didekripsi), Fokja Pemilihan
menyampatkan Dokumen Penawaran tersebut
kepada LPSE untuk mendapat keterangan
bahwa Dokumen wyang bersangkutan tidak
dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE
dapat menyampaikan Dokumen Penawaran
tersebut kepada LKPP,

Berdasarkan keterangan dan LPSE, apabila
Dokumen Penawaran tidak dapat
dibuka/didekripst maka Pokja Pemilihan dapat
menetapkan bahwa Dokumen Penawaran
tersebut  tidak memenuhi syarat sebagat
penawaran dan penyvedia barang/jasa yang
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28. Evaluas
Penawaran Fie
I

275

27.6

277

28.1

282

28.3

284

285

28.6

-O8-

mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut
dianggap tidak memasukkan penawaran.
Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilthan
akan melanjutkan proses atas penawaran yang
bersangkutan.

Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk
apabila Dokumen Penawaran sebagaimana
dimaksud pada IKP 17.1 terpenuhi. Surat
pengunduran dint (misalnya) tidak termasuk
sebagal penawaran.

Apabila penawaran yang masuk hanya 1 (satu),
maka tender dilanjutkan seperti proses
penunjukan langsung.

Fokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan
penawaran pada waktu pembukaan
penawaran,  kecuali  untuk  Dokumen
Penawaran vang sudah dipastikan tidak dapat
dibuka berdasarkan keterangan LPSE.

Evaluast penawaran dilakukan dengan metode
sistem nilai ambang batas.

Fokja melakukan evaluasi Dokumen
Penawaran berdasarkan data yang diunggah
(upioad) dalam aplikast SPSE, dikecualikan
untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan
berdasarkan dokumen Jaminan Penawaran asli
vang disampaikan.

Data dokumen elektronik yang rusak (sesudah
mendapat klanfikast dart  LPSE) akibat
kesalahan pengiriman dokumen oleh Penvedia
Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut
tidak dapat dilakukan ewvaluasi oleh Fokja
Pemilihan, maka dokumen elektronik tersebut
dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Fokja Pemilihan melakukan  evaluast
penawaran file | yang meliputi:

a. evaluasi administrasi, dan

b. evaluasi teknis.

Pokja Pemilihan menginputkan hasil evaluasi
Dokumen Penawaran ft/s I pada aplikasi SPSE
dan menayangkan hasil evaluasi ffe [ melalu
menu  pengumuman atau menu upload
informasi lainnya pada aplikast SPSE.

Selamjutnya Pokja Pemilihan melakukan
pembukaan penawaran fle Il dengan
ketentuan:

a. Dokumen Penawaran ffz II milik peserta
vang tidak lulus evaluasi administrasi dan
teknus, tidak dibuka.

b. Pokja Pemilihan tidak boleh
menggugurkan penawaran pada waktu
pembukaan Dokumen Penawaran fie II,
kecuali penawaran fle I  tersebut

berdasarkan keterangan damt LPSE tidak
dapat dibuka (didekripst).
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Setelah penawaran fils 11 dibuka, Fokja
Pemilthan melakukan evaluast harga.

28.7 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi
sebagai berikut:
a. Pokja Pemilthan dilarang menambah,

c.

f.

mengurangi, mengganti, dan/atau

mengubah kriteria dan persyaratan yang

telah ditetapkan dalam Dokumen Tender
ini;

Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang

menambah, mengurangi, mengganti,

danfatau  mengubah i1st  Dokumen

Penawaran,

Penawaran yang memenuhi syarat adalah

penawaran yang sesuai dengan ketentuan,

syarat~syarat, dan spesifikasi teknis yang
ditetapkan dalam Dokumen Tender ini,
tanpa ada penyimpangan yang bersifat
penting/ pokok atau penawaran bersyarat,

Penyimpangan vang bersifat

penting/ pokok atau penawaran bersyarat

adalah:

1) penyimpangan Dokumen Penawaran
dari  Dokumen  Tender vang
mempengaruhi lingkup, kualitas dan
hasil/kinenja pekerjaan, dan/atau

2) penawaran dan peserta dengan
persyaratan tambahan diluar
ketentuan dan syarat~syarat yang akan
menimbulkan persaingan usaha tidak
sehat dan/atau tidak adil.

Pokja Pemilthan dilarang menggugurkan

penawaran dengan alasan:

1) Peserta tidak aktf/membuka SPSE
dan/atau tidak bertanya pada saat
pemberian peryelasan, dan/atau

2) kesalahan yang tidak substansial,
adalah kesalahan~kesalahan yang tidak
mempengaruhi hasil evaluasi.

Para pihak dilarang mempengaruhi atau

melakukan intervensi kepada Pokja

Pemilithan selama proses evaluast,

Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti

adanya persaingan usaha yvang tidak sehat

dan/atau tenjadi pengaturan bersama

(indikasi kolusi/persekongkolan) antara

peserta, Pokja Pemilthan, UKPE], PPK

dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan
tyjuan untuk memenangkan salah satu
peserta, maka:

1) peserta wyang ditunjuk sebagai calon
pemenang dan peserta lain yang
terlibat dikenakan sanksi dalam Daftar
Hitam,;

2) anggota  Pokja  Pemilthan, FPFK
danfatau pihak lain yang terlibat
persekongkolan  dikenakan  sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang~undangan,

3) proses evaluast tetap dilanjutkan
dengan menetapkan peserta lainnya
vang tidak terlibat (apabila ada); dan
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4) apabila tidak ada peserta lain
sebagaimana dimaksud pada angka 3),
maka tender dinyatakan gagal.

h. Apabila indikast persekongkolan
terpenuhi, maka peserta digugurkan pada
tahap evaluast administrasi dan/atau

teknis.
28.8 Evaluasi Administrasi:
a. penawaran dinyatakan memenuhi

persyaratan administrasi, apabila:
1) syarat-syarat substansial yang diminta

berdasarkan Dokumen Tender
terpenuhu, vaitu dengan
dilampirkannya:

a) Surat  Penawaran (sebagaimana
tercantum dalam SPSE);

b) Jaminan Penawaran Asli; (apabila
disyaratkan),

¢) Dokumen Penawaran Teknis;

d) Dokumen Penawaran Harga.

2) Jaminan Penawaran Asli (apabila
disyaratkan) memenuhi  ketentuan
sebagai bertkut:

a) Diterbitkan oleh pihak sebagaimana
diatur dalam angka 22.6.

b) Masa berlaku tidak kurang dan
waktu sebagimana tercantum dalam
LDP,

c) Masa berlaku dicantumkan dalam
angka dan huruf, dengan ketentuan:
(1) apabila ada perbedaan penulisan

antara angka dan huruf maka
masa berlaku yvang diakui adalah
tulisan huruf;

(2) apabila yang tertulis dalam angka
jelas sedangkan dalam huruf
tidak jelas/tidak bermakna/salah,
maka wvang diakui adalah masa
berlaku yang tertulis dalam
angka; atau

(3) apabila yang tertulis dalam angka
dan dalam huruf tidak jelas/tidak
bermakna/salah, maka
dinyatakan gugur

d) Nama vang tercantum dalam surat
Jaminan Penawaran sama dengan
nama peserta,

e) Besaran nilai Jaminan Penawaran
sebagaimana yvang tercantum dalam
LDF,

f) Besaran nilai Jaminan Penawaran
dicantumkan dalam angka dan
huruf, dengan ketentuan:

(1) apabila ada perbedaan
penulisan antara angka dan
huruf maka nilai yang diakui
adalah tulisan huruf,

(2) apabila wyang tertulis dalam
angka jelas sedangkan dalam
huruf tidak jelas/tidak
bermakna/salah, maka yang
diakui adalah nilai yang tertulis
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dalam angka, atau

(3) apabila yang tertulis dalam
angka dan dalam huruf tidak
Jelas/tidak  bermakna/salah,
maka penawaran dinyatakan
gugur.

g) Nama Pokja Pemilthan yang
menerima Jaminan Penawaran sama
dengan nama Pokja Pemilihan yang
mengadakan Tender,

h) Paket pekernjaan yang dyamin sama
dengan paket pekenaan yang

ditenderkan,

1) Jaminan Penawaran harus dapat
dicairkan tanpa syarat
(uncondittonal) sebesar nilai

Jaminan dalam waktu paling lambat
14 (empat belas) han kerja, setelah
surat pernvataan wanprestast dan
Pokja Pemilihan diterima oleh
Fenerbit Jaminan,

1) Jaminan Penawaran atas nama KSO
harus ditulis atas nama K5O, dan

k) Substansi dan keabsahan/keaslian
Jaminan Penawaran telah
dikonfirmasi dan diklanifikasi secara
tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada
penerbit jaminan apabila kurang
jelas dan meragukan.

Fokja  Pemilihan  dapat  melakukan
klanfikasi/konfirmasi secara  tertulis
terhadap hal~hal yang kurang jelas dan
meragukan namun tidak boleh mengubah
substanst,

Evaluasi administrasi menghasilkan dua
kesimpulan, yaitu memenuhi  syarat
administrasi atau tidak memenuhi syarat
ad ministrast,

Peserta wyang memenuhi persyaratan
administrast dilanjutkan dengan evaluasi
teknis;

Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)
peserta  wvang memenuhi persyaratan
administrast, maka  evaluast tetap
dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
Apabila tidak ada peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi, maka tender
dinyatakan gagal.

Evaluast Teknis:

a.

b.

Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta
yang memenuhi persyaratan administrasi,
Unsur~unsur yang dievaluast teknis sesuai
dengan wyang ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam LDP,

Evaluasi  teknis  dilakukan  dengan

ketentuan:

1) Ewvaluasi teknis dilakukan dengan cara
memberikan nilai angka tertentu pada
setiap unsur vang dinilai berdasarkan
kriterta dan  bobot  sebagaimana
tercantum dalam LDP,
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2) Penawaran dinyatakan lulus teknis
apabila masing~masing unsur maupun
nilai total keseluruhan unsur memenuhi
ambang batas minimal yang ditetapkan
dalam LDP:

d. Unsur~unsur pokok yang dinilai adalah:

a) jangka waktu pelaksanaan (bobot nilai
antara 3~5%);

b) proposal rancangan (bobot nilai antarae)
20~30%), meliputi:

(1) konsep rancangan yang diajukan

pada setiap tahapan  pokok,
termasuk  tanggapan terhadap
pekenjaan  pemetaan dan/fatau

survey, perhitungan struktur, serta
metodologi desain yang diusulkan
untuk pekerjaan utama, pendetailan
terhadap rancangan awal (basic
desyer) sesuat dengan  ketentuan
dalam Ketentuan Pengguna Jasa
(bobot nilai antara 3~5%),

(2) seluruh  jenis pekerjaan konsep
rancangan harus mencantumkan
gambar dan metode pelaksanaan
pekenjaan sesuai ketentuan dalam
Ketentuan Pengguna Jasa (bobot
nilai antara 10~15%), dan

(3) tanggapan atas Ketentuan Pengguna
Jasa, antara lain namun tdak
terbatas pada status informasi yang
tersedia, permasalahan
pengembangan desain yang relevan
dengan  pelaksanaan pekenjaan
konstruksi, dan detall pemenuhan
ketentuan dalam Ketentuan
Pengguna Jasa (bobot nilai antara
7-10%),

¢) uraian pelaksanaan pekerjaan (bobot
nilai antara 10~20%), meliputi:

(1) tahapan pelaksanaan pekerjaan
perancangan dan pelaksanaan
konstruksi, rencana operasi dan
pemeliharaan (bobot nilai antara
3-6%);

(2) metode pelaksanaan konstrukst
(constructton mesthod) (bobotf)
nilai antara 3~6%),

(3) sumber daya dan teknologi yang
digunakan (bobot nilai antara 2~
4%); dan

(4) kesesualan metode pelaksanaan
konstruksti  dengan  kaidahg)
keselamatan dan kesehatan kenja
dan lingkungan(pobot nilat
antara 2~4%]);

d) organisasi pelaksanaan (bobot nilai
antara 3~5%), meliputi:

(1) struktur organisast pelaksanaan
dilengkapi dengan tugas dan
kewenangan, sesuai dengan
metode pelaksanaan pekerjaan

vang ditawarkan (bobot nilai
antara 1~2%); dan

(2) penugasan  personil  vang
memberikan gambaran
menyeluruh untuk

penyelesatan keluaran (out puef)
(bobot nilai antara 2~3%);

manajemen pelaksanaan (bobot

nilai antara 15~25%), meliputi:

(1) uraian program pelaksanaan
pekerjaan perancangan dan
pelaksanaan konstruksi vang
menggambarkan  hubungan
kenjasama tim (bobot nilai
antara 10~15%); dan

(2) rinctan  jadwal (bobot
antara 5~10%), mencakup:
(a) jadwal  kegiatan  untuk

pelaksanaan pekerjaan
perancangan, termasuk
waktu penyerahan
dokumen perancangan,

(b) jadwal  kegiatan  untuk
pelaksanaan pekenjaan
konstrukst, berisi urutan
pekenjaan dan  waktu
pelaksanaan sesuai dengan
usulan penyelesaian
pekerjaan dalam bentuk
diagram batang (barchart)
atau metode lintasan kntis
(entreal path method) atau
lainnya yvang menunjukkan
lintasan kritis;

nilai

(c) jadwal  kegiatan  untuk
pelaksanaan  ujt  coba
operast (commussioning)

dan serah terima pekenjaan
selesat dalam jangka waktu
pelaksanaan yang
ditetapkan,

(d) jadwal pengadaan material
dan peralatan; dan

(e) jadwal mobilisast personil;

perkiraan arus kas/cash flow;
menggambarkan perkiraan
pemasukan dan pengeluaran setiap
bulan secara berkala selama
periode Kontrak (bobot nilai 4%),

daftar personel (bobot nilai antara

5~15%), memenuhi ketentuan:

(1) data personel yang diperlukan
untuk perencanaan teknis dan
pelaksanaan konstrukst sesuai
dengan metode yang diusulkan
(bobot nilai antara 2~5%); dan

(2) data personel yang diusulkan
dilengkapi dengan nwayat
hidup dan bukti pengalaman
(bobot nilai antara 3~10%);
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h) daftar peralatan utama (bobot nilai
antara 5~15%), memenuhi
ketentuan:

(1) peralatan yang ditawarkan laik
dan dapat digunakan untuk
penyelesaian pekerjaan sesuai
jadwal pemakaian peralatan
(bobot nilai antara 2~5%); dan

(2) status peralatan utama yang
ditawarkan milik sendin/sewa
beli/sewa (bobot nilal antara 3~
10%),

1) Rencana Keselamatan Konstruksi
(RKK) (bobot nilai antara 4~5%),
meliputi:

(1) identifikasi bahaya (bobot nilat
1%);

(2) penentuan tingkat risiko
Keselamatan Konstrukst (bobot
nilai 1%);

(3) pengendalian ristko  bahaya
keselamatan dan kesehatan
kerja dan keberlanjutan (bobot
nilai 1%); dan

(4) penjelasan rencana tindakan
meliputi  sasaran  umum,
sasaran khusus, dan program
Keselamatan Konstrukst (bobot
nilai 2%).

1) rencana kendali mutu (bobot nilai
antara 3~5%), yang paling kurang
meliputi:

(1) rencana  pemeniksaan dan
pengujian (bobot nilai antara
1~29%);

(2) pengendalian subpenyedia dan
pemasok (bobot nilai antara 1~
2%); dan

(3) pelaporan dan dokumentast
(bobot nilai 1%).

e. Pokja melakukan klanfikasi proposal teknis
dalam bentuk pemaparan/presentasi oleh
peserta tender.

f. Pemaparan/presentast proposal teknis
dilakukan oleh salah satu personel intt yang
ditawarkan.

2. Pokja Pemilihan dapat melakukan
verifikast lapangan dan/atau klanfikasi,
khususnya kepada
pabrikan/produsen/agen/ distributor
matenialfalat untuk menjamin konsistensi
jenis matenial falat serta kemampuan untuk
menyediakan matenal/peralatan sesuai
jadwal vyang telah ditetapkan serta
kebenaran penyewaan terhadap
pelaksanaan pekerjaan.
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h. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-~
hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja
Pemilihan melakukan klanfikasi dengan
peserta. Dalam klanfikasi, peserta tidak

?

diperkenankan mengubah  substansi
penawaran.

1. Hasil klanifikast /konfirmast dapat
mempengaruhi penilaian teknis

penawaran. Dalam hal peserta tidak
memberikan  tanggapan  atas  hasil
klanfikasi maka menggugurkan
penawaran.

J. Peserta dinyatakan lulus evaluast teknis

apabila hasil penilaian teknis melewati nilai
ambang batas masing~masing unsur
maupun nilat  ambang batas total
keseluruhan unsur yang ditetapkan dalam
LDP.

k. Peserta wvang dinyatakan lulus ewvaluast
teknis dilanjutkan dengan evaluasit harga.

l.  Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)
peserta yang lulus evaluasi teknis, maka
evaluast tetap dilanjutkan dengan evaluasi
harga.

m. Apabila tidak ada peserta yang lulus
evaluasi teknis maka tender dinyatakan

gagal.

n. Pokja Pemilthan memasukan hasil evaluasi
teknis pada aplikasit SPSE, termasuk alasan
ketidaklulusan peserta dalam evaluasi
teknis.

Aplikast LPSE secara otomatis tidak akan
membuka penawaran /e II milik peserta yang
tidak lulus evaluast administrasi dan teknis.

Pokja Pemilthan mengunduh (dowriload) dan
melakukan dekripsi Dokumen Penawaran
dengan menggunakan sistem pengaman
dokumen sesuai waktu yvang telah ditetapkan.

Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak
dapat dibuka (didekripsi), Fokja Pemilihan
menyampatkan Dokumen Penawaran tersebut
kepada LPSE untuk mendapat keterangan
bahwa Dokumen wyang bersangkutan tidak
dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE
dapat menyampaikan Dokumen Penawaran
tersebut kepada LKPP.

Berdasarkan keterangan dan LPSE, apabila
Dokumen Penawaran tidak dapat
dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat
menetapkan bahwa Dokumen Penawaran
tersebut tidak memenuhi syarat sebagai
penawaran dan penvedia barang/jasa yang
menginimkan Dokumen Penawaran tersebut
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dianggap tidak memasukkan penawaran.
Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilthan
akan melanjutkan proses atas penawaran yang
bersangkutan.

Evaluast Harga:

a. unsur~unsur yang perlu dievaluasi adalah
hal~hal yang pokok atau penting, dengan
ketentuan:

1) Total harga penawaran terkoreksi
dibandingkan  dengan nilai  pagu
pekerjaan konstruksi terintegrast
rancang dan bangun:

a) apabila total harga penawaran
terkorekst melebithi nilai  pagu
pekerjaan konstruksi terintegrasi
rancang dan bangun, dinyatakan
gugur;, dan

b) apabila semua harga penawaran
terkorekst di  atas nilai  pagu
pekerjaan konstruksi tenintegrasi
rancang dan bangun, tender
dinyatakan gagal.

2) Apabila tidak menyampaikan perkiraan
biaya penvelenggaraan keamanan dan
kesehatan kerja serta Keselamatan
Konstruksi maka nilai penawaran harga
sama dengan O (nol).

b. apabila harga penawaran dibawah 80% dari
nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi
rancang dan bangun maka apabila peserta
tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender,
harus bersedia untuk menaikkan Jaminan
Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dan
nilai nilai  pagu pekenjaan konstruksi
terintegrasi rancang dan bangun. Apabila
peserta yang bersangkutan tidak bersedia
menaikkan nilai  Jaminan Pelaksanaan
menjadi sebesar 5% (lima persen) dan nilat
pagu pekerjaan konstruksi terintegrast
rancang dan bangun, penawarannya
digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar
Hitam.

c. Apabila dalam evaluasi ditemukan buktt
harga tidak wajar akibat ternjadinya
persaingan usaha tidak sehat dan/atau
terjadi pengaturan bersama
(kolusi / persekongkolan) sebagaimana
ketentuan peraturan dan perundang~
undangan, maka tender dinyatakan gagal
dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi
Daftar Hitam.

d. Apabila dalam evaluast harga terdapat hal~
hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja
Pemilthan dapat melakukan klanfikast
dengan peserta. Dalam klanfikasi, peserta
tidak diperkenankan mengubah substansi
penawaran.

e. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluast
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harga maka tender dinyatakan gagal.

Fokja Pemilihan melakukan perhitungan
kombinasi teknis dan biaya, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a) Menghitung nilai kombinasi antara nilai
penawaran teknis (NPT) dan nilai
penawaran harga (NPH) dengan cara
perhitungan sebagai berikut:

NILAT AKHIR PESERTA = {Nilai Penawaran
Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Nilai
Penawaran Harga x Bobot Penawaran

Harga}

b) Bobot masing~masing unsur ditetapkan
oleh Pokja Pemilithan berdasarkan jenis
pekenjaan vang akan dilaksanakan sesuai
dengan yang tercantum dalam LDP, dengan
ketentuan rentang pembobotan sebagai
berikut:
~ Bobot penawaran teknis sebesar 60%

sampat dengan 70%.
~ Bobot penawaran harga sebesar 30%
sampai dengan 40%.

¢) Nilai penawaran harga terkorekst terendah
dibertkan nilai tertinggl, sementara untuk
nilai penawaran harga yang lain secara
proporsional. Rumus yang digunakan

adalah sebagai berikut:
NPHi L HE 100
§ (PHi) =
Keterangan:
NPH1 . nilai penawaran harga
masing~masing peserta
PHt . Penawaran harga
terendah
PHi . Penawaran harga
masing ~masing peserta
1 . Peserta

Pokja Pemilthan menyusun urutan 3 (tiga)
penawaran sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)
berdasarkan urutan nilai kombinasi tertingai.

Apabila terdapat peserta memiliki nilai akhir
vang sama, maka Pokja Pemilihan memilih
peserta wvang mempunyai Nilai Penawaran
Teknis lebth besar dan hal ini dicatat dalam
Berita Acara Hasil Pemilihan.

Dalam hal hanya 1 (satu) peserta wyang
memenuhi persyaratan administrasi, teknis,
harga, dan kualifikasi, dilakukan klanfikas
dan negostasi teknis dan harga.

Hal yang diklanfikasi adalah metode
pelaksanaan pekerjaan vang dapat
mempengaruhi  harga untuk  dilakukan
negosiasi.
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Hasil klanfikasi dan negostast teknis dan harga
dituangkan dalam benita acara klanfikasi dan
negosiasi teknis dan harga.

F. PENETAPAN PEMENANG

32. Penetapan
Pemenang

32.1

32.2

32.3

Pokja Pemilihan menetapkan pemenang
apabila pernyataan peserta pada formulir isian
kualifikasi benar dan masih berlaku fvalid.

Penetapan pemenang tender terdinn dan 1
(satu) pemenang dan paling banyak 2 (dua)
pemenang cadangan.

Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa
paket pekermjaan konstruksi dalam waktu
penetapan pemenang bersamaan:

a. dilakukan evaluast kembali terhadap sisa
kemampuan nyata (SKN). Dalam hal SKN
tidak mencukupi, maka hanya dapat
ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu)
paket  pekemjaan  setelah  dilakukan
klanfikasi untuk menentukan paket yang
dipilih oleh peserta yang masih memenuhi
SKN, sedangkan pada paket lainnya
dinyatakan gugur;

b. menawarkan peralatan vang sama untuk
beberapa paket wang dikuti dan dalam
evaluasti memenuhi persyaratan pada
masing~masing paket pekerjaan, maka
hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang
pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara
melakukan klanfikasi untuk menentukan
peralatan tersebut akan ditempatkan,
sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya
dinyatakan peralatan tidak ada dan
dinyatakan gugur,

c. Apabila peserta menawarkan peralatan
vang sama pada paket pekerjaan lain/vang
sedang berjalan, maka hanya dapat
ditetapkan sebagai pemenang, apabila
setelah  dilakukan klarfikast peralatan
tersebut tidak terikat pada paket lain;

d. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai
pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan ¢,
dapat dikecualikan dengan syarat waktu
penggunaan alat tidak tumpang tindih
(overiap), ada peralatan cadangan yang
diusulkan dalam dokumen penawaran vang
memenuhi syarat, lokasit peralatan yang
berdekatan dalam pelaksanaan pekenjaan
sehingga dapat digunakan sesuai dengan
Jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau
kapasitas dan produktifitas peralatan secara
teknis dapat menyelesaikan lebith dan 1
(satu) paket pekerjaan,

e. Menawarkan personel yang sama pada
lebth dant 1 (satu) paket pekenjaan atau
personel yang sedang bekenja di paket lain,
maka hanya dapat ditetapkan sebagai
pemenang pada 1 (satu) paket pekenjaan

www.peraturan.go.id



2020, No.98

324

32.5

326

32.7

-108-

setelah  dilakukan  klanfikast  untuk

menentukan  personil tersebut akan

ditempatkan, sedangkan untuk paket
pekerjaan lainnya dinvatakan personil tidak
ada dan dinyatakan gugur,

f  FKetentuan pada huruf e hanya dapat
ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu)
paket pekerjaan konstruksi, kecuali:

a. Personel yang diusulkan penugasannya
sebagai Kepala Proyek/  General
Supenntendsnt (G5,

b. Jadwal penugasan personel tidak
tumpang tindth (overfap) dengan
kegiatan lain berdasarkan jadwal
pelaksanaan pekerjaan atau jadwal
penugasan,

c. Terdapat personel cadangan yang
diusulkan dalam dokumen penawaran
vang memenuhi syarat,

d. Sebagai tenaga ahli dalam pekerjaan
perancangan (paling banyak 3 (tiga)
paket pekenjaan dengan kontrak
Lumsum).

Pokja Pemilihan membuat dan
menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan
(BAHP) yang paling sedikit memuat:

a. Nama seluruh peserta,

b. Harga penawaran atau harga penawaran
terkoreksi dan masing~masing peserta,
Metode evaluasi yang digunakan,
Unsur~unsur yang dievaluast,

Rumus yang dipergunakan,
Keterangan~keterangan lain yang dianggap
perlu hal ikhwal pelaksanaan tender,
Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus
pada setiap tahapan evaluasi,

h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
Pernyataan bahwa tender gagal apabila
tidak ada penawaran yang memenuhi
syarat.

e oo

to

-

Dalam hal nilai paket paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
maka penetapan pemenang dilakukan oleh
Pokja Pemilthan.

Dalam hal nilai paket paling sedikit di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
maka penetapan pemenang dilakukan oleh
Pengguna Anggaran (PA).

Apabila  terjadi  keterlambatan  dalam
menetapkan pemenang dan akan
mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau
Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan)
habis masa berlakunya, maka dilakukan
konfirmast kepada semua peserta yang lulus
evaluast penawaran dan evaluasi kualifikasi
untuk memperpanjang masa berlaku surat
penawaran dan/atau Jaminan Penawaran
(apabila disyaratkan) secara tertulis sampai
dengan perkiraan jadwal penandatanganan
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kontrak.

Dalam hal peserta wyang lulus ewvaluasi
penawaran tidak bersedia memperpanjang
surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran
(apabila disyaratkan) dianggap mengundurkan
dirt dan tidak dikenakan sanksi.

Pemilihan mengumumkan pemenang dan

Pemenang pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) (apabila ada)
melalui aplikasi SPSE.

34. Sanggahdan  34.1
PesertaTender

34.2

34.3

34.4

34.5

34.6

34.7

34.8

35. Sanggah 35.1
Banding dari
PesertaTender

35.2

Sanggahan dar Peserta wang memasukkan
penawaran vang namanya tertera dalam surat
penawaran danfatau tertera dalam akte
pendinian perusahaan.

Sanggahan disampaikan secara elektronik
melalul aplikast SPSE disertai bukti tenjadinya

penyimpangan.

Sanggahan diajukan oleh peserta apabila

terjadi penyimpangan prosedur meliputi:

a. kesalahan dalam melakukan evaluast,

b. penyvimpangan terhadap ketentuan dan
prosedur wvang telah ditetapkan dalam
Dokumen Tender,

¢. rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga
menghalangi tenjadinya persaingan usaha
yang sehat; dan/atau

d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja
Pemilihan, pimpinan UKPB], PPK, dan/atau
pejabat yang berwenang lainnya.

Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima)
han kerja setelah pengumuman pemenang.

Fokja Pemilthan wajib memberikan jawaban
secara elektronik atas semua sanggahan paling
lambat 3 (tiga) han kerja setelah akhir masa

sanggah.

Apabila sanggah dinyatakan benar maka Pokja
Pemilihan menvatakan tender gagal.

Sanggahan dianggap sebagal pengaduan,

dalam hal:

a. sanggahan disampaitkan tidak melalu
aplikast SPSE (offfing), kecuali keadaan
kahar atau gangguan teknis;

b. sanggahan dityjukan bukan kepada Pokja
Pemilthan; atau

¢. sanggahan disampatkan diluar masa

sanggah.
Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan
tetap harus diproses sebagaimana penanganan
pengaduan.

Peserta dapat mengajukan sanggah banding
apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.

Penvanggah menvampaikan sanggah banding
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secara tertulis kepada KPA paling lambat 5
(lima) han kenja setelah jawaban sanggah
dimuat dalam aplikast SPSE. Tembusan
sanggah banding disampatkan kepada APIP
sesuat LDP.

Penyanggah banding harus menverahkan
Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan
kepada Pokja Pemilthan sebesar 1% (satu
persen) dan nilai pagu pekerjaan konstruksi
terintegrasi rancang dan bangun dengan masa
berlaku 30 (tiga puluh) han kalender sejak
tanggal pengajuan sanggah banding.

Pokja  Pemilthan  mengklanfikasi  atas
kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli
kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan
menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum
mendapatkan hasil klanfikasi Pokja Pemilihan.

KPA menyampaikan jawaban  Sanggah
Banding, dengan tembusan kepada UKPE]
paling lambat 14 (empat belas) har kerja
setelah menenima klanfikasi dan Pokja
Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan
Jjawaban Sanggah Banding, maka KPA
dianggap menerima Sanggah Banding.

Apabila  Sanggah  Banding  dinvatakan
benar/diterima, UKPB] memenintahkan Fokja
Pemilihan melakukan evaluast ulang atau
Tender penyedia ulang.

Apabila  Sanggah  Banding  dinyatakan

salah/tidak diterima, maka:

a. Pokja Pemilithan melanjutkan proses Tender
dengan menyampaikan hasil Tender kepada
Pejabat Pembuat Komitmen,

b. UKPB] mencairkan Jaminan Sanggah
Banding dan disetorkan ke Kas Negara/Kas
Daerah.

Sanggah Banding menghentikan proses
Tender.

Sanggah Banding wvang disampaikan bukan
kepada KPA, atau disampaikan diluar masa
sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan
dan diproses sebagaimana penanganan
pengaduan.

G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL

36. TenderGagal 36.1

Fokja Pemilihan menyatakan tender gagal,

apabila:

a. terdapat kesalahan yang substansial dalam
proses evaluasi, yaitu kesalahan yang dapat
menyebabkan perubahan urutan pemenang
dan/atau menyebabkan dokumen jaminan
penawaran tidak dapat dicairkan;

b. tidak ada peserta wyang menyampatkan
Dokumen Penawaran setelah ada pemberian
waktu perpanjangan;
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c. tidak ada peserta wyang lulus evaluasi
penawarar,

d. dalam  Dokumen  Tender  ditemukan
kesalahan atau Dokumen Tender tidak
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Perundang~undangan terkait Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,

e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN),

f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha
tidak sehat; atau

2. seluruh penawaran harga terkoreksi di atas
pagu pekerjaan konstrukst terintegrasi
rancang dan bangun.

PA/KPA menyatakan Tender gagal, apabila
KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK/Peserta.

Setelah tender dinyatakan gagal, diumumkan

kepada seluruh peserta.

Setelah pengumuman adanya tender gagal,

Fokja Pemilthan atau Pokja Pemilthan

pengganti (apabila diganti) meneliti dan

menganalisis penyebab terjadinya tender gagal,

menentukan pilthan langkah selanjutnya, yaitu

antara lain melakukan:

a. evaluast ulang  terhadap  dokumen
penawaran yang telah masuk;

b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran,

c. tender ulang vang dimulai dan undangan
prakualifikast,

d. penghentian proses tender.

PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan
dilarang membenikan ganti rugi kepada
peserta tender apabila penawarannya ditolak
atau tender dinvatakan gagal.

Fokja Pemilthan melakukan evaluasi ulang
terhadap dokumen penawaran yang telah
masuk:

a. Ewvaluasi tidak sesuair dengan ketentuan
vang tercantum dalam dokumen tender,
dan/atau

b. Kesalahan dalam mengevaluasi dokumen
penawaran.

Pokja Pemilihan mengundang peserta untuk
menyampatkan ulang Dokumen Penawaran,
apabila ditemukan kesalahan dalam Dokumen
Tender atau tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Perundang~undangan terkait
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan
terlebith  dahuly  melakukan  perbaikan
Dokumen Tender.

Fokja Pemilthan melakukan tender ulang

apabila:

a. idak ada peserta wyang menyvampaikan
Dokumen Penawaran setelah ada pemberian
waktu perpanjangan;

b. tidak ada peserta wyang lulus evaluasi
penawaran,
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¢. seluruh penawaran harga di atas pagu
pekenjaan.

d. seluruh peserta terlibat Korupst, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN);

e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha
tidak sehat; dan/atau

f. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

Dalam hal tender ulang yvang disebabkan oleh
KKN yang melibatkan Fokja Pemilihan/FFK,
tender ulang  dilakukan oleh  Pokja
Pemilihan/PPK yang baru.

Fokja Pemilihan melakukan penghentian
proses Tender apabila berdasarkan hasil
peninjavan dan  komunikast  dengan
PA/KPA/PPK, kebutuhan masih dapat ditunda
dan tdak cukup waktu lagt untuk
melaksanakan  proses Tender dan/atau
pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal Tender ulang gagal, Pokja Pemilthan

melakukan Penunjukan Langsung dengan

kritenia:

a. persetujuan PA/KPA;

b. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan
Tender.

H. PENUNJUKAN PEMENANG

38. Penumjukan 38.1
Penyedia
Barang/Jasa

33.2

38.3

38.4

38.5

Pokja Pemilthan menyampaikan Berita Acara
Hasil Pemilthan (BAHP) kepada Pejabat
Pembuat Komitmen dengan tembusan kepada
Kepala UKPE] sebagai dasar untuk menerbitkan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SEFPE]).

Berita Acara Hasil Pemilthan (BAHPF)

disampaikan dengan ketentuan setelah:

a. masa sanggah berakhir (apabila tidak ada
sanggahan),

b. masa sanggah banding telah berakhir
(apabila ada sanggahan tetapi tidak ada
sanggahan banding); atau

c. KPA menyvatakan sanggah banding
salah/tidak  diterima  (apabila ada
sanggahan banding).

Sebelum  menerbitkan  Surat  Penuryukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPE]), Pejabat Pembuat
Komitmen, Pokja Pemilthan dan pemenang
melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan
Penvedia.

PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib
melaksanakan Rapat Persiapan Penumjukan
Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3
(tiga) han kenja setelah Berita Acara Hasil
FPemilihan (BAHP) diterima oleh PPK.

Rapat persiapan penunjukan Penyedia
dilaksanakan untuk memastikan Penvedia
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38.6

33.7

338.8

38.3

338.10

338.11

38.12

338.13

38.14

38.15
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memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. keberlakuan data 1sian kualifikast,

b. bukti sertifikat kompetensi personel yang
diusulkan dalam dokumen penawaran,

c. kewajitban melakukan sertifikasi bagi
operator, teknisi atau analis yang belum
bersertifikat pada saat pelaksanaan
pekerjaan; dan

d. pelaksanaan alith pengalaman/keahlian
bidang konstrukst melalul sistem kena
praktik/magang, paling sedikit
pembahasan terkait jumlah peserta, durasi
pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Dalam hal Pemenang tdak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud 38.5 di atas,
maka PPK  bersama Fokja  Pemilthan
melaksanakan rapat persitapan penunjukan
penyedia bersama pemenang cadangan 1
(satu) (apabila ada).

Dalam hal pemenang cadangan 1 (satu) tidak
memenuhi, maka PPK bersama Pokja Pemilithan
melaksanakan rapat persiapan penumjukam

bersama pemenang cadangan 2 (dua) (apabila
ada).

Dalam hal pemenang cadangan 2 (dua) tidak
memenuhi, PPK tidak menerbitkan SPPE] dan
melaporkan kepada UKPE].

Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPPE]
dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat
persiapan penunjukan penyedia, peserta
mampu memenuhi semua  persyaratan
pekenjaan.

Pejabat Pembuat Komitmen menginputkan data
SPPE] dan mengunggah hasil pemindaian SPPE]
vang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan
mengirimkan SPPB] tersebut melalui aplikasi
SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.

SPPB] diterbitkan paling lambat 5 (lima) han
kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen
menerima Berita Acara Hasil Pemilihan
(BAHP).

Dalam hal DIPA belum terbit, SPPB] dapat
ditunda diterbitkan sampai batas waktu
penerbitan oleh otoritas yang berwenang.

Dalam SFPB] dicantumkan bahwa penyedia
harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan
sebelum penandatanganan kontrak.

SPPE] ditembuskan kepada AFIP.

Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen tidak
bersedia menerbitkan SPPB] karena tidak
sependapat atas penetapan pemenang, maka:
a. Pejabat Pembuat Komitmen

menyvampaikan penolakan tersebut kepada
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38.16

38.17

38.18

Fokja Pemilihan diserta alasan dan bukti,

Pejabat Pembuat Komitmen melakukan
pembahasan Bersama terkait perbedaan
pendapat atas hasil pemilthan penyedia;

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan,
maka pengambilan keputusan diserahkan
kepada PA/KPA paling lambat € (enam)
hant  kemja  setelah  tidak  tercapat

kesepakatan,
PA/KPA dapat memutuskan:
1. menyetuju penolakan Pejabat
FPembuat Komitmen, PA/KPA

memerintahkan  Pokja  Pemilihan
untuk melakukan evaluasi ulang,
pemasukan penawaran ulang atau
tender ulang; atau

1. menyetujui hasil pemilihan penyedia,
PA/KPA  memerintahkan  Pejabat

Pembuat Komitmen untuk
menerbitkan SPPB] paling lambat 5
(lima)han kerja.

111, Putusan PA/KPA bersifat final.

Dalam hal PA/KPA vang bertindak sebagai
Pejabat  Pembuat  Komitmen  tidak
menyetujul  hasil  pemilthan penyedia,
PA/KPA menyampatkan penolakan
tersebut kepada Pokja Pemilihan diserta
alasan dan bukti dan memernntahkan
Pokja Pemilihan untuk  melakukan
evaluast ulang, pemasukan penawaran
ulang, prakualifikasi ulang, atau tender
ulang paling lambat € (enam) han kenja
setelah hasil pemilihan penyedia diterima.

Kontrak ditandatangani paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya
SPFE].

PPK dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat
Persitapan Penandatanganan Kontrak setelah
diterbitkan SPPE].

Dalam Rapat Persitapan Penandatanganan
Kontrak, paling sedikit dibahas hal~hal sebagai
berikut:

a.
b.

C.

d.

]

= 0o

dokumen Kontrak dan kelengkapan,
rencana penandatanganan Kontrak,
Jaminan uang muka (ketentuan, bentuk,
151, waktu penyerahan);

Jjaminan pelaksanaan (ketentuan, bentuk,
1s1, waktu penyerahan),

asuranst,
rencana pemberdayaan tenaga kera
praktik/magang;

rencana keselamatan konstrukst,

rencana mutu  pekerjaan  konstruksi
terintegrasi rancang dan bangun,

hal wang telah diklanfikasi dan
dikonfirmast pada  saat  evaluasi
penawaran; dan/atau

hal yang telah diklanfikasi dan
dikonfirmasi pada saat rapat persiapan
penunjukan penvedia.
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Pejabat Pembuat Komitmen menginputkan data
kontrak dan mengunggah hasil pemindaian
dokumen kontrak yang telah ditandatangani
pada aplikasi SPSE.

Penyedia yang ditunjuk wajib menerima

keputusan tersebut, dengan ketentuan:

a. apabila yang bersangkutan mengundurkan
dirt dan masa penawarannya masih berlaku
dengan alasan yvang dapat diterima secara
obyektif oleh Fokja Pemilthan, maka peserta
vang bersangkutan tidak dikenakan sanksi
apapun,

b. apabila yang bersangkutan mengundurkan
dirt dan masa penawarannya masih berlaku
dengan alasan yang tidak dapat diterima
secara obyektif oleh Pokja Pemilihan, maka
peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam dan
Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan)
dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/Kas
Daerah; atau

c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia
ditunjuk karena masa penawarannya sudah
tidak  berlaku, maka peserta yang
bersangkutan tidak  dikenakan sankst
apapun.

Apabila penyedia yvang ditunjuk
mengundurkan din, maka dilakukan kembali
proses penunjukan penyedia sebagaimana
dimaksud pada 38.5 kepada peserta urutan
berikutnya.

Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam BAHP
atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal
terkait proses Tender penyedia secara
elektronik yang tidak dapat diakomodir atau
difasilitasi aplikasi SPSE.

Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana
dimaksud pada angka 39.1 diunggah (upload)
oleh Pokja Pemilihan menggunakan menu
upload informast lainnya pada aplikasi SPSE.

Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat
rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan
secara independen.

Informasi  wyang  berhubungan  dengan
penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmast, dan
usulan calon pemenang tidak  boleh
diberitahukan kepada peserta, atau orang lain
vang tidak berkepentingan sampai keputusan
pemenang divmumkan.

Setiap usaha peserta tender mencampun
proses evaluasi Dokumen Penawaran atau
keputusan pemenang akan mengakibatkan
ditolaknya penawaran yang bersangkutan.

Evaluast penawaran yang disimpulkan dalam
Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHPF) oleh Pokja
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Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat
pengumuman pemenang.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

40. Jamnan 40.1
Pelaksanaan

40.2

40.3

Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia
sebelum penandatanganan Kontrak.

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada
Penyedia setelah:

a.

b.

penyerahan seluruh pekerjaan,
penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar
5% (lima persen) dari harga Kontrak, atau
pembayaran termin terakhir/bulan
terakhir/sekaligus telah dikurangi uang
retensi sebesar 5% (lima persen) dan harga
Kontrak (apabila diperlukan).

Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada
Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a.

<.

Paket pekenjaan dengan nilai paket sampai
dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:

1) Bank Umum,

2) Perusahaan Penjaminan,

3) Perusahaan Asuransi,

4) Lembaga khusus wyang meryalankan
usaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan  asuransit  untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuat
dengan ketentuan peraturan perundang-~
undangan di bidang Lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia, atau

5) konsorsium perusahaan asuransi
umum/Lembaga perjaminan/
perusahaan penjaminan vang
mempunyai program asuranst kerugian
(swrstyship)

huruf a2 sampar dengan a5 telah

ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dan

Otorttas Jasa Keuangan (OJK).

Paket pekenjaan dengan nilai paket di atas

Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar

rupiah) diterbitkan oleh:

1) Bank Umum; atau

2) Konsorsium perusahaan asuransi
umum/Lembaga peryaminan/
perusahaan penjaminan yang
mempunyal program asuransit kerugian
(suretvship).

huruf b.2 telah ditetapkan/ mendapatkan

rekomendasi dan otoritas jasa keuangan

(OJK).

Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan seak

tanggal penandatanganan Kontrak sampai

dengan serah terima pertama pekenjaan
berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana
tercantum dalam LDPF,

Nama Penyedia sama dengan nama yang

tercantum dalam surat Jaminan

Pelaksanaan,

Besaran nilai  Jaminan  Pelaksanaan
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sebagaimana yang tercantum dalam LDP,

f. Besaran nilai  Jaminan  Pelaksanaan
dicantumkan dalam angka dan huruf,

g Nama Peabat Pembuat Komitmen wyang
menerima  Jaminan Pelaksanaan sama
dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen
yang menandatangan kontrak;

h. Paket pekerjaan yang dyamin sama dengan
paket pekenaan yang tercantum dalam
SPPE],

1. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan
tanpa syarat (uncondittonal) sebesar nilai
jaminan dalam jangka waktu paling lambat
14 (empat belas) har kenja setelah surat
pernyataan  wanprestasi dani  Pejabat
Pembuat Komitmen diterima oleh penerbit
Jaminan;

J. Jaminan Pelaksanaan atas nama KSO ditulis

atas nama KSO atau masing~masing anggota
KSO (apabila masing~masing mengajukan
Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan

k. memuat nama, alamat dan tanda tangan
pthak penjamin.

Pejabat Pembuat Komitmen mengkonfirmasi
dan mengklanfikasi secara tertulis substansi
dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan
kepada penerbit jaminan apabila ada hal yang
meragukan.

Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk
menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan
dipersamakan dengan penolakan untuk
menandatangani Kontrak.

Ketentuan lebith lamyut mengenai pencairan
Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat~
Syarat Umum Kontrak.

J- PENANDATANGANAN KONTRAK

41. Penanda-
tanganan
Kontrak

41.1

41.2

41.4

Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah
DIPA/DPA ditetapkan.

Sebelum penandatanganan kontrak Pejabat
Pembuat Komitmen wajib memeriksa apakah
pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masth
berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut
sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan
kontrak tidak dapat dilakukan.

Penandatanganan kontrak dilakukan setelah
diterbitkan  SPPB], dan setelah penyedia
menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia tidak
diperkenankan mengubah substansi Dokumen
Tender sampai dengan penandatanganan
Kontrak.

Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan

pekerjaan melewatt batas tahun anggaran,
maka penandatanganan kontrak dilakukan
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41.10

setelah mendapat persetujuan kontrak tahun
jamak.

Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia wajib
memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi,
bahasa, redaksional, angka dan huruf serta
membubuhkan paraf pada setiap lembar
Dokumen Kontrak.

Menetapkan urutan hierarki dan kontrak:
adendum surat perjanjian (apabila ada);
surat perjanjian,

surat penawaran,

syarat~syarat khusus Kontrak bagian & (Data
Kontrak);

syarat~syarat khusus Kontrak bagian B
(Ketentuan Khusus)

syarat~syarat umum Kontrak,

ketentuan pengguna jasa,

. Jadwal/ Daftar~Daftar,

Dokumen Penawaran Penyedia dan
dokumen lainnya sepertt: jaminan~jaminan,
SPPE] BAHPF, BAPP.

dengan maksud apabila terjadi pertentangan
ketentuan antara bagian satu dengan bagian
vang lain, maka berlaku wurutan hierarki
hukum.

0T

@

S gt0e

Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuat

kebutuhan, yaitu:

a. sekurang~kurangnya 2 (dua) Kontrak asli,
terdint atas:

1) kontrak asli pertama untuk Pejabat
Pembuat Komitmen dibubuhi materai
pada bagian yang ditandatangani oleh
penyedia; dan

2) kontrak asli kedua untuk penyedia
dibubuhi materai pada bagian yang
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen,

b. rangkap  kontrak lainnya  (apabila
diperlukan) tanpa dibubuhi meterai.

PFthak yang berwenang menandatangani
kontrak atas nama penyedia adalah direktur
utama/pimpinan perusahaan atau yang
namanya tercantum dalam Akta
Pendinan/Anggaran  Dasar, yang telah
didaftarkan  sesuar  dengan peraturan
perundang~undangan.

Fihak lain vang bukan direktur
utama/pimpinan perusahaan/ pengurus
koperasi atau yang namanya tidak disebutkan
dalam Akta Pendinan/Anggaran Dasar, dapat
menandatangani Kontrak, sepanjang pthak
tersebut adalah pengurus/karyawan
perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja
tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian
wewenang yang sah  dan  direktur
utama/pimpinan perusahaan/ pengurus atau
pthak  wyang  sah  berdasarkan  Akta
Pendinan/Anggaran Dasar untuk
menandatangani Kontrak.
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41.11  Pejabat Pembuat Komitmen menginputkan data
kontrak dan mengunggah hasil pemindaian
dokumen kontrak wvang telah ditandatangani
pada aplikasi SPSE.
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BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

. IDENTITAS
POKJA

. PAKET

PEKERJAAN

. SUMBERDANA

. JADWAL
TAHAPAN
TENDER

PENINJAUAN
LAPANGAN

PENYESUAIAN
HARGA

. MATA UANG
PENAWARAN
DAN CARA
PEMBAYARAN

. MASA
BERLAKUNYA

1. Pokja Pemilihan:
fdust nama Fokya Femilthan, contoh: Fokya Fekenyaan
Konstrudest UKFR] Kementenan..../

2. Alamat Pokja Pemilithan:

3.  Wehsite LPSE:

1. Nama paket pekerjaan:

2. Uraian singkat pekenjaan:
jaitst wratan secara smgikat dan yelas reang hnglup
pekenaanskegiatan vang dilaksanakan/

3. Lokasi pekerjaan:
fdust nama alamat, kabupatenskota serta propinst
pekenaanskegtatan vang diaksanakan/

4.  Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan:
( ) hari kalender ssejak
SPME.
fdust walktu vang diperiukan untuk menyvelesatican
pekenaan/
Pekerjaan ini  dibtayai dan  sumber pendanaan:

Tahun Anggaran
jdist sumber dana dan tahun anggaran sesuar dokumen

angegaran/

Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE

Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada:
Har ;
Tanggal
Waktu : sd
Tempat

Penyesuaian harga [Dibertkan/Tidak dibertkan/
dalam hal tahun jamak yang melewati pelaksanaan
konstrukst lebith darnt 18 (delapan belas) bulan dan
diberlakukan mulai bulan ke~13 (tiga belas).

1.  Mata vang yvang digunakan
fdust Ruprah ataun mata uang dan negara pembery
pryamant

2. Pembayaran dilakukan dengan cara
jdiust  pembavarannva didasarkan pada  hasid
pengukuran bersama atas pekerpaan vang benar~
benar telah dilaksanakan secara bulanan (monthly
certificats), cara angsuran (termyn), atau sekalgus/
Masa berlaku penawaran selama
( ) hari kalender sejak batas akhir
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PENAWARAN

JADWAL
PEMASUKAN
DOKUMEN

PENAWARAN

BATAS AKHIR
WAKTU
PEMASUKAN
PENAWARAN

PEMBUKAAN
PENAWARAN

DOKUMEN
PENAWARAN
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pemasukan Dokumen Penawaran, vaitu dan tanggal
sd

fdiust  dengan memperhntungkan akhnr  pemasuian
dokumen penawaran sampat penandatanganan kontrakf

Lihat jadwal Tender dalam aplikasi SPSE

Lihat jadwal Tender dalam aplikasi SPSE

Lihat jadwal Tender dalam aplikasi SPSE

1. Dokumen penawaran yang diminta, sesuai dengan
vang terdapat pada IKP.

2. Dokumen Penawaran Teknis terdint dan:
Jangka waktu pelaksanaan,
proposal rancangan,

uraian pelaksanaan pekerjaan,
organisasi pelaksanaan,
manajemen pelaksanaan,
perkiraan arus kas/cash flow,
daftar personel;

daftar peralatan utama,

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), dan
rencana kendali mutu.

ol me 0.0 o

3. Memiliki kemampuan menyediakan personel inti
minimal vang diperlukan untuk perancangan dan
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan metode vang
divsulkan untuk menjamin target pencapaian yang
progresif yang menunjang pencapaian output.

Personel Tenaga ahli perencana

Jabatan

Tingkat dalam Pe“i:?:“““ Sertifilzat
No | Pendidikan/ pekerjaan 1 Kompetensi
. Profesional P
ljazah vang akan (Tahun) Kerja
dilaksanakan
1 — s B —
Z — = — —
dst _ _ _ _
jdust oleh Fokya Fermtithan]
Personel manajenal pelaksana konstruksi
Jabatan Parwsis
Tingkat dalam e | Sertifilat
No | Pendiditan/ | pekerjaan : Kompetensi
3 Profesional P
Jjazah yvang akan (Tahun) Kerja
dilaksanalkan SN,
1 — - — —
2 e L% S —_
st 2o —

Jalitst oleh Fokra Femilihan

Keterangan:

1. Sertifikat Kompetensi Kenja dibuktikan saat rapat
persiapan penunjukan penyedia;

2. Pengalaman kenja tenaga ahli perencana dihitung
berdasarkan bulan kerja profesional.

3. Pengalaman kenja personel manajenal pelaksana
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Konstrukst  dihitung per tahun  tanpa
memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi
(dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).

4. Memiliki kemampuan menvediakan peralatan utama
minimal untuk untuk melaksanakan perancangan dan
pelaksanaan konstrukst sesuai dengan metode vang
diusulkan untuk menjamin target pencapaian yang
progresif yang menuryang pencapaian outcome:

Mo Jenis Kapasitas Jumlah I@%esrtgﬂhulkan
1 s e e e

2 _— N N —
dst

[dust oleh Fokya Permilthan/

Dengan ketentuan kepemilikan (milik sendini/sewa
beli/sewa), peralatan utama minimal yang diperlukan
untuk penyelesaian pekerjaan utama sebagai berikut:

a. jenis, kapasitas, komposist dan jumlah alat
memenuhi persyaratan;

b. peralatan wyang ditawarkan latk dan dapat
digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai
Jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan

c. wajitb menggunakan peralatan utama milik
sendirifsewa beli (alat telah tersedia) untuk
pekerjaan dengan nilai diatas Rp.
200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah),
dikecualikan untuk peralatan yang didesain
khusus yang ditetapkan dalam dokumen tender
atau yang dilaksanakan penyedia jasa spesialis.

5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):
Penyedia menyampaikan penjelasan manajemen
risitko serta penyelasan rencana tindakan sesuai tabel
jenis pekenjaan dan identifikasi bahayanya di bawah
ini (diist oleh Pejabat Pembuat Komitmen):

Jenus/Tipe Identifikast
No. Pekerjaan Bahaya
T
Dst
M BOBOT DAN 1.  Unsur Teknis Yang Dinilai dan Ambang Batas (AB)
AMBANG Masing~Masing Unsur
BATAS
No. Ungur, Sub | Bobot EBobot Ambang
Unsgur dan | Unsur Suhb Batag
Kriteria Ungur Unsgur
dan Sub
Unsur
1. | Jangka Waktu | ........ % o
Pelaksanaan | | | ¢ 2
2. | Proposal [ ... % || Yo
Rancangan
al | Kritersa [ [ ... il s %
penilaian 1
b] | Kriteria | | ... %] cousesas %
penilaian 2
det: | g58se | . |BEEw e %
3. | Uratan [ ... % || e %
Pelaksanaan
Pekerjaan
al [ Kriterna | | . Yo | . Yo
penilaian 1
b] | Kriteria | | ... | i %
penilaian 2
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-123-
deti] e 0 Pasises T P Yo
4, | Organisasi | ... % o
Pelaksanaan | | | v 3
al | Kritersta | | .. Yo 2
TR~ [ R 237272 Yo
penilaian 1
b | Knitersta | [ L % o
SENSEL . | e )L Yo
penilaian 2
dets]| ey 0 ) .. |EEEE e | FEEE Yo
5. | Manajemen | ... % o
Pelaksanaan | | | v °
al Kriterita | | ... %o 5
Theses | | FEESE | Yo
penilaian 1
b Kriterita | | ... Yo o
penye s | | RRREN | s Yo
penilaian 2
A e === Yo | ... Yo
6. | Petkiraan | ... %
At || Yo
Kasg/Cash
Flow
al Kriterta | | ... Yo 3
Msiaecor | IR ] amenn Yo
penilaian 1
b] Kriteria | | ... Yo o
cosrs o | | EEEEES ] ... Yo
penilaian 2
deff| Zeess I Newes Yo | wiress Yo
75 || Daftar;y | s % 5
w o | T s Yo
Personil
al Kriterita | | ... %o 5
AeThesy | | [FEESSESE O Yo
penilaian 1
b] Kriteria | | ... Yo o
e W | | RRRaNs | s Yo
penilaian 2
deti ["Puwwey T [l % | e %
8. | Dattar [ ... %
Peralatan | | | ... %
Utama
a Kriterta | | ... Yo i
YN (Y [ <% % Yo
penilaian 1
b] Kriterita | | ... % 5
MSieeces | [N amenn Yo
penilaian 2
det [ ... || - Yo
= ERKK [ ... 71 | N Yo
3 Kntgn‘a ........ o | Fedrird Yo
penilaian 1
IR T N (W 5 - %
penilaian 2
Aot e F  Fosws x| Yo
10. | Rencana " =
Kendah. Mutu ........ /6 ........ /O
3 Kﬁt?n.a ........ 2 [ Yo
penilaian 1
o e, | (e %o | e %
penilaian 2
det?| e T [ T Yo
TOTAL >
UNSUR 100

[Fokja  Pemilthan wajib menguraikan krtena
penilaian untuk setiap unsur dan sub unsur yang
dipersyaratkan secara rinci dan detail]

Bobot penilaian: (@alam hal menggunakan svaluast
sistem ndlar ambang batas)

a. Bobot penawaran teknis:

b. Bobot penawaran biaya:

Ambang batas total keseluruhan unsur:
Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing~
masing unsur dan nilai total keseluruhan unsur

memenuhi ambang batas unsur dan total
keseluruhan unsur.
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N. PENYAMPAIAN
PENAWARAN
BERULANG (2~
REVERSE
AUCTION)

O. SANGGAH,
SANGGAH
BANDING DAN
PENGADUAN

P. JAMINAN
PENAWARAN
ASLI (Apabiia
Dt persyaratian)

Q. JAMINAN
SANGGAH
BANDING

R. JAMINAN

-124-

Penyampaian penawaran berulang (F~reverse
Auetron) tidak diberlakukan.

Jangka waktu penyampailan penawaran berulang
selama O (jam/har).

Apabila peserta menenima undangan e-reverse
auction dari SPSE maka undangan tersebut diabatkan
karena pada tender ini tidak diberlakukan reverse
auction.

Sanggah disampaikan melalui aplikasi SPSE.

Tembusan sanggah dapat disampaikan di luar

aplikast SPSE (offfine) ditujukan kepada:

a. Pejabat Pembuat Komitmen

b. PA/SKPA

c. APIP
[Kementenan/Lembaga/Femenntah Dacrah/
jditst secara lengkap dan y&ias/

Sanggah Banding disampaikan di luar aplikasi SPSE
(offline) dityjukan kepada: [PA/KPA
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah] falitst
secara lengkap dan yelasf

Pengaduan disampatkan di luar aplikast SPSE
(offfine)dityyukan  kepada APIP
[Kementenan/Lembaga/Femenintahh  Dasrah] dust
secara lengkap dan ysiasf

Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran

(sebesar 1~3% dan nilai paket dan dist oleh Pokja
Pemilithan).

Jaminan Penawaran dityjukan kepada
(Nama Pokja Pemilihan, disi oleh Pokja Pemilihan).

Masa berlaku Jaminan Penawaran selama

( ) hari kalender sejak batas akhir
pemasukan penawaran. (memperhitungkan hingga
perkiraan penandatanganan kontrak, diisi oleh Pokja
Pemilithan).

Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka
dicairkan dan disetorkan pada (Kas
Negara/Kas Daerah, disi oleh Pokja Pemilthan)

Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding
adalah (sebesar 1% dan nilai paket, diusi
oleh Pokja Pemilihan).

Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada
(Nama Pokja Pemilihan, dist oleh Pokja Pemilithan).

Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30
(Tiga Puluh) han kalender sejak batas tanggal
pengajuan sanggah banding.

Dalam hal Jaminan Sanggah Banding dicairkan,
maka dicairkan dan disetorkan pada (Kas
Negara/Kas Daerah, disi oleh Fokja Pemilthan)

Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama
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( ) han kalender sejak
penandatanganan kontrak.

jdist dengan memperiutungkan miular darny tanggal
penandatanganan kontrak sampat dengan serah
teryma pertama Fekepaan (FHO)/

Besarnya Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5%
dan nilai kontrak/pagu pekerjaan.

Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen jditsft nama Pejabat
Pembuat Komitmen, bukan nama orang/

Dalam hal Jaminan Pelaksanaan dicairkan, maka
dicairkan dan disetorkan pada [Kas
Negara/Kas Dasrah/

Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang
Muka yang diterima oleh Penyedia. ke dibervkan
wang mukaj

Jaminan Uang Muka ditujukan kepada folttst
nama Pejabat Pembuat Komitmen, bukan nama

orang/

Dalam hal Jaminan Uang Muka dicairkan, maka
dicairkan dan disetorkan pada [Kas
Negaras/Kas Dacrah/ (apabila ada)
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BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN DENGAN 2 (DUA) FiLE
1) SURAT PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS (F7ILET)

[ CONTOH
{Kop Surmat Badan Usaha/KSOJ
Nomor : ; 20
Lampiran :
Kepada Yth.:
Pokja UKPE] [K/L/BDf
fdust oleh Fokya Fermlthan/
di
Perthal . Penawaran Administrasi dan Teknis Pekenjaan Konstruksi Terintegrasi
Rancang dan Bangun mama peiernyaan dust oleh FPolya

Femulthan/

Sehubungan dengan pengumuman tender dan Dokumen Tender nomor
tanggal jdist oleh FPokya Femithan/ dan setelah kami pelajant dengan
saksama Dokumen Tender dan Berita Acara Pemberian Penjelasan fserta adendum

Dokumen Tenderf, dengan i1 kami mengajukan penawaran Administrast dan Teknis
untuk pekerjaan /st oleh Polya Femidthan/

Penawaran administrasi dan teknis ini sudah memperhatikan ketentuan dan
persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Tender untuk melaksanakan pekerjaan
tersebut.

Penawaran ini berlaku selama ... (_dalam huruf_ ) jdusr olsh FPolya
Fermlthan/har kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran s L.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Tender, bersama Surat Penawaran ini kami
lampirkan:
1. Jaminan Penawaran Asli,
2. Dokumen penawaran teknis, terdini atas:
Jangka waktu pelaksanaan,
proposal rancangan;
uraian pelaksanaan pekerjaan;
organisasi pelaksanaan,
manajemen pelaksanaan;
perkiraan arus kas;
daftar personil,
daftar peralatan utama,
Rencana Keselamatan Konstruksi, dan
rencana kendali mutu.

oo me 0.0 ot

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup
dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Tender serta
Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagat
pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yvang telah disahkan tidak tersedia
atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan
Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk
apapun.
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FT/CV/Fa/KSO
[pilih yang sesuat dan cantumkan namal]

Jabatan
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2) BENTUK SURAT PENAWARAN HARGA (FILELII)

CONTOH
{Kop Surmat Badan Usaha/KSOJ
Nomor : . 20
Lampiran
Kepada Yth.:
Pokja UKPE] [K/L/BDf
[ditst oleh Fokya Femilthan/
di
Perthal . Penawaran Harga untuk Pekerjaan Konstruksi Tenintegrast Rancang dan
Bangun nama pekepaan dust oleh Fokya Fermiithan/

Sehubungan dengan pengumuman tender dan Dokumen Tender nomor

tanggal jditst oleh Polpa FBemithan/ dan setelah kami mempelajan

dengan saksama Dokumen Tender, Berita Acara Pemberian Penjelasan /dan adendim

Dokumen Tenderf, serta menunjuk Surat Penawaran Administrasi dan Teknis kami kami

nomor tanggal perithal Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan

, dengan 1 kami mengajukan penawaran harga untuk pekerjaan

fdist oleh Pokya Femilthan/ sebesar Rp
( ) termasuk PPN,

Penawaran harga ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang
tercantum dalam Dokumen Tender untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran f/z 11
sampai dengan tanggal . [periaraan tanggal penandatanganan kontrak, dist olsh
Folkya Femtithan}

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Tender, bersama Surat Penawaran ini kami
lampirkan Daftar Keluaran Dan Harga.

Dengan disampatkannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup
dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Tender serta
Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai
pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran vang telah disahkan tidak tersedia
atau tidak cukup tersedia maka DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan
Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugt dalam bentuk
apapun.

PT/CV/Fa/KSO
[pilih yang sesuai dan cantumkan namal

_]abatan
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B. BENTUK SURAT PENAWARAN DENGAN 1 (SATU) FiLE

[ CONTOH

{Kop Surmat Badan Usaha/KSOJ

Nomor : g 20
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pokja UKPE] KL PO

fdust oleh Fokya Fermlthan/
di

Perthal . Penawaran Pekepjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
nama pekenaan dust oleh Poiga Femitlthan/

Sehubungan dengan pengumuman tender dan Dokumen Tender nomor
tanggal jdust oleh FPokya Femithan/ dan setelah kami pelajant dengan
saksama Dokumen Tender dan Berita Acara Pemberian Penjelasan fserta adendum
Dokumen Tenderf, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan
faltrst oleh Folya Femithan/ sebesar
Rp ( dalam huruf ) termasuk PPN,

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Tender untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama_ ( dalam huruf ) fldusr olsh Fokya
Fermlthan/han kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Tender, bersama Surat Penawaran ini kami
lampirkan:
1. Jaminan Penawaran Asli,
2. Dokumen penawaran teknis, terdin atas:
Jangka waktu pelaksanaan,
proposal rancangan,
uraian pelaksanaan pekerjaan;
organisasi pelaksanaan,
manajemen pelaksanaan;
perkiraan arus kas/cash flow,
daftar personil;
daftar peralatan utama,
Rencana Keselamatan Konstruksi, dan
. rencana kendali mutu.
3. Dokumen penawaran berupa Daftar Keluaran dan Harga.

T e oo T

[ IS

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup
dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Tender serta
Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagat
pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yvang telah disahkan tidak tersedia
atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan
Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk
apapun.

FT/CV/Fa/KSO
[pilih yang sesuai dan cantumkan namal

Jabatan
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C. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK - (apabiia disvaratican)

CONTOH
[Xop Bank Fenerbst Jaminan/
GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PENAWARAN
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan
selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
fnama banic} berkedudukan di
falamat!
untuk selanjutnya disebut:
PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : fRokta Femiithan}
Alamat
selanjutnya disebut:
PENERIMA JAMINAN
sejumlah vang Rp
(terbilang ) sebagal Jaminan Penawaran dalam
mengajukan penawaran untuk tender pekenjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan
Bangun dengan bentuk garansi bank, apabila:
Nama : [peserta tender]

Alamat
selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebithi tanggal batas

waktu berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi ketentuan yaitu :

1. terlibat Korupst Kolust dan Nepotisme (KKN),

2. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;,

3. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon
pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah
80% nilai paket;

4. tidak hadir dalam klarnifikasi dan/atau venifikast kualifikast dalam hal sebagai calon
pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat
diterima, atau

5. mengundurkan dini atau gagal tanda tangan kontrak.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Tender yang ditkuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama ( ) hart kalender,
dan efektif mulai dan tanggal joifst sesual dengan tangsal batas
akhir pemasiian penawaranj

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan
Surat Pernyataan Wanprestasi dan Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat
belas) han kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana
tercantum dalam butir 1.

3. Pemamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) han kena tanpa
syarat (Unconditronal) setelah menerima tuntutan pencairan dan Penerima
Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dan Penerima Jaminan mengenat
pengenaan sankst akibat Yang Dyamin cidera jamyiflalai/tidak memenuhi
kewajibannya.
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4. Pemjamin melepaskan hak~hak istimewanya untuk menuntut supava benda~benda
vang ditkat sebagai jaminan lebth dahulu disita dan dyjual untuk melunasi hutang
Yang Dyamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang~Undang
Hukum Perdata.

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dyadikan jaminan kepada
pthak lain.

6.  Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dan Garanst Bank ini, masing~
masing pithak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan

Neger
Dikeluarkan di
Pada tanggal
[Banic}
Materai Rp.6000,00
Ttk ks eyadeinan,
pemegang Garand FBards

dsaratan uhik fNama dan fabatan]
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D. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN —

(apabila disvaratian)
CONTOH
[Kop Fenerbtt jJamman)
JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan: Nilai:

i. Dengan i dinyatakan, bahwa kamu: fnamaf,
falamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
fnama penerbt pammany, falamat] sebagai

Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan
tegas tenkat pada fnama Foiga Femilthan),

falamat/ sebagai pelaksana tender pekenjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan
Bangun , selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang
sejumlah Rp (terbilang )

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan din untuk
melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana
TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu:

a. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;

b. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon
pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di
bawah 80% nilai paket;

¢. tidak hadir dalam klanifikast dan/atau verifikast kualifikasi dalam hal sebagai
calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang
tidak dapat diterima; atau

d. mengundurkan dint atau gagal tanda tangan kontrak.

e. terlibat Korupsi Kolust dan Nepotisme (KKIN).

8. Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hani kalender dan efektif mulai
tanggal faitst sesuar dengan tangeal batas alchir pemasukan penawaran/

4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) han kerja tanpa syarat
(Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dart PENERIMA
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi
akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.

5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan hak-~hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dyual guna dapat melunasi hutangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah
diajukan selambat~lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) han kalender sesudah
berakhirmya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
pada tanggal

TERJAMIN FENJAMIN
Materai Rp.6000,00

( ) ( )
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E. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK
CONTOH
[Xop Bank Fenerbit jaminan/
GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN SANGGAHAN BANDING
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam jabatan
selaku dalam hal 1 bertindak untuk dan atas nama
fnama bani} berkedudukan di
falamat!
untuk selanjutnya disebut:
PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : fRokta Femiithan}
Alamat
selanjutnya disebut:
PENERIMA JAMINAN
sejumlah vang Rp
(terbilang ) sebagai Jaminan Sanggahan Banding dalam
mengajukan sanggahan banding untuk tender pekermjaan Konstruksi Terintegrasi
Rancang dan Bangun dengan bentuk garansi bank, apabila:
Nama : [peserta tender]
Alamat
selanjutnya disebut:
YANG DIJAMIN
ternyata Sanggahan Banding vang diajukan tidak benar.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Garansi Bank berlaku selama .................. (. dalam huruf ... ) har kalender, dan

2.

targeal. .. 38 cananaanaa

Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan
Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dan Penerima Jaminan paling
lambat 14 (empat belas) han kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank
sebagaimana tercantum dalam butir 1.

. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut

di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) han kerja tanpa syarat setelah
menerima tuntutan pencairan dart Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan
Sanggahan Banding tidak benar dan Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat
Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dyamin tidak benar.

. Peryamin melepaskan hak~hak istimewanya untuk menuntut supaya benda~benda

vang dikat sebagai jaminan lebith dahulu disita dan dyual untuk melunast hutang
Yang Dyamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang~Undang
Hukum Perdata.

. Garanst Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dyadikan jaminan kepada

pthak lain.

. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing~masing

pthak memilih domuisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeni
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Dikeluarkan di
Pada tanggal

JBani}

Materai Rp.6000,00

disarantsan wrthuls fNama dlan Jabatan}

F. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI ASURANSI/PERUSAHAAN

PENJAMINAN
CONTOH
[Xop Bank Fenerbit jaminan/
JAMINAN SANGGAHAN BANDING

Nomeor Jaminan: Nilai:
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami namal,
falamat/] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
fnama penerbst jaminany, falamat]
sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab
dan dengan tegas tertkat pada fnama FPolya
Femiithan/, falamat/ sebagai Pelaksana Tender
selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uwang seumlah Rp

(terbilang 3

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan dini untuk
melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar
berkaitan  dengan  sanggahan  banding terhadap  hasil tender

yvang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan
efektif mulai dan tanggal sampat dengan tanggal

4. Jaminan ini berlaku apabila:

Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN dinyatakan tidak benar.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN segumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kenja
tanpa syarat (Unconditronallsetelah menernima tuntutan pencairan secara
tertulis dart PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN
mengenal pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan
TERJAMIN tidak benar.

€. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan hak~hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dyual guna dapat melunasi hutangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah
digjukan selambat~lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) han kalender
sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Lk eyainnan, premaang, Dikeluarkan di
oo marnran o e da tanggal

174 RN 1
(P22, fa o e pa 4

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

fNama & Jabatan) fNama & Jabatan)
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BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Teknis

Peserta harus menyiapkan penawaran teknis paling kurang tetapi tidak terbatas
sebagai berikut:

[Cantumikan dan felasian secara nnet hal~hal bervkcut. jika diperivkan, keterangan
dapat dicantumbkan dalam lembar tersendin/tambahan/

1. Jangka waktu pelaksanaan: ... ... ... (... ... ... ...) han kalender.

2. Proposal rancangan,
a. konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk

tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan
struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama,
pendetailan terhadap rancangan awal (baste desiesn) sesuai dengan
ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa,

seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar
dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Ketentuan
Pengguna Jasa; dan

tanggapan atas Ketentuan Pengguna Jasa, antara lain namun tidak terbatas
pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain
vang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail
pemenuhan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa.

3. Uraian pelaksanaan pekerjaan,

a.

o -

tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi,
rencana operast dan pemeltharaan;

metode pelaksanaan konstruksi (construction method),

sumber daya dan teknologi yang digunakan, dan

kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan
kesehatan kenja dan lingkungan.

4. Organisasi pelaksanaan,

a.

b.

struktur organisast pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan,
sesual dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan; dan

Contoh struktur organisast proyek:

penugasan personil vang memberikan gambaran menveluruh untuk
penyelesaian keluaran (outpud).
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Manajemen pelaksanaan,

a.

b.

uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan

konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim; dan

rincian jadwal, mencakup:

1) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk
waktu penyerahan dokumen perancangan,

2) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berisi urutan
pekenjaan dan waktu pelaksanaan sesuat dengan usulan penyelesaian
pekerjaan dalam bentuk diagram batang (barcharf) atau metode
lintasan kritis (emrtreal path method) atau lainnya yang menunjukkan
lintasan kritis;

3) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi (commisstontng),
dan serah terima pekerjaan selesat dalam jangka waktu pelaksanaan
yang ditetapkan;

4) jadwal pengadaan matenial dan peralatan;

8) jadwal mobilisast personil.

Perkiraan arus kas/ cash flow;
menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara
berkala selama periode Kontrak.
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Contoh tabel arus kas/ cash flow perusahaan
NAMA
PEKERJAAN: TAHUN KE~
Jumlah
No. URAIAN Harga
(Rp.) 3 4 5 | dst
I. | PRESTASI KONTRAK
1 bobot perbulan (%)
akumulasi (%)
nilai perbulan (Rp.)
akumulast (Rp.)
PRESTASI OPERASIONAL
2 bobot perbulan (%)
akumulast (%)
nilat perbulan (Rp.)
akumulast (Rp.)

II. | SALDO KAS AWAL

ITII. | PEMASUKAN UANG

uang muka

termin

retenst

B =

FPN

Depostt atas Bank
5 Garanst

Penggantian bunga
e dari pihak [

JUMLAH PEMASUKAN UANG

PENGELUARAN
IV. UANG

bahan

upah

alat

B =

sub kontraktor

biava
penyusutan/fiskal

m

biaya umum
lapangan

biaya bank & dll

restko

w o~ m

FPN

PFh final

—
- O

bunga kredit Bank

JUMLAH PENGELUARAN

V. | SELISIH (I +III - I¥)

VI. | PENERIMAAN KREDIT BANK

VII. | PENGEMBALIAN KREDIT BANK

VIII. | SALDO AWALKREDIT BANK

IX. | AKUMULATIF KREDIT BANK (VI +VIII- VID

X. | SALDO AKHIR KAS (V + VI - VID)
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7. Daftar personel,
Memenuhi ketentuan sebagat berikut:
a. data personel yang diperlukan untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan
konstrukst sesuat dengan metode yang diusulkan; dan

b. data personel yang diusulkan dilengkapi dengan riwayat hidup dan bukti
pengalaman.

Personel Tenaga ahli perencana sebagat berikut:

Tingkat Jabatan dalam Tota.l pengal'aman
.. i . kerja profesional
No, Nama Posisi Pendidikan/ [pekerjaan yang akan - W J——
[jazah dilaksanakan peore T
sejenis (tahun)
1
2
3
dst

Personel Manajerial pelaksana konstruksi sebagai berikut:

Tinglkat Jabatan dalam Tga'lapeg:for::?

No| Nama Posisi Pendidikan/ [pekerjaan yang akan tia p :
j i untuk pekerjaan
ljazah dilaksanakan L
sejenis (tahun)

1
2
3
dst

Peserta harus melengkapi nama dan keterangan dan setiap personel baik dan
unit  perancangan vang diusulkan untuk mempersiapkan pekerjaan
perancangan ataupun pekerjaan konstruksi lainnya sehubungan dengan
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun ini.

8. Daftar peralatan utama,

Penawar harus menyediakan informasi yang cukup terhadap peralatan

pekerjaan konstruksi yang akan digunakan dan dapat menunjukkan bahwa

peralatan tersebut memiliki  kapasitas/kemampuan dalam  memenuhi

persyaratan peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Persyaratan peralatan utama memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Bukti status peralatan dilampirkan dalam dokumen penawaran,

b. peralatan yvang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian
pekerjaan sesual jadwal pemakaian peralatan, dan

c. status peralatan utama yang ditawarkan milik sendini/sewa beli/sewa
(sesuai persyaratan).

Status

Kapasitas atan Merk dan| Tahun Lokasi | Kepemilikan

da
No | Jenis Peralatan| Jumlah ou;our;oat tipe pembuatan | Sekarang | (Whillil-/Sewwa f
saat ma ;
Sewa Beli)
1
2
dst

3. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK),

RKK disusun berdasarkan format BENTUK RENCANA KESELAMATAN
KONSTRUKSI (RKK)
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10. Rencana Kendali Mutu.
Rencana kendali mutu disusun untuk menjamin terpenuhinya ketentuan dalam
Ketentuan Pengguna Jasa.
Rencana kendali mutu paling kurang terdint atas:
a. rencana pemeriksaan dan pengujian
b. pengendalian subpenyedia dan pemasok; dan
¢. pelaporan dan dokumentasi.
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Contoh Daftar Riwayat Hidup:

Pl e [Nama Perusahaan penawar)

Daftar Riwayat Hidup

A. Data Personel
1. Posist yang diusulkan

2. Nama Personel

3. Tempat/Tanggal Lahir
4. Pendidikan!

8. SKA

6. [ljazah

7.

Pengalaman Kerja2

No.| Dar | Sampai | Perusahaan/Nama Proyek dan Lokas /Posisi/Fengalaman
terkait teknik dan manajemen

! Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar, dilampirkan rekaman
yazah.

2 Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dan
pengguna jasa vang bersangkutan.
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B. Status Kepegawaian
1. Status kepegawailan pada perusahaanini ;... ... ... ... ... ... jdust pegawar tetap/rdak
tetap/
2. Status kepegawalan sekarang [dust apabrla persontl/tenaga ahlt buican psgawar
tetap perusahaan intf
a. Nama Perusahaan < S
b Alamat: =000 Snsssssssssnsin
c. Notelp B e nanantrtntaanere At A REAE
ds Emall 200090909000 B
e. Kontak/penghubung perusahaan
vang dapat dihubungi B R RS
f. Posisi Penugasan W
2. Lama bekerja £ e e e e e

Daftar niwayat hidup ini saya buat dengan sebenar~benarnya dan penuh rasa tangsung
jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau
sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dan proses tender atau dikeluarkan

jika sudah dipekenjakan.
NOORURNIG . T
Yang membuat pernyataan,
[fnama selasf
Mengetahui :
e e e [nama Fenyedia jasaf
[nama_ yelas walkil sah/
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H.

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

2020, No.98

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

CONTOH

................. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

flogo & Nama Ferusahaan/ [digunalan untuk usulan penawaran/

DAFTAR ISI

. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekenja dalam Keselamatan Konstruksi

A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal

A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
. Perencanaan keselamatan konstrukst

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang,.

B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
B.3. Standar dan peraturan perundangan
. Dukungan Keselamatan Konstruksi
C.1. Sumber Daya
C.2. Kompetensi
C.3. Kepedulian
C.4. Komunikasi
C.5. Informasi Terdokumentasi
D. Operasi Keselamatan Konstruksi
D.1. Perencanaan Operasi
. Evaluasi Kinenja Keselamatan Konstruksi
E. 1. Pemantauan dan evaluast
E.2. Tinjavan manajemen
E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi
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Penjelasan mengenai 1s1 Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (4.2) sesuai dengan
format di bawah ini:

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan d1 bawah i

Nama e ee . |nama walai sah badan usahal
Jabatan B
Bertindak untuk P’I‘f CV/Firma/atau lainnya ... ... | ptlth vang
dan atas nama sesual dan cantumian nama]

dalam rangka pengadaan iiiiieeneee 4sr nmama  paket] pada

. [1s1 sesuai dengan nama PokJa ULPF] berkomitmen melaksanakan
konstr‘uk31 berkeselamatan demi terciptanya Zero Aeadent, dengan
memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi,
Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;

Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelatkan,
Menggunakan matenial yang memenuhi standar mutu,

Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOF)

71 ER DR s

. [tempat], ... .. (tangeal] ... ... ... ... [Budan] 20.... [tahun]

[Nama Fenyedial

[tanda tangan,
[nama lengkap]
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[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan d1 bawah ini:

1. Nama B e . nama wakyl sah badan usahal
Jabatan A
Bertindak untuk . PT/CV/hrmasatau lainnya ... ... ... ... |pdt;
yang sesual dan cantumican namal
2. Nama S (rrama walkyl sah badan usahal
Jabatan A
Bertindak untuk . PT/CV/hrmafatau lainnya ... ... ... [pt;
yang sesuar dan cantumkan namal
3 [dan seterusnya, diust sesual dengan jumlah anggota KSO]
dalam rangka pengadaan ... ... .. [ nama paket] pada

s . |45t sesuear dengan nama Rmba ULA berkomitmen melaksanakan
konstmksu berkeselamatan demi terciptanya Zero Aecadent, dengan
memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi,
Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;

Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan,
Menggunakan matenial yang memenuhi standar mutu;

Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOF)

Mmoo

. [tempat], ... .. [tangegal ... ... ... ... [Bulan] 20... . [tahun]

[Nama Fenyedial [Nama Fenyedial [Nama Fenyedial
[tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan],

[nama lengkapl [nama lengkapl [nama lengkapl

|cantumican tanda tangan dan nama set1ap anggota X50)
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B.1. Identifikast bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan e emesenenenen

Kegiatan 5 e e
Lokast CRRTRRREEY
Tanggal dibuat 8 s halaman: .../ ... ..
FENILAIAN RISIKO
no | JEVS/TEE | DDENTFIKASI [ oo SKALA FENETAFAN FENGENDALIAN
FEKERJAAN BAHAYA KEKERAFAN | KEFARAHAN Tafulgl‘ FRIORITAS RISIKO K3
(1) (2 @) (4) (5) ®) @ @) @
Keterangan:
Kafam (T), (2), (3) mengifuds tabef dafam LDP
Kolam (42, (82, (€2, (7), (B), (8) olissd afelr pesyecha
Dibuat cleh,

PIT (Penanggung Jawab Teknis)
B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)

TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

Nama Perusahaan

Kegiatan
Lokasi
Tanggal dibuat
SASARAN KHUSUS FROGRAM
TIFE/JENIS PENGENDALIAN
NO TOLOK SUMEBER JANGEA
PEKERJAAN RBIKO UFAIAN INDIKATOR FEMANGGUNG
UKUR DAYA WAKTU FENCAFAIAN MONITORING JAWAE

1 (2) (3) (4) (5) ®) @) @) @) (10)

Dibuat oleh,

PIT (Penanggung Jawab Teknis)
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L BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

CONTOH
[ Kop Ferusahaan Lessor/ penvedia peralatan ]
SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
Nowswrmrsrsrsrsrsrsrsy
ANTARA
PT. ... ... ... fdusi nama perusahaan Lessor/ penvedia peralatan/
DAN
FT. ... ... ... |dist nama perusahaan lessse/ penenma peralatan/

Pada hariini ... ... tanggal ... bulan... . tahun ... . , yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan

Alamat

Bertindak untuk dan atas nama PT. ... ... ... fdust nama perusahaan Lessor/ penvedia
peralatan/, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama
Jabatan

Alamat

Bertindak untuk dan atas nama PT. ... ... ... jdust nama perusahaan Lesses/ penenma
peralatan/, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

Tahun

No Peralatan | Merk | Type Spesifikast: 24 Susftan

T
2.
dst..

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat
secara tertulis dalam pasal~ pasal berikut:

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

FIHAK KEDUA akan menerima hak guna dan apa yang disewanya dart PIHAK
PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN
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Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dan hasil negoisasi antara
kedua belah pithak wvang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA
dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan .. .. .. .. .. [disf nama
paket]

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN
Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama

benjalannya Paket Pekerjaan ... .. [clitsr nama pakst! terhitung setelah PIHAK
KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kenja dan
Pembeni Tugas.

Pasal 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali PHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan
kepadanya kwitansi tanda terima dart PIHAK PERTAMA.

2) Kwitanst tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi
vang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5
PEMBATALAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA
berturut~ turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa
memerlukan teguran terlebth dahulu darnt PIHAK PERTAMA, telah cukup bukt
bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestast.

2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini
batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dan pengadilan negen yang
berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan
vang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang~ Undang Hukum Perdata.

3) Selanjutnya PIHAK KEDUA membent kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA
vang atas kuasanya dengan hak subtitusi untuk mengambil PERALATAN milik
PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak
lain yang mendapati hak daripadanya.

4) Penjanjian ini secara otomatis menyadi batal dan tidak berlaku lagi apabila
PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan ... ... ... ... .. [dusr
nama paket/

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap
operast dan akan memobilisasal ke Lokast Pekerjaan sesuai petunjuk dan
PIHAK KEDUA.

2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper
dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

3) PIHAK PERTAMA tanpa persetuyjuan tertulis dant PIHAK KEDUA tidak
dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di
tempat lain, selain dan yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam
keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
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2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung
Jjawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun,
baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal~ hal yang belum tercantum dalam perjaryian ini akan diselesaitkan secara
musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi matent secukupnya
vang berkekuatan hukum yang samadan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh
kedua pihak

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

FT. ... ... .. faitst nama FT. ... ... .. fditst  nama
perusahaan Lessor/ penvedia perusahaan lLessese/ penenma
peralatan/ peralatan/
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BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI (TKDN) fapabila dibertkan preferenst hargaf

FORMULIR REKAPITULASIPERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

(TKDN) GABUNGAN BARANG DAN JASA

Nama Pemyedia Jasa
Nama Pengguna Jasa
Nama Pekerjaan
< TKDN Barang &
Uraian NIlai Gabungan Barang dan Jasa (Rp) Tasa (%)
KDN KLN Total Barang /Jasa
(1) (2) (3) (4) (E)
Barang
g:ﬁ;‘al langsung (Bahant | (14 (1B) | (IC=14+1B) | (1D=14/3Cx100%)
Peralatan (Barang Jadi) (24) (2B) (2C=2A+2B) | (2D=2A/3Cx100%)
A, Sub Total Barang (34) (3B) (3C=3A+3B) | (3D=3A/3CxI100%)
Jasa
- Manajemen Proyek dan _ _
Feiakaiasait (44) (4B) (4C=4A+4B) | (4D=4A/BCx100%)
- Alat/Fasilitas Kerja (BA) (5B) (BC=BA+5B) | (ED=BA/BCxI00%)
- Konstruksi dan - -
Fabrikasi (BA) (6B) (EC=6A+6B) | (ED=6A/BCx100%)
- Jasa Umum (7TA) (7B) (7C=7A+7B) | (TD=7A/BCx100%)
B. Sub Total Jasa (84) (8B) (BC=BA+8B) [ (BD=BA/BCxI100%)
C. Total Biasa (A+B) (34) (3E) (3C=3A+3B) | (3D=3A/3CxI100%)
Penjelasan:
Kolom (1)
Barang:

Biaya material langsung (bahan baku) adalah biaya material terpakai vang
digunakan untuk membuat suatu produk jadi sehingga mempunyai fungsi tertentu
contoh pelat, besi beton, besi siku, H-Beam, Hang pancang, dan pipa.

Biaya peralatan terpasang (barang jadi) adalah biaya produk jadi yang sudah
mempunyai fungsi tertentu dan akan diintegrasikan atau dipasang pada suatu
produk akhir atau paket pekerjaan gabungan barang dan jasa, contoh pompa,
campressor, electrical equipgment

Jasa:

Manajemen Proyek dan Perekayasaan adalah biaya seluruh tenaga kerja yang
terlibat dalam pelaksanaan proyek mulai dari manajerial sampai dengan tenaga
kerja pendukung langsung vyang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan proyek,
contoh manajer proyek, site manager, sppervisor, tdrafter, dan snginser.

Alat Kerja/Fasilitas Kerja adalah biaya alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan
dalam pelaksanaan pekerjaan jasa yang bersangkutan dan pada akhir pekerjaan
tetatp menjadi milik dari penyedia barang/jasa, seperti biaya sewa alat berat, mobil
dan sebagainya.

Biaya Konstruksi/Fabrikasi adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung pada
proses pekerjaan dilapangan atau di warkshgg (pekerjaan fabrikasi) dan/atau biaya
untuk pekerjaan konstruksi yang diikat dalam suatu kontrak kerja yang merupakan
fungsi langsung pada suatu pekerjaan di lapangan, contoh tukang dan tenaga
terampil lainnya, contoh jenis pekerjaan teknis instalasi, perawatan, weidsr,
operator, fisipger, subkontraktor konstruksi, subkontraktor pembersihan lahan, dan
subkontraktor pemasangan pondasi.

Biaya Jasa Umum dinilai berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
pengurusan pekerjaan jasa atau yang berhubungan dengan keglatan peketjaan jasa,
contoh biaya kalibrasi, sertifikasi, mobilisasi dan demobilisasi, biaya listrik, biaya
asuransi, biaya penginapan, biaya perjalanan dinas, jasa pengiriman/kurir.

Kolom (2)

Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya material langsung (bahan
baku), peralatan (barang jadi), tenaga kerja dan konsultan, alat kerja /fasilitas kerja,
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dan jasa umum vang berasal dari dalam negeri.

Kolom (3)

Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku),
Peralatan (Barang Jadi), tenaga kerja dan konsultan, Alat/Fasilitas Kerja, dan jasa
umum yang berasal dari luar negeri.

Kolom (4)
Total biaya KDN dan KLN

Kolom (5)

Total Biaya KDN (S4)
% TKDN Gabungan

Barang & Jasa X 100%

Total Biaya Gabungan Barang & Jasa (SC)
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K BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR
DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR!
NADMA NEGARA
NO BARANG /URAIAN SPESIFIK ASI SATUAN JUMLAH HARGA ASAL
TOTAL HAFGA —

! Diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimpor

aturan.go.id
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BAB VI. KETENTUAN PENGGUNA JASA

. LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup utama pekerjaan terdint atas:

ftermasuk gambar rancangan awal (basic design)/

. KRITERIA DESIAN
1

Kriteria Rancangan Utama
a.

b.

d. dst.

Kriteria Tambahan

a.

b.

d. dst.

. STANDAR YANG DIGUNAKAN
I,

Standar yang digunakan dapat AASHTO Standards, ASTM Standards, British
Standard, JIS, dan S5SNI, serta pedoman~pedoman yang berlaku. [Standar
(Cods) vang digunaian harusiah edist teralhr, semakstmal mungkin
dipavakan menggunakan Standar Nasional Indonesta (SN

Spestfikast Teknik yvang umum digunakan untuk Kontrak Harga Satuan
adalah dokumen wyang lazim digunakan dalam Pengadaan Pekenjaan
Konstruksi dengan Rancangan (Destgr) yvang disediakan oleh PPK. Seluruh
unsur syarat teknis dapat digunakan sebagai rujukan, kecuali sistem dan
prosedur supervisi serta persetuyjuannya dan mata pembavaran tidak
digunakan, tetapi disesuatkan dengan sistem yang diberlakukan di dalam
pekenjaan 11 di mana Penyedia harus bertanggung jawab sepenuhnya
dalam pemenuhan semua ketentuan yang disvaratkan dalam spesifikasi dan
ketentuan kontrak lainnya.

. LAIN-LAIN

festentuan yvang periu diyslasian lepth tenncet sspertt df bawah 1ntf

Manajemen Mutu
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (ShK3)
Daftar Gambar Rancangan minimum vang disyaratkan

fdsh, srkca adaf

INFORMASI TAMBAHAN
[Data~data rancangan awal (baste design) dan sshagamnval

BAB VII. RANCANGAN KONTRAK

[Dokumen rancangan kontrak menggunakan Lampiran Hif
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BAB VIII. DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

Keterangan

1. Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta
(IKPF), Syarat~Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat~Syarat Khusus
Kontrak (SSKK), Ketentuan Pengguna Jasa.

2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan keluaran
pekejaan terpasang vang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana
divkur dan divenifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga
vang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian
pekenjaan Matenal on~Ste (bagian pekerjaan di lapangan).

3. Harga dalam Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup semua biaya
pekerjaan, personel, pengawasan, bahan~bahan, perawatan, asuransi
tenaga kerja/BF[S, laba, pajak, bea, keuntungan, overficad dan semua
risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dan
apakah keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk
mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekenjaan tersebut
dianggap telah termasuk dalam harga mata pembavaran lain dalam
Daftar Keluaran dan Harga.

5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan
Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran,
dan jitka mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus
dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

E. Pokja Pemilihan akan melakukan koreksi antmatik (untuk bagian
pekenjaan lumsum) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Koreksi antmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga
penawaran dengan menyesuaikan keluaran (outpiuf) pekerjaan yang
tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercantum
dalam Dokumen Tender,

b. Koreksi antmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftar
Keluaran dan Harga, maka keluaran ©utput) pekenjaan yang
ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam
Dokumen Tender tanpa mengubah nilai total penawaran untuk
bagian kontrak Lumsum,

¢. Perbedaan angka dan huruf harga penawaran:

1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran
antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai
dalam tulisan huruf;

2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan
dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah,
maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka.
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CONTOH

REKAPITULASI DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

No. Paket
Nama Palket
Penawar

Item | Uraian untuk Pekerjaan Terintegrasi Rancang| Harga Total
No. dan Bangun (Design and Build) {Rupiah)

I Rancangan,Gambar and Dokumentasi
Pekerjaan Sipil, instalasi [jikaada] dan Jasa
Pelayanan lainnya

II

11 Penyvelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja

serta Keselamatan Konstrulcsi

a. Harga Penawaran Total [termasuk keuntungan dan
biaya tak terduga tetapi tidak termasulk PPN| = [I] + [I]]

b. Pajalkk Penambahan Nilai[ PPN | = 10% x (4]

¢. Harga Penawaran Total termasulkk PPN 10% = [A] + (B)

Dalam huruf :

Tanda Tangan dan
Stempel
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BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/_]ASA (SPPBJ)
fop surat X/L/ED}

Nomor ¢ 20__
Lampiran :

Kepada Yth.

di

Perthal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekenjaan

Dengan ini kami benitahukan bahwa penawaran Saudara nomor

tanggal perihal dengan fndar penawaran/penawaran
terkorsist] sebesar Rp ( ) kami nyatakan
diterima /disetujui.

Sebagai tindak lamyut dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPE]) ini
Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. ..
(... .Rupah) /5% dar nilas kontrak untuk ntlas penawaran/| terkomkw mtam
80% sam p.au ‘dengan 100% pagu pekernyaan atau 5% dary pagi pekenaan wuntuk nlar
penawaran/terkorsist dibawalh 80% pagu peienaan/ dengan masa berlaku selama
e ) han kalender fsskurang~kurangnva sama dengan jangka
Wahu pefaksanaanfdan menandatangani Surat Perjanyian paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPE].

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini vang disusun berdasarkan
evaluast terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja
Pejabat Pembuat Komitmen

ftanda tangan/

fnamalengia
labatan/
NIP.

Tembusan Yth. :

s [BA/KEA XA/L/EDY
2 [AFRIPR/L/ED

3. [Polgpa Femilthan)

ww.peraturan.go.id
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B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

fop surat satuan kepya XK/L/BD}
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor:
Paket Pekenjaan:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

fnama Fgrabat Fembuat Komstmen/
Jabatan Perabat Fempuat Xomitmen/
falamat satuan kepa Ferabat Fembuat Komitmen/

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,

berdasarkan Surat Perjanjian nomor tanggal
bersama ini memerintahkan:

fnama Fenvedia Fekenaan Konstrukst]
falamat Fenvedia Fekerpaan Konstrukstf
vang dalam hal in1 diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia,

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-~
ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan:

2. Tanggal mulat kena: :

3. Syarat~syarat pekenjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penvelesaian: selama ( ) fhary kalenders/budan/tahun}
dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal

5. Denda: Terhadap setiap han keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian
pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu
per seribu) dan Nilai Kontrak atau bagian tertentu dan Nilai Kontrak sebelum
PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat~Syarat Khusus
Kontrak.

20__

) —

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen

ftanda tangan/
fnama lengiap!

Jabatan]
NIP:
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Menenmadan menyetuju:
Untuk dan atas nama
ftanda tangan/

[nama lengiap wakil sah badan wsahaf

Jabatan]

peraturan.go.id
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C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Fenerpt jaminan/

GARANSI BANK

sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam
jabatan selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama fnama bank/ berkedudukan di
falamat/
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama 2 [nama Ferabat Fembuat Konutmen/
Alamat
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah vang Rp
(terbilang ) dalam
bentuk garansi bank sebagai JaminanPelaksanaan atas pekerjaan
berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB]) No.

tanggal , apabila:
Nama : [fnama penvedia/
Alamat

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu

berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima

Jaminan berupa:

a. Yang dyamin tidak menyelesaikan pekernjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan
benar sesuail dengan ketentuan dalam Kontrak;

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dyamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Tender yvang ditkuti oleh Yang Dyamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Berlaku selama ( ) hant kalender, dan tanggal
s.d.

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan
Surat Pernyataan Wanprestast dan Penenima Jaminan paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansit Bank sebagaimana
tercantum dalam butir 1.

3.  Pemjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sgjumlah nilai jaminan tersebut
di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) han kemja tanpa syarat
(Unconditional)setelah  menerima tuntutan pencairan dan Penenima Jaminan
berdasar Surat Pernyataan Wanprestas dan Penerima Jaminan mengenai pengenaan
sanksi akibat Yang Dyamin cidera janjiflalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4.  Penjamin melepaskan hak~hak istimewanya untuk menuntut supaya benda~benda
vang ditkat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dyual untuk melunasi hutang
Yang Dyamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang~Undang
Hukum Perdata.

5 Tidak dapat dipindahtangankan atau dyadikan jaminan kepada pihak lain.
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Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dan Garansi Bank ini, masing~

E.
masing pithak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan
Neger
Dikeluarkan di
Pada tanggal
[Bankf

Materai Rp.6000,00

Cavaree Bark diavackun uisk fNama dan jabatan/
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Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

Nomor Jaminan: Nilai:

[Kop Benerbt jamman/

JAMINAN PELAKSANAAN

Dengan 11 dinyatakan, bahwa kamu: fnama/,

falamat/ sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan

[nama penerbst fammnany, falamat/sebagai

Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan

tegas tenikat pada fnama FByabat Fembuat Xomitmen),

falamat/sebagal Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut

PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp (terbilang
)

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan in1 mengikatkan dirt untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak
memenuhi  kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan
sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SFPE])

No. tanggal untuk pelaksanaan tender
pekerjaan yvang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) han kalender dan efektif
mulai dan tanggal sampai dengan tanggal

Jaminan ini berlaku apabila:

a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan
benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak,
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) han kenja tanpa syarat
{Uncondttonal)setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dart PENERIMA
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenal pengenaan sanksi
akibat TERJAMIN cidera janji.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan hak~hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMIN lebth dahulu disita dan dyjual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah
digjukan selambat~lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) han kalender sesudah
berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
pada tanggal
TERJAMIN PENJAMIN
Materai Rp.6000,00
[Nama dan Jabatan] [fNama dan jabatan/

Jancan o
{8 2 26XV, e v e

Lk keyalnian, pram3ang
sanackan ulk
o R e ke
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Jaminan Uang Muka dari Bank

[Xop Banic Fenerbit jaminan/

GARANSI BANK

sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam
jabatan selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama fnama bank} berkedudukan di
falamat/
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama ! [fnama Pgrabat Fembuat Komitmen)/
Alamat
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sgjumlah vang Rp
(terbilang ) dalam
bentuk garansit bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan
berdasarkan Kontrak No tanggal , apabila:
Nama : [nama penyedial
Alamat
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dyamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam
melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang
diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bankini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Berlaku selama ( ) hant  kalender, dan tanggal
s.d.

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan
Surat Pernyataan Wanprestasi dan Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat
belas) hart kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana
tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sgjumlah nilai jaminan tersebut
di atas atau sisa Uang Muka yvang belum dikembalikan Yang Dyamin dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hani kerja tanpa syarat (Uncondittonal) setelah
menerima tuntutan pencairan dar Penerima jamman berdasar Surat Pernyataan
Wanprestasi dani Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang
Dyjamin cidera jamyiflalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-~hak istimewanya untuk menuntut supaya benda~benda
vang ditkat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dyual untuk melunasi hutang
Yang Dyamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang~Undang
Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dyadikan jaminan kepada pihak lain.

E. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dan Garansi Bank ini, masing~
masing pthak memilih domisili hukum yvang umum dan tetap di Kantor Pengadilan
Negeri ;

Dikeluarkan di
Pada tanggal

[Bankf
Materai Rp.6000,00

omegloviicona i i ke fN&ma dmjaﬁﬁfmf
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Jaminan Uang Muka dan AsuransifPerusahaan Penjaminan

[Kop Fenerit jaminan/

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: Nilai:
1. Dengan i1 dinyatakan, bahwa kamu [fnamalf,
falamat/ sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
nama penerbt fammany, falamat/sebagai
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan
tegas terikat pada nama Fegrabat Fembuat Komitmen/,
falamat/sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut
PENERIMA JAMINAN atas wuvang seumlah Rp (terbilang

)

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan in1 mengikatkan dint untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan batk dan benar bilamana TERJAMIN tidak
memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan
sebagaimana  ditetapkan  berdasarkan  Kontrak  No.

tanggal dart PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) han kalender dan efektif
mulai dant tanggal sampai dengan tanggal

4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada
PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen
Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hant kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah
menerima tuntutan pencairan secara tertulis dart PENERIMA JAMINAN berdasar
Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera
janji.

€. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan hak~hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dyjual guna dapat melunast hutangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah
diajukan selambat~lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) han kalender sesudah
berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di
pada tanggal
TERJAMIN PENJAMIN
Materai Rp.6000,00
fNama dan fabatan] fNama dan fabatan)

(P2 rEx fa e
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Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Xop Banic Fenerbit jaminan/

GARANSI BANK

sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No.
Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam
jabatan selaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama fnama bani berkedudukan di
falamat/
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama ! [nama Bgrabat Fembuat Komstmen/
Alamat
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
sgjumlah vang Rp
(terbilang ) dalam
bentuk garansit bank sebagai Jaminan Pemeltharaan atas pekerjaan
berdasarkan Kontrak No. tanggal , apabila:
Nama : [fnama penvedial
Alamat
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima
Jaminan berupa:

Yang Dyamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana
ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garanst Bankini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berlaku selama ( ) hant kalender, dan tanggal
s.d.

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan
Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penenima Jaminan paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana
tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut
di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan danl Penerima Jaminan
berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dan Penerima Jaminan mengenai pengenaan
sanksi akibat Yang Dijjamin cidera jaryi/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Perjamin melepaskan hak-~hak istimewanya untuk menuntut supaya benda~benda
vang ditkat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dyual untuk melunasi hutang
Yang Dyamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang~Undang
Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dyjadikan jaminan kepada pihak lain.

6.  Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dan Garansi Bank ini, masing~
masing pthak memilih domisili hukum yvang umum dan tetap di Kantor Pengadilan
Negeri :

Dikeluarkan di
Pada tanggal

[Bankf
Materai Rp.6000,00

omegloviicona i i ke fNama dmjaﬁﬁfmf
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Jaminan Pemeliharaan dar Asuransi/Perusahaan Penjaminan

Nomeor Jaminan: Nilai:

L

[Kop Fenerbst jamman/

JAMINAN PEMELIHARAAN

Dengan 11 dinyatakan, bahwa kami [namal,
falamat/ sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
nama penecrbtt jaminany, falamat/sebagai
Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan
tegas terikat pada fnama Fgtabat Fembuat Komtmen),
falamat/sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut
PENERIMA JAMINAN atas uvang sejumlah Rp (terbilang
)

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan i1 mengikatkan dint untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak
memenuhi  kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan

sebagaimana  ditetapkan  berdasarkan  Kontrak  No.

tanggal dari PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama ( ) hari kalender dan efektif
mulai dant tanggal sampai dengan tanggal

4. Jaminan ini berlaku apabila:

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana
ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) han kenja tanpa syarat
(Uncondittonal)setelah menenima tuntutan pencairan secara tertulis dart PENERIMA
JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sankst
akibat TERJAMIN cidera janji.

E. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
PENJAMIN melepaskan hak~hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dyual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah
digjukan selambat~lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) han kalender sesudah
berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

ek ey ueoesaeg Dikeluarkan di
R 3 pada tanggal
TERJAMIN PENJAMIN
Materai Rp.6000,00
fNama & fabatan] fNama & fabatan]

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO
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LAMPIRAN III

FPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI
RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA

Rancangan Konirak

Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi Rancang dan Bangun
(Design and Build)

Surat Perjanjian

Pekerjaan Konstruksi
Terinfegrasi Rancang dan Bangun
(Design and Build)

DAFTAR ISI

SURAT PERJANJIAN
A, Surat Penjanjian Penvedia Tunggal ... ~176~
B.  Surat Penjanjian Penyedia KSO.........ccccocviiiiiiiiiiiiiiii i, ~180~
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SURAT PERJAN]JIAN

CONTOH-1 PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJAN]JIAN
Paket Pekenjaan Konstruksi Terintegrasi
Rancang dan Bangun (Destgn and Buld):
........................ [ditst nama paket pekenaan/
NOMOr S v ves faist nomor kontraky

SURAT PERJANJIAN ini benkut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi
Rancang dan Bangun, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di

v v pada hant .. ... tanggal .. ... bulan .. ... tahun .. ... ftangegal bulan dan tahun
dist dengan huruff, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor ... ... tanggal ... ...
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPE]) Nomor ... ... tanggal ... ... ., fitka kontrak
tahun jamak ditambahlan “dan Surat Mentery Keuangan/Nota Kesspakatan bersama
antara ... ... (kepala dacrah) dan DFRD Nomor ... ... ., penthal ... ... “[antara:

Nama e [nama Fengguna jasaf

NIP S [NIF Bengguna jasaf

Jabatan L SSoTSsess [sesuar SK Fengangkatan/

Berkedudukan di D e e e . fRlamat Fengguna jasal

vang bertindak untuk dan atas nama®” Pemerintah Indonesia ¢.q. Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal ... ... c.q. Satuan Kema .. ..
berdasarkan Surat Keputusan ... ... Nomor .. ... tanggal .. ... tentang .. ... X
pengangkatan/selanjutnya disebut “Pengguna Jasa”, dengan:

Nama D eee e o fnama waky] Fenyvedial
Jabatan S i .. [zesnar akta notans/
Berkedudukan di D e ee e o jRlamat Renvediaf

Akta Notaris Nomor D fsesuar alita notansf
Tanggal Lo oo o ftanggal penerbitan akta/
Notaris L i e ... [nama notans penerbit aktaf

9 Disesuaikan dengan nama K/L/D/I

vang bertindak untuk dan atas nama ... ... ... ... .. fnama badan usaha/selanjutnya disebut
“Penyedia”

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang~Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,
2. Kitab Undang~Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

www.peraturan.go.id



2020,

(2]
(b]

(c]

(d]

No.98 _168-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 201E6;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah,

S. Peraturan Mentent Pekenjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun
2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteni Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ... ... Tahun... ... .. tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekenjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
(Destgn and Buld).

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilithan;

Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalu
suatu Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPB]) untuk melaksanakan
Pekerjaan Konstruksi Terintegrast Rancang dan Bangun (Desgesn and Buddd) ... ... ... ... .
[diusi nama paket pekernjaan] sebagaimana diterangkan dalam Svarat~Syarat Umum
Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut
"Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Buld)",

Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional,
personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetuju untuk merancang dan
melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and
Buld) sesual dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pthak yang diwakili;

Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan

penandatanganan Kontrak ini masing~masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh adwvokat,

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut,

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini,

4) telah mendapatkan kesempatan wyang memadai untuk memenksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondist yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui
untuk membuat perjanjian pelaksanaan Paket Pekenjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang
dan Bangun (Desien and Buddd) ... ... ... ... .. [dust nama paiet pekenaan/ dengan syarat~
syarat atau ketentuan-~ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjaryian ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
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Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekenjaan terdin dan:

[Ruang Ingkup wtama pekenaan diust dengan output darnt peienaan tersebut/

Pasal 3
HARGA KONTRAK DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (FPN) berdasarkan total harga

penawaran adalah sebesar Rp. ... ........... ( ... ditudts dalam huruf .. . rupiah)
dengan kode akun kegiatan ..

(2) Pembayaran untuk kontrak ini d11akukan ke Bank ... .... rekening nomor ........... atas
nama Penyedia ............... nama Badan Usaha/

[Catatan. untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan nnctan pendanaan untlk masing~
masing Tahun Anggarannya/

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen~dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian wvang tidak
terpisahkan darn Kontrak ini:

adendum surat perjanjian (apabila ada);

surat perjanjian;

surat penawaran,

syarat~syarat khusus Kontrak;

syarat~syarat umum Kontrak;

ketentuan Pengguna Jasa (emplayver’s requerement),

Jadwal/Daftar~Daftar,

Dokumen Penawaran Penyedia, dan

dokumen lainnya seperti: jaminan~jaminan, SPPFB] BAHP, BAFP.

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam
dokumen vang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen vang lebih
tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

3. Bila ditemukan kedwiartian (ambiguitas) atau perbedaan dalam dokumen, Konsultan
MK harus mengeluarkan klanfikasi atau instruksi yang diperlukan.

Pl e a0 D

Pasal 6
MMASA KONTRAK
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(1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;

(2) Masa pelaksanaan kontrak imi mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang
ditetapkan dalam Svarat~Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan
pekerjaan selama ... (..., dalam Auruf...) har kalender,

(3) Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat~syarat khusus kontrak, dihitung sejak
tanggal serah terima pertama pekernjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir
pekenjaan selama ... (5 dalam huruf....) han kalender.

Dengan demikian Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani
Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-~undangandi Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua)
rangkap, masing~masing dibubuhi dengan meteral, mempunyai kekuatan hukum yang
sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap vang lain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Fr/CV..... fditst nama badan Pengguna Jasa ...
wsahaf
ftanda tangan dan cap {itka salinan asit ftanda tangan dan cap {itka salinan asit 1nt
i untuk Fengeuna jasa maka rekatkan untuk Fenyvedia maka rekatkan meterat Rp
meterat Rp 6.000,00)f 6. 000,00 )/
[nama lengkap/ [nama lengicap!

lrabatan/ D s s i e
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CONTOH-2 PENYEDIA KSO

SURAT PERJAN]JIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrast
Rancang dan Bangun (Destesn and Buld).
........................ (dlitst nama palet pekenaan)
Nomor: .o [&ttsr nomar kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini bertkut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi
Rancang dan Bangun, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di

v .. pada hant .. ... tanggal .. ... bulan .. ... tahun .. ... ftangeal bulan dan tahun
dust dengan hurudf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor ... ... tanggal ... ..,
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB]) Nomor ... ... tanggal ... ... ., fitka kontrak
tahun jamak ditambahlan “dan Surat Mentery Keuangan/Nota Kesepakatan bersama
antara ... ... (kepala dacrah) dan DFRD Nomor ... ... ., penthal ... ... “fantara:

Nama D e e fnama Fengguna jasal

NIP D e e [VIFP Bengguna jasal

Jabatan e [sesuar SK Fengangikatan/

Berkedudukan di L e e Jalamat Bengguna jasaf

yvang bertindak untuk dan atas nama® Pemerintah Indonesia ¢.q. Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal ... ... c.q. Satuan Kena .. ...
berdasarkan Surat Keputusan ... ... Nomor .. ... tanggal .. ... tentang .. ... [SY
pengangkatan/ selanjutnya disebut “Pengguna Jasa 7, dengan KSO yang beranggotakan
sebagai berikut:

2 T fnama Fenyedia 1}
2 fnama Fenyedia Zf
3. dst

vang masing~masing anggotanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua
kewajiban terhadap Pengguna Jasa berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk:

Nama L e e e e [nama walad XSOf

Jabatan e e e ... [sESU188 SUrat FBepanyan XSOf

Berkedudukan di L e . fRIamMat walal XSOf

untuk bertindak atas nama ... nama badan usaha KSOf berdasarkan surat
Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor ................ tanggal ........... selanjutnya disebut
“Penyedia”.

Y Disesuaikan dengan nama K/L/D/I

Dan dengan memperhatikan:
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(b]

(c)
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1. Undang~Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,

. Kitab Undang~Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016,

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemenintah,

5. Peraturan Mentenn Pekenjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun
2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menten Pekenjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ... ... .. Tahun ... ... .. tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekenjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun
(Desten and Buld).

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

telah dilakukan proses pemilihan Penvedia wvang telah sesuai dengan Dokumen

Pemilihan,

Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pithak dalam kontrak ini melalu

suatu Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPB]) untuk melaksanakan

Pekerjaan Konstruksi Terintegrast Rancang dan Bangun (Destesn and Budd) ... ... ... ... ..

jaitst nama paket pekepaan/ sebagaimana diterangkan dalam Syarat~Syarat Umum

Kontrak wyang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanmjutnya disebut

"Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Budd)",

Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional,

personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk merancang dan

melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and

Buuld) sesual dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini,

Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki  kewenangan untuk

menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pthak yang diwakili,

Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan

penandatanganan Kontrak ini masing~masing pthak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut,

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan wyang memadai untuk memenksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondist yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujut
untuk membuat perjanjian pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang
dan Bangun (Desien and Budd) ... ... ... ... .. [ditst nama paket pekenaan/ dengan syarat~
syarat atau ketentuan-~ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
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Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki artt dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekenjaan terdini dan:
S dst.
[Ruang lingkup utama pekepaan dust dengan output dary pekeryaan tersehut/

Pasal 3
HARGA KONTRAK DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan total harga

penawaran adalah sebesar Rp. ... ........... ( ... ditidis dalam huruf . ruptah)
dengan kode akun kegiatan ..

(2) Pembavaran untuk kontrak ini d1lakukan ke Bank ... ... rekening nomor ............ atas
nama Penyedia .............. nama Badan Usaha/

[Catatan. untuk kontrak tahun rfamak agar dicantumican nnotan pendanaan untuk masing~
masing Tahun Anggarannvayl

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen~dokumen benikut merupakan satu kesatuan dan bagian wvang tidak
terpisahkan dan Kontrak ini:

adendum surat perjanjian (apabila ada),

surat perjanjian,

surat penawaran;

syarat~syarat khusus Kontrak;

syarat~syarat umum Kontrak;

ketentuan Pengguna Jasa (emplayver’s requerement),

Jadwal/Daftar~Daftar,

Dokumen Penawaran Penyedia, dan

dokumen lainnya seperti: jaminan~jaminan, SPPB] BAHP, BAFP.

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam
dokumen vang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen vang lebih
tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

3. Bila ditemukan kedwiartian (ambiguitas) atau perbedaan dalam dokumen, Konsultan
MK harus mengeluarkan klarnifikasi atau instruksi yang diperlukan.

PTR Mme 20 o

Pasal 6
MASA KONTRAK
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(4) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;

(8) Masa pelaksanaan kontrak imi mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang
ditetapkan dalam Svarat~Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan
pekerjaan selama ... (..., dalam Auruf...) har kalender,

(6) Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat~syarat khusus kontrak, dihitung sejak
tanggal serah terima pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penverahan akhir
pekenjaan selama ... (5 dalam huruf....) han kalender.

Dengan demikian Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani
Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-~undangandi Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua)
rangkap, masing~masing dibubuhi dengan meteral, mempunyai kekuatan hukum yang
sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap vang lain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
............. fdist nama XSO/ Pengguna Jasa ...
ftanda tangan dan cap {ika salinan ftanda tangan dan cap (itka salinan asit
asit it untuk Fengguna jasa maka 1t untuk Benvedia malka rekatican
rekatkan meterat Rp 6.000,00 ) meterat Rp 6.000,00 )/
fnama lengkap! [nama lenckap/
lrabatan/ NIEP

Syarat~Syarat Umum Kontrak

Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi Rancang dan Bangun
(Design and Build)
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SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A KETENTUAN UMUM
A.1. Definisi

Dalam Kontrak ini, kata~kata bertkut memiliki art1 seperti
yang dinyatakan kecuali apabila ditetapkan lain:
A.1.1 Nilai Kontrak yang Disepakati adalah nilai yang

Al2Z

disepakati dalam Surat Penunjukan untuk
melaksanakan dan penyelesaian Pekemjaan dan
memperbaiki semua cacat mutu.

Klaim adalah permintaan atau tuntutan dan salah
satu Pithak atas hak dan/atau keringanan akibat
pasal dan ketentuan Kontrak, berkaitan dengan,
atau timbul dant Kontrak atau pelaksanaan
Pekenjaan.

A.1.3 Tanggal Mulai Kerjaadalah tanggal yang dinvatakan

Al4

A15

pada SPMK yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa
untuk memulal melaksanakan pekerjaan.

Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut
Kontrak adalah keseluruhan dokumen wyang
mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa
dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa
konsultanst konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
Data Kontrak adalah halaman-~halaman wyang
dilengkapi oleh Pengguna Jasa dan berjudul data
kontrak yang merupakan Bagian & Svarat~Syarat
Khusus.

A. 1.6 HargaKontrak adalah harga vang ditentukan dalam

F X (T

Pasal N [Harga Kontrak], dan termasuk penyesuaian
sesuai dengan Kontrak.

Dokumen Penyedia adalah perhitungan, program
komputer dan perangkat lunak lainnya, gambar,
manual, model dan dokumen lainnya yang bersifat
teknis (ika ada) yang disampaikan oleh Penyedia
berdasarkan Kontrak.

A.1.8 Peralatan Penyedia adalah seluruh peralatan, mesin,

kendaraan, dan barang~barang lain yang
diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian
Pekerjaan dan perbatkan cacat mutu. Akan tetapi
Peralatan Penyedia tdak termasuk Pekerjaan
Sementara, Peralatan Pengguna Jasa (ika ada),
Instalasi Mesin, Bahan, dan barang~barang lain
vang dityyukan untuk menyusun atau telah
menyusun Pekerjaan Permanen.

A.1.9 Personel Penyedia adalah Wakil sah Penyedia dan

seluruh personel yang dipekenjakan oleh Penyedia
di Lokast, yang dapat meliputi staf, pekerja dan
pegawai lain dan Penyedia dan Subpenyedia; dan
personel lain yang membantu Penyedia dalam
pelaksanaan Pekerjaan.

A.1.10 Penawaran Penyedia adalah dokumen berisi

proposal, yang disampaikan oleh Penyedia dengan
Surat Penawaran, sebagaimana terdapat di dalam
Kontrak. Dokumen tersebut dapat meliputi desain
pendahuluan Penyedia (Proposal Design).

-189 -

www.peraturan.go.id



2020, No.98

Al

Al

Al

Al

Al

Al

Al

11

=12

15

16

a7

-180-

Biaya adalah seluruh pengeluaran yang secara
wajar dikeluarkan oleh Penyedia, baik di dalam
maupun di luar Lokast, termasuk pajak, overhead,
dan biaya lain, tapi tidak termasuk keuntungan.
Ketika Penyedia berhak mendapatkan pembayaran
Biaya berdasarkan ketentuan Kontrak, maka harus
ditambahkan dalam Harga Kontrak.

Biaya plus Keuntungan adalah Biaya ditambah
persentase keuntungan wvang dinyatakan dalam
Data Kontrak. Persentase tersebut hanya boleh
ditambahkan terhadap Biaya, dan Biaya plus
Keuntungan hanya boleh ditambahkan dalam
Harga FKontrak ketika Penyedia berhak atas
pembavaran Biaya plus FKeuntungan sesuai
ketentuan Kontrak.

.13 Dewan Sengketa adalah orang atau tiga orang yang

ditunjuk berdasarkan ketentuan Kontrak.

.14 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah

tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai
(Provisional Hand Ovwer/PHO) dinyatakan dalam
Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa.

Pengguna Jasa adalah PA/KPA atau Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan
kewenangannya.

Personel Pengguna Jasa adalah Konsultan, Wakil
Konsultan, dan asisten~asisten serta Personel lain
vang dibenitahukan kepada Penyedia, oleh
Pengguna Jasa, sebagai Personel Pengguna Jasa.

Ketentuan Pengguna Jasa (Employer's
Requirements) adalah dokumen yang berisi
ketentuan dan Pengguna Jasa, sebagaimana
terdapat di dalam Kontrak, serta semua tambahan
dan perubahan atas dokumen tersebut sesuai
dengan Kontrak. Dokumen tersebut memuat
tuyjuan Pekerjaan wyang direncanakan, Personel
manajerial yang dibutuhkan, lingkup kena,
kriteria rancangan, krtenia performa/kinera,
kriteria teknis dan/fatau knteria evaluasi lainnya
untuk pekerjaan.

A.1.18 Konsultan Manajemen Konstruksi yang selamutnya

disebut sebagai Konsultan adalah orang atau
badan usaha yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa
untuk bertindak sebagai Konsultan untuk
kepentingan Kontrak dan disebutkan dalam Data
Kontrak atau orang lain yang ditunyuk oleh
Pengguna Jasa dan waktu ke waktu dan
diberitahukan kepada Penyedia.

A.1.13 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi

di luar kehendak para pithak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban
vang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak
dapat dipenuhi.

A.1.20 Berita Acara Pembayaran Akhir adalah Berita Acara

Pembayvaran Pekemjaan 100% (seratus persen)
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sebelum masuk ke dalam periode pemberitahuan
cacat mutu.

A.1.21 Pemberitahuan adalah komunikasi tertulis yang
dinyatakan  sebagai = Pembenitahuan  dan
diterbitkan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

A.1.22 Surat Jaminan yang selamjutnya disebut Jaminan
adalah jaminan tertulis vang dikeluarkan oleh
Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransiflembaga keuangan khusus yang
menjalankan usaha di  bidang pembiayaan,
peryaminan, dan asuranst untuk mendorong
ekspor Indonesia/Konsorsium Perusahaan
Asuranst Umum/Konsorsium Lembaga
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Peryaminan
sesuai  dengan ketentuan dalam peraturan
perundang~undangan. Jaminan dapat berupa
Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Muka,
Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.

A.1.23 ProgramKena adalah kerangka waktu yang sudah
terinet setelah dilaksanakan pemernksaan lokast
bersama dan dibertkan pernyataan tidak
keberatan oleh Konsultan dalam rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak.

A.1.24 Pemimjanan adalah pemeriksaan dan pertimbangan
oleh Konsultan terhadap penyampaian Penyedia
untuk menilai apakah (dan sejauh apa) hal
tersebut sesuai dengan kewajiban Penyedia sesuat
atau berkaitan dengan Kontrak.

4.1.25 Jadwal atau Daftar adalah dokumen~(dokumen)
yang berisi jadwal atau daftar, yang dipersiapkan
oleh Pengguna Jasa dilengkapi oleh Penyedia dan
disampatkan bersamaan dengan Surat Penawaran,
sebagaimana terdapat di  dalam Kontrak.
Dokumen tersebut dapat terdin dan Daftar
Kualitas dan Harga, data, daftar~daftar, dan daftar
tanf dan/atau harga.

A.1.26 Daftar Tanf dan/atau Harga adalah dokumen vang
berist daftar tanf dan harga (ika ada) wyang
ditentukan oleh Pengguna Jasa dalam Ketentuan
Pengguna Jasa dan/atau yang ditentukan oleh
Pengguna Jasa dalam Ketentuan Pengguna Jasa yang
dapat diusulkan oleh Penyedia untuk melengkapi
penawaran lumsum.

A.1.27 Bagian Pekerjaan adalah suatu bagian Pekerjaan
vang tercantum dalam Data Kontrak sebagai suatu
Bagian Pekerjan dimana penyelesaian bagian
pekenjaan tersebut tidak tergantung satu sama lain
dan memiliki fungsi yang berbeda serta tidak terkait
satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

A. 128 Lokasi adalah tempat di mana Pekerjaan akan
dilaksanakan dan Bahan akan dikinmkan, dan
tempat lain yang ditetapkan dalam Kontrak sebagai
bagian dari Lokasi.

A.1.28 SubPenyedia adalah Penyedia yang mengadakan
perjanjian kernja dengan Penyedia penangsung
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jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian

pekenjaan (subkontrak).

A.1.30 Pengujian setelah Penyelesaian adalah pengujian
(bila ada) wyang ditetapkan dalam Kontrak dan
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kontrak
setelah Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (bila ada)
diserahterimakan kepada Pengguna Jasa.

A.1.31 Pengujian pada Akhir Pekerjaan adalah pengujian
vang ditetapkan dalam Kontrak atau disetujui oleh
kedua belah pithak sebagal suatu Vanasi, dan
diaksanakan sebelum Pekerjaan atau Bagian
Pekerjaan diserahterimakan kepada Pengguna Jasa.

A.1.32 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk
melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak
Tanggal Mulai Kernja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan

A.1.33 Tidak terduga adalah secara wajar tidak dapat
diperkirakan sebelumnya oleh Penyedia yang
berpengalaman pada awal pemasukan penawaran

A.1.34 Vanasi adalah setiap perubahan terhadap Pekerjaan
vang dinstruksikan sebagai Vanasi sesuai dengan
ketentuan Kontrak

A.1.35 Pekerjaan adalah Pekerjaan Permanen dan/atau
Pekerjaan Sementara sesuai ketentuan Kontrak.

4.1.36 Jadwal Pembayaran atau Milestone adalah dokumen
vang diberi judul Jadwal Pembayaran dalam Jadwal
atau Daftar wyang bensi jumlah dan syarat
pembayaran kepada Penyedia

4A.1.37 Pihak adalah Pengguna Jasa atau Penyedia sesuai
dengan konteks

A.2.1 Bilamana ketentuan Kontrak in1 mengatur pemberian
atau penerbitan Pemberitahuan atau pemberian
atau penerbitan bentuk komunikasi lain (termasuk
persetujuan, sertifikat, 1zin, keputusan,
pemberitahuan, permintaan, dan pembebasan),
komunikasi~komunikasi tersebut harus:

a. Berbentuk surat, e~mail dan/atau faksimili
dengan alamat tuuan para pihak yang
tercantum dalam SSKK.

b. Semua Pembentahuan, permohonan, atau
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus
dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia,
dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada Wakil
Sah Para PFhak dalam B5SKK, atau jika
disampaikan melalui surat tercatat dan/atau
faksimili dityjukan ke alamat yang tercantum
dalam SSKK.

A22 Jika komunikasi tersebut adalah Pembentahuan,
dinyatakan sebagai Pembenitahuan. Jika itu adalah
bentuk komunikast lain, dinyatakan sedemikian
rupa dan mencantumkan referensi ketentuan
Kontrak yang dirujuk;

A.2.3 Diantarkan langsung (dengan tanda terima), atau
dikinimkan melalu pos atau kurir (dengan tanda
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terima), atau dikinmkan melalu sistem transmis
elektronik sesuai ketentuan Pasal A.2.1 diatas; dan

A.2 4 Diantarkan, dikinmkan atau ditranmisikan kepada

AZ2D3

A26

A2.T

A3.1

A32

A33

A4l

o ™

alamat untuk penerimaan komunikasi sesuai yang
dinyatakan dalam Data Kontrak. Namun, apabila
penerima menerbitkan Pemberitahuan akan alamat
lain, semua Pembenitahuan dan bentuk komunikasi
lainnya diantarkan sesuai alamat tersebut, setelah
pengirim menerima Pembentahuan akan alamat
lain 1tu.

Dalam hal persyaratan Kontrak ini menyatakan
bahwa  Pemberitahuan atau  Pemberitahuan
Ketidakpuasan atau bentuk komunikast lain akan
diantarkan, diberikan, diterbitkan, disediakan,
diajukan atau ditransmisikan, komunikasi tersebut
akan mulai berlaku saat diterima (atau dianggap
telah diterima) pada alamat peneria sesuai Pasal
A.2.5 diatas. Pembernttahuan vang dikinmkan secara
elektronik  dianggap telah diterima pada han
bertkutnya setelah penginiman, apabila tidak ada
pemberitahuan tidak terkinm yang didapatkan oleh
pengirim.

Seluruh Pembenitahuan dan bentuk komunikast lain
yang dimaksudkan diatas, tidak boleh ditahan atau
ditunda tanpa alasan yang wajar.

Ketika  Pembenitahuan atau  Pemberitahuan
Ketidakpuasan atau Berita Acara diterbitkan oleh
salah satu PFithak atau Konsultan, dokumen asl
dan/fatau salinan elektronik asli wajib dikirimkan
ke penerima wang dituyju dan sebuah salinan
dikinmkan kepada Konsultan atau Fihak lain, sesuai
kebutuhan, Seluruh bentuk komunikasi lain harus
disalin kepada Para thak dan/atau Konsultan
sebagaimana dinyatakan dalam
Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia
kecuali dalam hal Kontrak Kema Konstrukst
dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam
Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Hukum wang digunakan adalah hukum yang
berlaku di Indonesia

Dalam hal terjadi perselisthan dengan pihak asing
digunakan Kontrak Kerja Konstrukst dalam bahasa
Indonesia.

Dokumen~dokumen berikut merupakan satu
kesatuan dan bagian vang tidak terpisahkan dan
Kontrak ini:
adendum surat perjanjian (apabila ada);
surat perjanjian,
surat penawaran,
syarat~syarat khusus Kontrak bagian & (Data
Kontrak);

e. syarat~syarat khusus FKontrak bagian B
(Ketentuan Khusus)

syarat~syarat umum Kontrak;

ketentuan  pengguna jasa  (employer's

0T
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requirement);

h. Jadwal/Daftar~Daftar,

1. Dokumen Penawaran Penyedia dan

J.  dokumen lainnya seperti: jaminan~jaminan,
SPPB] BAHP, BAPP.

A 4.2 Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan
satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara
ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan
dalam dokumen wyang lain maka yang berlaku
adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tingai
berdasarkan  urutan  hierarki  sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4.4.1,

443 Bila ditemukan kedwiartian (ambiguitas) atau
perbedaan dalam dokumen, Konsultan harus
mengeluarkan klanfikasi atau instrukst yang

diperlukan.

A5. Larangan Korupsi,Kolusti  A.5.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa
dan Nepotisme (KKN), pemerintah, para pthak dilarang untuk:
Penyalahgunaan a. menawarkan, menerima atau meryanjikan
Wewenang serta Penipuan untuk membeni atau menerima hadiah atau

imbalan berupa apa saja atau melakukan
tindakan lainnya untuk mempengaruhi
stapapun vang diketahui atau patut dapat
diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b.  mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;

c. membuat dan/atau menvampaikansecara tidak
benar dokumen dan/atau keterangan lain yang
disyaratkan untuk penyusunan dan
pelaksanaan Kontrak ini.

AB.2 Penyedia mermyamin bahwa yang bersangkutan
(termasuk semua anggota KSO apabila berbentuk
KSO) dan sub Penyedianya (jika ada) tidak pernah
dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di
atas.

A.5.3 Penyedia yang menurut penilaian Pengguna Jasa
terbukti melakukan larangan-~larangan di atas dapat
dikenakan sanksi~sanksi ad ministratif oleh Pengguna
Jasa sebagai berikut:

a. Pemutusan Kontrak,

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK,

c. Sisa uwang muka harus dilunasi oleh Penyedia;
dan/fatau

d. Sanksi pengenaan daftar hitam.

[catatan: Sanksi pengenaan daftar hitam, diterbitkan
oleh PA/KPA atas usulan Pengguna Jasa.
PA/KPA menginmkan dokumen penetapan
sankst daftar hitam kepada:

1) Penyedia yang dikenakan Daftar Hitam; dan

2) Kepala LKPP]

A.B4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan

oleh Pengguna Jasa kepada PA/KPA.

A.85.5 Pengguna Jasa yang terlibat dalam KKN dan

penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan

peraturan perundang~undangan.
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Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan
dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai
akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak
diputuskan sepithak oleh Pengguna Jasa dan
Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam pasal d1 SSUK.

Setiap Dokumen Penyedia harus berada di bawah

pengawasan dan pemeliharaan Penyedia, kecuali

dan sampai diserahterimakan kepada Pengguna

Jasa. Kecuali dinyatakan lain dalam Kontrak,

Penyedia harus menyampaikan kepada Konsultan

satu dokumen asli dan satu salinan elektronik

(dalam bentuk wyang ditentukan oleh Ketentuan

Pengguna Jasa atau dalam bentuk yang diterima

oleh Konsultan) dan satu tambahan salinan kertas

untuk setiap Dokumen Penyedia.

Penyedia menyimpan di Lokasi, satu salinan:

a. Dokumen Kontrak;

b. Publikasi terkait yang disebut dalam Ketentuan
Pengguna Jasa,

¢. Catatan~catatan,

d. Dokumen Penyedia, Vanasi, Pembernitahuan
dan bentuk komunikasi lain yang ditentukan
berdasarkan Kontrak

Apabila salah satu Pithak menyadan adalanya

kesalahan atau cacat mutu dalam dokumen yang

akan digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan,

Pihak tersebut harus segera membeni tahu Pihak

lain mengenai kesalahan atau cacat mutu tersebut.

Jika Penyedia menemukan kekeliruan, kesalahan

atau cacat mutu setelah meneliti Ketentuan

Pengguna Jasa sesuai Pasal E [Kewajiban Umum

Desain], Penyedia menerbitkan Pembentahuan

kepada Konsultan Manajemen Konstrukst dalam

jangka waktu vang ditentukan pada SSKK.

Jika setelah jangka waktu yang ditentukan di atas,

Penyedia menemukan kekeliruan, kesalahan atau

cacat mutu pada Ketentuan Pengguna Jasa, Penyedia

tetap harus menerbitkan Pembentahuan kepada

Konsultan menjelaskan kekeliruan, kesalahan atau

cacat mutu tersebut

Konsultan kemudian menindaklanjutt  sesuai

ketentuan Kontrak terkait Persetujuan atau

Penetapan Konsultan untuk menyetuyjui atau

menetapkan berdasarkan:

a. Ada atau tidaknya kekeliruan, kesalahan atau
cacat mutu pada Ketentuan Pengguna Jasa,

b. Apakah Penyedia berpengalaman yang cermat
(mempertimbangkan biaya dan waktu) dapat
menemukan kekeliruan, kesalahan atau cacat
mutu lainnya, ketika:

1. Memerniksa lokast dan Ketentuan Pengguna
Jasa sebelum memasukkan penawaran;
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1. Pemberitahuan dibertkan setelah lewat
jangka waktu yang dinvatakan pada angka
1 diatas, ketika meneliti Ketentuan
Pengguna Jasa sesuai Pasal E [Kewajiban
Umum Desain];

¢. Tindakan perbatkan apa (apabila ada) vang
dibutuhkan Penyedia untuk memperbaiki
kekeliruan, kesalahan atau cacat mututersebut.

Jika berdasarkan poin A.8.3.b diatas, Penyedia vang

berpengalaman tidak akan dapat menemukan

kekeliruan, kesalahan atau cacat mutu tersebut
maka:

a. Ketentuan terkait Varasi diberlakukan untuk
tindakan yang diambil Penyedia (jika ada);

b. Jika Penyedia mengalami keterlambatan
dan/atau menanggung  biaya  karena
kekeliruan, kesalahan atau cacat mutu tersebut,
maka Penvedia berhak atas Perpanjangan
Waktu dan/atau pembayaran atas biaya
ditambah keuntungan wyang wajar sesuat
ketentuan Peristiwa Kompensasi

Di antara Para PFihak, Penyedia memegang hak
cipta dan hak~hak kekavaan intelektual dalam
Dokumen Penvedia dan dokumen desain lainnya
vang dibuat oleh (atau atas nama) Penyedia.
Penvedia harus dianggap (dengan menandatangani
Kontrak) memben 1zin kepada Pengguna Jasa suatu
lisenst yang tak terputus, tidak dapat dialihkan,
bebas pembayaran royalti tetapi tidak eksklusif,
untuk  menggandakan, menggunakan, dan
mengkomunikasikan Dokumen Penvedia termasuk
pembuatan dan penggunaan modifikasinya. Lisenst
ini harus:

a. berlaku selama waktu pelaksanaan yang
sebenarmya atau yang diharapkan (mana vang
lebih lama) dan bagian Pekerjaan terkait,

b. memberi hak kepada orang yang memiliki
bagian Pekerjaan terkait untuk memperbanyak,
menggunakan dan membentahukan Dokumen
Penyedia untuk penyelesaian, pengoperasian,
pemeltharaan,  perubahan,  penyesuaian,
perbaikan dan pembongkaran Pekerjaan, dan

¢. dalam hal di mana Dokumen Penyedia
berbentuk program komputer dan pirantt
lunak lainnya, mengizinkan penggunaan
komputer di Lokasi dan tempat~tempat lain
vang dinyatakan dalam Kontrak, termasuk
pemindahan komputer yang disediakan oleh
Penyedia,

d. dalam hal di mana terjadi pemutusan Kontrak:

1. Pemutusan Kontrak wyang terjadi akibat
Kesalahan Penyedia, memberikan hak
kepada Pengguna Jasa untuk
menggandakan,  menggunakan, dan
mengkomunikasikan Dokumen Penyedia
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dan dokumen desain lainnya yang dibuat
oleh Penyedia,

1. Pengakhiran Kontrak akibat keinginan
Pengguna Jasa, Pemutusan Kontrak yang
terjadi akibat kesalahan Pengguna Jasa,
dan Pemutusan Opsional memberikan hak
kepada Pengguna Jasa untuk
menggandakan,  menggunakan, dan
mengkomunikasikan Dokumen Penyedia
dan dokumen desain lainnya dan Penyedia
untuk bagian yang pembayarannya telah
diterima oleh Penyedia, dengan tujuan
untuk menyelesaikan dan/atau menunjuk
Fihak Lain untuk menyelesatkanPekerjaan

A.9.3 Dokumen Penyedia dan dokumen perencanaan lain
vang dibuat oleh (atau atas nama) Penyedia tidak
boleh, tanpa 1zin dan Penyedia, digunakan,
digandakan atau dikomunikasikan kepada pihak
ketiga oleh (atau atas nama) Pengguna Jasa untuk
tyuan selain yang diperbolehkan berdasarkan
Kontrak ini.

4.10.1 D1 antara Para Fthak, Pengguna Jasa memegang hak
cipta dan hak~hak kekayaan intelektual atas
Ketentuan Pengguna Jasa, dan dokumen lain yang
dibuat oleh (atau atas nama) Pengguna Jasa.
Penyedia boleh, dengan biayanya sendir,
menggandakan, menggunakan, dan
mengkomunikasikan dokumen~dokumen ini untuk
keperluan Kontrak.

A.10.2 Dokumen~dokumen tersebut tidak boleh, tanpa 1zin
dant Pengguna Jasa, digandakan, digunakan, atau
dikomunikasikan kepada pthak ketiga oleh
Penyedia, kecuali seperlunya untuk kepentingan
Kontrak.

A 11.1Penyedia harus mengungkap semua informast
rahasia dan informasi lainnya bilamana diperlukan
Konsultan guna membuktikan kesesuaian terhadap
Kontrak dan keperluan pelaksanaan yang
seharusnya

A.11.2 Penyedia harus harus memperlakukan dokumen-~
dokumen penyusun Kontrak tersebut sebagai
sesuatu  yang bersifat rahasia, kecuali untuk
keperluan pelaksanaan kewajiban masing~masing
pthak berdasarkan Kontrak atau untuk memenuhi
ketentuan hukum wang berlaku. Penyedia tidak
boleh mengumumkan atau mengungkapkan
Kontrak tanpa persetujuan terlebith dahulu dan
Pengguna Jasa.

A.11.3Pengguna Jasa dan Konsultan memberlakukan
seluruh informast yang disampaikan oleh Penyedia
dan dibert tanda ‘Rahasia’ sebagai informasi
Rahasia. Pengguna Jasa tidak mengungkapkan atau
digjinkan  untuk  mengungkapkan informast
semacam 1ty kepada Fhak Ketiga, kecuali
dibutuhkan ketika menggunakan Hak Pengguna
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Jasa sewaktu Pemutusan Kontrak terjadi

A.11.4 Kewajitban Para PFhak atas kerahasiaan sesuat
ketentuan in1 tidak berlaku apabila dokumen
tersebut:

a.

telah di dalam penguasaan Fihak tersebut tanpa
kewajiban kerahasiaan sebelum diterima oleh
Fihak lain;

meryadi informasi yvang terbuka untuk publik
tanpa melanggar ketentuan Kontrak;

Secara legal didapatkan oleh Fihak tersebut
dann Pihak ketiga wang tidak tenkat oleh
kewajiban kerahasiaan ;

A.12. Ketaatanterhadap A.12.1 Penyedia harus, dalam melaksanakan Kontrak,
Hukum tunduk pada Hukum yang berlaku. Kecuali
dinyatakan lain dalam Ketentuan Pengguna Jasa:

a.

Pengguna Jasa harus sudah memperoleh (atau
harus mendapatkan) 1zin  perencanaan,
penentuan wilayah, izin bangunan atau izin
serupa untuk Pekerjaan Permanen, dan izin
lain yang dinvatakan dalam Ketentuan
Pengguna Jasa yang sudah dipercleh (atau
sedang diusahakan) oleh Pengguna Jasa; dan
Pengguna Jasa harus mengganti kerugian atau
membebaskan Penyedia dan tanggung jawab
terhadap atau darn konsekuensi apabila gagal
melakukannya, kecuali kegagalan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan Penyedia untuk
memenuhi butir ¢ dibawah; dan

Penvedia harus menyampatkan semua
pemberitahuan, membayar semua pajak, bea
dan biaya, dan mendapatkan semua yin, lisenst,
dan persetujuan sebagaimana dipersyaratkan
oleh Undang-~undang wvang berkaitan dengan
pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan dan
perbaikan cacat mutu apa pun, dan Penyedia
harus mengganti rugi atau membebaskan
Pengguna Jasa dan tanggung jawab atas dan
dan konsekuenst kegagalan melakukan hal
tersebut  kecuali  Penyedia  terhambat
melaksanakan tindakan-~tindakan tersebut dan
menunjukkan bukti kepatuhannya.

dalam waktu yang dinyatakan dalam Ketentuan
Pengguna Jasa, Penyedia harus sudah
memperoleh bantuan dan dokumentasi sesuat
dengan yang diatur dalam Ketentuan Pengguna
Jasa atau ketentuan lain yang dibutuhkan oleh
Pengguna Jasa, untuk mendapatkan 1zin, lisensi
atau persetujuan sesuat butir a diatas

Penyedia harus menaati seluruh penzinan,
lisensi, dan/atau persetujuan yang didapatkan
oleh Pengguna Jasa sesuai butir a diatas,

A.12.2 Jika setelah mematuhi ketentuan pada butir ()
diatas Penyedia mengalami penundaan dan/atau
Biaya sebagai akibat dan keterlambatan dan/atau
kegagalan untuk mendapatkan semua yin, lisensi,
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dan persetujuan sesuai ketentuan butir (a) diatas
Penyedia berhak atas Perpanjangan Waktu
dan/atau pembayaran dalam bentuk Biaya plus
Keuntungan

A.12.3 Jika Pengguna Jasa mengeluarkan Biaya sebagai

akibat dan kesalahan Penyedia untuk memenuhi:

1. butir ¢ di atas;

i1. butir b atau d di atas, ketika Pengguna Jasa
telah memberikan Bantuan yang mencukupt

Pengguna Jasa berhak sesuai ketentuan Pasal [Klaim

untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu]

terhadap pembayaran biaya ini oleh Penyedia

A.13. Tanggung Jawab Bersama Jika Penyedia mendinkan (berdasarkan Undang~undang
vang berlaku) suatu Kerjasama Operasi, maka:

dan Sendiri-sendin

A 14. Pembatasan Tanggung
Jawab

B. PENGGUNA JASA
B.1. Hak untuk memasuki
Lokasi

a.

anggota dan KSO tersebut akan dianggap
bertanggung jawab bersama dan sendiri~sendini
kepada Pengguna Jasa atas pelaksanaan Kontrak;
pemimpin dart KSO tersebut akan memiliki
kewenangan untuk mengikat Penyedia dan tiap
anggota dan kemitraan, konsorsium atau asostas
tersebut;

Tidak ada anggota, lingkup pekerjaan, dan bagian
dant Pekerjaan yang dilaksanakan, atau status
hukum dann KSO wyang boleh diubah tanpa
persetujuan terlebih dahulu dan Pengguna Jasa
(tapi persetujuan tersebut tidak membebaskan KSO
dan tanggung jawab huruf a diatas

A.14.1 Tidak satu pun pthak bertanggung jawab atas Fihak

lain atas hilangnya kegunaan suatu Pekenjaan,
hilangnya laba, hilangnya kontrak atau kehilangan
vang tidak langsung atau kehilangan keuntungan
lanjutan atau kerusakan yang mungkin didenta
oleh pihak Lain terkait dengan Kontrak kecuali
secara khusus diatur lain dalam ketentuan Kontrak

A.14.2 Total labilitas Penyedia kepada Pengguna Jasa,

berdasarkan atau terkait dengan Kontrak selain
vang diatur dalam Kontrak tidak boleh lebih besar
dant pada jumlah yang dihasilkan dan perkalian
pengali (vang lebih kecil atau lebih besar daripada
satu) dengan Nilai Kontrak yang Disetujui,
sebagaimana tercantum dalam Data Kontrak, atau
dari Nilai Kontrak yang Disetujui (jika pengali atau
jumlah semacam itu tidak tercantum)

A 14 3 Ketentuan 11 tidak membatasi tanggung jawab

B.1.1

dalam kasus kecurangan, kesalahan atau tindak
kelalatan wyang disengaja oleh PFhak yang
melakukan kesalahan

Pengguna Jasa membenikan hak kepada Penyedia
untuk mengakses dan memiliki, semua bagian
Lokast selama waktu (atau waktu~waktu) yvang
tercantum dalam Data Kontrak. Hak dan
kepemilikan tidak boleh bersifat ekslusif bagi
Penyedia. Jika, berdasarkan Kontrak, Pengguna Jasa
diharuskan  membernikan  (kepada  Penyedia)
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pondasi, struktur, peralatan atau sarana akses,
Pengguna Jasa harus mengerjakannya dalam waktu
dan cara sebagaimana tercantum dalam Ketentuan
Pengguna Jasa. Akan tetapi, Pengguna Jasa dapat
menahan hak atau kepemilikan semacam itu sampat
Jaminan Pelaksanaan diterima.

B.1.2 Jika jangka waktu semacam itu tidak tercantum
dalam Data Kontrak, Pengguna Jasa harus membent
Penyedia hak akses dan kepemilikan atas Lokasi
dalam jangka waktu yang dibutuhkan agar
Penyedia dapat memulai pekerjaan tanpa gangguan
sesuai dengan program yang disampatkan dalam
Program Kerja/Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia.

B.1.3 Jika Penyedia mengalami keterlambatan dan/atau
mengeluarkan Biaya sebagai akibat dan kegagalan
Pengguna Jasa dalam membenikan hak atau
kepemilikan semacam 1ty dalam waktu yang
ditentukan, Penyedia harus menyampaikan
pembenitahuan kepada Konsultan dan Penyedia
dapat dibertkan Perpamjangan Waktu dan/atau
pembavaran untuk Biaya plus Keuntungan

B.1.4 Akan tetapi, apabila kegagalan Pengguna Jasa
disebabkan oleh kesalahan atau keterlambatan
Penyedia, termasuk kesalahan, atau keterlambatan
penyampaian Penyedia, atas Dokumen Penyedia,
maka Penvedia tidak berhak atas perpanjangan
waktu, biaya plus keuntungan

B.1.5 Jika, berdasarkan Kontrak, Pengguna Jasa
diharuskan  membenikan  (kepada  Penyedia)
pondasi, struktur, peralatan atau sarana akses,
Pengguna Jasa harus mengerjakannya dalam waktu
dan cara sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Penyedia, Penyedia menyerahkan Dokumen
Penyedia tersebut kepada Konsultan sesuai dengan
waktu dan ketentuan yang dinyatakan dalam
Ketentuan Pengguna Jasa

Jika  dibutuhkan oleh Penyedia, Pengguna Jasa

menyediakan bantuan vang wajar kepada Penyedia agar

Penyedia dapat memperoleh izin, lisensi atau persetujuan

vang diwajibkan oleh Undang-~undang Negara (termasuk

informasi wyang dibutuhkan wuntuk diserahkan oleh

Penyedia untuk mendapatkan 1zin, lisensi atau

persetujuan):

a. vang harus didapatkan oleh Penyedia dibawah Pasal
A.12 [Ketaatan pada Hukum],

b. untuk pengiriman Barang, termasuk pengeluaran
barang melalui bea cukai, dan
c. untuk mengekspor peralatan Penyedia saat

peralatan tersebut dipindahkan dan Lokast.

B.3.1 Pengguna Jasa berkewajiban untuk memastikan
bahwa Personel Pengguna Jasa dan Penyedia
Pengguna Jasa Lain (ika ada) di atau disekitar
Lokast, untuk:

a. Bekenasama dengan upava Penvedia sesuai
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dengan Pasal D.6 [Kerjasamal; dan
b. Memenuhi kewajiban yang sama dengan
Penyedia untuk mematuhi ketentuan sesuai
Pasal D.8 [Kewajiban Kesehatan dan
Keselamatan]
Penyvedia berkewajiban untuk bekerjasama dan
menggunakan lokast kenja termasuk jalan akses
bersama~sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan
pthak~pthak lainnya yang berkepentingan atas
lokast kenja. Jika dipandang perlu, Pengguna Jasa
dapat membenkan jadwal kerja Penyedia Lain di
lokasi kerja
Pengguna Jasa harus menyediakan bukt yang
memadai bahwa pengaturan keuangan telah dibuat
dan diyaga sehingga memungkinkan Pengguna Jasa
membayarkan Harga Kontrak tepat waktu (sesuai
estimasi Konsultan saat itu).
Sebelum Pengguna Jasa membuat perubahan pada
pengaturan pembiayaannya, Pengguna Jasa harus
menyampatkan pembenitahuan kepada Penyedia
disertai rincian secara detail
Pengguna Jasa harus sudah menyediakan untuk
Penyedia agar Penyedia mengetahui, sebelum SPMK,
semua data yang relevan yang dimiliki oleh
Pengguna Jasa tentang kondisi di bawah permukaan
tanah dan hidrologi lokasi, termasuk aspek~aspek
lingkungan. Demikian pula, Pengguna Jasa harus
menyediakan untuk Penyedia semua data semacam
itu yang akan menjadi milik Pengguna Jasa setelah
SPMK.
Titik kontrol surver awal, gans dan ketinggian
referensi disebutkan dalam Ketentuan Pengguna
Jasa atau disampaikan kepada Penyedia melalui
Pembenitahuan dan Konsultan

KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

Konsultan Manajemen
Konstruksi

Tugas dan Wewenang
Konsultan Manajemen

Eel T

(6% PR

C.1.3

E:2:1

Pengguna Jasa menunjuk Konsultan Manajemen
Konstruksi wyang akan memnjalankan tugas dan
wewenang untuk bertindak sebagai Konsultan
sesuat dengan dengan Kontrak.

Jika Konsultan adalah sebuah Badan Hukum, maka
Konsultan menunjuk Tenaga Ahli Konsultan yang
ditunjuk dan diberikan wewenang yang dibutuhkan
untuk bertindak atas nama Konsultan dalam
Kontrak

Jika Konsultan adalah sebuah Badan Hukum, maka
Konsultan menerbitkan Pemberitahuan tentang
Tenaga Ahli Konsultan yang ditunjuk dan diberikan
wewenang untuk bertindak atas nama Konsultan
dalam FKontrak FKewenangan ini tidak berlaku
sebelum Pemberntahuan telah diterima oleh kedua
belah  pihak. Konsultan juga menerbitkan
Pemberitahuan apabila dikemudian han  ada
pencabutan wewenang ini.

Kecuali dinyatakan lain dalam ketentuan Kontrak

i, setiap kali melaksanakan tugas atau
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menerapkan kewenangan, yang tercantum atau
tersirat dalam Kontrak, Konsultan dianggap
bertindak untuk Pengguna Jasa

Konsultan tidak memiliki wewenang untuk
mengubah Kontrak atau, kecuali dinyatakan lain
dalam ketentuan Kontrak, untuk membebaskan
pthak mana pun dan tugas, kewajiban atau
tangeung jawab berdasarkan atau terkait dengan
Kontrak

Konsultan dapat menggunakan wewenang vang
diberikan padanya sebagaimana tercantum di
dalam Kontrak. Jika Konsultan diharuskan untuk
memperoleh persetujuan dan  Pengguna Jasa
sebelum menggunakan kewewenangan tertentu,
persyaratan harus dicantumkan dalam Syarat~
Syarat Khusus.

Tidak ada kewajiban bagi FKonsultan untuk
mendapatkan persetujuan Pengguna Jasa sebelum
Konsultan memberikan Persetujuan atau Penetapan.
Pengguna Jasa tidak diperbolehkan untuk
membatasi kewenangan Konsultan lebih jauh

Akan  tetapi, bilamana  Konsultan  telah
menggunakan  kewenangan  tertentu  yang
memerlukan persetujuan Pengguna Jasa, maka
setelah itu (untuk kepentingan Kontrak) Pengguna
Jasa dianggap telah memberikan persetujuan

Setiap penerimaan, persetujuan, 1zin, cek, sertifikat,
komentar, 1zin, ketidaksetiyuan, pemenksaan,
inspeksi, Pemberitahuan Tidak berkeberatan, risalah
rapat, perkenaan, usulan, catatan, balasan, laporan,
permintaan, peninjauan, pengujuan, penilaia,
valuasi, atau tindakan serupa itu (termasuk
ketidakadaan tindakan) oleh Konsultan, wakil
Konsultan atau Tenaga Ahli membebaskan Penyedia
dan kewajiban~kewajiban dan tanggung jawabnya
di bawah atau terkait Kontrak.

Konsultan dapat menumjuk Wakil Konsultan dan
mendelegasikan kewenangan yang diperlukan
untuk bertindak atas nama Konsultan di Lokasi,
kecuali untuk mengganti Wakil Konsultan

Wakil FKonsultan (apabila ditunjuk) menaati
ketentuan  kontrak  terkait Konsultan dan
berkedudukan di Lokasi setiap waktu.

Jika Wakil Konsultan tidak hadir sementara di
Lokast selama pelaksanaan Pekerjaan, pengganti
vang setara secara kualifikasi, pengalaman dan
kompetenst akan ditunjuk oleh Konsultan, dan
Penyedia dibertkan Pemberitahuan atas perubahan
tersebut.

Konsultan dapat mengeluarkan perintah kepada
Penyedia  (sewaktu~waktu) yang  mungkin
diperlukan untuk pelaksaaan Pekerjaan, sesuai
dengan ketentuan Kontrak. Penyedia hanya boleh
menerima perintah dan Konsultan, atau darnn Wakil
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Konsultan sesuai dengan Pasal C.3 di atas.

Penvedia harus mengikuti  perintah wyang

dikeluarkan oleh Konsultan atau Wakil Konsultan

untuk segala hal yang berkaitan dengan Kontrak

Apabila suatu  perintah  merupakan suatu

Perubahan, Pasal terkait Perubahan akibat Perintah

akan berlaku

Jika tidak dinyatakan, Penyedia melihat Perintah

tersebut, antara lain:

[a) mengandung Perubahan/Variasi (atau
melibatkan pekerjaan yang sudah menjadi
bagian dar Perubahan yang sudah terjadi),

b] tidak mematuhi Undang~undang yang berlaku
atau mengurangi keselamatan Pekenjaan atau
secara teknis tidak mungkin,

Penyedia harus segera, sebelum memulai pekerjaan

terkait dengan Perintah tersebut, membenkan

Pemberitahuan kepada Konsultan dengan alasan.

Jika Konsultan tidak memberikan tanggapan dalam

7 har setelah menenima Pembentahuan ini, dengan

menerbitkan  Pemberitahuan  balasan  untuk

mengkonfirmasi, mencabut atau mengubah

Instrukst tersebut, Konsultan dianggap telah

mencabut instruksi tersebut.

Jika Pemberitahuan balasan diterbitkan, Penyedia
mematuhi  dan tenkat oleh ketentuan dan
tanggapan Konsultan.

Jika  Pengguna Jasa bermaksud mengganti
Konsultan, Pengguna Jasa harus, tidak kurang dan
42 han Kalender sebelum tanggal penggantian
yang dimaksudkan, menyampaikan Pemberitahuan
kepada Penyedia mengenai nama, alamat dan
pengalaman terkait dan Konsultan pengganti yang
dimaksud.

Jika Penyedia tidak membenkan balasan dalam 14
hani kerja setelah menerima Pemberitahuan ini,
dengan menerbitkan Pembernitahuan menyatakan
keberatan terhadap penggantian tersebut dengan
alasan, Penyedia dianggap telah menenima
penggantian ini.

Pengguna Jasa tidak boleh mengganti Konsultan
(batk orang maupun badan usaha) dengan pihak
vang tdak disetuyjui oleh Penvedia melalut
Pemberitahuan.

Jika Konsultan tidak dapat bekerja karena kematian,
sakit, ketidakmampuan, atau pengunduran din
(atau, apabila sebagai suatu entitas, Konsultan tidak
mampu atau tidak mau melaksanakan tugasnya,
diluar sebab yang berasal dan Pengguna Jasa).
Pengguna Jasa berhak untuk segera menunjuk
pengganti dengan menerbitkan Pembernitahuan
kepada Penyedia dengan alasan dan nama, alamat,
dan pengalaman terkait dam pengganti tersebut.
Penunjukan ini diperlakukan sebagai penunjukan
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sementara sampai pengganti diteima oleh
Penyedia, atau pengganti lain ditunjuk berdasarkan
ketentuan Pasal ini.
Ketika melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal
ini, Konsultan harus bertindak netral terhadap Para
Fihak dan tidak bertindak atas nama Fengguna Jasa
Ketika ketentuan ini menetapkan bahwa Konsultan
harus menindaklanjuti berdasarkan Pasal ini untuk
menyetujut atau menetapkan perthal apapun atau
Klaim, prosedur berikut akan digunakan, antara
lain:
Konsultasi untuk mencapai persetujuan
C.6.3.1 Konsultan harus berkonsultast dengan
Para Pihak secara bersama~sama atau
terpisah, dan mendorong diskust dan
Para PFihak dalam wupaya mencapai
persetujuan. Konsultan  melakukan
konsultasi tersebut dengan segera untuk
menyediakan waktu yang memadai untuk
memenuhi  batasan  waktu  bagt
kesepakatan sesuai dengan Pasal C.E6.5
[Batas Waktu]. Kecuali diusulkan oleh
Konsultan dan disepakati oleh Para Fihak,
Konsultan memberikan hasil
catatan/rekaman dan konsultasi terseput
kepada Para Fihak.
C.6.3.2 Jika kesepakatan dicapai di dalam batasan
waktu untuk kesepakatan sesuai Pasal
CEDS [Batas Waktu], Konsultan
selanjutnya menerbitkan Pembernitahuan
kepada Para Pithak tentang kesepakatan
itu, dimana  kesepakatan tersebut
ditandatangani  oleh  Para  PFihak.
Pemberitahuan ini menegaskan bahwa ini
adalah “Pemberitahuan tentang
Kesepakatan Para PFihak” dan
melampirkan salinan dan kesepakatan
tersebut.
C.6.3.3 Jika:
(1) tidak ada kesepakatan yang tercapat
hingga batas waktu sesuat Pasal C.6.5
[Batas Waktu]; atau
(11) Para Pihak memben tahu Konsultan
bahwa tidak ada kesepakatan yang
dapat dicapat dalam kurun waktu

tersebut
Manapun yang terjadi lebth duly,
Konsultan menerbitkan

Pemberitahuan kepada Para PFihak
dan melanjutkan ke Pasal CE64
[Penetapan Konsultan]
Penetapan Konsultan
C.64.1 FKonsultan harus melakukan Penetapan
secara adil terkait Klaim, sesuai dengan
ketentuan Kontrak, dengan
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memperhatikan hal~hal yang dianggap
terkait.

Dalam batas waktu untuk Penetapan
sesual Pasal C.6.5 [Batas Waktu],
Konsultan menerbitkan Pemberitahuan
kepada Para Pihak tentang Penetapan
Konsultan. Pemberitahuan ini
menegaskan bahwa ini  adalah
“Pemberitahuan  tentang  Penetapan
Konsultan” dan menjelaskan penetapan
secara detail dengan alasan dan data
pendukung.

C.6.5 Batas Waktu

C.6.5.1

C.652

C.6.5.3

Konsultan memberikan Pembentahuan
dant  kesepakatan, jika kesepakatan
dicapai, dalam 42 han kalender atau
dalam batas waktu lain yvang diusulkan
oleh Konsultan dan disepakati oleh Para

Fihak (Batas Waktu untuk Kesepakatan)

dalam ketentuan ini setelah:

(1) dalam hal sebuah permasalahan
perlu untuk disetujui atau ditetapkan
(selain Klaim), tanggal mulai dan
batas waktu untuk kesepakatan
tersebut sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal terkait kondist tersebut.

(11) dalam hal sebuah Klaim sesuai
dengan Pasal T.1 [Klaim], tanggal
ketika Konsultan menerima
Pemberitahuan sesuat Pasal T. 1 untuk
pthak yang mengajukan Klaim, atau

(111) dalam hal sebuah Klaim sesuai
dengan Pasal T.1 [Klaim], tanggal
ketika Konsultan menerima
Pemberitahuan sesuat Pasal T.1
[Klaim], tanggal ketika Konsultan
menerima:

a) Klaim terinei sesuai dengan Pasal
T.2.5 [Klaim terinet];

b) Dalam hal Klaim sesuai dengan
Pasal T.2.7 [Klaim yang memiliki
dampak  berlanjut], sebagai
Klaim sementara atau Kaim
terinct (sesuai dengan kasusnya),

Konsultan menerbitkan Pemberitahuan
tentang Penetapan Konsultan dalam 42
hart kalender atau dalam batas waktu
lain yang diusulkan oleh Konsultan dan
disepakati oleh Para Pithak (Batas Waktu
untuk Kesepakatan), setelah tanggal
terkait kewajitban Konsultan untuk
meneruskan  sesuai  Pasal C.6.3
[Konsultast untuk mencapat
kesepakatan].

Jika Konsultan tidak menerbitkan
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Pembenitahuan tentang kesepakatan
atau penetapan dalam batas waktu
terkait, maka:

1) dalam hal Kaim, Konsutan
dianggap telah memberikan
Fenetapan Penolakan Klaim, atau

(1) dalam hal permasalahan disepakati
atau  ditetapkan, permasalahan
tersebut dianggap sebagai Sengketa
dan dapat diruyuk untuk
diputuskan sesuai dengan Pasal U
[Sengketa dan Arbitrase], tanpa
membutuhkan Nota Ketidapuasan,
dan pasal terkait.

C.6.6 Dampak dan Persetujuan atau Penetapan

C.BE.1

CEBE62

C.6E3

CE6E64

Setiap persetujuan atau penetapan yang
mengikat untuk Para Pithak (dan telah
mematuhi  Konsultan) kecuali dan
sampai saat dikoreksi berdasarkan
ketentuan Pasal ini, atau dalam hal
Penetapan, direvisi berdasarkan Pasal U
[Sengketa dan Arbitrase]
Jika  persetujuan atau  penetapan
melibatkan pembayaran sejumlah nilai
tertentu dan satu pihak kepada pihak
lain, Penyedia harus mencantumkan
jumlah  tersebut dalam  Tagthan
selanjutnya dan Konsultan
mencantumkan jumlah tersebut dalam
Berita Acara Pembayaran sel.
Jika, dalam 14 han kerja setelah
menerima atau menerbitkan
Pembenitahuan  Konsultan  tentang
persetujuan atau penetapan, kesalahan
ketik atau kesalahan administrasi atau
kesalahan antmatik ditemukan, maka:
(a) oleh Konsultan, maka Konsultan
segera memberitahu para PFhak;

atau
(b) oleh salah satu Fihak, maka Fihak
tersebut menerbitkan

Pemberitahuan kepada Konsultan,
menyatakan kesalahan tersebut
secara jelas berdasarkan pasal ini.
Jika Konsultan menyatakan tidak
ada kesalahan, maka Konsultan

segera memberitahu Para
Fthak anjutnya wyang mengikutt
Tagihan tersebut.

Konsultan dalam 7 han kalender ketika
menemukan kesalahan tersebut atau
menerima Pemberitahuan sesuai dengan
Pasal diatas, menerbitkan
Pembernitahuan kepada para Fhak
terkait perbaikan persetyuan atau
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penetapan tersebut. Perbaikan
persetujuan atau penetapan tersebut
diperlakukan sebagai persetujuan atau
penetapan untuk tujuan ini.

C.6.7 Ketidakpuasan pada Penetapan Konsultan

Ce7.1

CI6WE2

C.6.7.3

Jika salah satu PRhak tidak puas

terhadap Penetapan Konsultan, maka:

(a) pthak wyang merasa tidak puas
dapat menerbitkan Pemberitahuan
Ketidakpuasan (PK) kepada pihak
lain, dengan salinan kepada
Konsultan;

(b) Pernyataan Ketidakpuasan i
menyatakan bahwa ini adalah
‘Pemberitahuan  Ketidakpuasan
terhadap Penetapan Konsultan”
dan menjelaskan alasan
ketidakpuasan

(¢) Pernyataan Ketidakpuasan i
diberikan dalam jangka waktu 28
hart kemja setelah menenma
Pemberitahuan Konsultan terkait
Penetapan sesuai dengan Pasal
C.6.4 [Penetapan Konsultan] atau
jika memungkinkan,
Pembenitahuan Konsultan terkait
Penetapan yvang sudah terkoreksi
(berdasarkan Pasal C.6.6 Dampak
dan Persetujuan atau Penetapan)
atau dalam hal Penetapan
merupakan penolakan dan Klaim,
dalam 28 han sejak batas waktu
Penetapan didalam Pasal C.E.5
[Batas Waktu] telah dilewati; dan

(d) Setelahnya, Para PFhak dapat
meneruskan proses Penyelesaian
Sengketa

Jika sebuah Pernyataan Ketidakpuasan

diberikan oleh salah satu Fihak dalam

waktu 28 han kalender seperti yvang
dinyatakan dalam butir (c) diatas,

Penetapan Konsultan dianggap telah

diterima oleh kedua belah Fihak dan

bersifat final dan mengikat bagi Para

Fihak.

Jika pthak yang merasa tidak puas

hanya tidak puas dengan sebagian saja

darn Penetapan Konsultan:

(1) Bagian~bagian vang dirasa tidak
puas dinyatakan dengan jelas dalam
Pernyataan Ketidakpuasan,

(1) Bagian~bagian ini, dan bagian lain
dart  Penetapan wyang  telah
terdampak oleh bagian tersebut
atau bergantung pada bagian
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tersebut untuk penyelesalannya,
akan dianggap dapat dipisah dan
sisa bagian Penetapan; dan

(111) Sisa bagian dan Penetapan meryadi
final dan mengikat bagi Para Fihak
seperti tidak dikeluarkan
Pernyataan Ketidakpuasan,

C.6.74 Dalam hal salah satu Phak gagal
memenuhi  kesepakatan Para Pihak
berdasarkan  ketentuan 11, atau
Penetapan  final dan  mengikat
Konsultan, pthak lain dapat tanpa
menciderai hak~hak lain yang dipunya,
mengajukan kegagalan tersebut
langsung kepada Arbitrase sesuai Pasal
U atau sesuai Prosedur Penyelesaian
Sengketa

Konsultan atau  Wakil Penyedia mungkin
memerlukan satu sama lain untuk menghadin rapat
manajemen untuk membahas pengaturan pekerjaan
kedepan dan/fatau permasalahan lain yang terkait
dengan pelaksanaan Pekerjaan.
Penyedia lain yang dimiliki oleh Pengguna Jasa,
otoritas umum danfatau perusahaan utilitas,
dan/fatau Subpenyvedia dapat menghadini rapat~
rapat yang dimaksud, jika diminta oleh Konsultan
atau Wakil Penvedia.
Konsultan harus menyimpan catatan/rekaman dan
setiap rapat manajemen dan menyediakan salinan
dan catatan/rekaman tersebut kepada pihak yang
hadir dan kepada Pengguna Jasa. Dalam rapat
tersebut, dan dalam catatan/rekaman, tanggung
jawab untuk setiap tindakan vang diambil sesuai
dengan ketentuan Kontrak.

Penyedia melaksanakan Pekemjaan sesuai dengan
Kontrak. Ketika selesai, Pekerjaan (atau Bagian
Pekerjaan, jika ada) harus mampu memenuhi
kegunaan yang ditetapkan, sebagaimana ditentukan
dan dyelaskan dalam Ketentuan Pengguna Jasa
(atau, ketika tidak ada kegunaan yang ditetapkan
dan dyelaskan, memenuhi tujuan umumnya.))
Penvedia harus menyediakan Instalast Mesin
(beserta suku cadangnya, jtka ada) dan Dokumen
Penyedia wang tercantum dalam Ketentuan
Pengguna Jasa, dan semua personel Manajenal
Penyedia, Barang, serta bahan habis pakai dan
barang-~barang lain dan layanan, baik yang bersifat
sementara atau permanen, yang dibutuhkan untuk
memenuhi kewajiban Penyedia didalam Kontrak
Pekerjaan ini termasuk pekenjaan yang dibutuhkan
untuk memenuhi Ketentuan Pengguna Jasa dan
Daftar~daftar, atau tercantum dalam Kontrak, dan
semua  pekemjaan  yang  (walaupun  tidak
dicantumkan dalam Kontrak) dibutuhkan untuk
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stabilitas  atau  untuk  penyelesaian, atau
pengoperasian yang aman dan sesuai  untuk
Pekerjaan.

Penyedia bertanggung jawab atas kecukupan,
stabilitas dan keselamatan seluruh Kegiatan di
Lokast dan semua metode konstruksi dan semua
Pekerjaan.

Penyedia harus, ketika diminta oleh Konsultan,
menyerahkan penncian dan  pengaturan dan
metode wang diajukan oleh Penyedia untuk
pelaksanaan Pekenjaan. Tidak boleh ada perubahan
mendasar terhadap pengaturan dan metode yang
dibuat tanpa diajukan terlebth dahulu kepada
Konsultan.

Penyedia harus mendapatkan (atas biaya sendiri)
Jaminan Pelaksanaan untuk pelaksanaan yang layak
sesual Kontrak, dalam jumlah dan mata uang yang
dinyatakan dalam Data Kontrak Jika nilainya tidak
tercantum dalam Data Kontrak, Pasal i tidak
berlaku

Kewajiban Penyedia

D221 Penyedia harus menyerahkan Jaminan

Pelaksanaan kepada Pengguna Jasa setelah

menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang dan

Jasa dan sebelum Penandatangan Kontrak, dan

harus menginmkan salinannya kepada Konsultan

Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh bank atau

institust dan negara (atau kewenangan lain) yang

disetujui oleh Pengguna Jasa dan dibuat sesuai
dengan format wvang diberikan dalam Dokumen

Pemilithan.

D222 Penyedia harus memastikan bahwa
Jaminan Pelaksanaan tetap sah dan
berlaku hingga penerbitan Berita Acara
Serah Terima Pertama dan Penvedia telah
memenuhi Pasal K10 [Pembersihan
Lokasi]. Apabila Jaminan Pelaksanaan
menyebutkan masa berlakunya, dan
Penyedia belum berhak menerima
Sertifikat Penvelesaian dalam waktu 28
han kalender setelah berakhirnya tanggal
tersebut, Penyedia harus memperparnjang
masa berlaku Jaminan Pelaksanaan
hingga diterbitkannya Berita Acara Serah
Terima Pertama pekenjaan dan Penyedia
telah memenuhi Pasal K. 10 [Pembersithan
Lokasi]

D223 Apabila Vanasi dan/fatau penyesuaian
terjadi sesuar Pasal M [Vanasi dan
Penyesuatan] menghasilkan penambahan
atau pengurangan Harga Kontrak lebih
dari 10% dari Harga Kontrak awal maka:
(a) Dalam hal tenjadi penambahan

tersebut, Pengguna Jasa meminta
Penvedia untuk segera menambah
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jumlah Jaminan Pelaksanaan dalam
mata uang sesuar  akumulast
persentase penambahan. Jika
Penyedia mengeluarkan Biaya akibat
permintaan Pengguna Jasa ini, Pasal
M [Vanast akibat Instruksi] harus
berlaku sebagaimana penambahan
dalam hal temadi pengurangan,
berdasarkan persetyjuan Pengguna
Jasa, Penyedia dapat mengurangi
Jjumlah Jaminan Pelaksanaan dalam
mata wuvang sesuar  akumulasi
persentase pengurangan.

D.2.3 Klaim terhadap Jaminan Pelaksanaan

Pengguna Jasa tidak boleh membuat
klaim atas Jaminan Pelaksanaan, kecuali
atas sejumlah vang yang memenang
menjadi hak Pengguna Jasa sesuai
Kontrak apabila terjadi:

D.2.3.1

(a)

b

(c)

Y

(e)

kegagalan Penyedia untuk
memperparjang keabsahan dan
Jaminan Pelaksanaan, sebagaimana
dyelaskan dalam pasal ini, yang
dalam hal demikian Pengguna Jasa
dapat mengklaim nilai penuh (atau
dalam hal telah terjadi pengurangan,
nilai  penuh wyang tersisa) dan
Jaminan Pelaksanaan;

kegagalan Penyedia untuk membayar
Pengguna Jasa seumlah nilai,
sebagaimana disepakati atau
ditetapkan  melalut  Pasal C.6
[Persetujuan atau Penetapan] atau
disepakati atau ditetapkan melalui
Pasal U [Sengketa dan Arbitrase],
dalam 42 han setelah tanggal
disepakati atau ditetapkan atau sesuat
Prosedur Penyelesaian Sengketa atau
putusan Arbitrase (sesuai dengan
peruntukannya);

kegagalan Penyedia untuk
memperbaiki suatu keadaan yang
dinyatakan dalam Pemberntahuan
melalut Pasal O.1 [Pemberitahuan
untuk Perbaitkan] dalam 42 han
kalender atau batas waktu lain (jika
ada) yang dinyatakan dalam
Pemberitahuan;

keadaan wyang  memungkinkan
Fengguna Jasa untuk memutus
Kontrak melalut Pasal O [Pemutusan
oleh Pengguna Jasal, terlepas apakah
Pemberitahuan pemutusan sudah
diberikan, atau

Jika dalam Pasal K.5 [Perbaikan atas
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Pekerjaan yang Cacat Mutu Keluar
Lokasi], Penyedia memindahkan
Instalast Mesin yang cacat atau rusak
dant  Lokasi, kegagalan Penyedia
untuk memperbaiki Instalast Mesin
tersebut, mengembalikannya ke
Lokasi, memasang kembali dan
melakukan pengujian hingga tanggal
kadaluwarsa sesuai dengan durasi
vang relevan vang dinyatakan dalam
Pemberitahuan Penyedia (atau
tanggal lain yang disetuyyui oleh
Fengguna Jasa).

D.2.3.2 Pengguna Jasa harus mengganti rugi dan
membebaskan Penyedia dan segala
kerusakan, kerugian dan pengeluaran
(termasuk biaya dan pengeluaran vang
sah) wang ternjadi  akibat klaim
berdasarkan Jaminan Pelaksanaan yang
tidak boleh diklaim oleh Pengguna Jasa.

D.2.33 Jumlah berapapun yang diterima oleh
Pengguna Jasa yang diterima berasal dan
Jaminan Pelaksanaan akan dihitung
dalam:

(a) Berita Acara Pembayaran Akhir
sesuai Pasal [Penerbitan Berita Acara
Pembayaran Akhir], atau

(b) Jika Kontrak diputuskan,
pembavaran  terhadap Penyedia
sesuai Pasal O.3 [Pembayaran setelah
Pemutusan akibat kesalahan
Penyedia], Pasal O.6 [Pembayaran
setelah Pemutusan atas keinginan
Pengguna  Jasal, Pasal P2
[Pembayaran setelah Pemutusan oleh
Penyedia], Pasal R.5 [Pemutusan
Opsional], atau Pasa R.6 [Pembebasan
dan Pelaksanaan berdasarkan
hukum] (sesuai kebutuhan)

D.2.4 Pengembalian Jaminan Pelaksanaan

D241 Pengguna Jasa mengembalikan Jaminan
Pelaksanaan kepada Penyedia:

(a) dalam 21 han kalender setelah
penerbitan Berita Acara Serah Terima
Pertama  dan  Penyedia  telah
memenuhi Pasal K11 [Pembersihan
Lokasi], atau

(b) Segera setelah tanggal pemutusan
Kontrak jika Kontrak diputuskan
sesuai dengan Pasal O.6 [Pemutusan
akibat keinginan Pengguna Jasal,
Pasal P.2 [Pemutusan oleh Penyedia],
Pasal R.5 [Pemutusan Opsional] atau
Pasal RE [Pembebasan  dan
Pelaksanaan berdasarkan hukum]
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D.3.E

D.3.7

-202-

Penvedia menunjuk Wakil Sah Penyedia dan
memberikan kewenangan yang dibutuhkan untuk
bertindak atas nama Penyedia sesuai Kontrak,
kecuali untuk mengganti Wakil Sah Penyedia.
Wakil Sah  Penyedia memiliki  kualifikasi,
pengalaman dan kompetensi dalam bidang disiplin
keteknikan sesuat dengan kebutuhan Pekerjaan dan
lancar berkomunikasi dalam bahasa yang
ditentukan dalam Pasal A.4 [Hukum dan Bahasal].
Kecuali Wakil Sah Penyedia ditentukan dalam
Kontrak, Penyedia wajib, sebelum Tanggal Mulai
Kerja, menyerahkan kepada Konsultan untuk
persetujuan, nama dan data pendukung dar orang
vang diajukan oleh Penyedia untuk ditunjuk sebagat
wakil sah Penyvedia. Apabila persetujuan ditahan
atau setelah 1tu ditolak, atau jika orang yang
ditunyuk  gagal bertindak sebagai wakil sah
penyedia, Penyedia dengan cara yang sama
menyvampatkan nama dan data pendukung orang
vang sesuat untuk penugasan tersebut

Jika Konsultan dalam waktu 28 han kalender
setelah menerima pengajuan ini, tidak menerbitkan
Pemberitahuan kepada Penyedia untuk menolak
usulan orang atau penggantinya, Konsultan
dianggap telah memberikan persetujuan.

Penyedia tanpa persetujuan terlebth dahulu dan
Konsultan, dilarang mencabut penunjukan wakil
sah Penvedia atau menunjuk pengganti (kecuali
wakil sah penvedia tidak dapat bertindak
diakibatkan kematian, sakit atau pengunduran din,
dalam hal ini penunjukannya dianggap telah
dicabut dengan keberlakuan langsung dan
penunjukan  pengganti  diberlakukan sebagat
penunjukan  sementara  sampai  Konsultan
memberikan persetujuan atas penggantian ini, atau
pengganti lain ditunjuk berdasarkan pasal in1.
Seluruh  waktu wvang dimiliki oleh Wakil sah
Penyedia harus digunakan untuk mengarahkan
Penyedia dalam melaksanakan Kontrak. Wakil sah
Penyedia bertindak untuk dan atas nama Penyedia
sepanjang waktu pelaksanaan Kontrak, termasuk
menerbitkan dan menerima segala Pembernitahuan
dan bentuk komunikasi lain sesuai Pasal 4.3
[Pemberitahuan dan Komunikast Lain] dan untuk
menerima instruksi sesuat dengan Pasal C4
[Instruksi Konsultan]

Wakil sah Penyedia harus berkantor di Lokast
sepanjang waktu pelaksanaan pekerjaan. Jika Wakil
sah Penyedia sementara absen dani Lokasi selama
pelaksanaan Pekerjaan, harus ditunjuk pengganti
sementara yang sesuai, dan menungggu persetujuan
dan Konsultan.

Wakil sah Penyedia dapat mendelegasikan kuasa,
fungsi dan kewenangan kecuali:

(a) kewenangan untuk  menerbitkan dan
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menerima  Pemberitahuan dan  bentuk
komunikasi lain sesuai Pasal [Pemberitahuan
dan bentuk komunikasi lain]; dan

(b) kewenangan untuk menerima instruksi sesuai
Pasal C.4 [Instruksi Konsultan] kepada orang
vang kompeten dan berpengalaman dan
delegasi  tersebut sewaktu~waktu dapat
dicabut. Setiap pendelegasian atau
pencabutan tidak akan berdampak sebelum
Konsultan menerima Pembenitahuan dan
wakil sah Penyedia, menyatakan nama,
menjelaskan  kekuasaan, fungst  dan
kewenangan yvang didelegasikan atau dicabut,
dan menyatakan waktu dan pendelegasian
atau pencabutan

Setiap orang yang dimaksud harus menguasai

bahasa komunikast sebagaimana tercantum dalam

Pasal 4.4 [Hukum dan Bahasa)

Penyedia tidak boleh mensubkontrakkan:

(a) pekenjaan dengan total akumulasi nilai lebith
besar dan persentase dan nilai kontrak yang
dinyatakan dalam Data Kontrak (jika tidak
dinyatakan, menjadi keseluruhan nilai
Kontrak)

(b) bagian pekerjaan yang tidak diperbolehkan
untuk disubkontrakkan sesuai Data Kontrak;

Penyedia bertangsung jawab atas pekerjaan semua
subpenyedia, untuk mengendalikan dan
mengkoordinasi seluruh  pekerjaan subpenyedia,
kesalahan subpenyedia, setiap tindakan atau
kesalahan Subpenyedia, atas agen atau Pegawai
subpenyedia, seperti hal tersebut adalah tindakan
atau kesalahan Penyedia

Penyedia harus mendapatkan persetujuan terlebih

dulu dan Konsultan bagi seluruh subenyedia yang

diusulkan, kecualt:

(a) pemasok matenial; atau

(b) subpenvedia yang sudah disebutkan dalam
Data Kontrak dan diusulkan dalam Dokumen
Penyedia,

Ketika Penyedia diwajibkan untuk mendapatkan

persetuyjuan terlebith dahuluy dan Konsultan bagt

Subpenyedia yang diusulkan, Penyedia

menyerahkan nama, alamat, data pendukung dan

pengalaman terkait dart Subpenyedia tersebut dan
pekenjaan vang hendak di subkontrakkan kepada

Konsultan beserta informast lain yang secara wajar

dibutuhkan oleh Konsultan. Jika Konsultan tidak

memberikan respon dalam waktu 14 han kepa
setelah menerima pengajuan ini (atau jika informasi
tambahan diminta), dengan menerbitkan

Pemberitahuan  menolak  Subpenyedia yang

diusulkan, Konsultan dianggap telah membenkan

persetujuan.

Penyedia harus menerbitkan Pemberitahuan kepada
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Konsultan dalam waktu paling singkat 28 han kenja
sebelum tanggal mulai kerja setiap Subpenyedia dan
dan pelaksanaan pekerjaan tersebut di Lokasi.

Penyedia harus, sebagaimana tercantum dalam
Ketentuan Pengguna Jasa atau

sebagaimana

diperintahkan oleh Konsultan, bekerjasama dengan
dan membent kesempatan untuk melaksanakan

(a) personel Pengguna Jasa,

lain wyang dipekenjakan oleh

Pengguna Jasa; dan

(c) Personel dan intitusi publik yang sah dan
perusahaan utilitas swasta,
Yang kemungkinan dipekerjakan dalam
melaksanakan, di dalam atau di sekitar Lokasi,
pekenjaan yang tidak termasuk di dalam
Kontrak. Kemungkinan tersebut termasuk
penggunaan peralatan Penyedia, Pekerjaan
Sementara, pengaturan akses yang memnjadi
tanggung jawab Penyedia, dan/atau fasilitas
atau layanan lainnya di Lokasi.

Penyedia bertanggungjawab terhadap aktivitas

pembangunan di Lokasi, dan mengerahkan semua
upaya vang layak untuk mengkoordinasi aktivitas
tersebut dengan Penyedia Lain (apabila ada) yang
disebutkan dalam Ketentuan Pengguna Jasa atau
sebagaimana diinstruksikan oleh Konsultan.

Jika Penyedia mengalami penundaan dan/atau

mengeluarkan biaya akibat dart instruksi pada Pasal

batas (ika ada) kemasama dan

pemberian kesempatan serta koordinasi tidak dapat
diperkirakan sesuai dengan Ketentuan Pengguna
Jasa, Penyedia berhak atas Pasal T.2 [Klaim untuk
Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu] atas
Perpanjangan Waktu dan/atau pembayaran atas
Biaya ditambah Keuntungan.

D5 KerjaSama D51
pekerjaan kepada:
(b) Penvedia
D52
B )
ini, sampat
D.6. PemasanganTanda-tanda D.E.1

Batas

Penyedia harus memasang memasang tanda-~tanda
batas Pekerjaan sesuai dengan Pasal B.S5 [Data

Lokasi dan Titik Referenst]

D.E.2 Akurasi

D.6.2.1 Penyedia berkawiban untuk, antara lain:
(a) memverifikast keakuratan dan titik~

(b)
(c)

Y

D.6.3 Kesalahan

tittk  referenso sebelum digunakan
untuk Pekerjaan,

dengan segera menvampaikan hasil
setiap verifikast kepada Konsultan,
memperbaiki semua kesalahan posisi,
ketinggian, ukuran atau jalur dan
Pekerjaan, dan

bertanggungjawab atas ketepatan
posist semua bagian Pekerjaan.

D.6.3.1 Jika Penyedia menemukan suatu kesalahan
pada salah satu titik referensi, Penyedia

menerbitkan

Pemberitahuan  kepada
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Penyedia dengan menggambarkan

kesalahan tersebut, dengan:

(a) dalam periode yvang dinyatakan pada
Data Kontrak (ika tidak dinyatakan,
dalam 28 har) terhitung sejak Tanggal
Mulai  Kerja, jika titik referensi
tersebut dyjelaskan dalam Ketentuan
Pengguna Jasa, atau

(b) sesegera mungkin setelah menerima
titik~titik referensi, jika titik tersebut
diterbitkan oleh Konsultan dalam Pasal
[Data Lokast dan Titik Referensi]

D.6.4 Persetujuan atau Penetapan dan upaya perbaikan,

(c)

keterlambatan, dan/atau biaya

D.E4.1 Setelah menerima Pemberitahuan dan
Penyedia sesuai pasal [Kesalahan],
Konsultan bertindak sesuat  Pasal
[Persetuyjuan atau Penetapan] untuk

menyepakati atau menetapkan:
(a) apakah benar atau tidak tenjadi
kesalahan pada titik~titik referensi,
(b) apakah benar atau tidak
(mempertimbangkan biaya dan
walktu) Penyedia yang
berpengalaman dengan kehati~
hatian akan dapat menemukan

kesalahan tersebut ketika:
1. ketika memenksa Lokast dan
Ketentuan Pengguna  Jasa

sebelum menyampaikan
Dokumen Penawaran,
1. ketika meneliti Ketentuan

Pengguna Jasa sesuai ketentuan
Pasal [Kewajiban Desain Umum],
jika titik~titik referenst
disebutkan  dalam  Ketentuan
Pengguna Jasa dan
Pemberitahuan Penyedia
diterbitkan  setelah  melewati
masa waktu yang dinyatakan
dalam Pasal ini.

tindakan wang diperlukan (bila ada) yang

dibutuhkan Penyedia untuk memperbaiki kesalahan

tersebut,

(dan, sesuai tujuan Pasal C.6.5 [Batas Waktu], tanggal

dimana Penyedia menenima  Pembentahuan
Penvedia sesuai Pasal D.E.3 [Kesalahan] akan
meryadi tanggal mulai dan batas waktu untuk
persetujuan sesuat Pasal C.6.5 [Batas Waktu]
D.64.2 Jika,berdasarkan huruf b diatas, Penyedia
vang berpengalaman tidak akan dapat
menemukan kesalahan tersebut maka:
(a) Pasal M [Vanast akibat Instruksi]
berlaku  bagi  tindakan  vang
diperlukan Penyedia (ika ada), dan
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(@)

D.7.2

D.7.3
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(b) Jika Penyedia mengalami penundaan
danfatau  mengeluarkan  Biaya
sebagai  akibat dan  kesalahan
tersebut, Penyedia berhak sesuai
Pasal [Klaim Pembayaran dan/atau
Perpanjangan Walktu] untuk
menerima Perpanjangan  Waktu
danfatau pembavaran berbentuk
biaya plus keuntungan.

Penyedia wajib:

(a) mematuhi seluruh Undang~undang kesehatan
dan keselamatan yang berlaku;

(b) mematuhi seluruh kewajiban kesehatan dan
keselamatan yang disebutkan didalam Kontrak,

(c) memenuhi seluruh penintah yang dikeluarkan
oleh Petugas Kesehatan dan Keselamatan
Penyedia (yang ditunjuk melalui  Pasal
[Kesehatan dan Keselamatan Personel]

(d) memelihara kesehatan dan keamanan semua
personel yang berhak berada di Lokasi dan
tempat lain (ika ada) dimana Pekerjaan
dilaksanakan,

(e) menjaga Lokasi, Pekerjaan (dan lokasi lain (ika
ada) dimana Pekerjaan dilaksanakan) bebas
dan gangguan vang tidak diperlukan demi
menghindarkan personel tersebut dan bahaya,

() menyediakan pagar, pencahayaan, akses yang
aman, penjagaan dan pengawasan atas:

(1) Pekerjaan, sampait Pekerjaan
diserahterimakan sesuai ketentuan Pasal ]
[Serah Terima kepada Pengguna Jasa] dan;
(1) bagian Pekepjaan dimana Penyedia
memiliki pekenjaan vang belum selesai
atau melakukan perbaikan cacat mutu
selama Masa Pemeltharaan; dan
menyediakan Pekenjaan Sementara (termasuk jalan
mobil, jalan untuk pealan kaki, pengaman dan
pagar) yang mungkin  diperlukan  untuk
pelaksanaan Pekerjaan, dan untuk keperluan dan
perlindungan publik dan pemilik dan penghuni
lahan dan properti yang bersebelahan

Dalam jangka waktu 2 1 hant kalender sejak Tanggal

Mulai Kerja dan sebelum melaksanakan pekerjaan

di  Lokasi, Penyedia menyampaikan kepada

Konsultan terkait informast manual kesehatan dan

keselamatan yang telah dipersiapkan secara spesifik

untuk Pekerjaan, Lokasi dan tempat lain (ika ada)
dimana Penyedia bermaksud untuk melaksanakan

Pekerjaan. Manual in1 harus ditambahkan kedalam

persyaratan dokumen lain yang dibutuhkan

berdasarkan peraturan Kesehatan dan Keselamatan
serta Undang~Undang.

Manual kesehatan dan keselamatan wajib

mencantumkan semua persyaratan kesehatan dan

keselamatan yang meliputi:
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(a) ditetapkan dalam Ketentuan Pengguna Jasa,
(b) memenuhi seluruh kewajiban Kesehatan dan
Keselamatan Penyedia sesuai Kontrak; dan
(c) yang dibutuhkan untuk menyediakan dan

meryaga lingkungan vang sehat dan aman bagt
seluruh Personel yang berhak untuk berada di
Lokast dan tempat lain (ika ada) dimana
Pekerjaan sedang dilaksanakan.
Manual ini harus direvist sesuai keperluan oleh
Penyedia atau Petugas Kesehatan dan Keselamatan
Penyvedia, atau pada saat permintaan wajar dan
Konsultan. Setiap revist dam manual harus
diserahkan sesegera mungkin kepada Konsultan.
Sebagai tambahan dari ketentuan kewajiban
pelaporan yvang diatur dalam Pasal D.23 [Laporan
Kemajuan Pekerjaan|, Penyedia harus menyerahkan
kepada Konsultan terkait detail kecelakaan sesegera
mungkin setelah kejadian dan, dalam kasus dimana
kecelakaan menimbulkan cidera serius atau
kematian,  wajtb  membenitahu  Konsultan
secepatnya.
Penyedia harus, sebagaimana disebutkan dalam
Ketentuan Pengguna Jasa dan sebagaimana diminta
oleh Konsultan, menyimpan catatan dan membuat
laporan (untuk memenuhi ketentuan Peraturan
perundang~undangan terkait Kesehatan dan
Keselamatan serta Undang~undang).
Sistem Manajemen Mutu
D811 Penyedia harus mempersiapkan dan

mengimplementasikan Sistem
Manajemen Mutu untuk
mendemonstrasikan kepatuhan

terhadap persyaratan Kontrak. Sistem

Manajemen Mutu harus dipersiapkan

spesifik  untuk Pekenjaan 11 dan

diserahkan kepada Konsultan dalam
waktu 28 han kalender setelah Tanggal

Mulai Kerja. Setelah itu, ketika Sistem

Manajemen Mutu diperbaharui atau

direvisi, Salinan disampaikan sesegara

mungkin kepada Konsultan.

D812  Sstem Manajemen Mutu harus sesuat
dengan persyaratan vang dinyatakan
dalam Ketentuan Pengguna Jasa (ika
ada) dan melampirkan prosedur:

(a) untuk memastikan bahwa seluruh
Pemberitahuan dan bentuk
komunikasi lain sesuai Pasal 1.3
[Femberitahuan dan komunikasi
lain], Dokumen Penyedia, Catatan
pekerjaan terpasang  (as~built),
Pedoman Pengoperasian dan
Pemelitharaan, catatan~catatan
pendukung dapat ditelusun,
dengan penuh kepastian terhadap
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D&8.1.3

D814

D815

D.8.1.6

Pekerjaan, Barang, pelaksanaan,
kecakapan kena atau pengujian
vang terkait;

(b) untuk memastikan koordinast dan
manajemen vang memadai bagi
sarana interaksi antara tahapan
pelaksanaan Pekerjaan dan antara
subpenyedia, dan

(c) untuk penyerahan Dokumen
Penvedia kepada Konsultan untuk
Ditinjau.

Konsultan dapat meninjau Sistem

Manajemen Mutu dan memberikan

Pemberitahuan kepada Penyedia

menyatakan sejauh  mana sistem

tersebut tidak mematuhi Kontrak.

Dalam 14 hant kalender setelah

menerima Pembernitahuan ini, Penyedia

harus menvisi Sistem Manajemen Mutu
untuk memperbaiki  ketidaksesuaian
tersebut.  Jika  Konsultan  tidak
menerbitkan  Pembentahuan tersebut
daam waktu 21 han dan tanggal
penyerahan Sistem Manajemen Mutu,

Konsultan dianggap telah menerbitkan

Pemberitahuan Tidak Keberatan

Konsultan dapat sewaktu~waktu

menerbitkan Pembernttahuan kepada

Penyedia menyatakan sejauh mana

Penyedia gagal dalam menerapkan

secara tepat Sistem Manajemen Mutu

dalam pelaksanaan Penyedia sesuat

Kontrak. Setelah menerima

Pemberitahuan ini, Penyedia sesegera

mungkin  memperbatki  kegagalan

tersebut

Penvedia harus menjalankan audit

internal bagi Sistem Manajemen Mutu

secara berkala, dan paling sedikit sekali
tiap 6 bulan. Penyedia menyerahkan
kepada Konsultan laporan yang
meryabarkan hasil dan setiap audit
internal dalam 7 han kalender setelah

audit selesai. Tiap laporan harus
melampirkan, dimana sesuai, usulan
tindakan umtuk
meningkatkan/memperbaiki Sistem
Manajemen Mutu dan/atau
implementasinya.

Jika Penyedia diminta oleh sertifikasi
penjaminan mutu  Penyedia untuk
melakukan audit eksternal, Penyedia
harus segera menerbitkan
Pemberitahuan  kepada  Konsultan
menyjelaskan kegagalan yang
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didentifikasi oleh audit eksternal. Jika
Penyedia ber~KSO, Kewajiban ini
berlaku untuk tiap anggota KSO.

Sistem Venifikasi Kepatuhan

D821 Penyedia harus menyiapkan dan
mengimplementasikan Sistem Vernfikasi
Kepatuhan untuk mendemonstrasikan
bahwa rancangan, bahan, bahan dan
Pengguna Jasa (jika ada), Instalast
Mesin, pelaksanaan dan kecakapan
kerja memenuhi seluruh aspek Kontrak

D822  Sstem Venfikasi Kepatuhan harus
sesuai dengan rincian yang dinyatakan
dalam Ketentuan Pengguna Jasa (ika
ada) dan melampirkan metode untuk
melaporkan hasil dan seluruh inspeksi
dan pengujian yang dilaksanakan oleh

Penyedia.
Dalam hal temadi inspeksi atau
pengujian mengidentifikasi

ketidakpatuhan terhadap Kontrak, Pasal
G.5 [Cacat Mutu dan Penolakan]
berlaku.

D.823 Penyedia harus menyiapkan dan
menyerahkan kepada Konsultan satu set
lengkap dan dokumentasi wvernifikast
kepatuhan untuk Pekerjaan atau Bagian
Pekerjaan (apabila ada), terkumpul dan
tersusun rapi sesuai dengan ketentuan
di Ketentuan Pengguna Jasa, atau jika
tidak ditentukan disana, dalam bentuk
vang dapat diterima oleh Konsultan.

Ketentuan Umum

D.83.1 Kepatuhan terhadap Sistem Manajemen
Mutu  danfatau  Sistem  Venfikasi
Kepatuhan tidak membebaskan
Penyedia dan tugas, kewajiban atau
tangggung jawab sesuai atau terkait
dengan Kontrak.

Penyedia bertanggung jawab menerjemahkan
seluruh data yang dirujuk sesuai ketentuan Pasal
[Data Lokasi dan Titik~titik Referenst]

Sejauh dapat diterapkan (dengan
mempertimbangkan biaya dan waktu), Penyedia
dianggap telah memperoleh seluruh informasi
vang diperlukan berkaitan dengan risiko, upaya
pencegahan dan keadaan lain yang dapat
mempengaruhi atau membent dampak terhadap
Penawaran atau Pekerjaan. Sebatas hal yang sama
Penyedia dianggap telah menginspeksi dan
memeriksa Lokast, sekitarnya, dan data~data di
atas serta informasi lainnya yang ada, dan telah
merasa puas sebelum menyampaikan Penawaran
sehubungan dengan semua hal~hal yang relevan
untuk pelaksanaan Pekerjaan, termasuk di
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D.10. Kecukupan Nilai Kontrak
yang Disetuju

D.11. Kondisi Fisik yang Tidak

Da pat Diperkirakan
Sebelumnya

D.10.1

D.10.2

D.11.1

D.11.2
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antaranya:

(a) wuud dan sifat Lokasi, termasuk kondisi
dibawah permukaan tanah,

(b) kondist hidrologi dan klimatologi, serta
dampak dan kondisi tklim di Lokas,

() ukuran dan sifat pekenjaan dan Barang vang
diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan,

(d) Undang~undang, prosedur dan praktik~
praktik ketenagakerjaan dan Negara tersebut,
dan

(e) Persyaratan Penyedia untuk akses, akomodast,
fasilitas, personel, listrik, transportasi, air dan
layanan utilitas lainnya.

Penyedia dianggap:

(a) telah puas terhadap kebenaran dan
kecukupan Nilai Kontrak vang Disetujut, dan

(b) telah mendasarkan Nilai Kontrak wyang
Disetujui pada data, penafsiran, informasi
vang diperlukan, inspeksi, pemeriksaan dan
kepuasan terhadap semua hal~hal yang
relevan yang dirujuk dalam Pasal 4.10 [Data
Lokasi].

Kecuali dinyatakan lain dalam Kontrak, Nilai

Kontrak vang Disetujui meliputi semua kewajiban

Penyedia di bawah Kontrak dan semua hal vang

diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai

dengan ketentuan Kontrak

Dalam Pasal ini, “kondisi fisik” berarti kondisi

fisik alamiah dan gangguan fisik (alami maupun

buatan manusia) dan polutan, yang ditemui oleh

Penyedia di Lokast saat melaksanakan Pekerjaan,

termasuk  kondist  hidrologis dan  bawah

permukaan tanah, namun tidak termasuk kondisi
klimatologis di Lokast dan dampak dan kondisi
klimatologis tersebut.

Pemberitahuan Penyedia

D11.2.1 Setelah menemukan kondisi fisik

tersebut,  Penyedia  menerbitkan
Pembenitahuan kepada Konsultan,
vang akan:

(a) dibertkan sesegera mungkin dan
dalam waktu wvang cukup agar
Konsultan memiliki kesempatan
untuk menginspeksi dan
menginvestigast  kondisi  fisik
sesegera mungkin dan sebelum
kondist tersebut terusik;

(b) menjelaskan kondisi fisik tersebut,
sehingga bias diinspeksi dan/atau
diinvestigast sesegera mungkin
oleh Konsultan;

(c) menentukan alasan Penyedia
mengananggap  kondisi  fisik
tersebut sebagai Tidak dapat
diperkirakan sebelumnya;
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(d) menjelaskan sifat dimana kondisi
fistk 11 akan memiliki dampak
buruk terhadap kemajuan
pekenjaan danfatau peningkatan
Biaya dan pelaksanaan Pekerjaan.

Inspeksi dan Investigasi Konsultan

D.11.3.1 FKonsultan harus menginspeksi dan
memeriksa kondisi fisik paling lambat
dalam 7 han kalender, atau waktu lain
vang disepakatt dengan Penyedia,
setelah  menerima  Pembentahuan
Penyedia

D.11.3.2 Penyedia akan terus melanjutkan
pelaksanaan Pekerjaan, menggunakan
tindakan vang tepat dan masuk akal
sebagaimana diperlukan untuk kondist
fistk tersebut dan memampukan
Konsultan untuk menginspeksi dan
menginvestigasi hal tersebut.

Instruksi Konsultan

D.11.4.1 Penyedia harus memenuhi seluruh
instruksi  yang mungkin diberikan
Konsultan untuk menangani kondist
fistk tersebut, dan jika instruksi
tersebut mengandung Variasi, Pasal
[Vanast akibat Instruksi] diberlakukan

Keterlambatan dan/ atau Biaya

D.11.51 Dalam hal dan sampai keadaan
dimana Penvedia mengalami
penundaan dan/atau menimbulkan
Biaya akibat kondisi fistk 11, sesuat
dengan ketentuan diatas, Penyedia
berhak atas Pasal T.2 [Klaim untuk
Pembayaran dan/atau Perpanjangan
Waktu] terhadap Perpanjangan Waktu
dan/atau Pembayaran atas Biaya
tersebut.

Persetujuan atau Penetapan terhadap Penundaan

dan/atau Biaya

D.11.6.1 Persetujuan atau penetapan, sesua
Pasal [Persetujuan atau penetapan dan
Klaim] dan klaim apapun sesuai Pasal
D.11.5 [Keterlambatan dan/atau
Biaya] harus mempertimbangkan
apakah dan (oleh karenanya) sebatas
apa kondist fisik tersebut Tidak dapat
diduga sebelumnya.

D.11.6.2 FKonsultan dapat menimyau apakah
kondisi fisik lainnya pada bagian~
bagian Pekerjaan yang serupa (jika
ada) lebith baik daripada yang dapat
diperkirakan secara wajar sejak
tanggal penyerahan Penawaran. Jika
dan sejauh kondisi fistk yang lebih
baik tersebut ditemukan, Konsultan
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D.12. Hak Penggunaandan

Fasilitas

D.13. Pencegahan Gangguan

D.14. Jalur Akses

D.12.1

D.12.2

D.13.1

D.13.2

D.14.1

D.14.2
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dapat memperhitungkan pengurangan
Biaya yang ternjadi akibat kondisi ini
dalam menghitung Biaya tambahan
untuk disetujui atau ditetapkan sesuai
ketentuan Pasal ini. Akan tetapi, total
dampak dan semua penambahan dan
pengurangan akibat Pasal i tidak
boleh menjadi pengurangan bersih
dalam Harga Kontrak

D.11.6.3 Konsultan dapat mempertimbangkan

semua bukti  kondisi fistk yang
diperkirakan sebelumnya oleh
Penyedia saat menyerahkan
Penawaran, dimana Penyedia dapat
mengikutsertakan data pendukung
untuk Klaim sesuai ketentuan Pasal
[Klaim terinci], namun tidak terikat
oleh bukti~bukti tersebut.

Penyedia harus menanggung seluruh biaya dan

pungutan untuk hak penggunaan jalan khusus

dan/atau sementara yang mungkin diperlukan
bagi tujuan Pekerjaan, termasuk yang digunakan
untuk akses ke Lokast.

Penyedia juga harus, dengan nsiko dan biaya

sendini, menanggung setiap tambahan fasilitas

diluar Lokasi yang mungkin dibutuhkan dalam
pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia tidak boleh menimbulkan gangguan

vang tidak perlu atau tidak patut terhadap:

(a) kenyamanan umum, atau

(b) Akses ke~ atau untuk penggunaan dan
penguasaan seluruh jalan dan jalan setapak,
tidak terbatas apakah itu jalan umum atau
milik Pengguna Jasa atau yang lainnya)

Penyedia harus membayar ganti rugt dan

membebaskan Pengguna Jasa terhadap dan dan

segala kerusakan, kerugian, dan pengeluaran

(termasuk ongkos dan biava legal) wyang

diakibatkan oleh gangguan yang tidak perlu atau

tidak patut tersebut.

Penyedia dianggap telah menyetujui, pada saat

pemasukan Penawaran, terhadap kelayakan dan

ketersediaan jalur akses menuju Lokasi. Penyedia
harus melakukan upaya yang diperlukan untuk
mencegah kerusakan terhadap setiap jalan atau
jembatan akibat lalu lintas Penyedia atau akibat

Personel Penyedia. Upaya 11 termasuk

penggunaan kendaraan (mematuhi aturan hukum

terkait beban dan lebar kendaraan (jika ada)

Kecuali dinyatakan lain didalam Kontrak:

(a) Penyedia harus (antara Para PFhak)
bertanggung jawab atas pemeliharaan yang
mungkin diperlukan atas penggunaan jalur
akses;

(b) Penyedia harus menyediakan semua marka~
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marka dan petunyuk wvang diperlukan
sepanjang jalur akses, dan harus memperoleh
1zin yang mungkin dibutuhkan dan pthak
berwenang terkait penggunaannya atas jalur,
marka, dan petunjuk;

(¢) Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab atas
klaim apa pun yang mungkin timbul dan
penggunaan atau lainnya dan jalur akses;

(d) Pengguna Jasa tidak menjamin kelayakan dan
ketersediaan jalur akses khusus, dan

(e) Biaya karena ketidaklayakan atau tidak
tersedianya jalur akses, untuk digunakan oleh
Penyedia, harus ditanggung oleh Penyedia,

Terbatas pada ketidaklayakan atau

ketidaktersediaan jalur akses yang diakibatkan

dan perubahan jalur akses oleh Pengguna Jasa
atau pthak ketiga setelah Penawaran, dan sebagai
akibatnya Penyedia mengalami Penundaan
dan/atau mengeluarkan Biaya, Penyedia berhak
sesuai ketentuan Pasal T.2 [Klaim Pembayaran
dan/atau Perpanjangan Waktu] untuk

Perpanjangan Waktu dan/atau pembayaran Biaya

tersebut.

Penyedia wajib:

(a) menerbitkan Pemberitahuan kepada
Konsultan paling lambat 21 han kalender
sebelum tanggal dimana Instalast Mesin atau
bagian utama Barang lain akan diangkut ke
Lokast,

(b) bertanggung jawab atas pengepakan,
pemuatan, pengangkutan, penerimaan,
penurunan, penyimpanan dan perlindungan
atas seluruh Barang-~barang dan barang lain
vang diperlukan untuk Pekerjaan

(c) bertanggung jawab atas persetuyjuan bea
cukal, izin, biaya, dan bea terkait impor,
pengangkutan dan penanganan, termasuk
seluruh kewajiban wyang dibutuhkan untuk
pengantaran ke Lokasi,

Mengganti kerugian dan membebaskan Pengguna
Jasa terhadap dan dan semua kerusakan, kerugian
dan  pengeluaran  (termasuk  biaya dan
pengeluaran yang sah) yang timbul dan impor,
pengangkutan dan penanganan semua Barang,
dan harus menegosiasikan dan membayar seluruh
klaim pthak ketiga vang muncul dan dan impor,
pengangkutan dan penanganan tersebut.

Penyedia harus bertanggung jawab atas semua

Peralatan Penyedia. Saat diantarkan ke Lokasi,

Peralatan Penyedia harus dianggap hanya

diperuntukkan untuk pelaksanaan Pekerjaan.

Penyedia tidak boleh memindahkan semua

peralatan~peralatan utama Penyedia dan Lokasi

tanpa 1zin dan  Konsultan. Akan tetaps,
persetujuan tidak diperlukan bagi kendaraan yang

www.peraturan.go.id



2020, No.98

D.16.2

D.17. Perlindungan Lingkungan D.17.1

D.18. Utilitas Sementara

D.19. Laporan Kemajuan
Pekerjaan

D.17.2

D.18.1

D.18.2

D.19.1
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mengangkut Barang atau Personel Penyedia di
luar Lokasi.
Sebagai tambahan atas Pemberitahuan sesuai Pasal
4.16 [Pengangkutan Barang], Penyedia harus
menerbitkan Pemberitahuan kepada Konsultan
terkait tanggal pengantaran Peralatan Utama
Penyedia ke Lokast. Pembenitahuan ini dilakukan
paling lambat 7 har kalender sebelum tanggal
pengantaran, mengidentifikasi Peralatan Penyedia
tersebut dimiliki oleh Penvedia atau Subpenyedia
atau orang lain, dan jika disewa atau sewa bell,
harus mengidentifikasi perusahaan sewa/sewa
belinya.
Penyedia harus mengambil langkah-~langkah yang
wajar untuk:
(a) perlindungan lingkungan (dalam dan luar
Lokast);
(b) memenuhi ketentuan dokumen dampak
lingkungan untuk Pekerjaan (jika ada); dan
(c) Membatast kerusakan dan gangguan kepada
orang dan harta milik akibat polusi,
kebisingan dan akibat lain dan pekerjaan atau
aktivitas Penyedia,
Penyedia harus menjamin bahwa emisi, buangan
di permukaan dan limpahan dan aktivitas
Penyedia tidak melebihi nilai yang dicantumkan
dalam Ketentuan Pengguna Jasa atau yang
ditentukan sebelumnya oleh Perundangan yang
berlaku
Penyedia harus, kecuali dinyatakan dibawah ini,
bertanggung jawab atas penyediaan seluruh
utilitas  sementara, termasuk listrik, gas,
telekomunikasi, air dan pelayanan lain yang
mungkin  dibutuhkan  untuk  pelaksanaan
Pekerjaan
Ketentuan dibawah ini hanya berlaku apabila
dinyatakan dalam FKetentuan Pengguna Jasa,
Pengguna Jasa menyediakan uwtilitas untuk
penggunaan Penvedia.
Penyedia jasa dapat menggunakan, untuk
kepentingan Pekerjaan, utilitas di Lokast yang
rinctan dan harganya ditentukan dalam Ketentuan
Pengguna Jasa. Penyedia harus, dengan risiko dan
biaya sendiri, menyediakan alat~alat yang
diperlukan untuk penggunaan layanan dan
pengukuran kuantitas yang dipakai. Alat~alat
vang digunakan untuk mengukur kuantitas yang
terpakai  harus mendapatkan  persetujuan
Konsultan. Kuantitas yang terpakai (jika ada)
sepanjang tap periode pembayaran harus diukur
oleh Penyedia, dan jumlah yang dibayarkan oleh
Penyedia untuk jumlah tersebut (sesuai harga
vang tertera pada Ketentuan
Laporan kemajuan bulanan, dalam format yang
ditentukan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (ika
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tidak dinyatakan, dalam format yang dapat

diterima oleh Konsultan), harus dipersiapkan oleh

Penyedia dan diserahkan kepada Konsultan. Tiap

Laporan kemajuan bulanan akan diserahkan

dalam satu rangkap dokumen asli, satu salinan

elektronik dan tambahan salinan dokumen (jika
ada) sesual ketentuan dalam Data Kontrak.

Laporan pertama harus mencakup periode hingga

akhir bulan kalender pertama setelah Tanggal

Mulai  Kerja. Setelah itu, laporan harus

disampaikan secara bulanan, paling lambat dalam

7 hari kalender setelah han terakhir di bulan pada

periode bersangkutan.

Pelaporan harus dilanjutkan sampai Tanggal

Penyelesaian Pekerjaan, atau jika ada pekerjaan

vang belum selesai yang dicantumkan dalam

Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan,

sampat pekerjaan yang belum selesai tersebut

diselesatkan. Kecuali dinyatakan lain dalam

Ketentuan Pengguna Jasa, tiap Laporan Kemajuan

Pekerjaan melampirkan:

(a) bagan, diagram dan penjelasan rinet dan
kemajuan, termasuk tiap tahapan desain,
Dokumen Penyedia, pengadaan, pembuatan,
pengiriman ke Lokasi,  pelaksanaan
konstruksi, pemasangan, pengujian (testing),
pengujian penggunaan (commisioning), dan
percobaan pengoperasian (trial operation)

(b) foto danfatau rekaman wideo wvang
menunjukkan  status  pembuatan  dan
kemajuan pekerjaan di Lokasi,

(c) untuk pembuatan bagian utama Instalasi
Mesin dan Bahan~bahan, nama pembuat,
lokasi pembuatan, persentase kemajuan dan
tanggal sesungguhnya atau tanggal perkiraan
dari:

1) dimulainya pembuatan,

(1) inspeksi Penyedia,

(1) pengujuan; dan

(1v) pengiriman serta kedatangan di Lokast,

(d) detil wang tercantum dalam Pasal F.10
[Dokumentasi/Catatan Penyedial;

(e) salinan dokumen manajemen mutu, laporan
inspeksi, hasil pengujian, dan dokumentasi
verifikasi kepatuhan (termasuk sertifikat
Matenal);

() daftar Vanasi, dan Pembentahuan yang
diterbitkan (oleh salah satu Fihak) sesuai
Pasal T.2.2 [Pembernitahuan Klaim],

(g) statistik kesehatan dan keselamatan, termasuk
rincian dan kejadian atau keadaan yang
berkaitan dengan aspek lingkungan dan
hubungan dengan masyarakat;

(h) perbandingan antara kemajuan aktual dengan
rencana, dengan rincian dan setiap kejadian
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D.20. Keamanan Lokasi

D.21. Operasi Penyedia di
Lokasi

D.22. Temuan Arkeologisdan
Geologis

D.13.3

D.20.1

D21.1

D21.2

D21.3

D.22.1
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atau keadaan vang dapat berdampak buruk
terhadap penyelesaian Pekerjaan sesuai
dengan Program dan Tanggal Penyelesaian
Pekerjaan, dan langkah-~langkah yang diambil
(dan atau akan) diambil untuk mengatasi
keterlambatan.

Namun, tidak ada yang tercantum dalam laporan

kemajuan pekerjaan yvang akan dianggap sebagai

Pemberitahuan sesuai dengan ketentuan ini.

Penyedia bertanggung jawab atas keamanan

Lokast dan:

(a) menjauhkan orang-~orang yang orang-~orang
vang tidak berwenang agar tidak memasuki
Lokast, dan
orang~orang vang berwenang dibatast pada
Personel Penyvedia dan Personel Pengguna
Jasa dan Personel~Personel lain yang
diberitahukan  sebagai personel wyang
duzinkan (termasuk personel Penyedia lain
di Lokasi), dengan Pembenitahuan dan
Pengguna Jasa atau Konsultan kepada
Penyedia

Penyedia harus membatasi kegiatannya terbatas di
Lokasi, dan terhadap wilayah tambahan yang
mungkin didapatkan Penyedia dan disetujui oleh
Konsultan sebagai wilayah kerja. Penvedia harus
mengambil langkah langkah wyang diperlukan
untuk menjaga Peralatan dan Personel Penyedia
tetap di dalam Lokasi dan wilayah tambahan ini,
dan untuk menjauhkan mereka dan lahan yang
bersebalahan dengan Lokasi.

Setiap waktu, Penyedia membersithkan Lokasi dan

semua hambatan yang tidak perlu, dan harus

menyimpan atau memindahkan dan Lokasi setiap

Peralatan Penyedia (sesuai ketentuan Pasal D.16

[Peralatan Penyedia] dan/atau kelebithan matenal.

Penyedia harus membersihkan dan memindahkan

dani Lokasi setiap puing~puing, sampah, limbah

berbahaya dan Pekerjaan Sementara vang tidak
lagi dibutuhkan.

Setelah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima

Pertama, Penyedia harus membersihkan dan

memindahkan, darn bagian Lokast dan Pekerjaan

vang dirujuk oleh Berita Acara Serah Terima

Pertama, semua Peralatan Penyedia, kelebihan

material, puing~puing, sampah, limbah berbahaya

dan Pekenjaan Sementara. Penyedia harus
meninggalkan Lokasi dan Pekerjaan dalam kondisi
bersth dan aman. Akan tetapi, Penyedia dapat
tetap tinggal di Lokast yvang disepakati dengan

Konsultan, selama Masa Pemeltharaan, barang-~

barang yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk

memenuhi kewajibannya sesuai Kontrak

Semua fosil, uang logam, barang berharga atau

antik, dan struktur dan peninggalan lain atau
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benda~benda geologis atau arkeologis yang
ditemukan di Lokasi harus ditempatkan dibawah
pengawasan dan penguasaan Pengguna Jasa.
Penyedia harus melakukan tindakan pengamanan
untuk mencegah Personel Penvedia atau orang
lain memindahkan atau merusak temuan tersebut.
Penyedia harus, sesegera mungkin setelah
penemuan  hal~hal  tersebut, menerbitkan
Pemberitahuan kepada Konsultan dalam waktu
vang cukup untuk memberikan waktu bagi
Konsultan untuk segera menginspeksi dan/atau
menginvestigasi temuan tersebut sebelum temuan
tersebut terusik.

Jika Penyedia mengalami penundaan dan/atau
Biaya dari memenuhi instruksi Konsultan,
Penyedia berhak sesuai Pasal T.2 [Klaim untuk
Pembayaran dan/atau Perparyangan Waktu]
terhadap  Perpamjangan  Waktu  dan/atau
pembayvaran dan Biaya tersebut.

Penyedia harus melaksanakan, dan bertanggung
jawab, untuk desain Pekerjaan. Desain harus dibuat
oleh Perencana yang:

a. merupakan tenaga ahli teknik atau professional
lainnya, yang memiliki kualifikasi, pengalaman
dan berkompeten di dalam disiplin ilmu dan
desain yang meryadi tanggung jawabnya;

b. memenuhi knteria (apabila ada) yang
ditentukan dalam Ketentuan Pengguna Jasa,

c. memiliki kualifikasi dan hak sesuai dengan
peraturan perundang-~undangan vang dalam
desain Pekerjaan.

Kecuali dinyatakan lain di dalam Ketentuan

Pengguna Jasa, Penyedia harus menyampaikan

kepada Konsultan untuk mendapatkan izin

mengenai, nama, alamat, dan rincian~rinecian lain
dan pengalaman yang sesuai dan setiap perencana/

SubPenyedia desain yang diajukan.

Penyedia menjamin bahwa Penyedia, Perencana dan

SubPenyedia  desain  memiliki  pengalaman,

kemampuan dan kompetensi wvang dibutuhkan

untuk desain. Penvedia bertanggung jawab bahwa
perencana dan SubPenyedia desain harus senantiasa
bersedia untuk menghadinn  diskusi  dengan

Konsultan dan/atau Pengguna Jasa pada waktu-~

waktu yang wajar (di dalam atau di luar lokasi),

hingga penerbitan dan Berita Acara Serah Terima.

Segera setelah menerima Pembenitahuan

berdasarkan Pasal H.1 [Tanggal Mulai Kenjal,

Penyedia harus meneliti dengan seksama Ketentuan

Pengguna Jasa (termasuk knteria desain dan

perhitungan, apabila ada). Apabila Penyedia

menemukan kesalahan, kekeliruan atau cacat mutu

di dalam Ketentuan Pengguna Jasa, Pasal AS

[Kesalahan di dalam Ketentuan Pengguna Jasal
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berlaku (kecuali kesalahan terdapat pada rujukan
item vang ditentukan di dalam Ketentuan Pengguna
Jasa, dimana dalam hal in1 Pasal D.7 [Pemasangan
tanda-~tanda Batas] berlaku).

Dokumen Penyedia harus bernsikan dan dokumen-~

a. yang ditentukan dalam Ketentuan Pengguna

Dokumen Penyedia B2
dokumen:
Jasa,
b. yang

dipersyaratkan

dalam rangka

mendapatkan surat 1zin, lisensi dan persetujuan
lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-~
undangan yang berlaku wyang merupakan
tanggung jawab Penvedia berdasarkan Pasal
A.13 [Kepatuhan terhadap Undang~undang],

dan

¢. yang tertulis di dalam Pasal EE [Catatan As~
Built] dan Pasal E7 [Pedoman Operasi dan
Pemeliharaan].
E2.2 Persiapan oleh Penvedia

E2.2.1

£E222

Kecuali ditentukan lain oleh Ketentuan
Pengguna Jasa, Dokumen Penyedia harus
dituangkan dalam bahasa komunikasi
vang dyelaskan di dalam Pasal A4
[Hukum dan Bahasa].

Penyedia harus menyiapkan segala
Dokumen Penyedia, dan dokumen lain
vang dibutuhkan untuk menyelesaikan

dan  mewuudkan  desain  selama
pelaksanaan  Pekemjaan dan  untuk
memberi  perintah  kepada Personel

Penyedia. Personel Pengguna Jasa harus
memiliki akses untuk melakukan inspeksi
terhadap penyiapan dan segala dokumen
tersebut (termasuk melakukan investigas,
simulai serta uj1), dimanapun dokumen
tersebut sedang dikerjakan.

E2.3 Peninjauan oleh Insinyur

E:2:35]

Didalam pasal in1 yang dimaksud dengan:

a. “Masa Peninjavan” merupakan masa
yang tidak melebthi 21 har, atau
ditentukan lain dalam Ketentuan
Pengguna Jasa, yang dihitung dan
hari dimana Konsultan menerima
Dokumen Penvedia and
Pemberitahuan dan Penyedia,

b. “Dokumen Penyedia” mengecualikan
segala Dokumen Penyedia yang tidak
ditentukan di  dalam Ketentuan
Pengguna Jasa atau Ketentuan~
ketentuan yang dipersyaratkan dalam
rangka Peninjauan, tetapi termasuk
di dalamnya merupakan keseluruhan
dokumen vang menurnjang
kelengkapan Dokumen Penyedia, dan

c. “Pembentahuan Penyedia”
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merupakan Pemberttahuan vang
mana di dalamnya menyatakan
mengenai Dokumen Penyedia vang
dibutuhkan dipertimbangkan oleh
Penyedia untuk dilakukan
peninjavan berdasarkan Pasal E2.2
dan untuk digunakan, dan bahwa
dokumen~dokumen tersebut sesuai
dengan Ketentuan Pengguna Jasa dan
sesual dengan persyaratan ini, atau
sejauh  sebagaimana hal tersebut
tidak diatur.

Apabila dalam Ketentuan Pengguna Jasa

atau dalam Persyaratan~persyaratan

tersebut ditentukan bahwa Dokumen

Penyedia harus disampaikan kepada

Konsultan untuk dilakukan peninjauan,

maka hal tersebut harus disampatkan,

bersamaan  dengan = Pembentahuan

Penvedia.

Konsultan,  harus, dalam  Masa

Peninjauan, memberikan Pemberitahuan

kepada Penyedia:

a. bahwa Tidak ada keberatan (vang
mana di dalamnya dapat benisi
komen mengenai hal~hal minor yang
secara  substansial tidak  akan
mempengaruhi Pekerjaan); atau

b. bahwa Dokumen Penyedia gagal
(hingga sejauh yang dinyatakan)
untuk memenuhi Persyaratan
Fengguna Jasa dan/atau Kontrak,
dengan alasan~alasan.

Apabila Konsultan tidak memberikan

Pembenitahuan dalam jangka waktu Masa

Penirjauan, Konsultan dianggap telah

memberikan Pemberitahuan bahwa Tidak

ada keberatan terhadap Dokumen

Penyedia  (dengan  syarat  bahwa

keseluruhan Dokumen Penyedia
bergantung (apabila ada) telah atau
dianggap telah diserahkan,

Pembernitahuan tidak ada keberatan).
Apabila  Konsultan  memenntahkan
bahwa dibutuhkan Dokumen Penvedia
lainnya yang dianggap wajar untuk
membuktikan  bahwa  desain  oleh
Penyedia sesuai dengan 1si Kontrak, maka
Penyedia harus mempersiapkan dan
menyerahkan dokumen tersebut dengan
segera kepada Konsultan dengan biaya
sendiri.

Apabila Konsultan memberikan
Pemberitahuan sesuai  dengan Pasal
E.2.3.3.b di atas, maka Penyedia harus:
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a. memperbaiki Dokumen Penyedia,

b. menyvampaikan kembali dokumen
tersebut  kepada Insiyur sesuai
dengan Pasal E2.2, dan Masa
Penimjavan harus dimulai  dan
tanggal dimana Konsultan menerima
dokumen tersebut; dan

¢. Penyedia tidak berhak terhadap
Perpanjangan Waktu untuk segala
keterlambatan wyang terjadi akibat
perbaikan dan penyampaian kembali
dan/atau Penimjavan lebith lanjut
oleh Konsultan.

E2 4 Konstruksi

E2.4.1

Kecuali untuk Dokumen Penvedia sesuai
Pasal E.6 [Catatan As~Built] dan Pasal E.7
[Pedoman Pengoperasian dan
Pemeliharaan], untuk setiap bagian dan
Pekenjaan  yang mempersyaratkan
Dokumen  Penvedia  yang  harus
disampaikan untuk dilakukan

Peninjauvan:

a. konstruksi untuk bagian tersebut
tidak diperkenankan untuk dimulai
hingga Pemberitahuan Tidak
Keberatan telah diberikan (atau
dianggap telah diberikan) oleh
Konsultan untuk keseluruhan

Dokumen Penyedia vang
berhubungan dengan desain dan
pelaksanaan;

b. konstruksi dan bagian tersebut harus
sesual dengan Dokumen Penyedia,
dan

¢. Penyedia dapat memodifikasi desain
atau Dokumen Penvedia yang
sebelumnya telah diserahkan untuk
ditinjau, dengan memberikan
Pemberitahuan kepada Konsultan
dengan penjelasan. Apabila Penyedia
telah memulai konstruksi bagian dart
Pekerjaan yang mana berhubungan
dengan desain atau Dokumen
Penvedia:

1. Pelaksanaan  pekenjaan dan
bagian i1 harus ditangguhkan,

1. ketentuan dant Pasal E2.3
[Peninjauan  oleh  Konsultan]
berlaku sebagaimana apabila
Konsultan telah memberikan
Pemberitahuan terhadap
Dokumen Penyedia sesuai huruf
b dari Pasal E.2.3.3; dan

ui. il pekerjaan dan  bagian i
tidak boleh dilanjutkan sampai
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Pemberitahuan Tidak Keberatan
telah diberikan (atau dianggap
telah diberikan) oleh Konsultan
atas dokumen yang telah
diperbaiki.

Penyedia bertugas untuk memastikan bahwa desain,

Dokumen Penyedia, pelaksanaan dan Pekerjaan dan

Pekerjaan yang selesai harus sesuai dengan:

a. Peraturan perundang-~undangan yang berlaku,

b. Dokumen~dokumen penyusun Kontrak, sesual vang
telah digantt atau diubah  oleh Vanasi yang
ditindaklanjuti dengan adendum Kontrak;

E4.1 Dokumen Penyedia, pelaksanaan dan Pekerjaan
dan Pekenjaan wvang selesai (termasuk perbaikan
cacat mutu oleh Penyedia) harus mengikutt

Peraturan perundang~undangan yang berlaku
mengenai standar teknis, bangunan, konstruksi dan
pengaturan mengenai lingkungan, Pengaturan
vang berlaku terhadap produk vang dihasilkan dan
Pekerjaan, dan standar lainnya yang ditentukan
dalam Persyaratan Pengguna Jasa, berlaku untuk
Pekerjaan, atau ditetapkan oleh hukum yang
berlaku.

E4.2 Segala aspek teknis dan standar serta pengaturan
lainnya dianggap tetap berlaku, terhadap
keseluruhan Pekerjaan, setiap Seksi dan Bagian,
ketika diserahterimakan sesuai dengan Pasal |
[Serah Terima kepada Pengguna Jasal.

E4.3 Referensi di dalam Kontrak wvang dibuat sesuai
dengan standar harus dipahami sebagai referenst
terhadap edist yang dapat diberlakukan oleh
Tanggal Pemasukan Penawaran kecuali ditentukan
lain. Apabila berubah atau diberlakukan standar
baru di Negara bersangkutan setelah Tanggal
Pemasukan Penawaran, Penyedia harus segera
menyampatkan Pembenitahuan kepada Konsultan
dan (apabila wajar atau diminta oleh Konsultan)
menyampatkan proposal pemenuhan ketentuan.
Sepanjang apabila:

a. FKonsultan menganggap bahwa pemenuhan
ketentuan tersebut dibutuhan dan pemenuhan
ketentuan memerlukan perubahan~perubahan
terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan; dan

b. Usulan pemenuhan ketentuan oleh Penyedia
tersebut merupakan suatu Vanasi,

¢. Selamjutnya Konsultan harus memprakarsai
sebuah Vanast yang sesuait dengan Pasal M
[Vanasi dan Penyesuaian].

E5.1 Penyvedia harus melaksanakan pelatihan terhadap
Personel Pengguna Jasa (dan/atau Personel lainnya
vang disebutkan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa)
pada saat operasi dan pemeliharaan dan Pekerjaan,
dan aspek lainnya dan Pekerjaan, sepanjang
disebutkan di dalam Persyaratan Pengguna Jasa.

E5.2 Apabila Ketentuan Pengguna Jasa menentukan
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mengenai  pelatthan  khusus  wyang  harus

dilaksanakan sebelum serah terima, Pekerjaan tidak

dapat dianggap selesai sesuai dengan keperluan
serah terima sesual dengan Pasal |.1 [Serah Terima

Pekerjaan dan Bagian Pekerjaan] sampai pelatihan

ini selesai dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan

Pengguna Jasa.

Penyedia  harus menyiapkan, dan  selalu

memperbaharui, dokumen lengkap dan pencatatan

As~Built dart pelaksanaan Pekerjaan, yang

memperlihatkan lokasi terpasang yang tepat,

vkuran dan nncian dan pekepjaan yang telah
dilakukan oleh Penyedia. Format, sistem referensi,
sistem pengamanan listnik dan rincian lain yang
berhubungan untuk disampatkan di  dalam
pencatatan As~Built harus dituliskan di dalam

Ketentuan Pengguna Jasa (apabila tidak ada maka

sesuai yang diterima oleh Konsultan). Pencatatan itu

harus distmpan di dalam Lokast dan harus
digunakan secara eksklusif untuk tuyjuan wyang
tertulis di Pasal in1.

Penyedia harus menyampatkan kepada Konsultan

sesuai dengan pengaturan Pasal E2.2 [Penimjauan

oleh Konsultan] meliputi:

a. pencatatan As~Built untuk Pekemjaan atau
Sekst (seusai keadaan) sebelum dimulainya
Pengujian Penyelesaian, dan

b. Pencatatan As~Built vang diperbaharu
sepanjang pekerjaan tersebut dilakukan oleh
Penyedm ketika:

1. selama  danfatau  setelah  Pengujian
Penyelesaian sebelum diterbitkannya Berita
Acara Serah Terima Pertama sesuai Pasal ].1
[Serah Terima Pekerjaan dan Seksi]; dan

1. setelah pengambilalihan sesuai dengan Pasal
J.1 [Serah Terima Pekerjaan dan Seksi],
sebelum penerbitan dart Berita Acara Serah
Terima.

Jumlah rekapan dan catatan As~Built yang harus

disampaikan oleh Penyedia sesuai dengan Pasal ini

disesuatkan dengan pengaturan yang tertulis pada

Pasal A.8 [Tata Kelola dan Penyampaian Dokumen]

Penyedia harus menyiapkan, dan menjaga

keterbaharuan dan kelengkapan dokumen pedoman

operasi dan pemeltharaan untuk Pekenjaan

(Pedoman ‘O&F’ di dalam ketentuan Kontrak),

Format dan rincian-~rincian lain dan Pedoman O&P

harus dituliskan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa,

dan di setiap kesempatan, pedoman ini harus:

a. tertulis dengan detaill wvang cukup kepada
Pengguna Jasa untuk:

1. operasi, pemelitharaan dan penyesuaian
Pekemjaan untuk  memastikan bahwa
pelaksanaan Pekerjaan, Seksi dan/atau
Peralatan (bila hal ini tenjadi) dilanjukan
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sesual dengan knteria pelaksanaan vang
ditentukan di dalam Ketentuan Pengguna

Jasa dan Daftar Jaminan Pelaksanaan; dan
. operasi, pemeltharaan, pembongkaran,
penyatuan kembali, penyesuaian dan

perbaikan dan Peralatan; dan
b. termasuk di dalamnya adalah inventarisast dan
suku cadang vang dibutuhkan untuk operast
dan pemeltharaan Peralatan oleh Pengguna Jasa
di masa mendatang.

E7.3 Sebelum dimulainya Pengujian Penyelesaian,
Penyedia harus menyerahkan pedoman O&P
sementara untuk Pekerjaan atau Seksi (bila hal ini
terjadi) kepada Konsultan sesuai dengan pengaturan
pada Pasal E.2.3 [Peninjauan oleh Konsultan].

E7.4 Apabila selama Pengujian Penyelesaian terdapat
kesalahan atau cacat mutu di dalam Pedoman O&P
sementara, Penyedia harus segera memperbaiki
kesalahan atau cacat mutu tersebut dengan nsiko
dan biaya ditanggung oleh Penvedia.

E7.5 Sebelum diterbirtkannya Berita Acara Serah Terima
Pertama sesuai dengan pengaturan pada Pasal ].1
[Serah Terima terhadap Pekerjaan dan Seksi],
Pedoman O&P final harus telah diserahkan kepada
Insinyur sesuai dengan pengaturan Pasal E2.3
[Penirnyauan Oleh Konsultan].

E8.1 Apabila pengurangan, ketidak pastian,
ketidakkonsistenan, kekurangan ataupun cacat
lainnya ditemukan di dalam Desain Penyedia
dan/atau Dokumen Penyedia, hal tersebut dan dan
Pekerjaan tersebut harus dikoreksi sesuai dengan
Pasal G.5 [Cacat Mutu dan Penolakan]. Apabila
Dokumen Penyedia tersebut sebelumnya
merupakan subjek dant  Pemberitahuan Tidak
Keberatan yang diberikan (atau dianggap telah
diberikan) oleh Konsultan sesuai dengan Pasal E2.3
[Feninjauan oleh Konsultan], pengaturan dan Pasal
E 2.3 akan berlaku sebagaimana apabila Konsultan
telah  memberikan  Pemberitahuan terhadap
Dokumen Penyedia sesuai huruf b pada Pasal E2.3.

E 8.2 Segala perbaikan dan pengajuan kembali di dalam
Pasal i1 dilakukan dengan biaya dan rsiko
Penyedia.

Kecuali ditentuukan lain di dalam Ketentuan Pengguna
Jasa, Penyedia harus menyusun pengaturan mengenai
hubungan antar Personel Penyedia, dan mengenat
pembayaran, akomodasi, makanan, transportasi serta
kesejahteraan.

F2.1 Penyedia harus membayar tanf wupah, dan
memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan, yang
mana sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan
tidak lebih rendah dan yang diberlakukan pada
usaha atau industry sejents.

F.2.2 Apabila tidak terdapat tanf upah atau ketentuan
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vang dapat digunakan, Penyedia harus membayar
tantf upah, memperhatikan ketentuan yang tidak
lebih rendah dan tingkat upah dan ketentuan vang
secara umum vang berlaku di tempat itu oleh para
Pengguna Jasa pada usaha dan industn sejenus
dengan Penyedia vang bersangkutan.
Penyedia tidak diperkenankan untuk merekrut, atau
mencoba untuk merekrut karyawan dan tenaga
kerja danl Personel Pengguna Jasa.
Baitk Pengguna Jasa ataupun Konsultan tidak
diperkenankan untuk merekrut, atau mencoba
untuk merekrut karvawan dan tenaga kenja dan
Personel Penyedia.
Penyedia harus mematuhi semua Undang~undang
ketenagakerjaan wvang sesuai dan berlaku atas
Personel Penyedia, termasuk Undang-~undang yang
berkaitan dengan ketenagakerjaan, kesehatan,
keselamatan, kesejahteraan, imigrasi dan emigrasi
mereka, dan harus mengizinkan  mereka
menggunakan semua hak~hak legal mereka.
Penyedia harus meminta anak buah mereka untuk
mematuhi semua Undang~undang yang berlaku,
termasuk wyang berkaitan dengan keselamatan
dalam Pekerjaan.
Tidak boleh ada pekerjaan yang dilaksanakan di
Lokasi selama hari~han yang diperlakukan sebagai
har libur lokal, atau di luar jam kerja normal yang
tercantum dalam Data Kontrak, kecualt:
a. apabila dinyatakan lain di dalam Kontrak;
b. Konsultan memberikan 1zin; atau
c. pekenjaan tidak dapat dihindan, atau perlu bagi
proteksi terhadap kehidupan atau harta milik
atau demi keselamatan Pekerjaan, yang dalam
keadaan tersebut, Penyedia harus segera
memberni tahu Konsultan.
Kecuali dinyatakan lain pada Ketentuan Pengguna
Jasa, Penyedia harus menyediakan dan memelithara
semua fasilitas akomodasi dan kesejahteraan untuk
Personel Penyedia.
Apabila akomodast dan fasilitas tersebut terdapat di
dalam Lokast, kecuali Pengguna Jasa telah
memberikan izin sebelumnya, maka akomodasi dan
fasilitas tersebut harus ditempatkan di dalam area
vang ditetapkan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa.
Apabila akomodasi dan fasilitas tersebut ditemukan
di tempat lain di sekitar Lokasi, Penyedia harus
segera menyingkirkannya dengan biaya dan risiko
Penyedia.
Sebagai tambahan terhadap persyaratan dan Pasal
D.8 [Kewajiban Kesehatan dan Keselamatan],
Penyedia setiap saat wajib untuk melakukan
langkah~langkah pencegahan untuk menjaga
kesehatan dan keselamatan darn Personel Penyedia.
Dengan berkolaborasi bersama dengan instansi
kesehatan setempat, Penyedia harus memastikan
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bahwa:

a. staf kesehatan, fasilitas Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K), tandu dan layanan
Ambulans selalu tersedia setiap saat di Lapangan
dan pada setiap akomodasi bagi Personel
Fenyedia dan Pengguna Jasa,

b. perencanaan yang sesuai dengan semua
persyaratan kesejahteraan dan kebersthan yang
diperlukan dan untuk mencegah timbulnya
wabah.

Penyedia harus menunjuk petugas kesehatan dan

keselamatan di Lokasi, yang bertanggungjawab atas

kesehatan, keselamatan dan perlindungan terhadap
kecelakaan. Petugas ini harus:

a. memiliki kualifikasi pengalaman dan
kompetensi untuk menjalankan tugas ini; dan
b. Memiliki kewenangan untuk untuk

mengeluarkan  perintah dan  mengambil
tindakan wyang bertyjuan untuk menyaga
kesehatan dan keamanan dan seluruh Personel
vang diperbolehkan untuk masuk dan/atau
bekerja di  Lokast dan untuk mengambil
tindakan protektif demi mencegah kecelakaan.

Selama proses pelaksanaan Pekerjaan berlangsung,

Penyedia harus menyediakan hal~ha yang

dibutuhkan oleh petugas yang ditunjuk tersebut

untuk menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dimulai dan  Tanggal Mulai Kepa hingga

penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir,

Penyedia harus menyediakan hal~hal yang

dibutuhkan oleh pengawas untuk merencanakan,

menyusun, mengarahkan, mengatur, memerika,
menguji serta mengamati pelaksanan Pekerjaan.

Pengawasan harus dilakukan oleh sejumlah orang

dengan jumlah cukup, yang:

a. memiliki pengetahuan bahasa dan mampu
berkomunikast seara memadar (ditentukan
dalam Pasal 4.4 [Hukum dan Bahasa]); dan

b. memiliki pengetahuan tentang kegiatan wvang
akan dilakukan (termasuk metoda dan teknik
vang diperlukan, bahaya yang mungkin ditemui
dan metode pencegahan kecelakaan), demu
keberhasilan dan keselamatan pelaksanaan
Pekerjaan.

Personel Penyedia (termasuk Personel Inti, apabila

ada) harus memiliki kualifikasi yang memadai,

kecakapan, pengalaman dan kompetensi yang
sesuai dengan tugas dan tangung jawabnya

Konsultan diperbolehkan untuk memenntahkan

Penyedia untuk mengeluarkan (atau menyebabkan

untuk dikeluarkan) tiap~tiap orang yang bekerja di

Lokasi atau Pekerjaan, termasuk Wakil Penyedia dan

Personel Inti (apabila ada) jika:

a. terus menerus melakukan pelanggaran atau
tidak memiliki kehati~hatian,
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b. melakukan pekerjaan secara tidak kompeten dan
sembrono;

¢. gagal mematuhi ketentuan Kontrak;

d. terus menerus melakukan tindakan wyang
membahayakan keselamatan, kesehatan, atau
perlindungan terhadap lingkungan;

e. ditemukan berdasarkan bukti~bukti telah
melakukan  tindakan  korup,  penipuan,
persekongkolan atau tindakan pemaksaaan; atau

f. telah direkrut dan Personel Penyedia dengan
cara melanggar Pasal F.3 [Rekrutmen Personel].

F.8.3 Jika diperlukan, Penyedia harus menunjuk (atau
menyebabkan untuk ditunyuk) pengganti yang
sesuai. Apabila tenjadi penggantian dam Wakil
Penyedia, pengaturan Pasal D.3 [Wakil Penyedia]
akan diberlakukan. Apabila tenjadi penggantian
Personel Inti (apabila ada), pengaturan Pasal F.12
[Personel Inti] akan diberlakukan.

Kecuali diajukan lain oleh Penyedia dan telah disetujui oleh

Konsultan, di sertiap laporan kemajuan sesuai dengan Pasal

D.20 [Laporan Kemajuan Pekerjaan]|, Penyedia harus

melampirkan laporan darn:

a. tipe pekerjaan dan waktu kenja aktual dan setiap

tingkatan Personel Penyedia;
b. jenis dan waktu kenja aktual dan setiap Peralatan
Penyedia;

c. jerus dan Pekerjaan Sementara yang digunakan,

d. jermus dan peralatan yang akan dipasang di dalam
Pekerjaan Permanen; dan

e. jumlah dan jenis Bahan yang digunakan,
untuk setiap kegiatan yang dinyatakan dalam Program, di
setiap lokast pekerjaan dan untuk setiap han pekerjaan.
Penyedia harus secara terus~menerus mengambil tindakan
pencegahan yang sesuai untuk mencegah tindak
pelanggaran hukum, kerusuhan atau gangguan yang
dilakukan oleh atau di antara Personel Penyedia, dan untuk
menjaga ketenangan serta melindungi orang~orang dan
properti di dalam dan di dekat Lokast.

F.12.1 Apabila tidak ada Personel Inti ditentukan di dalam
Persyaratan Pengguna Jasa maka pengaturan di
dalam Pasal ini tidak berlaku.

F.12.2 Penyedia harus menunjuk orang~orang yang
dituliskan di dalam Penawaran sebagai Personel Inti.
Apabila tidak ditentukan, atau orang wvang telah
ditunjuk gagal untuk menjalankan posisi yang telah
ditetapkan sebagai Personel Inti, maka Penyedia
harus mendapatkan i1zin dan Konsultan untuk
menunjuk orang yang berbeda untuk posisi
tersebut.  Apabila 1zin tersebut ditahan dan
selanjutnya  dicabut, maka Penyedia harus
selanjutnya mengajukan nama dengan persyaratan
vang sesuai untuk mengisi posist tersebut.

F.12.3 Apabila Konsultan tidak menanggapt dalam 14 han
kalender setelah menerima penyampaian tersebut,
dengan menerbitkan Pembernitahuan yang berisikan
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tentang keberatannya tentang penunjukan dan

orang tersebut (atau penggantiannya) dengan

alasan, Konsultan dapat dianggap telah memberikan
persetujuannya.

F.12.4 Penyedia tidak  diperkenankan, tanpa izin
Konsultan, menartk kembali penunjukkan dan
Personel Inti atau penunjukkan dan pengganti
(kecuali apabila orang tersebut dinyatakan tidak
mampu untuk menjalankan tugas tersebut karena
kematian, sakit, cacat atau mengundurkan din,
dimana apabila hal tersebut terjadi penujukkan
orang tersebut akan dianggap telah dibatalkan
dengan keberlakuan langsung dan penujukkan dan
penggantian orang tersebut harus dianggap sebagai
penujukkan  sementara  sampai  Konsultan
memberikan persetujuan untuk penggantiannya,
atau pengganti lain yang ditunjuk sesuai dengan
pengaturan dalam Pasal ini1).

F.12.5 Seluruh Personel Inti harus berada di Lokasi (atau,
dimana Pekerjaan dikerjakan di luar Lokasi, yang
merupakan lokasi Pekenjaan) sepanjang Pekenjaan
tersebut dilaksanakan. Apabila Personel Inti untuk
sementara tidak dapat hadir selama pelaksanaan
Pekerjaan, pengganti yang sesual harus ditunjuk
sementara, selama telah mendapat persetuyjuan dan
Konsultan sebelumnya.

G. INSTALASI MESIN, MATERIAL DAN PENGERJAAN

G.1. Cara Pelaksanaan G.1.1 Penyedia harus membuat, menyediakan, memasang,
menguji dan memastikan dan/ atau memperbaiki
Instalast Mesin, produkst, pemasangan, penyediaan
dan pengujian dan Matenial, dan segala jenus
operasi dan kegiatan dan Pelaksanaan Pekerjaan:

a. dengan cara (jika ada) seperti yang tercantum
dalam Kontrak

b. dengan suatu cara kerja yang benar dan cermat,
sesual dengan praktek~praktek yang baik yang
diakui, dan

c. dengan fasilitas yang dilengkapi dengan layak
dan Matenal yang tidak membahayakan, kecual
dinyatakan lain dalam Kontrak.

G.2. Contoh-contoh G.2.1 Penvedia harus menyampatkan contoh Bahan-~
Bahan berikut ini, dan informasi yang relevan,
kepada Konsultan untuk mendapatkan persetujuan
sebelum menggunakan Bahan tersebut di dalam
atau untuk Pekerjaan:

a. contoh Bahan standar dan perusahaan pembuat
dan contoh yang tercantum dalam Kontrak,
semua dengan biaya Penyedia, dan

b. contoh tambahan yang diperintahkan oleh
Konsultan sebagat suatu Vanast.

G.2.2 Setiap contoh harus dibeni label yang menyebutkan
asal dan tujuan pemakaiannya dalam Pekenjaan

G.3. Inspeksi G.3.1 Personel Pengguna Jasa di jam kerja normal yang
dituliskan dalam Data Kontrak di setiap saat vang
wajar, harus:
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a. mendapatkan akses penuh terhadap semua
bagian Lokast dan terhadap semua tempat yang
merupakan tempat asal perolehan Matenal
alami,

b. pada saat produksi, pembuatan dan konstruksi
(di Lokasi dan di tempat lain, berhak untuk:

1. memeriksa, menginspeksi, memastikan dan
menguji (sepanjang disebutkan di dalam
Ketentuan Pengguna Jasa) Material, Peralatan
dan kecakapan kenja

1. memeriksa kemajuan dan  pembuatan
Peralatan dan pembuatan dan Matenial, dan

1. membuat pencacatan (termasuk dokumentasi
foto dan wideo, dan

c. melaksanakan tindakan~tindakan lain dan
pengujian~pengujia, sesual yang tertulis di
dalam Svarat~syarat dan Ketentuan Pengguna
Jasa.

Penyedia harus memberikan Personel Pengguna Jasa
peluang penuh untuk mengenakan kegiatan-~
kegiatan tersebut, termasuk di dalamnya adalah
penyediaan akses yang aman, fasilitas, 1zin dan
peralatan keamanan.
Penyedia harus memberikan Pemberitahuan kepada
Konsultan kapanpun apabila Matenial, Peralatan
atau pekerjaan siap untuk dilaksanakan pengujian,
dan  sebelum  pekemjaan  tersebut  ditutupi,
dipindahkan atau dikemas untuk disimpan ataupun
diangkut. Personel Pengguna Jasa selanjutnya harus
melaksanakan pengetesan, inspeksi, pengukuran
atau pengujian tanpa penundaan yvang tidak masuk
akal, atau Konsultan harus segera memberikan
Pemberitahuan kepada Penvedia bahwa Personel
Pengguna Jasa tidak diharuskan untuk melakukan
hal tersebut. Apabila Konsultan tidak memberikan
Pemberitahuan dan/ atau Personel Pengguna Jasa
tidak hadir pada waktu yvang telah ditentukan di
dalam Pemberitahuan Penvedia (atau waktu yang
telah disepakati dengan Penyedia), maka Penyedia
dapat langsung melanjutkan dengan penutupan,
pemindahan atau pengemasan untuk distmpan atau
pengangkutan.

Apabila Penvedia gagal untuk memberikan

Pemberitahuan sesuai yang diatur pada Pasal ini,

Penyedia harus, jika dan memang dipersyaratkan

oleh Konsultan, harus membuka pembungkus

pekerjaan dan oleh karenanya mengembalikan serta
membuatnya rapi, dengan biaya seluruhnya dan

Penyedia.

Pasal ini berlaku atas semua jenis pengujian yang

dinyatakan pada Kontrak, selain Pengujian setelah

Penyelesaian (apabila ada).

Penyedia harus menyediakan semua pirant,

bimbingan, dokumen, dan informasi lainnya, listrik

dan atr, peralatan, bahan bakar, bahan habis pakai,

www.peraturan.go.id



G.4.3

G4.4

G.4.5

G4.6

990. 2020, No.98

instrumen, tenaga kerja, matenal, dan staf vang
berkualifikasi serta berpengalaman,  yang
dibutuhkan untuk melaksanakan tes sebagaimana
tercantum secara efisien dan tepat. Seluruh piranti,
peralatan dan instrumen harus dikalibrasi sesuai
dengan standar yang ditentukan di dalam Ketentuan
Pengguna Jasa atau ditentukan oleh Peraturan
perundang~undangan yang berlaku, dan apabila
diminta oleh  Konsultan, Penyedia harus
menyampaikan berita acara kalibrasi sebelum
melaksanakan pengujian.

Penyedia harus memberikan Pemberitahuan kepada
Konsultan, menyatakan waktu dan tempat yang
spesifik untuk pengujian Peralatan, Matenal dan
bagian~bagian lain dan Pekerjaan. Pembentahuan
ini harus diberikan pada watu yang wajar, dengan
mempertimbangkan lokasi pengujian, agar Personel
Pengguna Jasa dapat hadir.

Konsultan dapat, sesuai dengan Pasal M [Vaniasi dan
Penyesualan|, merubah lokasi, atau pemilthan
waktu atau nincian dan pengujian yang ditentukan,
atau menginstruksikan kepada Penyedia untuk
melaksanakan pengujian tambahan. Apabila
perubaan-~perubahan ataupun pengujian tambahan
menunjukkan bahwa Peralatan yang diwji, Matenal
atau kecakapan kerja tidak sesuai dengan ketentuan
Kontrak, Biaya dan segala keterlambatan yang
dibebankan terhadap pelaksanaan dan Varnast ini
ditanggung oleh Penyedia.

Konsultan harus membenikan Pembentahuan
kepada Penyedia paling cepat 72 jam apabila
hendak menghadint pengujian. Apabila Konsultan
tidak hadir sesuai dengan waktu dan tempat vang
telah ditentukan di dalam Pembernitahuan Penyedia
sesuat dengan pengaturan pada Pasal ini, Penyedia
dapat melamjutkan untuk melakukan pengujian,
kecuali dunstruksikan lain oleh Konsultan, maka
pengujian tersebut dianggap telah dilakukan
dengan kehadiran Konsultan. Apabila Penyedia
mengalami keterlambatan dan/atau mengeluarkan
Biaya karena harus mematuhi instruksi tersebut
atau dimana keterlambatan tersebut merupakan
tanggung jawab Pengguna Jasa, maka Penyedia
berhak sesuai dengan pengaturan pada Pasal T.2
[Klaim untuk Pembayaran dan/ atau Perpanjangan
Waktu] untuk Perpamjangan Waktu dan/ atau
pembayaran Biaya ditambah Keuntungan.

Apabila  Penyedia  menyebabkan  terjadinya
keterlambatan terhadap pengujian yang telah
ditetapkan (termasuk perubahan atau tambahan
pengujian) dan keterlambatan tersebut membebani
Pengguna Jasa dengan biaya tambahan, Pengguna
Jasa berhak sesuai dengan pengaturan pada Pasal
T.2 [Kaim untuk Pembayaran dan/ atau
Perpanjangan Waktu] untuk pembayaran atas biaya

www.peraturan.go.id



2020, No.98

G.5.

Cacat Mutudan
Penolakan

G4.7

G.4.8

G.5.1

G.B.2

G.5.3

-230-

ini oleh Penyedia.
Penvedia harus segera menyampaikan kepada
Insinyur benita acara pengujian vang telah
disahkan. Apabila pengujian telah sesuai dengan
spesifikasi, Konsultan harus mengesahkan berita
acara pengujian, atau mengeluarkan berita acara
bagi Penyedia untuk tujuan tersebut. Apabila
Konsultan tidak menghadin pengujian, maka
Konsultan dianggap telah menerima hasil pengujian
tersebut sebagai benar adanya
Pengaturan Pasal G.5 [Cacat Mutu dan Penolakan]
berlaku apabila Peralatan, Material dan bagian lain
dani Pekernjaan gagal untuk melewati pengujian
tersebut.
Apabila, sebagai hasil dan percobaan, inspeksi,
pengukuran atau pengujian, ditemukan cacat mutu
dalam Instalasi Mesin, Matenal, desain dan
kecakapan kerja atau hal~hal yang tidak sesuai
dengan Kontrak, Konsultan harus menyampaikan
Pembentahuan kepada Penyedia yang
mendeskripsikan  bagian dan  Instalast Mesin,
Material, desain atau kecakapan kena yang
ditemukan cacat mutu. Penyedia selanjuntya harus
segera menyiapkan dan manyampaikan rancangan
vang sesuai untuk perbatkan pekerjaan.
Konsultan dapat melakukan Peninjauan terhadap
pengajuan 11, dan  dapat  membenkan
Pemberitahuan kepada Penyedia yang menyebutkan
bahwa pekenjaan yang dimaksud, apabila
dikerjakan, akan menyebabkan Instalasi Mesin,
Material, desain dan kecakapan kenja tidak sesuai
dengan Kontrak. Setelah menerima Pembentahuan
maka Penyedia harus segera menyampaikan
pengajuan yang telah diperbaiki kepada Konsultan.
Apabila Konsultan tidak memberikan
Pemberitahuan dalam waktu paling lambat 14 han
kalender setelah menerima pengajuan Penyedia
(atau pengajuan yang telah diperbaiki), maka
Konsultan dianggap telah memberikan
Pembenitahuan Tidak Keberatan.
Apabila Penyedia tidak segera menyerahkan
pengajuan (atau pengajuan yang telah diperbaiki)
untuk  perbatkan  pekerjaan, atau  tidak
melaksanakan pengajuan perbaikan pekerjaan yang
mana Insinyur telah memberikan (atau dianggap
telah memberikan) Pemberitahuan Tidak Keberatan,
maka Konsultan dapat:

a. menginstruksikan kepada Penyedia sesuai
dengan huruf a dan pengaturan Pasal G.6
[Perbaikan Pekerjaan]; atau

b. menolak desain, Instalasi Mesin, Material atau
kecakapan kenja dengan memberikan
Pembenitahuan kepada Penyedia, dengan alasan,
dimana sub~paragraf dan pengaturan pada
Pasal K4 [Kegagalan Memperbaiki Cacat mutu]
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akan berlaku.

Setelah memperbaiki cacat mutu di Instalast Mesin,
Material, desain atau kecakapan kerja, apabila
Konsultan mempersyaratkan salah satu dan hal
tersebut harus dilakukan pengujian ulang, maka
pengujian harus diulangi sesuat dengan pengaturan
Pasal G.4 [Pengujian oleh Penyedia] dengan risiko
dan biayva dan Penvedia. Apabila penolakan dan
pengujian ulang menyebabkan Pengguna Jasa
mengalami biaya tambahan, maka Pengguna Jasa
berhak sesuai dengan pengaturan Pasal T.2 [Klaim
untuk Pembayaran dan Perpanjangan Waktu] untuk
pembayaran dan biaya~biaya ini oleh Penyedia.

Sebagal tambahan dan pemenksaan, inspeksi,

pengukuran atau pengujian, atau penerbitan berita

acara atau Pembentahuan Tidak Keberatan,

Konsultan dapat menginstruksikan kepada Penyedia

kapanpun sebelum penerbitan Berita Acara Serah

Terima Pertama untuk:

a. membenahi dan  memperbaitki  (apabila
dibutuhkan, di luar Lokast), atau
menghilangkan dan Lokast dan mengganti
setiap Peralatan, Material yang mana tidak
sesual dengan 1s1 Kontrak,

b. membenahi dan memperbaiki, atau
menghilangkan dan menjalankan kembali,
pekenaan~pekernjaan lain yang mana tidak
sesuat dengan 1s1 Kontrak;

b. ¢ melaksanakan perbatkan pekenjaan vang
dibutuhkan segera untuk keamanan dan
Pekerjaan, yang mana disebabkan oleh
kecelakaan, hal~hal wyang tidak dapat
diperhitungkan atau lainnya.

Penyedia harus patuh terhadap instruksi sesegera

mungkin dan tidak melewati waktu (apabila ada)

ditentukan di dalam instruksi, atau segera apabila
kemendesakan ditentukan dalam poin G.6.1 di atas.

Penyedia harus menanggung segala biaya untuk

perbaikan pekerjaan wyang dibutuhkan sesuai

pengaturan Pasal ini, kecuali apabila pekerjaan
dalam sub~paragraf poin G.E.1 di atas wyang
berhubungan dengan:

1. tindakan apapun oleh Pengguna Jasa atau
Personel Pengguna Jasa. Apabila dikarenakan
hal tersebut, Penyedia mengalami penundaan
dan/ atau timbul biaya tambahan, maka
Penyedia berhak sesuai dengan pengaturan Pasal
T.2 [Kaim untuk Pembayaran dan Perpanjangan
Waktu] atas Perpanjangan Waktu dan/ atau
pembavaran dant Biaya tersebut ditambah
dengan laba; atau

1. Keadaan Kahar, dimana Pasal R4 [Konsekuensi
atas Keadaan Kahar) akan berlaku.

Apabila  Penvedia gagal mematuhi instrukst

Konsultan, Pengguna Jasa dapat (atas keputusan
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Pengguna Jasa semata) mempekerjakan dan
membayar orang lain untuk melaksanakan
pekerjaan. Kecuali apabila Penyedia menjadi berhak
untuk pembayaran untuk pekerjaaan tersebut sesuat
pengaturan Pasal ini, maka Pengguna Jasa akan
dikenakan pengaturan Pasal T.2 [Klaim untuk
Pembayaran dan Perpanjangan Waktu] untuk
pembayaran kepada Penyedia untuk segala biaya
vang timbul akibat kegagalan ini. Kewenangan ini
tanpa mencederai hak~hak lain yang dimiliki oleh
Pengguna Jasa, sepanjang diatur dalam kontrak atau

sebaliknya.
G.7. Kepemilikan atas G.7.1 Tiap item dan Instalasi Mesin dan Bahan harus,
Peralatandan Bahan sejauh sesuai dengan Undang~undang Negara,

mernjadi milik Pengguna Jasa pada waktu yang

disebutkan berikut mana yang terjadi lebith dulu,
bebas dari jaminan fidusia dan pembebanan hipotek
lainnya:

a. ketika diserahkan ke Lokast,

b. ketika Penvedia telah dibayar dengan nilai dan
Peralatan dan Matenal sesuai pengaturan Pasal
H.11 [Pembayaran dan Peralatan dan Matenal
apabila Terjadi Penghentian]; atau

c. ketika Penyvedia telah dibavar seharga wvang
ditentukan di dalam Peralatan dan Matenal
sesuai pengaturan Pasal N.5 [Peralatan dan
Matenal yang ditujukkan untuk Pekerjaan).

G.8. Royalh G.8.1 Kecuali ditentukan lain di dalam Ketentuan
Pengguna Jasa, Penyedia harus membayar semua
royalti, sewa dan pembayaran lain untuk:

a. bahan alami yang diperoleh dan luar Lokast,
dan

b. pembuangan bahan hasil pembongkaran dan
penggalian dan bahan sisa lainnya (paik yang
alami maupun buatan), kecuali jika tempat
pembuangan di dalam Lokasi dicantumkan
dalam Ketentuan Pengguna Jasa.

H. MULAIKERJA, KETERLAMBATAN DAN PENGHENTIAN

H.1. Memaulai Pekerjaan H.1.1 Konsultan harus membenikan Pembentahuan
kepada Penvedia yang menyatakan mengenat
Tanggal Mulal Pekerjaan, tidak kurang dan 14 han
sebelum  Tanggal DMulai Pekemjaan. Kecuali
dinyatakan lain dalam Syarat~Syarat Khusus,
Tanggal Mulai Pekerjaan dimulai dalam 42 han
setelah Penyedia menerima Surat Penunjukkan
Penyedia Barang dan Jasa.

H.1.2 Penyvedia harus memulai pelaksanaan dan

Pekerjaan, atau sesegera mungkin setelah, Tanggal

Mulai Pekerjaan, dan kemudian melanjutkan

Pekerjaan tersebut dengan kecepatan sebagaimana

mestinya dan tanpa penundaan.

H2. Time for Compietion H.2.1 Penyedia harus menyelesaikan seluruh Pekerjaan,
dan setiap Seksi/Bagian (apabila ada), dalam kurun
waktu Penvelesaian Pekerjaan dan Seksi/Bagian
(sesual  keadaan), termasuk penyelesaian dan
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seluruh pekenjan yang dinyatakan dalam Kontrak
vang dipersyvaratkan untuk Pekenjaan atau
SeksifBagian yang menjadi pertimbangan untuk
diselesaitkan demi tujuan serah terima sesuat
pengaturan Pasal .1 [Serah Terima Pekerjaan dan
Seksi]
Penyedia harus menyampaikan program jadwal
vang terperinct kepada Konsultan dalam 28 han
setelah menerima Pembenitahuan berdasarkan Pasal
H.1 [Mulai Kenja]. Program ini harus disiapkan
dengan menggunakan pirantt  lunak  vang
dinyatakan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa
(apabila tidak dinyatakan, pemograman dilakukan
dengan pirantt  lunak wyang diterima oleh
Konsultan). Penyedia juga harus menyampaikan
perbaitkan  program  yang  secara  akurat
menggambarkan kemajuan aktual dan Pekerjaan,
kapanpun  program tersebut gagal untuk
menunjukkan kemajuan aktual ataupun apabila
program tersebut tidak konsisten dengan kewajiban
Penyedia.
Program awal dan setiap perbaitkan dan program
harus disampaikan kepada Konsultan dengan
menggunakan satu Salinan kertas, dan satu salinan
elektronik dan tambahan salinan (apabila ada)
seperti dinyatakan dalam Kontrak Data, dan harus
mencantumkan:

a. Tanggal Mulai dan Waktu Penyelesaian, dan
Pekerjaan dan dan setiap Seksi/Bagian (apabila
ada);

b. tanggal dan hak akses ke dan kepemilikian dan
(setiap bagian) Lokasi yang akan diberikan
kepada Penyedia sesuai dengan penanggalan
(atau tanggal~tanggal) wvang dinyatakan di
dalam Data Kontrak. Apabila tidak dinyatakan,
maka Penyedia meminta kepada Pengguna Jasa
untuk membenkan tangggal hak akses dan
kepemilikan dan (setiap bagian) Lokast,

c. wurutan dan pelaksanaan Pekenjaan vang akan
dilaksanakan oleh Penyedia, termasuk waktu
vang diperkirakan untuk setiap tahapan desain,
persiapan dan penyampaian dari Dokumen
Penyedia, pengadaan, pembuatan, inspeksi,
pengiriman ke Lokasi, konstruksi, pendinan,
pemasangan, pekerjaan yang akan dilakukan
oleh  Subpenyedia, pengujian, pengujian
penggunaan dan wji coba pengoperasian,

d. masa Peninjauan sesuai pengaturan Pasal 5.2.2
[Fenimjauan oleh Insinyur], dan masa untuk
Peninjavan untuk pengajuan lainnya yang
dinyatakan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa
atau dipersyaratkan di dalam Syarat~Syarat ini;

e. rangkaian dan pemilihan waktu dan inspeksi
dan  pengujian yang disebutkan, atau
dipersyaratkan oleh Kontrak;
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f. untuk program kenja yang diperbaiki: rangkaian
dan perbaikan pekerjaan (apabila ada) yang
mana Insinyur telah memberikan
Pemberitahuan  Tidak  Keberatan  sesuat
pengaturan Pasal G.5 [Cacat Mutu dan
Penolakan] dan/ atau perbatkan pekerjaan
(apabila ada) wyang diunstruksikan sesuai
pengaturan Pasal G.6 [Perbatkan Pekerjaan]

2. segala aktivitas (hingga ke level perincian yang
ditentukan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa),
secara raisonal dihubungkan dan menunjukkan
paling awal dan paling akhir dan waktu mulai
dan akhir dan setiap aktivitas, pergerakan
(apabila ada), dan prosedur yang genting

h. penanggalan dar semua penanggalan istirahat
dan musim liburan yang diakui secara local
(apabila ada);

1. seluruh pengiriman urama dan Instalast Mesin
dan Matenal;

1. untuk rencana kena yang diperbaiki dan untuk
setiap kegiatan: kemajuan aktual terhadap
tanggal, segala keterlambatan untuk progress
dan akibat dan keterlambatan atau aktivitas lain
(apabila ada); dan

k. laporan tambahan yang berisikan:

1. penjelasan mengenai seluruh tahapan besar
dan pelaksanaan Pekerjaan,

1. penyelasan umum tentang metode vang
Penyedia berencana untuk gunakan untuk
pelaksanaan Pekerjaan,

1. rinctan yang menunjukan estimast jumlah
vang masuk akal dan Penyedia dan setiap
level dari Personel Penyedia, dan dan setiap
tipe dart  Peralatan Penyedia, yang
dibutuhkan di Lokasi, untuk setiap tahapan
besar dan pelaksanaan Pekejaan,

iv. perbatkan program kenja, identifikasi dan
perubahan~perubahan penting dan prohram
kernja yvang sebelumnya telah diajukan oleh
Penyedia, dan

v. pengajuan Penyedia untuk mengatasi
pengaruh dan keterlambatan dan kemajuan
Pekerjaan.

H.3.3 Konsultan harus melakukan Peninjavan dan
program kerja awal dan setiap perbatkan program
kenja wvang diajukan oleh Penvedia dan harus
memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia yang
menyatakan sejauh mana hal tersebut tidak sesuai
dengan Kontrak atau tidak mampu untuk
menunjukan kemajuan aktual atau apabila ternyata
tidak konsisten dengan tanggung jawab Penvedia.
Apabila Konsultan tidak memberikan
Pemberitahuan:

a. dalam waktu 21 han setelah menerima program
kerja awal; atau
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b. dalam waktu 14 han setelah menenima
perbatkan program kerja

Penyedia harus memproses sesuai dengan Program

Kerja, sesual dengan tanggung jawab lainnya dan

Penyedia sesuat dengan Kontrak. Personel Pengguna

Jasa berhak untuk bergantung sepenuhnya kepada

Program Kenja ketika merencanakan kegiatan.

Tidak ada dalam program apapun, Program Kerja

atau dokumen pendukung lainnya wyang dapat

dianggap, atau memberbaskan Penyedia dan
kewajibannya untuk memberikan Pembenitahuan
menurut Kontrak

Apabila, sewaktu~waktu, Konsultan memberikan

Pemberitahuan kepada Penyedia bahwa Program

Kerja gagal (sgjauh yvang dinyatakan) untuk patuh

terhadap Kontrak atau gagal untuk menunjukkan

kemajuan aktual atau apabila ditemukan tidak
konsisten dengan tanggung jawab Penyedia, maka

Penyedia harus, dalam waktu 14 han setelah

menerima Pemberitahuan, untuk segera

memperbaiki  program vang sesual  dengan
pengaturan pada Pasal ini kepada Konsultan.

Setiap Pithak harus membentahu pihak lain dan

Konsultan, dan Konsultan harus memberitahu Para

Fihak, dan awal atas segala penistiwa yang

diketahui atau yang mungkin terjadi di masa

mendatang atau kondisi dimana:

a. dapat berdampak buruk bagi pekemjaan dan
Personel Penyedia,

b. dapat berdampak buruk untuk kinerja Pekerjaan
ketika selesai,

¢. menaikkan harga Kontrak; dan/ atau

d. menunda  pelaksanaan  Pekenjaan  atau
Seksi/Bagian (apabila ada).

Konsultan dapat meminta kepada Penyedia untuk

menyampatkan pengajuan sesuai dengan Pasal

13.3.2 [Vanast berdasarkan Pengajuan] untuk

menghindan atau meminimalisir pengaruh dan

peristiwa~peristiwa atau keadaan~keadaan tersebut.

Penyedia berhak sesuai dengan pengaturan Pasal

T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/ atau

Perpanjangan Waktu] atas Perpanjangan Waktu

apabila sepanjang tujuannya adalah penyelesaian

sesual dengan pengaturan Pasal J.1 [Serah Terima

Pekerjaan dan Seksi/Bagian] sedang atau akan

terlambat disebabkan karena hal~hal sebagai

berikut:

a. Vanasi (kecuali tidak ditentukan persyaratan
mengenai kepatuhan sesuai pengaturan Pasal
T.2 [Kaim untuk Pembayaran dan Perpanjangan
Waktu]);

b. penyebab keterlambatan yang memberikan hak
untuk Perpanjangan Waktu sesuai Persyaratab~
persyaratan pada pengaturan Pasal ini;

¢. kondisi cuaca yang sangat merugikan, dimana
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tujuan dan Persyaratan ini untuk
menanggulang keadaan cuaca yang sangat
buruk yang mana Tidak Dapat Diantisipasi
walau berdasarkan data iklim yang telah
disediakan oleh Pengguna sesuai pengaturn
Pasal B.5 [Data Lokasi dan Referensi Item] dan/
atau data iklim yang dikeluarkan oleh Negara
untuk lokasi geografis Lokasi,

d. Kekurangan Personel dan Barang (Matenal yang
disediakan oleh Pengguna Jasa, apabila ada)
vang Tidak Dapat Diantisipasi ketersediannya
vang disebabkan oleh wabah atau tindakan
pemerintah; atau

e. Segela keterlambatan, kesulitan atau penghalang
vang  disebabkan  oleh  hal~hal yang
berhubungan dengan Pengguna Jasa, Personel
Pengguna Jasa, atau Penyedia lainnya dan
Pengguna Jasa yang terdapat di Lokast.

Ketika akan menetapkan Perpanjangan Waktu

sesuai pengaturan Pasal T.2 [Klaim Pembavaran

dan/ atau Perpamjangan Waktu], Konsultan harus
meniryau kembali penetapan sebelumnya sesuai
pengaturan Pasal C.7 [Persetujuan atau Penetapan]
dan diperbolehkan untuk menatkan, namun tidak
diperbolehkan untuk mengurangi, total dan

Perpanjangan Waktu.

Apabila keterlambatan disebabkan oleh hal~hal

yang merupakan tanggung jawab Pengguna Jasa

dan secara langsung berhubungan dengan
penyebab keterlambatan vang menjadi tanggung

Jjawab Penyedia, maka hak Penyedia atas

Perpanjangan Waktu harus diujt sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang ditentukan dalam

Syarat~syarat Khusus (apabila tidak ditetapkan,

dilaksanakan dengan memperhatikan keadaan~

keadaan yang bersangkutan).

Apabila:

a. Penyedia telah dengan teliti mengikuti prosesur
vang telah ditetapkan oleh otoritas publik resmi
Negara yang terkait,

b. Pithak  berwenang ini menunda  atau
menghentikan pekerjaan Penyedia

c. keterlambatan atau penghentian Tidak Dapat
Diperkirakan Sebelumnya,

maka keterlambatan atau penghentian ini dianggap

sebagai penyebab keterlambatan sesuai pengaturan

Pasal H.5 [Perpanjangan Waktu Penyelesaian|]

Apabila, sewaktu~waktu:

a. kemajuan actual terlalu lambat untuk
diselesatkan  dalam Waktu Penyelesaikan,
dan/atau

b. kemajuan telah (atau akan) tertinggal di
belakang rencana kena saat 11 seusat
pengaturan Pasal H.3 [Program Kerja)

Selain sebagai akibat dar sebab yang terdaftar pada
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pengaturan Pasal H.5 [Perpanjangan Waktu
Penyelesalan], maka Konsultan dapat
memerintahkan Penyedia untuk menyampatkan,
sesual pengaturan Pasal H.3 [Program Kenal,
perbaitkan prohram kema yang menyelaskan
perbaikan metode vang diajukan oleh Penvedia
untuk dilaksanakan dalam rangka mempercepat
kemajuan dan untuk menyelesaikan Pekerjaan atau
Seksi/Bagian (apabila ada) dalam kurun Waktu
Penyelesaian.

Kecuali Konsultan memberi Pemberitahuan kepada
Penyedia yang menegaskan hal lain, Penyedia harus
menerapkan metode yang telah diperbaiki ini, yang
mungkin mengharuskan penambahan jam kena
danfatau jumlah Personel Penyedia dan/fatau
Barang, dengan risiko dan biaya ditanggung oleh
Penyedia. Jika metode wang direvist 1
menyebabkan Pengguna Jasa mengeluarkan biaya
tambahan, Pengguna Jasa berhak sesuai pengaturan
Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/ atau
Perpanjangan  Waktu] untuk  mendapatkan
pembayaran dan Penyedia, dan juga mendapat
Ganti Rugi Keterlambatan (apabila ada).

Pasal M.3.3 [Vanasit yang Dipenintahkan] akan
berlaku untuk metode yang direvisi, termasuk
langkah percepatan, yang diperintahkan oleh
Konsultan untuk menanggulangi keterlambatan
akibat daftar wyang terdapat pada Pasal ES8
[Perparnyangan Waktu Penyelesaian]

Apabila Penyedia gagal untuk mematuhi Pasal H.2
[Waktu Penyelesaian], Pengguna Jasa berhak sesuai
Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/ atau
Perpanjangan Waktu] atas pembayaran Ganti Rugi
Keterlambatan oleh Penyedia atas kesalahan ini
Ganti Rugi Keterlambatan harus sesuai dengan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak Data, dan harus
dibayarkan setiap han dan dihitung antara Waktu
Penyelesaian  dengan  Tanggal  Penyelesaian
Pekerjaan dan Seksi/Bagian yang sesuai. Jumlah
tersebut tidak boleh melebihi jumlah dan Ganti
Rugi Keterlambatan (apabila ada) wyang telah
ditetapkan di dalam Kontrak Data.

Ganti Rugi Keterlambatan ini harus menjadi satu~
satunya ganti rugi yang berasal dan Penyedia untuk
kegagalan Penyedia patuh terhadap Pasal H.2
[Waktu Penyelesaian], selain hal~hal untuk
peristiwa penghentian pada Pasal O.2 [Penghentian
Akibat Kesalahan Penyedia] sebelum penyelesaian
Pekerjaan. Ganti Rugi Keterlambatan ini tidak
semerta~merta melepaskan Penyedia dan tanggung
Jjawab untuk menyelesaikan Pekerjaan, atau tugas
lainnya, kewajiban atau tanggung jawab Penyedia
berdasarkan Kontrak.

Pasal ini tidak membatasi pertanggungjawaban
Penyedia untuk Ganti Rugi Keterlambatan dalam hal
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penipuan, kelalaian, kesalahan yang disengaja atau
perbuatan ceroboh dari Penyedia.

Konsultan dapat memernintahkan Penyedia untuk
menghentikan pengenjaan dan  bagian atau
keseluruhan Pekerjaan, dimana perintah tersebut
harus menyertakan tanggal dan alasan penghentian.
Selama masa penghentian, Penyedia harus
melindungi, menyimpan dan mengamankan bagian
atau keseluruhan Pekenjaan (sesuai keadaan)
terhadap pengurangan nilai, kerugian atau
kerusakan.

Apabila dan sejauh penyebab dan penghentian
merupakan tanggung jawab dan Penyedia, Pasal
H.10 [Konsekuensi darn Penghentian oleh Pengguna
Jasa], H.11 [Pembayaran untuk Peralatan dan
Material akibat Penghentian oleh Pengguna Jasa]
dan H.12 [Penghentian Berkepanjangan] tidak
berlaku.

H.10. Konsekuens dan H.10.1 Apabila Penvedia mengalami keterlambatan dan/

Penghentian oleh
Pengguna Jasa

H.10.2

atau mengalami penambahan Biaya yang

diakibatkan karena kepatuhan kepada penintah

Insinyur sesuair Pasal H.9 [Penghentian oleh

Pengguna Jasa] dan/atau melanjutkan pekerjaan

sesual Pasal H.13 [Melanjutkan Pekerjaan Kembali],

Penyedia berhak sesuai dengan Pasal T.2 [Klaim

untuk Pembayaran dan Perpanjangan Waktu] atas

Perpanjangan Waktu dan/ atau pembayaran atas

Biaya plus Keuntungan.

Penyedia tidak berhak untuk Perpanjangan Waktu,

atau pembayaran atas Biaya yang timbul, dalam

usaha memperbaiki:

a. konsekuensi dan kesalahan Penyedia atau
kekurangan desain kecakapan kerja, Peralatan
atau Material; dan/atau

b. adanya pengurangan nilai, kerugian atau
kerusakan akibat kesalahan Penyedia untuk
menjaga, menyimpan atau mengamankan
sepertt vang diatur pada Pasal H.9 [Penghentian
oleh Pengguna Jasa]

H.11. Pembayaran terhadap H.11.1 Penvedia berhak untuk pembayvaran (saat tanggal

Peralatan dan Matenial
setelah Penghentan oleh
Pengguna Jasa

perintah  penghentian  sesuai  Pasal H.S

[Fenghentian oleh Pengguna Jasa]) sesuai dan

harga Instalast Mesin dan/atau Matenial yang

belum dikirimkan ke Lokasi, apabila:
a. pekerjaan dan  Instalast  Mesin, atau
pengiriman dan Instalast Mesin dan/ atau
Matenial, yang telah dihentikan lebih dan 28
han dan
1. Instalasi Mesin dan/ atau Matenal
dyawalkan, sesuat dengan Program Kenja,
telah selesai dan siap untuk dikinmkan ke
Lokast pada masa penghentian; dan

1. Penyedia menyampaikan kepada
Konsultan alasan yang masuk akal bahwa
Instalast Mesin dan/ atau Matenal
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tersebut telah sesuai pada Kontrak
b. Penyedia telah menandai Instalasi Mesin dan/
atau Matenal sebagai milik Pengguna Jasa
berdasarkan perintah Konsultan.

Apabila penghentian berdasarkan Pasal H.S

[Fenghentian oleh Pengguna Jasa] telah berlangsung

lebih dant 84 han, Penyedia dapat memberikan

Pembenitahuan kepada Konsultan meminta izin

untuk memproses.

Apabila Penyedia tidak memberikan Pemberitahuan

sesuai Pasal H. 13 [Melanjutkan Pekerjaan Kembali]

dalam waktu 28 han setelah menenma

Pemberitahuan Penyedia sesuai dengan Pasal ini,

Penyedia dapat melakukan hal sebagai berikut:

a. setuju  untuk memperparnyang penghentian,
dimana Para PFihak dapat setuu terhadap
Perpanjangan Waktu dan/ atau Biaya ditambah
Laba (apabila Penyedia menanggung Biaya),
dan/ atau pembayaran untuk Instalasi Mesin
dan/ atau Matenal yang ditangguhkan, yang
timbul dan total masa penghentian;

Atau (dan apabila Para Fihak gagal untuk mencapai

kesepakatan sesuai dengan poin a) pada pengaturan

Pasal 1)

b. setelah memberikan Pemberntahuan pertama
(kedua) kepada Konsultan, memperlakukan
penghentian sebagai sebuah kelalaian terhadap
bagian dan Pekemaan yang terpengaruh
(sebagaimana telah diperintahkan sesuai Pasal
L31 [Vanasi karena Penintah] dengan
pengaruh langsung termasuk membebaskan
dant tanggung jawab lebth jauh untuk
melindungl, menyimpan dan mengamankan
sesuai Pasal H.9 [Penghentian oleh Pengguna
Jasa). Apabila penhentian tersebut
mempengaruhi keseluruhan Pekerjaan,
Penyedua dapat memberikan Pembentahuan
untuk  pengakhiran  sesuai  Pasal P2
[Fengakhiran oleh Penyedia]

Penyedia harus melanjutkan kembali pekerjaan

sesegera mungkin setelah menerima Pembenitahuan

dani Konsultan untuk meneruskan pekenjaan yvang
dihentikan.

Pada tanggal vang tertulis pada Pembenitahuan ini

(apabila tidak dituliskan, sesegera mungkin setelah

Penyedia menerima Pembernitahuan ini), Penyedia

dan Konsultan harus bersama-~sama mengukur

Pekerjaan dan Instalasi Mesin serta Matenal yang

terkena akibat dan penghentian. Insinyur harus

mencatat segala pengurangan nilai, kerugian,
kerugian atau kerusakan pada Pekerjaan atau

Instalast Mesin atau Matenal yang mana terjadi

pada masa penghentian dan harus menyerahkan

catatan tersebut kepada Penyedia. Penyedia harus
segera memperbatki pengurangan nilai, kerugian,
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kerugian atau kerusakan sehingga Pekerjaan, ketika
telah selesai, akan tetap sesuail dengan ist Kontrak.

Penyedia harus melakukan Pengujian Penyelesaian

berdasarkan pengaturan pada Pasal ini dan Pasal

G.4 [Pengujian oleh Penyedial, setelah menyerahkan

dokumen~dokumen sesuat Pasal E.6 [Catatan As~

Built | dan Pasal E7 [Pedoman Operasi dan

Pemelitharaan|

Penyedia harus menyerahkan kepada Konsultan,

tidak kurang dan 42 han kalender sebelum tanggal

dimana Penyedia bermaksud melakukan Pengujian

Penyelesaian, program uji yang terperinci yang

menunjukkan waktu ujt yang diunginkan dan

sumber daya yang dibutuhkan untuk pengujian ini.

Konsultan dapat melakukan Peninjauan terhadap

program  pengujian  yvang  dimaksud  dan

memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia yang
menyebutkan sejauh mana program tersebut tidak
sesuai dengan Kontrak. Dalam waktu 14 han
kalender setelah menerima Pembentahuan ini,

Penyedia harus merivisi program pengujian untuk

memperbaiki hal~hal vang tidak patuh. Apabila

Konsultan tidak membenikan Pembentahuan

apapun dalam kurun waktu 14 han kalender

setelah menerima program pengujian (atau revisi
program pengujian), Konsultan dapat dianggap
telah memberikan Pemberitahuan Tidak Keberatan.

Penyedia tidak diperbolehkan untuk memulai

Pengujian Penyelesaian sampai Pembentahuan

Tidak Keberatan telah diberikan (atau dianggap

telah diberikan) oleh Konsultan.

Selain semua tanggal vang ditunjukkan di dalam

program pengujian, Penyedia harus memberikan

Pemberitahuan kepada Konsultan, dengan tidak

kurang dant 21 han kalender, setelah tanggal

dimana Penvedia akan melaksanakan setiap

Pengujian Penyelesaian. Penyedia harus

melaksanakan Pengujian Penyelesaian dalam waktu

14 han setelah tanggal i, atau di tanggal yang

diperintahkan oleh Konsultan, dan selanjutnya

memproses sesual dengan program pengujian

Penyedia yvang telah diberikan (atau dianggap telah

diberikan) Pembernitahuan Tidak Keberatan oleh

Insinyur.

Kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Pengguna

Jasa, Pengujian Pengujian Penyelesaian harus

dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

a. pra~pengujian penggunaan (di dalam atau di
luar Lokasi, apabila sesuat), dimana termasuk
inspeksi wvang sesuai dan (“kening” atau
“dingin™) pengujian  fungsional — untuk
menunjukkan bahwa setiap item dan Pekenjaan
atau Sekst dapat dengan aman menjalankan
tahap benikutnya sesuat dengan paragraph (b) di
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bawah,

b. pengujian penggunaan, dimana termasuk
pengujian operasional yang ditentukan di dalam
Ketentuian Pengguna Jasa yang meurnjukkan
bahwa Pekerjaan atau Seksi dapat dioperasikan
dengan aman sebagaimana ditentukan dalam
Ketentuan Pengguna Jasa, sesuai dengan kondist
operasional yang ada; dan

¢c. ut coba operast (sepanjang dimungkinkan
berdasarkan syarat operasi), yang akan
menunjukkan bahwa Pekerjaan atau Seksi dapat
diandalkan dan sesuai dengan Kontrak.

[.1.6 Pengijian dan setiap tahapan yang diyelaskan pada
poin L1.5b dan [1.5¢ di atas tidak boleh
dilaksanakan sebelum Pekerjaan atau Bagian
Pekerjaan telah melewati tahapan sebelumnya.

[.1.7 Selama masa uji coba, ketika Pekerjaan atau Seksi
(apabila apa) sedang beroperast di dalam kondist
vang  stabil, Penyedia harus memberikan
Pemberitahuan kepada Konsultan bahwa pekerjaan
tersebut  stap untuk  dilakukan  Pengujian
Penyelesaian, termasuk uji pelaksanaan. U
Pelaksnaan harus dilaksanakan untuk menunjukkan
apakah Pekerjaan atau Seksi patuh terhapad kritenia
pelaksnaan yang ditentukan dalam Ketentuan
Pengguna Jasa dan dengan Jadwal dan Jaminan
Pelaksanaan. Uj coba, termasuk ujl pelaksnaan,
tidak merupakan pengambilalihan sesuai Pasal |
[Serah Terima kepada Pengguna Jasal

[.1.8 Settap produk yang digunakan oleh, dan setap
pendapatan atau keuntungan lainnya vang
dihasilkan dan uji coba operasi sesuai pengaturan
Pasal in1 akan menjadi hak milik Pengguna Jasa.

[.1.9 Segera setelah Pekerjaan atau Seksi telah, menurut
Penyedia, melewatt tahapan-~tahapan dan Pengujian
Penvelesaian wvang diyelaskan pada poin 1.1.5a
hingga ¢ di atas, Penyedia hrus menyerahkan setiap
laporan dan pengujian tersebut kepada Konsultan.
Konsultan harus melakukan Peninjauan pada
laporan  tersebut dan harus membernikan
Pemberitahuan kepada Penyedia yang menjelaskan
segjauh mana hasil dan pengujian tersebut vang
tidak patuh dengan Kontrak Apabila Konsultan
tidak memberikan Pemberitahuan 14 han kalender
stelah menerima hasil pengujian, Konsultan dapat
dianggap telah memberikan Pemberitahuan Tidak
Keberatan.

[.1.10 Dalam mempertimbangkan hasil Tes Penyelesaian,
Konsultan harus menoleranst dampak~dampak
penggunaan Pekerjaan oleh Pengguna Jasa terhadap
kinenja atau karakteristik lain Pekerjaan tersebut.
Begitu suatu Pekerjaan, atau Seksi, telah lolos Tes
Penyelesaian, Penyedia harus menyerahkan laporan
hasil Pengujian vang disahkan kepada Konsultan.

I12. Keterlambatan Penguyjian [2.1 Apabila Penyedia telah memberikan Pembernitahuan
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sesuai Pasal 9.1 [Kewajiban Penyedia] bahwa

Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (apabila ada) telah

stap untuk dilaksanakan Pengujian Penyelesaian,

dan Pengujian Penyelesaian ditunda secara tidak
wajar oleh Personel Pengguna Jasa atau oleh sebab
vang menjadi tanggung jawab Pengguna Jasa
pengaturan Pasal |.3 [Gangguan terhadap Pengujian

Penyelesaian] akan berlaku.

2.2 Apabila keterlambatan Pengujian Penyelesaian
diakibatkan oleh Penyedia, maka Konsultan dengan
Pemberitahuan dapat meminta Penyedia untuk
melaksanakan pengujian dalam waktu 21 han
kalender setelah menerima  Pembentahuan.
Penyedia harus melaksanakan pengujian pada han
atau hari~harn dalam periode 21 han kalender, yang
ditetapkan oleh Penyedia dan membentahukan
kepada Konsultan tidak kurang dan 7 han kalender.

[2.3 Apabila Penyedia gagal melaksanakan Pengujian
Penyelesaian dalam periode 21 han kalender, maka:
a. setelah Pembentahuan kedua telah diberikan

oleh Konsultan kepada Penyedia, Personel
Penyedia dapat melanjutkan dengan pengujian,

b. Penyedia dapat menghadin dan menvaksikan
pengujian~pengujian ini,

c. dalam waktu 28 han setelah pengujian i
diselesaikan, Konsultan harus mengirimkan
salinan dan hasil pengujiann kepada Penyedia,
dan

d. Apabila Pengguna Jasa dibebani biaya tambahan
akibat dan pengujian tersebut, Pengguna Jasa
berhak sesuai dengan pengaturan Pasal T.2
[Klaim  untuk  Pembayaran dan/ atau
Perpanjangan Waktu] untuk pembayaran oleh
Penvedia untuk biava~biaya yang secara wajar
dibebankan.

2.4 Bak Penyedia hadir ataupun tidak, Pengujian
Penyelesaian ini harus dianggap telah dilaksanakan
dengan kehadiran Penyedia dan hasil dan
pengujian ini harus diterima sebagai hasil yang
akurat.

Jika Pekerjaan, atau Seksi, tidak lolos Pengujan

Penyelesaian, Pasal G.5 [Cacat Mutu dan Penoclakan] akan

berlaku. Konsultan atau Penvedia dapat meminta agar

pengujian yvang gagal ini, dan Pengujian Penyelesaian
untuk pekerjaan lain yang berhubungan, untuk dapat
diulangt dengan periode dan syarat yang sama.

Pengulangan pengujain tersebut dapat dianggap sebagai

Pengujian Penyelesaian sebagai maksud dan tuyjuan dan

Pasal ini.

14.1 Jika suatu Pekerjaan atau Seksi tidak lolos Tes
Penyelesaian vang diulang berdasarkan Pasal 1.3
[Fengujian Ulang], Konsultan berhak atas hal~hal
vang meliputi:
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a. meminta pengulangan Tes Penyelesaian lebih
lanyut berdasarkan Pasal 3.3 [Pengujian Ulang];

b. menolak Pekerjaan tersebut apabila kegagalan
tersebut  berpengaruh terhadap hilangnya
manfaat keseluruhan dan Pekemjaan bagt
Pengguna Jasa, yang dalam hal demikian
Pengguna Jasa akan mendapatkan ganti rugi
vang sama sebagaimana diatur dalam poin (d)
Pasal K4 [Kegagalan dalam Memperbaiki Cacat
Mutu],

c. menolak Bagian Pekenjaan apabila pengaruh
kegagalan tersebut menyebabkan Bagian
Pekerjaan tidak dapat digunakan untuk tujuan
yang dimaksud berdasarkan Kontrak, yang
dalam hal demikian Pengguna Jasa akan
mendapatkan ganti rugi yang sama sebagaimana
diatur dalam poin (d) Pasal K4 [Kegagalan
dalam Memperbaiki Cacat Mutu];

d. Menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama
apabila Pengguna Jasa memintanya.

14.2 Apabila Pasal 1.4.1 poin (d) terjadi, Penyedia harus

bertindak sesuai dengan semua kewajiban lain di
bawah Kontrak, dan Pengguna Jasa berhak sesuai
Pasal T2 [Klaim Untuk Pembayaran dan
Perpanjangan Waktu] untuk pembayaran oleh
Kontrajtor atau pengurangan Harga Kontrak
sebagaimana disebutkan dalam poin (b)(1) atau
(b)(1) dart Pasal K4.2 [Kegagalan dalam
Memperbatki Cacat Mutu], masing~masing. Hak
atas 11 tanpa mencederai hak~hak lain wvang
Pengguna Jasa miliki, sesuai 1s1 Kontrak atau tidak.

J. SERAH TERIMA KEPADA PENGGUNA JASA

1.

Serah Terima Pekerjaan
atau Bagian Pekerjaan

J1.1

Kecuali dinyatakan lain pada Pasal 1.4 [Kegagalan
dalam Pengujian Penyelesaian]|, Pasal ].2 [Serah
Terima Bagian] dan Pasal |.3 [Gangguan terhadap

Pengujian pada Akhir Pekerjaan], Pekerjaan dapat

diserahterimakan oleh Pengguna Jasa dengan syarat

sebagai berikut:

a. Pekemjaan telah diselesatkan sesuai denga
ketentuan Kontrak, termasuk telah melewati
Pengujain  Penyelesaian dan hal~hal yang
dikecualikan dalam Pasal ].1.4.1 di bawah,

b. Konsultan telah memberikan (atau dianggap
telah membenikan) Pemberitahuan Tidak
Keberatan dan cacatan as~built yang diserahkan
sesual dengan pengaturan poin (a) Pasal EE
[Catatan As~Built];

c. Konsultan telah memberikan (atau dianggap
telah  memberikan) Pemberitahuan Tidak
Keberatan terhadap Pedoman OP sementara
untuk Pekernjaan wyang diserahkan sesuat
pengaturan Pasal E7 [Manual Operasi dan
Pemeliharaan],

d. Penyedia telah melaksanakan pelatihan (apabila
ada) sesual pengaturan Pasal E.5 [Pelatthan], dan
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e. Berita Acara Serah Terima Pertama atas
Pekerjaan telah diterbitkan, atau dianggap telah
diterbitkan sesuai Pengaturan Pasal ini.

Penyedia dapat meminta Berita Acara Serah Terima
Pertama dengan memberikan Pembentahuan
kepada Konsultan maksimal 14 han sebelum
Pekerjaan akan, menurut Penyedia, selesai dan siap
untuk  diserahterimakan.  Apabila  Pekerjaan
dipisahkan menjadi Bagian Pekerjaan, Penyedia
dapat mengaplikasikan hal yang sama untuk Berita
Acara Serah Terima Pertama untuk tiap Bagian
Pekerjaan.
Apabila terdapat Bagian dan Pekemaan yang
diserahterimakan sesuai Pasal |2 [Serah Terima
sebagian], sisa Pekerjaan yang lain atau Seksi, tidak
boleh diserahterimakan sebelum syarat~syarat vang
ditetapkan di poin (a) hingga () telah dipenuhi.
Konsultan harus melakukan hal berikut, dalam 28
hart setelah menerima Pemberitahuan Penyedia,
antara lain:
menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama
kepada Penyedia, yang menjelaskan tanggal dimana
Pekerjaan tersebut diselesatkan sesuai dengan ist
Kontrak, kecuali untuk pekerjaan dan cacat mutu
minor yang belum diselesaitkan yang tidak akan
berpengaruh  secara  substansial  terhadap
penggunaan Pekenjaan atau Bagian Pekerjaan untuk
maksud tuyjuannya (baitk hingga atau selama
pekerjaan ini selesai dan cacat mutu diperbaiki),
atau

menolak  permohonan dengan  membernikan

Pemberitahuan  kepada  Penyedia, dengan

memberikan alasan. Pembenitahuan ini harus

mempenncikan dan menyebutkan pekenjaan yang
harus diselesatkan, cacat mutu yang harus
diperbaiki dan/ atau kelengkapan dokumen yang
harus diserahkan oleh Penyedia agar Berita Acara

Serah Terima dapat diterbitkan. Penvedia kemudian

harus menyelesaitkan pekenjaan 11 sebelum

mengeluarkan  Pemberitahuan  lebth  lanjut
berdasarkan pengaturan Pasal ini.

Apabila Konsultan tidak mengeluarkan Berita Acara

Serah Terima Pertama atau menolak permohonan

Penyedia dalam kurun waktu 28 han, dan apabila

keadaan yang dyjelaskan pada poin (a) hingga (d) di

atas telah dipenuhi, Pekerjaan atau Bagian

Pekerjaan  tersebut  harus dianggap telah

diselesaitkan sesuai dengan 1s1 Kontrak pada 14 han

kalender setelah Insinyur menerima Pembenitahuan
dari Kontrator mengenai permohonan dan Berita

Acara Serah Terima Pertama harus dianggap telah

dikeluarkan.

Apabila Penyedia terhambat, selama lebih dan 14

hart (baitk ity periode menerus atau beberapa

periode yang apabila ditotal lebth dan 14 har),
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untuk melaksanakan Pengujian Penvelesaian oleh

Personel Pengguna Jasa atau disebabkan oleh hal~

hal yang menjadi tanggung jawab Pengguna Jasa

(termasuk segala pengujian pelaksanaan yang tidak

mungkin dilakukan dikarenakan ketersediaan

syarat operasi pada saat operast uji coba) maka:

a. Penyedia harus membenikan Pembentahuan
kepada Konsultan vang menjelaskan mengenat
penghalang tersebut,

b. Pengguna Jasa harus dianggap telah mengambil
alih Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (apabila
ada) pada tanggal dimana Pengujan
Penyelesaian akan atau seharusnya telah
diselesatkan, dan

¢. Konsultan harus segera menerbitkan Benta
Acara Serah Terima Pertama untuk Pekerjaan
atau Bagian Pekerjaan (apabila ada)

Setelah Konsultan mengeluarkan Berita Acara Serah

Terima Pertama, Penyedia harus melaksanakan

Pengujian Penyelesaian sesegera mungkin, sebelum

habis Masa Pemeliharaan. Konsultan harus

memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia, tidak
kurang dani 14 han, dan tanggal dimana Penyedia
melaksanakan setiap Pengujian Penyelesaian.

Selanjurnya, Pasal 1.1 [Kewajiban Penyedia] akan

berlaku.

Apabila Penyvedia mengalami keterlambatan dan/

atau penambahan Biaya akibat terhalang untuk

melaksanakan Pengujian Penyelesaian, Penyedia
berhak sesuai Pasal T.2 [Klaim untuk Pembavaran
dan Perpanjangan Waktu] atas Perpamjangan

Waktu dan/ atau pembayaran untuk Biaya plus

Keuntungan.

Kecuali dinyatakan lain dalam Berita Acara Serah Terima
Pertama untuk Seksi atau sebagian Pekerjaan tidak dapat
dianggap sebagai pengesahan penyelesaian tanah atau
permukaan yvang harus ditata kembali

K CACATMUTU SETELAH SERAH TERIMA

K.1.1. Agar Pekerjaan dan Dokumen Penyedia, dan setiap

Bagian Pekerjaan, berada dalam kondisi yang

dipersyaratkan Kontrak (mengecualikan aus akibat)

menyjelang tanggal berakhirnya Masa Pemeliharaan
terkait atau segera mungkin, maka Penyedia harus,
antara lain:

a. menyelesatkan tiap pekernjaan yang belum
selesai pada Tanggal Penyelesaian, dalam
kurun waktu wyang ditentukan pada Berita
Acara Serah Tenima Pertama atau waktu lain
vang wajar yvang dipenintahkan oleh
Konsultan; dan

b. Melaksanakan semua  pekemjaan  yang
diperlukan untuk memperbaiki cacat mutu
atau kerusakan, sebagaimana Pemberitahuan
telah diberikan kepada Penyedia (atau atas
nama) Pengguna Jasa pada atau sebelum
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tanggal berakhirnya Masa Pemeliharaan
Pekemjaan  atau Bagian Pekerjaan (sesuat
keadaan) tersebut.

Jika suatu cacat mutu muncul atau kerusakan

terjadi, Penyedia harus diberitahu mengenai hal itu,

oleh (atau atas nama) Pengguna Jasa. Untuk
selanjutnya segera dapat melakukan hal berikut,
antara lain:

a. Penyedia dan Personel Pengguna Jasa secara
bersama~sama memeriksa cacat mutu atau
kerusakan,

b. Penyedia selamyutnya harus menyampatkan
pengajuan untuk hal~hal yang dianggap perlu
untuk perbaikan pekerjaan; dan

c. Pasal G52 sampai G.54 [Cacat Mutu dan
Penolakan] akan belaku.

Semua pekerjaan pada Pasal K. 1 [Penyelesaian pada

Pekerjaan vang Belum Selesai dan Perbaikan Cacat

Mutu] harus dilaksanakan dengan risiko dan biaya

vang ditanggung oleh Penyedia, jika dan sejauh

pekerjaan disebabkan oleh antara lain:

a. desain dan Pekerjaan, kecuali bagian dan
desain dimana Penguna Jasa bertangung jawab
(apabila ada);

b. Instalasi Mesin, Matenial atau kecakapan kerja
tidak sesuai dengan 1s1 Kontrak

¢. kesalahan operasi dan pemeltharaan yang
mana berhubungan kepada hal yang menjadi
tangung jawab Penyedia (sesuai Pasal E5
[Felatihan], Pasal E.6 [Catatan as~built] dan/
atau Pasal E7 [Pedoman Operasi dan
Pemeliharaan] atau lainnya; atau

d. Kegagalan  Penyedia untuk  mematuhi
kewajiban lainnya sesuai Kontrak.

Apabila Penvedia menanggap bahwa pekerjan

tersebut disebabkan oleh hal lain, Penyedia harus

segera memberikan  Pemberitahuan  kepada

Konsultan dan Konsultan harus memproses sesuai

Pasal C.7 [Persetuyjuan dan Penetapan] untuk

menyetujui atau menetapkan penyebab (dan sesuai

Pasal C.65 [Batas Waktu], tanggal dan

Pembenitahuan i1ni harus menjadi awal mula

perhitungan batas waktu untuk persetujuan sesuat

Pasal C.6.5). Apabila disetyyu atau ditetapkan

bahwa pekerjaan tersebut disebabkan oleh hal~hal

selain daftardi atas, Pasal M. 1 [Vanasi berdasarkan

Instruksi] akan diberlakukan seolah pekenjaan

tersebut diperintahkan oleh Konsultan.

Pengguna Jasa berhak atas perpamjangan Masa

Pemeltharaan untuk Pekenjaan atau Bagian

Pekerjaan, ketika:

a. Jika dan sampai sebatas bahwa Pekerjaan atau
Bagian Pekernjaan atau bagian utama dan
Instalasi Mesin (sesuai keadaannya dan setelah
Serah Terima) tidak dapat digunakan sesuat
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tuyjuan penggunaannya karena alasan cacat
mutu atau kerusakan yang disebabkan hal~hal
sesuat Pasal K.2.1.a sampat K2.1.d.

b. Berhak atas Pasal T.2 [Klam untuk
Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu].

Pemberian Waktu Perpanjangan Masa

Pemelitharaan sesuai ketentuan diatas tidak lebih

dant 2 tahun setelah berakhirmya Masa

Pemeliharaan yang dinyatakan dalam Data

Kontrak.

Jika penginman dan/atau pemasangan Instalasi

Mesin  danfatau Matenial dihentikan  sesuai

ketentuan Pasal H.9 [Penghentian oleh Pengguna

Jasa] (selain sebab penghentian diakibatkan oleh

tanggung jawab Penyedia) atau ketentuan Pasal P.1

[Penghentian oleh Penyedia], Kewajiban Penyedia

sesuai ketentuan Pasal ini tidak diberlakukan untuk

cacat mutu atau kerusakan vang terjadi lebith dari 2

tahun setelah Masa Pemeliharan Pekernjaan atau

Instalast Mesin  danfatau  Material menjadi

bagiannya seharusnya berakhir.

Jika perbaikan dan cacat mutu atau kerusakan
sesual ketentuan Pasal K 1 [Penyelesaian Pekerjaan
vang Belum Selesai dan Perbaitkan Cacat Mutu]
ditunda secara tidak wajar oleh Penyedia, sebuah
tanggal dapat ditetapkan oleh (atau atas nama
Pengguna Jasa), dimana pada atau menjelang
tanggal tersebut cacat mutu atau kerusakan harus
diperbaiki. Pemberitahuan terhadap tanggal ini
harus diberikan kepada Penyedia oleh (atau atas
nama) Pengguna Jasa, dimana Pembentahuan
tersebut memberikan waktu yang cukup (dengan
mempertimbangkan kondisi terkait) bagi Penyedia
untuk memperbaiki cacat mutu atau kerusakan
tersebut.

Jika Penyedia gagal memperbatki cacat mutu atau

kerusakan pada tanggal yang dinyatakan dalam

Pembenttahuan ini yang seharusnya dilakukan

dengan biaya Penyedia sesuai ketentuan Pasal K.2

[Biaya Perbaikan Cacat Mutu], Pengguna Jasa dapat

(sesuai pilithannya):

a. Melaksanakan  pekemjaan  sendinn  atau
menggunakan pihak lain (termasuk pengujian
ulang), dengan cara sesuai dengan Kontrak
dan dengan biaya Penyedia, namun Penyedia
tidak bertanggung jawab atas pekerjaan
tersebut.  Pengguna Jasa berhak sesuai
ketentuan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran
dan/atau  Perpamyangan  Waktu] untuk
pembavaran oleh Penyedia untuk biaya yang
wajar yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa
untuk  memperbaiki cacat mutu atau
kerusakan,

b. Menenma pekemjaan yang rusak atau cacat
mutu tersebut, dimana Pengguna Jasa berhak
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sesual ketentuan Pasal T.2 [Klaim untuk

Pembayaran dan/fatau Perpanjangan Waktu]

untuk:

1. Pembavaran atas Denda Kerusakan Kinerja
sesual dengan pemenuhan kegagalan ini,

1. Pengurangan Harga Kontrak, jika tidak
ada Daftar Jaminan Pelaksanaan sesuai
kontrak, atau tidak ada Denda Kerusakan
Kinerja yang dapat diterapkan.
Pengurangan ini harus dalam jumlah yang
sesuai untuk mengatast pengurangan nilai
yang diderita Pengguna Jasa sebagai akibat
kegagalan ini,

c. Meminta Konsultan untuk memperlakukan
setiap bagian dani Pekenjaan yang tidak bisa
dipergunakan untuk tujuan penggunaannya
sesual Kontrak akibat kegagalan ini sebagai
penghapusan, sebagaimana penghapusan
dunstruksikan berdasarkan Pasal M. 13.3.1
[Variasi akibat Instruksi],

d. Memutuskan FKontrak secara keseluruhan
dengan pemberlakuan segera (dan Pasal O.2
[Pemutusan akibat Kegagalan Penyedia] tidak
berlaku) jika cacat mutu atau kerusakan
menyebabkan Pengguna Jasa kehilangan secara
substansial  keseluruhan  manfaat  dan
Pekerjaan. Pengguna jasa berhak sesuat
ketentuan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran
dan/atau  Perpamyangan  Waktu] untuk
memperoleh kembali semua biaya yang
dikeluarakan untuk Pekerjaan ditambah beban
pendanaan dan biaya wvang timbul akibat
pembongkaran, pembersthan Lokasi dan
mengembalikan Instalasi Mesin dan Material
kepada Penyedia.

Pelaksanaan pilthan Pengguna Jasa ini sesuai Pasal

K42 butir ¢ dan b diatas dilakukan tanpa

prasangka terhadap hal lain yang mungkin dimiliki

oleh Pengguna Jasa sesuai ketentuan Kontrak atau
lainnya.

Dalam 7 hant kalender setelah menyelesaikan

pekerjaan perbaikan cacat mutu atau kerusakan,

Penyedia menerbitkan Pembenitahuan kepada

Konsultan menjelaskan  Pekerjaan,  Bagian

Pekerjaan, dan fatau Instalast Mesin yang

diperbaiki dan pengujian ulang wvang diusulkan

(sesual  ketentuan Pasal | [Pengujan sewaktu

Penyelesaian] dan Pasal L [Pengujian setelah

Penyelesaian].

Dalam 7 hant kalender setelah menerima

Pemberitahuan Penyedia 11, Konsultan harus

menerbitkan Pembenitahuan kepada Penyedia

untuk:

a. menyetujut usulan pengujian; atau

b. menginstruksikan penguian ulang yang
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dibutuhkan untuk mendemonstrasikan bahwa
Pekerjaan, Bagian Pekerjaan dan/atau Instalasi
Mesin telah memenuhi Kontrak.

Apabila Penyedia gagal menerbitkan Pemberitahuan

yang dimaksud dalam waktu 7 han kalender,

Konsultan dapat menerbitkan Pembentahuan

kepada Penyedia, dalam waktu 14 han Kalender

setelah cacat mutu atau kerusakan diperbaiki,
menginstruksikan pengujian ulang yang
dibutuhkan untuk mendemonstrasikan bahwa

Pekerjaan, Bagian Pekerjaan dan/atau Instalasi

Mesin telah memenuhi Kontrak.

Seluruh pengujian ulang sesuai ketentuan Pasal i1

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sama

dengan pengujian sebelumnya, namun akan
dilaksanakan dengan risitko dan biaya dant Fihak

yang bertanggung jawab, sesuai ketentuan Pasal K.2

[Biaya Perbaikan Cacat Mutu].

Sampai dengan 28 hari kalender setelah penerbitan

Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan,

Penyedia memiliki hak akses terhadap seluruh

bagian Pekerjaan dan terhadap catatan dan operasi,

pemeliharaan dan kinerja dan Pekerjaan, kecuali
dianggap tidak sejalan dengan pembatasan
keamanan yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa.

Ketika Penyedia bermaksud untuk memiliki akses

terhadap setiap bagian Pekernjaan atau catatan

selama Masa Pemeliharaan maka:

a. Penyedia meminta akses dengan menerbitkan
Pembenitahuan  kepada  Pengguna  Jasa,
menjelaskan bagian dan Pekerjaan dan/atau
catatan yang hendak diakses, alasan untuk
akses tersebut dan tanggal yvang dikehendaki
oleh  Penyedia untuk  akses tersebut.
Pemberitahuan ini harus diberikan dalam
waktu vang wajar sebelum tanggal untuk akses
vang diajukan, dengan mempertimbangkan
kondist  terkait, termasuk  pembatasan
keamanan Pengguna Jasa;

b. Dalam 7 han kalender setelah menerima
Pemberitahuan Penyedia, Pengguna Jasa harus
menerbitkan Pembernitahuan kepada Penyedia
untuk:

1. Menyatakan persetujuan Pengguna Jasa
terhadap permintaan Penyedia; atau

1. Mengusulkan tanggal alternatif yang
wajar, dengan alasan. Jika Pengguna Jasa
tidak menerbitkan Pemberitahuan ini
dalam 7 han kerja, Pengguna Jasa
dianggap telah memberikan persetuyjuan
terhadap akses Penvedia dengan tanggal
vang dicantumkan dalam Pemberitahuan
Penvedia.

Jika Penyedia mengeluarkan Biaya tambahan

sebagai akibat dan penundaan tidak beralasan dan
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K 7. Penyelidikanoleh K71
Penyedia

K7.2

K.7.3.

K 8. Berita Acara Serah Tenma K. &.1.
Akhir

K. 8.2

K. 8. 3.
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Pengguna Jasa dalam mengizinkan akses ke
Pekerjaan atau catatan tersebut, Penyedia berhak
sesual  ketentuan Pasal T.2 [Kaim untuk
Pembayaran dan/atau Perparyangan Waktu] untuk
pembavaran Biaya plus keuntungan.

Fenyedia harus, apabila diminta oleh Konsultan,
menyelidiki penyebab dani cacat mutu, berdasarkan
pengarahan darn Konsultan. Penyedia melaksanakan
penyelidikan pada tanggal vang dinvatakan pada
instrukst  Konsultan atau tanggal lain yang
disepakati bersama Konsultan.

Kecuali cacat mutu tersebut diperbaiki dengan
Biaya dan Penyedia sesuai ketentuan Pasal L.2
[Biaya dant Perbaikan Cacat Mutu], Penyedia berhak
sesuai  ketentuan Pasal T.2 [Kaim untuk
Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu] untuk
pembavaran Biaya plus keuntungan terhadap
penyelidikan tersebut.

Jika Penvedia gagal melaksanakan penyelidikan
sesual ketentuan pasal ini, penyelidikan tersebut
dapat dilaksanakan oleh Personel Pengguna Jasa.
Penvedia diberikan Pemberitahuan terkait tanggal
pelaksanaan penyelidikan dan Penyedia dapat
menghadint dengan biaya sendin. Jika cacat mutu
diperbaiki dengan biaya Penyedia sesuai dengan
ketentuan Pasal L2 [Biaya dan Perbaikan Cacat
Mutu], Pengguna Jasa berhak sesuai ketentuan Pasal
T2 [(aim  untuk  Pembayaran dan/atau
Perpanyangan Waktu] untuk pembayaran oleh
Penyedia untuk biaya penyelidikan wvang secara
wajar dikeluarkan oleh Pengguna Jasa.

Pelaksanaan kewajiban Penvedia sesuai ketentuan
Kontrak dianggap belum selesai hingga Konsultan
menerbitkan Bertta Acara Serah Terima Akhir
kepada Penyedia, menyatakan tanggal selesainya
kewajiban Penyedia sesuai Kontrak.

Konsultan menerbitkan Berita Acara Serah Terima

Akhir kepada penyedia (dengan salinan kepada

Fengguna Jasa) dalam 28 han kalender setelah

berakhirnya Masa Pemelitharaan, atau segera

setelah Penyedia telah:

a. Menyampaikan semua Dokumen Penyedia dan
Konsultan telah membenkan (dianggap telah
memberikan) Pemberitahuan Tidak Keberatan
atas catatan As~Built sesuai ketentua Pasal ES
[Catatan As~Built], dan

b. Menyelesatkan dan melaksanakan pengujian
untuk seluruh Pekerjaan (termasuk
memperbaiki seluruh cacat mutu) sesuat
dengan ketentuan Kontrak

Jika Konsultan gagal menerbitkan Berita Acara

Serah Terima Akhir dalam jangka waktu 28 han

kalender ini, Berita Acara Serah Tenima Akhir
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Pekerjaan tersebut dianggap telah diterbitkan pada
tanggal ke 28 setelah tanggal seharusnya itu
diterbitkan sesuai ketentuan pasal ini.
Hanya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan
vang dapat dianggap sebagai penerimaan
Pekerjaan.
Setelah penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir
Pekerjaan, tiap PFihak tetap bertanggung jawab
untuk pemenuhan kewajiban yang belum terpenuhi
pada saat itu. Untuk penetapan bentuk dan batas
dan kewajiban yang belum dilaksanakan tersebut,
Kontrak harus dianggap sebagai masih tetap
berlaku.
Namun terkait dengan Instalasi Mesin, Penyedia
tidak bertangsung jawab atas cacat mutu atau
kerusakan yang terjadi lebith dan dua tahun setelah
berakhirnya Masa Pemeliharaan untuk Instalasi
Mesin tersebut, kecuali apabila dilarang oleh
Peraturan  perundang~undangan dalam  hal
kecurangan, kelalaian, kesalahan disengaja atau
perbuatan kelalaian yang disengaja.

Kewajiban ini juga termasuk kewajiban yang diatur

oleh Peraturan perundang-~undangan terkait Jasa

Konstrukst sesuai dengan Ketentuan Pengguna Jasa.

Segera setelah diterbitkan Berita Acara Serah

Terima Akhir, Penyedia harus:

a. Memindahkan setiap peralatan Penyedia yang
masth ada, material yang berlebith, puing~
puing, sampah dan Pekerjaan Sementara dan
Lokast,

b. Memulihkan ke kondisi semula bagian dan
Lokasi wang terpengaruh oleh kegiatan
Penyedia selama pelaksanaan Pekerjaan dan
yang tidak ditempati oleh Pekerjaan Permanen,
dan

c. Meninggalkan Lokast dan Pekerjaan dalam
kondist wang dinvatakan dalam Ketentua
Pengguna Jasa (jika tidak dinyatakan, dalam
keadaan bersith dan aman).

Jika Penyedia gagal memenuhi ketentuan Pasal

K11.1 diatas dalam 28 hani kalender setelah

penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir

Pekerjaan, Pengguna Jasa dapat menjual (dalam

batasan yang diizinkan oleh Peraturan perundang-~

undangan) atau membuang barang-barang yang
tersisa  tersebut dan/atau memulihkan dan
membersihkan Lokasi (sebagaimana perlu) dengan

Biaya Penyedia.

Pengguna Jasa berhak sesuai ketentuan Pasal T.2

[Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan

Waktu] untuk pembayaran oleh Penvedia untuk

atau terkait dengan penjualan atau pembuangan

dan pemulthan dan/atau pembersthan Lokast,
dikurangt dan jumlah uang vang didapatkan dan
peryualan (ika ada).
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L. PENGUJIAN SETELAH PENYELESAIAN
L. 1. Proseduruntuk Pengujian Jika Pengujian Penyelesaian ditentukan di dalam Ketentuan
Penyelesaian Pengguna Jasa, maka Pasal ini akan berlaku.

L.1.1. Pengguna Jasa harus melakukan antara lain:

[a] menyediakan kebutuhan akan listnik, air,
saluran limbah (apabila ada), peralatan, bahan
bakar, bahan habis pakai, instrumen, tenaga
kerja, matenal, serta pegawai yang memiliki
kualifikasi yang sesuai, berpengalaman dan
berkompetensi, yang dibutuhkan untuk
melaksanakan Pengujian Penyelesaian secara
effisien dan secara wajar, dan

b] melaksanakan Pengujian Penyelesaian yang
sesual dengan:

[] Ketentuan Pengguna Jasa;

[ii] Pedoman OP yang mana Konsultan telah
memberikan (atau  dianggap  telah
memberikan) Pemberitahuan Tidak
Keberatan, sesuai dengan Pasal E7
[Fedoman Operasi dan Pemeliharaan], dan

iii] sesuar dengan petunyuk wyang disediakan
oleh Penyedia pada masa pelaksanaan
pengujian ini; dan

dilakukan dengan kehadiran dant  Personel

Penyvedia atau PFihak lain yang bersangkutan

sepanjang dianggap wajar.

L.1.2. Waktu Pengujian Penyelesaian harus dinyatakan di
dalam Ketentuan Pengguna Jasa (apabila tidak
dinyatakan, maka dilaksanakan sesegera mungkin
dalam batas kewajaran) setelah Pekenjaan atau
Seksi/Bagian (apabila ada) telah diserahterimakan
sesual Pasal | [Serah Terima Kepada Pengguna
Jasa]. Konsultan harus membent Pembentahuan
kepada Penyedia, tidak lebth dann 21 han,
mengenai tanggal dan tempat dimana Pengujian
Penyelesaian akan dilaksanakan. Pemberitahuan ini
juga benisitkan program pengujian yang akan
menunjukkan perkiraan waktu pelaksanaan
pengujian. Kecuali disetujui hal yang berbeda oleh
Penyedia, pengujian ini harus dilaksnakan pada
tanggal yang dimaksud.

L.1.3. Jika Penyedia tidak hadir pada tanggal dan tempat
vang dinyatakan di  dalam Pembentahuan
Konsultan (atau waktu dan tempat yang disetuyu
oleh Penyedia), Pengguna Jasa dapat melaksanakan
Pengujian Penyelesalan, yang mana dianggap
bahwa pelaksanaan ini telah dilakukan dengan
kehadiran Penyedia, dan Penyedia dianggap telah
menyetujut hasil dan pengujian tersebut.

L 1.4 Hasil dann Pengujian  Penyelesaian  harus
dikumpulkan dan dievaluasi oleh Para Fhak.
Pertimbangan vyang wajar akan pemakaian
Pekerjaan oleh Pengguna Jasa sebelumnya harus
diperhitungkan.
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Jika Penyedia mengalami penambahan Biaya
sebagai akibat dan penundaan wvang tidak wajar
oleh Pengguna Jasa atas pelaksanaan Pengujian
Penyelesaian, Penyedia berhak sesuai Pasal T.2
[Kaim untuk Pembavaran dan Perpanjangan
Waktu] untuk pembayaran Biaya plus Keuntungan.

Jika, untuk penyebab yang bukan disebabkan oleh

Penyedia, Pengujian Penyelesaian untuk Pekerjaan

atau Seksi/Bagian tidak dapat dilaksanakan

sepanjang Periode Pemberitahuan Cacat mutu
berlangsung, maka Pekerjaan atau Seksi/Bagian
tersebut  telah  dianggap lulus  Pengujian

Penyelesaian.

Sesuai dengan Pengaturan Pasal L4 [Kegagalan

untuk Lulus Pengujian Penyelesaian], jika Pekerjaan

atau Seksi/Bagian gagal untuk lulus Pengujian

Penyelesaian, maka:

[a] Poin (b) dan Pasal K1 [Penyelesaian dan
Pekerjaan yang Belum Selesai dan Perbatkan
Cacat mutu] akan berlalu; dan

[b] Setelah memperbaiki segala cacat mutu atau
kerusakan, Pasal K6 [Fengujian Lebih Lanjut
atas Perbaitkan  Cacat mutu]  harus
dilaksanakan.

Jika dan sepanjang kegagalan ini dan pengujian

kembali disebabkan oleh hal~hal yang tertera pada

poin (a) hingga (d) Pasal K2 [Biaya untuk

Perbaikan Cacat Mutu] dan menyebabkan

Pengguna Jasa mengalami penambahan biaya, maka

Pengguna Jasa berhak atas sesuai pasal T.2 [Klaim

untuk Pembayaran dan Perparyangan Waktu]

untuk pembayaran biaya~biaya ini oleh Penyedia.

Apabila:

[a] Pekerjaan atau Bagian Pekenjaan, gagal untuk
lulus pada Pengujian Penyelesaian; dan

[b] Ganti Rugi Pelaksanaan yang dapat diterapkan
telah ditentukan di dalam Jadwal Jaminan
Pelaksanaan,

maka Pengguna Jasa berhak atas atas sesuai pasal

T.2 [Kaim untuk Pembayaran dan Perpanjangan

Waktu] untuk pembavaran biava Ganti Rugt

Pelaksanaan oleh penyedia dalam rangka pelunasan

kegagalan 1. Jika Penyedia membayar Ganti Rugt

Pelaksanaan kepada Pengguna Jasa pada saat Masa

Pemeliharaan berlangsung, maka Pekerjaan atau

Bagian Pekenjaan akan dianggap telah lulus

Pengujian Penyelesaian.

Jika Pekerjaan, atau Bagian Pekerjaan gagal untuk

melewatt Pengujian Penyelesaian dan, dengan

memberikan Pemberitahuan kepada Pengguna Jasa,

Penvedia dapat mengajukan untuk melakukan

penyesuaian atau modifikasi terhadap Pekerjan atau

Bagian Pekerjaan tersebut (termasuk item dan

Instalast Mesin):
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[a) Penvedia  dapat diperintahkan  melalu
Pembenitahuan  yang  dikeluarkan  oleh
Pengguna Jasa bahwa hak untuk mengakses
Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan tidak dapat
diberitkan hingga waktu vang ditentukan oleh
Fengguna Jasa, dimana waktu tersebut harus
dalam batas wajar,

b] Penyedia tetap bertanggungjawab untuk
melakukan penyesuaian atau modifikast dan
untuk memenuhi syarat Pengujian ini, dalam
batas waktu wvang wajar dengan menerima
Pemberitahuan seperti yang disebutkan pada
poin (a) di atas; dan

[c] Jika Penyedia tidak menerima Pemberitahuan
pada poin (a) di atas selama Periode
Pemberitahuan Cacat Mutu, maka Penyedia
akan dibebaskan dan kewajiban untuk
melakukan penyesuaian dan modifikast dan
Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (apabila ada)
akan dianggap telah lulus  Pengujan
Penyelesaian .

L.4.3. Jika Penyedia mengalami penambahan Biaya akibat
dant penundaan vang tidak wajar oleh Pengguna
Jasa dalam membertkan izin untuk mengakses
Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan oleh Penyedia,
dengan alasan untuk menyelidiki penyebab dan
kegagalan untuk lulus Pengujian Penyelesaian atau
untuk melakukan penyesuaian atau modifikast,
Penyedia berhak sesuai Pasal T.2 [Klaim untuk
Pembayaran dan/ atau Perpanjangan Waktu] atas
pembayaran Biaya tersebut plus Keuntungan.

M VARIASI DAN PENYESUAIAN
M 1. Hak untuk Melakukan M.1.1. Vanast dapat diprakarsai oleh Konsultan sesuat
Varias ketentuan Pasal M.3 [Prosedur Variast] setiap saat
sebelum diterbitkannya Berita Acara Serah Terima

Pertama untuk Pekerjaan.

M.1.2. Selain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal K4
[Kegagalan perbaikan Cacat Mutu], sebuah Varasi
tidak boleh termasuk penghapusan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Pengguna Jasa atau oleh pthak
lain kecuali disepakati oleh Para Fihak.

M.1.3. Penyedia terikat oleh Vanasi yang dinstruksikan
sesuat ketentuan Pasal M.3.2 [Vanasi akibat
Instruksi], dan harus melaksanakan Vanasi
tersebut dengan segera dan tanpa penundaan,
kecuali Penyedia terlebith dahulu menerbitkan
Pemberitahuan kepada Konsultan menyatakan
(dengan bukti~bukti pendukung) bahwa:

[a] pekemaan wariast  tersebut Tidak dapat
diperkirakan sebelumnya sesuai dengan
lingkup dan sifat Pekerjaan yang diyelaskan
dalam Ketentuan Pengguna Jasa,

[b] Penvedia tidak mampu menyiapkan Barang-~
barang vang dibutuhkan untuk Vanasi,
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[c] WVariast akan berdampak buruk pada
kemampuan Penyedia untuk memenuhi Pasal
D.8 [Kewajiban Kesehatan dan Keselamatan]
dan/atau Pasal D.18 [Perlindungan
Lingkungan];

[d] WVanasi akan berdampak buruk pada
pencapatan Jadwal darn Jaminan Pelaksanaan,
atau

[ WVarasi akan berdampak buruk pada
Kewajiban Penyedia untuk menyelesaikan
Pekerjaan agar memenuhi kegunaan yang
ditetapkan sesuai Pasal D.1 [Kewajiban Umum
Penyedia).

. Segera setelah menerima Pembentahuan in,

Konsultan harus membalas dengan menerbitkan
Pembenitahuan kepada Penyedia untuk
membatalkan, mengkonfirmasi, atau melakukan
perubahan terhadap instrukst tersebut. Seluruh
instrukst untuk mengkonfirmasi atau mengubah
akan dianggap sebagai instruksi sesuai Pasal M.3.2
[Vanast akibat instruksi].

. Setiap WVanasi vang disetuyyui atau ditetapkan

berdasarkan Pasal Pasal C.7 [Persetyjuan atau
Penetapan] dan ketentuan Pasal M [Vanasi dan
Penyesuatan] disampaikan dengan Pemberitahuan
akan Vaniasi kepada kedua belah Fihak.

. Apabila para Fihak dalam waktu 14 han kalender

tidak menyampaikan Pernyataan Ketidakpuasan
dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal C.7.7
maka Variast tersebut dituangkan dalam Adendum
Kontrak untuk ditandatangani kedua belah Fihak.
Penyedia dapat, setiap saat, menyerahkan kepada
Konsultan wusulan tertulis yang (menurut
pandangan Penyedia) akan, apabila diterima:

[a] mempercepat penyelesaian,

b] mengurangi biaya yang  dikeluarkan
Pengguna Jasa untuk  melaksanakan,
memelihara atau mengoperasikan Pekerjaan;

[c] meningkatkan efisienst atau nilai Pekerjaan
vang diselesaikan bagi Pengguna Jasa; atau

[d memberikan manfaat bagi Pengguna Jasa.

Usulan tersebut harus distapkan dengan biaya
Penyedia dan menyatakan rincian sebagaimana
dinyatakan dalam huruf (a) sampai (¢) dan Pasal
M.3.2.2 [Variast akibat Instruksi).

Konsultan harus, sesegera mungkin setelah
menerima usulan yang dimaksud, membalas
dengan menerbitkan Pemberitahuan kepada
Penyedia menyatakan persetujuan atau penolakan.
Persetujuan atau penolakan Konsultan harus atas
persetujuan Pengguna Jasa. Penyedia tidak boleh
menunda pekenjaan apapun ketitka menunggu
jawaban.

Jika Konsultan membenkan persetuyjuan atas
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usulan tersebut, dengan atau tanpa komentar,
Konsultan kemudian menginstruksikan Varnasi.
Oleh sebab 1tu:

[a] Penvedia menyerahkan data pendukung lebih
lanjut yang secara wajar dibutuhkan oleh
Konsultan; dan

b] Pasal M.3.24 [Vanasi akibat Instruksi]
diberlakukan, vang termasuk pertimbangan
dant Konsultan tentang pembagian dan
keuntungan (ika ada), biaya, dan/atau
penundaan dan para PFhak sebagaimana
dinyatakan dalam Syarat~syarat Khusus.

Berdasarkan Pasal M1 [Hak untuk melakukan
Variasi], Vanast yang diprakarsai oleh Konsultan
dilakukan dengan salah satu prosedur berikut:
Variasi akibat Instruksi

M32.1 FKonsultan dapat menginstruksikan

Variast dengan menerbitkan

Pemberitahuan (menjelaskan kebutuhan

perubahan dan menyatakan persyaratan

untuk mencatat Biaya) kepada Penyedia
sesuai dengan Pasal M5 [Instruksi

Konsultan].

M.3.2.2. Penvedia harus melanjutkan dengan

pelaksanaan Vanasi dan harus, dalam
28 han kalender (atau jangka waktu lain
vang diusulkan oleh Penyedia dan
disetyur oleh  Konsultan)  setelah
menerima instruksi Konsultan,
menyerahkan kepada Konsultan data
pendukung termasuk:

{(a) penjelasan dan pekerjan yang dilakukan
atau akan dilakukan termasuk perincian
dart sumber daya dan metode wyang
diadopst atau akan diadopst oleh
Penyedia,

{t) program untuk pelaksanaannya dan
usulan Penyedia untuk perubahan yang
dibutuhkan (ika ada) terhadap Program
sesuai  dengan ketentuan Pasal G.3
[Frogram Kenja] dan terhadap Waktu
Fenyelesaian; dan

) usulan Penyedia untuk penvesuaian
Harga Kontrak, dengan data dukung.
Ketika setiap penghapusan dan pekerjaan
menjadi bagian (atau seluruh) Vanasi,
dan jika:

i) Penvedia telah mengeluarkan atau
akan mengeluarkan biaya yang, jika
pekerjaan tidak  dihapus, akan
dianggap telah dicakup oleh jumlah
yang menjadi bagian dan  Nilai
kontrak yang disepakati; dan

il penghapusan dan pekerjaan telah
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mengakibatkan atau akan
mengakibatkan jumlah tersebut tidak
menjadi bagian dari Harga Kontrak;

biaya 1 dapat dilampirkan dalam
usulan Penyedia (dan jika demikian,
didentifikasi secara jelas). Jika para
Fihak telah menyetuyjui penghapusan
dant suatu pekermjaan yang harus
dikerjakan oleh salah satu Fthak, usulan
Penvedia dapat juga mengikutsertakan
jumlah keuntungan wyang hilang dan
kerugian lain dan kerugian yang didenita
(atau akan didenta) dan Penyedia
sebagai akibat dan  pengurangan
tersebut.

Oleh karena hal tersebut, Penyedia wajib
menyerahkan data dukung lanjutan
vang secara wajar dibutuhkan oleh
Konsultan.

Konsultan kemudian melanjutkan sesuat
Pasal [Persetujuan atau Penetapan] untuk
menyetujui atau menetapkan:

[a] Perpamjangan Waktu, jika ada;
dan/atau
[b] penyesuaian terhadap Harga
Kontrak dan Jadwal Pembayaran,
jika ada
(dan untuk tuuan Pasal C.6.5 [Batas
Waktu], tanggal ketika Konsultan
menerima usulan Penyedia sesuat
ketentuan Pasal 11 (termasuk data
dukung lanjutan yang diminta) akan
menjadi tanggal untuk dimulainya batas
waktu persetujuan sesuai  ketentuan
Pasal C.6.5 [Batas Waktu]). Penyedia
berhak atas Perpamjangan Waktu
dan/atau penyesuaian terhadap Harga
Kontrak, tanpa persyaratan untuk
memenuhi ketentuan Pasal T.2 [Klaim
untuk Pembayaran dan/atau
Perpanjangan Waktu].
Jika Jadwal Harga dan Tanf tidak
dicantumkan dalam Kontrak,
penyesuaian sesuai poin M.3.2.4 (b) di
atas akan berasal dan Biaya plus
Keuntungan pelaksanaan pekerjaan.
Jika  Jadwal Harga dan  Tanf
dicantumkan didalam Kontrak,
ketentuan berikut akan berlaku sesuat
poin M.3.2 4 (b) di atas.
Untuk setiap item dan pekenjaan yang
membentuk (atau seluruh) Vanasi,
harga yang wajar atau harga untuk
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M.3.2.8.

M.3.2.8

setiap item harus dihitung atau harga
tersebut harus dituliskan secara spesifik
di dalam Jadwal Tanf dan Harga
(Schedules of Rates and Prices) atau
apabila ttem tersebut tidak ada, tanf atau
harga dispesifikan untuk pekerjaan yang
sejenis. Tetapi, tanf atau harga yang
baru harus dalam batas wajar untuk
suatu item dan pekernjaan apabila tidak
ada tanf dan harga untuk item tersebut
di dalam Schedules of Rates and Prices
dan tidak ada tanf yvang sesuai karena
item dart pekerjaan tersebut memiliki
karakter yang tidak sama, atau tidak
dikerjaan dalam kondist yang sama,
dengan item lain di dalam Kontrak.
Setiap tanf atau harga baru harus
didapatkan dan tanf dan harga wyang
releven dan Jadwal Tanf dan Harga
(Schedules of Rates and Prices), dengan
penyesuaian yang wajar dengan
menghitung  segala kondist  vang
bersangkutan. Jika tidak ada tanf atau
harga yvang sesuai dan derivast tanf atau
harga yang baru, perhitungan tanf atau
harga tersebut harus didapatkan dan
Biaya plus Keuntungan dan pelaksanaan
pekenjaan.

Hingga sampai masa penyesuaian sesuat
poin M.3.24 (b) di atas dietuyur atau
ditentukan, Konsultan harus
memperhitungkan tanf atau harga
sementara yang diperuntukkan dalam
Berita Acara Pembavaran Sementara.

M.3.3. Vanasi berdasarkan Permintaan Pengajuan

M.3.3.1.

M.3.3.2.

Konsultan dapat meminta pengajuan,
sebelum  menginstruksikan  Vanasi,
dengan memberikan Pembenitahuan

(menjelaskan mengenai perubahan yang

diinginkan) kepada Penyedia.

Penyedia selanjutnya menjawab

Pemberitahuan 1 sesegera mungkin,

dengan jawaban di antaranya:

[a) Menyerahkan pengajuan yang mana
di dalamnya termasuk hal~hal yang
dyjelaskan dalam poin (a) hingga (c)
Pasal M.3.22 [Varasi akibat
Instruksi]; atau

b] Memberikan alasan~alasan kenapa
Penyedia tidak dapat melakukan hal
tersebut  (apabila ada), denan
referenst pada hal~hal vang
disebutkan pada poin (a) hingga (e)
Pasal M.1 [Hak untuk melakukan
Variasi].
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M.3.3.3. Jika Penyedia menyerahkan pengajuan,

Konsultan harus, sesegera setelah
menerima itu, menanggapi dengan
memberikan  Pemberitahuan kepada

Penyedia yvang isinya mengizinkan atau
hal lain. Penyedia tidak boleh menunda
pekerjaan lainnya pada saat menunggu
tanggapan.

M.3.3.4. Jika Konsultan tidak memberikan izin
terhadap pengajuan tersebut, dengan
atau tanpa komen, dan Penyedia telah
mengalami penambahan Biaya sebagai
akibat dani pengajuan tersebut, Penyedia

berhak atas sesuai Pasal T.2 [Klaim
untuk Pembayaran  dan/  atau
Perpanjangan Waktu] untuk

pembayvaran Biaya tersebut.
Setiap Dana Cadangan hanya boleh digunakan,
secara keseluruhan atau sebagian, sesuai dengan
instrukst Konsultan, dan Harga Kontrak harus
disesuatkan. Total harga vang dibayarkan kepada
Penyedia hanya yang termasuk dan nilai pekerjaan,
persediaan atau jasa yang mana Dana Cadangan
berhubungan, sesuai yang telah diperintahkan oleh
Konsultan.
Untuk setiap Dana Cadangan, Konsultan dapat
menginstruksikan untuk:
(a) pekernjaan vang harus dilaksanakan (termasuk
Instalast Mesin, Matenial atau jasa~jasa yvang
disediakan) oleh Penyedia, dan yang mana
penvesuaian terhadap Harga FKontrak dan
Jadwal Pembayaran (apabila ada) harus
disetuyui atau ditentukan sesuai Pasal M 3.2
[Variasi berdasarkan Instruksi]; dan/ atau
Instalast Mesin, Matenal atau jasa~jasa vang
harus dibavarkan oleh Penyedia terhadap
Subpenyedia.

(b)

M.4.3. Jika Konsultan menginstruksikan kepada Penyedia

MB5. Kerja Hanan

M.B2.

sesual poin (a) dan (b) di atas, instruksi ini1 dapat
mempersyaratkan Penyvedia untuk menyertakan
penetapan harga dan supplier Penyedia dan/ atau
Subpenyedia (seluruhnya atau sebagian) untuk item
dan pelaksanaan pekerjaan atau Instalasi Mesin,
Matenal, pekerjaan atau jasa~jasa yang disediakan.
Setelahnya, Konsultan dapat menanggapi dengan
memberikan Pemberitahuan wyang isinya dapat
berupa instruksi kepada Penyvedia untuk menerima
penentuan harga tersebut atau menolak instruksi
tersebut. Jika Konsultan tidak menanggapi dalam
kurun waktu 7 han setelah menerima penentuan
harga, Penyedia berhak untuk menerima penentuan
harga tersebut berdasarkan diskrest Penyedia.

M.B.1. Jika Jadwal Kerja Hanan tidak terdapat di dalam

Kontrak, Pasal ini tidak berlaku.

Untuk  pekenjaan  wyang bersifat minor atau
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incidental, Konsultan dapat menginstruksikan
Varast untuk dilaksanakan berdasarkan kena
hanan. Pekerjaan ini selanjutnya dihargai sesuai
dengan Jadwal Kejra Hariam, dan prosedur berikut
in akan berlaku.

Sebelum melakukan pemesanan Barang untuk
pekenjaan tersebut (kecuali untuk Barang yang
telah ditetapkan harganya di dalam Jadwal Kenja
Harian), Penyedia harus menyerahkan satu atau
lebih pengajuan harga dan supplier Penyedia dan/
atau Subpenyedia kepada Konsultan. Selanjutnya,
Konsultan dapat menginstruksikan Penyedia untuk
menerima pengajuan harga tersebut. Jika Konsultan
tidak menanggapi dalam kurun waktu 7 han
setelah menerima penentuan harga, Penyedia
berhak untuk menerima penentuan harga tersebut
berdasarkan diskresi Penyedia.

Kecuali untuk item yang dalam Jadwal Kerja Hartan
dicantumkan pembayarannya belum jatuh tempo,
Setiap hant Penyedia harus menyerahkan kepada
Konsultan keterangan akurat dalam salinan yang
mencantumkan ninecian bertkut mengenai sumber
daya wyang digunakan dalam melaksanakan
pekerjaan han sebelumnya.

Satu salinan dan tiap keterangan akan, jika benar
atau jika disetujui, ditandatangani oleh Konsultam
dan dikembalikan kepada Penyedia. Jika tidak benar
atau disetuyut Konsultan dapat melanjutkan sesuat
Pasal C.7 [Persetuyjuan atau Ketetapan] untuk
menyetujun atau menetapkan sumber daya (dan,
sesual dengan Pasal M.7.3 [Batas Waktu], tanggal
penvelesaian pekenjaan yang merupakan Variast
sesuai Pasal ini oleh Penyedia merupakan tanggal
dan mulainya batas waktu untu persetujuan sesuai
Pasal M.7.3).

Dalam Pernyataan bertkutnya, Penyedia selanjutnya
menyerahkan pernyataan harga dan sumber daya
vang telah dietujui atau ditetapkan oleh Konsultan,
bersama dengan tagihan~tagthan lainnya, voucher
dan resi pembayaran dant Barang yang digunakan
dalam Kemja Hanan (selain Barang yang telah
ditetapkan harganya dalam Jadwal Kerja Harian).
Kecuali ditetapkan lain di dalam Jadwal Kerja
Hanan, tanf dan harga di dalam Jadwal Kerja
Hanan dianggap telah termasuk pajak, overhead,
dan keuntungan.

Sesuat pada ketentuan pada Pasal ini, Harga
Kontrak harus disesuatkan baik penambahan atau
pengurangan pada Biaya sebagai akibat perubahan
dari:

[a] Undang~undang Negara (termasuk
pengundangan Peraturan perundang~
undangan baru atau pencabutan atau
perubahan dan Peraturan yang ada),

[b] Yudisital atau interpretasti resmi  dan
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pemerintah mengenai Undang~Undang yvang
dimaksud pada poin (a) di atas;

[c] yin, persetujuan dan lisensi yang didapatkan
oleh Pengguna Jasa atau Penyedia sesual poin
(a) atau (b), secara masing~masing sesual
Pasal &4.13 [Tunduk terhadap Hukum],

[d] persyaratan untuk gin, persetuyjuan dan
lisenst yang harus didapatkan oleh Penyedia
sesuai Pasal A 13 [Tunduk terhadap Hukum]
vang terjadi atau secara resmi diterbitkan
setelah SPMK, yang mempengaruhi Penyedia
dalam pelaksanaan kewajiban berdasarkan
Kontrak. Pada adsal ini “perubahan pada
Peraturan” berarti segala perubahan seperti
pada poin (a), (b), (¢}, dan (d) di atas.

M.E.2. Jika Penyedia mengalami keterlambatan dan/ atau
mengalami penambahan Biava sebagai akibat dan
perubahan pada Peraturan perundang~undangan,
maka Penyedia berhak atas sesuat Pasal T.2 [Klaim
untuk Pembayaran dan/ atau Perpanjangan Walktu]
Perpanjangan waktu dan/ atau pembayaran dan
Biaya tersebut.

M.E.3. Apabila terdapat penurunan dalam Biaya sebagat
akibat dani perubahan Peraturan, Pengguna Jasa
berhak atas sesuai Pasal T.2 [Klaim untuk
Pembavaran dan/ atau Perpanjangan Waktu]
Perpanjangan waktu dan/ atau penurunan Biaya
tersebut.

M.E.4. Jika penyesuaian dan pelaksanaan Pekerjaan harus
dilakukan sebagai akibat dan perubahan Peraturan:

(a) Penyedia  harus  segera  memberkan
Pemberitahuan kepada Konsultan, atau

(b) Konsultan harus segera  memberikan
Pembenitahuan kepada Penvedia (disertai
dengan syarat pendukung yang terperinei).

M.E.B. Setelahnya, Konsultan harus menginstruksikan
Variasi sesuat Pasal M.3.2 [Vanasi berdasarkan
Instruksi] atau meminta pengajuan sesuai Pasal
M.3.3 [Varast berdasarkan Permintaan Pengajuan].

N. HARGA KONTRAK DAN PEMBAYARAN
N.1. HargaKontrak N.1.1. Kecuali dinyatakan lain dalam Syarat~Syarat

Khusus:

a. Harga Kontrak harus berbentuk Lumsum sesuai
Harga Kontrak yang Disepakati berdasarkan
Penawaran dan dilakukan  penyesualan,
penambahan (termasuk Biava dan Biaya plus
Keuntungan yvang menjadi hak Penyedia sesuai
ketentuan FKontrak) danfatau pengurangan
sesual dengan persyaratan dalam Kontrak,

b. Penyedia harus membayar seluruh pajak, bea
dan biaya yang harus dibayarkan oleh Penyedia
sesuai Kontrak, dan Harga Kontrak tidak boleh
disesuatkan untuk biaya~biaya tersebut, kecuali
sebagaimana  diatur dalam  Pasal ME
[Penyesuaian akibat Perubahan Peraturan],
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c. Setiap kuantitas yang tercantum dalam
Jadwal/Daftar adalah kuantitas perkiraan dan
tidak dianggap sebagai kuantitas aktual dan
tepat untuk Pekerjaan yang harus dilaksanakan
oleh Penyedia;

d. Setiap kuantitas atau data harga yang tercantum
dalam Jadwal/Daftar hanya digunakan untuk
tujuan yang dinyatakan dalam Jadwal/Daftar
dan tidak berlaku untuk tujuan lainnya,

Namun, jtka ada bagian Pekerjaan wyang harus
dibayar berdasarkan kuantitas yang disediakan atau
pekerjaan yang dilakukan, ketentuan untuk
pengukuran dan penilaian haruslah sebagaimana
vang ditentukan dalam Data Kontrak dan Ketentuan
Pengguna Jasa. Harga Kontrak harus ditetapkan
sesual dengan itu, berdasarkan penyesuaian sesuai
ketentuan Kontrak.
Penyedia harus menyediakan Jadwal/Daftar yang
sesuail untuk menjelaskan keakuratan Lumsum dan
Harga Kontrak yang Disepakati dan menyvampaikan
kepada Konsultan sesegera mungkin.
Konsultan harus menyetujui atau menetapkan nilai
dari bagian bagian Pekerjaan yang harus dibayar
berdasarkan kuantitas wyang disediakan atau
pekenjaan vang dilakukan sesuai dengan ketentuan
Pasal C.7 [Penetapan atau Persetujuan]. Pengukuran
dilakukan dengan mengukur kuantitas aktual dan
bagian tersebut sesuai dengan kaidah yang berlaku.
Ketika FKonsultan membutuhkan bagian dan
Pekerjaan untuk divkur di Lokasi, Konsultan
menerbitkan  Pembenitahuan kepada Penyedia
dalam waktu tidak kurang damt 7 han kalender
tentang bagian yang akan diukur dan tanggal serta
posisi di Lokasi dan pelaksanaan pengukuran
tersebut. Kecuali disepakati lain dengan Penyedia,
pengukuran di Lokasi akan dibuat pada tanggal
tersebut dan Wakil Penyedia harus:

a. Menghadin untuk membantu Konsultan dan
berupava  maksimal untuk  mencapai
kesepakatan terhadap hasil pengukuran
tersebut; dan

b. Menyediakan  data  pendukung  yang
dibutuhkan oleh Konsultan.

Jika Penyedia gagal hadir atau mengirimkan
perwakilan pada waktu dan lokasi yang dinvatakan
dalam Pembernitahuan Konsultan, pengukuran yang
dilakukan dianggap telah dilakukan dengan
kehadiran Penyedia dan Penyedia dianggap telah
menerima hasil pengukuran tersebut sebagai
akurat.

Jika Penyedia hadir saat pengukuran namun tidak

mencapai kesepakatan hasil pengukuran dengan

Konsultan, maka Penyedia menerbitkan

Pembenitahuan kepada Konsultan menyatakan

alasan ketidakakuratan tersebut. Jika Penyedia tidak
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menerbitkan  Pemberitahuan dalam 14 han

kalender setelah menghadin pengukuran di Lokast

atau memenksa catatan pengukuran, Penyedia
dianggap telah menyetuyu hasil pengukuran
tersebut sebagai akurat.

Setelah menerima Pembenitahuan dan Penyedia

sesual ketentuan ini, kecuali saat itu pengukuran

tersebut telah mengikuti ketentuan Pasal M.3.2

[Vanasi akibat Instruksi], Konsultan harus:

a. melamutkan sesuai  ketentuan Pasal C.7
[Persetujuan atau Penetapan] untuk
menentukan atau menetapkan hasil
pengukuran; dan

b. untuk tujuan Pasal C.6.5 [Batas Waktu], tanggal
saat Konsultan menerima Pemberitahuan dan
Penyedia akan menjadi tanggal mulai dari batas
waktu untuk persetujuan sesuai dengan Pasal
CEDS

Sampai saat dimana pengukuran tersebut disetujut
atau ditetapkan, Konsultan dapat menggunakan
pengukuran sementara untuk keperluan Berita

Acara Pembayaran.

Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisast
peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran
uvang tanda jadi kepada pemasok bahan/matenal
dan/atau untuk persiapan teknis lain.

Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan
paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dan
Harga Kontrak.

Untuk wusaha non kecil, uvang muka dapat
diberikan  paling tinggr 20% (dua puluh
perseratus) dart Harga Kontrak.

Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat
diberikan paling tinggi 15% (lima belas perseratus)
dart Harga Kontrak.

Besaran wuvang muka ditentukan dalam Data
Kontrak  dan  dibayar  setelah  Penyedia
menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit
sebesar vang muka yang diterima.

Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia
harus mengajukan permohonan pengambilan
uang muka secara tertulis kepada Konsultan
disertai dengan rencana penggunaan uvang muka
untuk melaksanakan pekenjaan sesuai Kontrak dan
rencana pengembaliannya.

Konsultan harus mengajukan Bernita Acara
Pembayaran Uang Muka kepada Pengguna Jasa
untuk permohonan tersebut pada Pasal N.2.6,
paling lambat 7 (fujuh) han kerja setelah Jaminan
Uang Muka diterima.

Pengembalian uvang muka harus diperhitungkan
berangsur~angsur secara proporsional pada setiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat
harus lunas pada saat pekerjaan mencapat prestasi
100% (seratus perseratus).
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N.3.1. Penyedia harus menyampaikan Tagihan kepada
Konsultan setelah akhir periode pembayaran yang
dinyatakan dalam Data FKontrak (ika tidak
dinyatakan, pada tiap akhir bulan). Setiap Tagthan
harus:

a.

b.

dalam bentuk wang dapat diterima oleh
Konsultan;

diserahkan dalam bentuk satu dokumen asli,
satu salinan elektronik dan salinan dokumen
tambahan (ika ada) sebagaimana dinyatakan
dalam Data Kontrak;

menjelaskan  secara rnnet jumlah yang
dianggap Penyedia menjadi haknya, dengan
dokumen pendukung wyang melampirkan
perincian vang cukup bagi Konsultan untuk
meneliti kesesuaian jumlah ini dengan laporan
kemajuan pekerjaan terkait sesuai dengan
Pasal D.20 [Laporan Kemajuan Pekenjaan|]

N.3.2. Tagihan harus memasukkan hal~hal berikut, sejauh
memungkinkan, dengan urutan:

a.

Perkiraan nilai kontrak atas Pekemjaan yang
telah dilaksanakan, dan Dokumen Penyedia
yang dihasilkan, sampai kepada akhir periode
pembayaran (termasuk Vanast namun
mengecualikan hal~hal yang dyelaskan pada
huruf b sampai j dibawah in1);

jumlah  yang akan ditambahkan atau
dikurangi akibat perubahan Peraturan
perundang~undangan sesuai dengan
ketentuan Pasal M.E [Penyesuaian terhadap
Perubahan Peraturan perundang-~undangan]
dan untuk perubahan Biaya sesuai ketentuan
Pasal M.7 [Penyesuaian untuk Perubahan
dalam Biayal;

jumlah yang akan dikurangi untuk retensi,
diperhitungkan dengan menggunakan
persentase retensi yang dinyatakan dalam
Data Kontrak terhadap total jumlah yang
didapat dani huruf a, huruf b, dan huruf f
dari  pasal 1ni, hingga jumlah retensi
mencapai batas Uang Retensi (jika ada) vang
dinyatakan dalam Data Kontrak;,

Jumlah yang akan ditambahkan dan/atau
dikurangt  untuk  Uang DMuka  dan
pengembalian Uang Muka sesuai ketentuan
Pasal N.2 [Uang Muka]

Jumlah yang akan ditambahkan dan/atau
dikurangi untuk Instalasi Mesin dan Matenal
sesual ketentuan Pasal N.5 [Instalasi Mesin
dan Material yang dityyukan untuk
Pekerjaan];

Penambahan atau pengurangan lain yang
mungkin harus dibayarkan berdasarkan
Kontrak atau sebaliknya, termasuk yang
ditentukan  sesuai  dengan Pasal C.7
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[Fersetujuan atau Penetapan],

g. Jumlah yang akan ditambahkan untuk
Provisional Sum sesuai ketentuan Pasal N.4
[Frovisional Sum];

h.  Jumlah yang ditambahkan untuk
pengembalian Uang Retenst sesuai ketentuan
Pasal 0.9 [Pengembalian Uang Retensi];

1. Jumlah wvang dikurangi untuk penggunaan
Penvedia atas Utilitas yvang disediakan oleh
Pengguna Jasa sesual ketentuan Pasal D.13
[Utilitas Sementaral; dan

J. Pengurangan dan jumlah yang disahkan
dalam Berta Acara Pembayaran sebelumnya.

Jika Kontrak mencantumkan Jadwal Pembayaran

menjelaskan tahapan pembayaran atas Harga

Kontrak yang akan dibayar, kecuali dinyatakan lain

dalam Jadwal/Daftar:

a. Tahapan pembayaran yang dinyatakan dalam
Jadwal Pembayaran merupakan perkiraan nilai
kontrak untuk keperluan Pasal N.3.2.a
[Pengajuan Pembayaran];

b. Pasal N.5 [Instalasi Mesin dan Matenal yang
ditujukan untuk Pekerjaan] tidak berlaku, dan

Jika Tahapan pembayaran ini tidak ditentukan

dengan merujuk kepada kemajuan aktual dalam

pelaksanaan Pekerjaan dan Kemajuan aktual yang
dicapai ternvata kurang dan apa yang menjadi
dasar penentuan Jadwal Pembayaran maka

Kemudian Konsultan dapat melanmutkan sesuai

dengan ketentuan Pasal C.7 [Persetyjuan atau

Penetapan] untuk menyatakan persetuyjuan atau

menetapkan perbaikan tahapan pembayaran

(tanggal mulai dant Batas Waktu sesuai dengan

Pasal C.6.5 adalah tanggal perbedaan ditemukan

oleh Konsultan). Perbaikan tahapan pembayaran ini

mempertimbangkan sebatas mana kemajuan
pekerjaan berbeda dengan dasar penentuan Jadwal

Pembayaran.

Apabila Kontrak tidak menyertakan suatu Jadwal

Pembayaran, Penyedia harus menyampatkan

perkiraan pembayaran yang bersifat tidak

mengikat, yang menurut Penyedia akan dibayarkan
selama periode 3 bulanan. Estimasi pertama harus
disampatkan dalam waktu 42 han kalender setelah

Tanggal Mulai Kernja. Rewvisi perkiraan harus

diserahkan dalam selang waktu 3 bulan, sampai

penerbitan Berita Acara Serah Terima Pertama.

Apabila tidak ada Instalast Mesin dan/atau Matenal

vang dicantumkan didalam Data Kontrak untuk

pembayaran ketika dikinmkan dan/atau dibayar
ketika diantarkan, ketentuan Pasal ini tidak berlaku.

Penyedia harus memasukkan sesuai ketentuan Pasal

N.3.2.e [Pengajuan Pembayaran]:

a. Suatu jumlah yang harus ditambahkan untuk

Instalasit Mesin dan/atau Matenial yang telah
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dikinmkan atau diantarkan (sesuat kondist) ke
Lokasi sebagai bagian dan  Pekerjaan
Permanen,

b. Suatu jumlah wvang harus dikurangi ketika
nilai kontrak dan Instalast Mesin dan Maternial
tersebut merupakan bagian dan Pekerjaan
Permanen sesuai ketentuan Pasal N.3.2.a
[Pengajuan Pembayaran]

N.5.3. Konsultan kemudian melanjutkan sesuai ketentuan

N.5.4.

N.E.T.

Pasal C.7 [Persetyjuan atau Penetapan] untuk
menyetujur  atau  menetapkan jumlah yang
ditambahkan untuk Instalasi Mesin dan Matenal
bila kondisi berikut ini terpenuhi (tanggal mulai
dart Batas Waktu untuk persetujuan sesuai dengan
Pasal C.6.5 adalah tanggal pemenuhan ketentuan
ni):

a  Penyedia telah:

1. Menyimpan semua catatan dengan baik
(termasuk  bukti pemesanan, bukt
pembayaran, Biaya dan penggunaan
Instalast Mesin dan Matenal) yang siap
untuk diperiksa oleh Konsultan,

1. Menyampaikan bukti vang
menunjukkan bahwa Instalast Mesin dan
Material tersebut memenuhi ketentuan
Kontrak (dapat juga mencakup sertifikat
pengujian sesuai ketentuan Pasal G4
[Pengujian oleh Penyedia]l dan/atau
dokumentast pemenuhan kepatuhan
sesual ketentuan Pasal D.9.2 [Sistem
Venifikasi Kepatuhan] kepada Konsultan,

1. Menyerahkan tagihan dan Biaya untuk
mendapatkan dan mengantarkan (sesuat
kondist) Instalast Mesin dan Matenal ke
Lokasi, didukung oleh bukti yang
memadat,

b Instalast Mesin dan Matenal terkait:

1.  Dinyatakan dalam Data Kontrak untuk
dibayar saat diterima di Lokast,

1. Telah diantarkan dan disimpan dengan
baitk di Lokasi, dilindungi terhadap
kehilangan, kerusakan , dan sesuai
dengan ketentuan Kontrak

Jumlah  yang disepakatt atau  ditetapkan
mempertimbangkan dan bukti dan dokumen yang
dibutuhkan sesuar ketentuan Pasal 11 dan
terhadap nilai kontrak dan Instalasi Mesin dan
Material tersebut. Jumlah yang dapat disahkan
oleh Konsultan dalam Berita Acara Pembayaran
berkisar 50 ~ 70% dan nilai yang disepakati atau
ditetapkan.

Tidak ada jumlah yang dibayarkan kepada
Penyedia sebelum:

a. Pengguna Jasa telah menerima Jaminan

Pelaksanaan dalam bentuk, dan diterbitkan
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oleh entitas yang sesuai dengan Pasal D.2.1
[Kewajiban Penyedial], dan
b. Penyedia telah menunjuk Wakil Penyedia
berdasarkan dari Pasal D.3 [Wakil dan
Penyedia).
N.6.2. Benta Acara Pembayaran

N.E62.1.

Konsultan harus, dalam 28 han kalender

setelah menerima Tagihan dan dokumen

pendukung, menerbitkan Berita Acara

Pembayaran kepada Pengguna Jasa

dengan salinan kepada Penyedia:

a. Menyatakan jumlah yang secara
wajar dibayarkan kepada Penyedia;,

dan
b. Termasuk penambahan dan/atau
pengurangan yang harus

dibayarkan sesuai ketentuan Pasal

C.7 [Persetujuan atau Penetapan]
Dengan data perincian pendukung (vang
menyelaskan perbedaan yang ada antara
jumlah yang dibayarkan dan jumlah
terkait yang ada dalam Tagihan beserta
alasan perbedaannya).

N.6.3. Penahanan (umlah wuang) dalam Benta Acara
Pembayaran

N.6.3.1.

N.E.3.2.

Sebelum penerbitan Berita Acara Serah
Terima Pertama Pekerjaan, Konsultan

dapat menahan Berita Acara
Pembayaran  dalam jumlah yang
mungkin (setelah retenst dan

pengurangan lain) kurang dan jumlah

minimal dan Berita Acara Pembayaran

(jika ada) vang dinyatakan dalam Data

Kontrak. Pada konsisi ini, Konsultan

segera  menerbitkan  Pembentahuan

kepada Penyedia.

Berita Acara Pembayaran seharusnya

tidak ditahan untuk alasan lainnya,

meskipun:

a. Terdapat pasokan atau pekemjaan
vang dilaksanakan Penvedia tidak
sesual dengan ketentuan Kontrak,
biaya perbaikan atau penggantian
dapat ditahan hingga perbaikan
atau penggantian telah diselesaikan;

b. Penyvedia gagal melaksanakan suatu
pekerjaan, layanan, atau
kewajibannya  sesuai  Kontrak,
jumlah  dan  pekerjaan  atau
kewajiban i1 dapat ditahan sampai
pekerjaan atau kewajiban telah
dilaksanakan. Pada kondisi ini,
Konsultan sesegera mungkin
menerbitkan Pemberitahuan kepada
Penvedia menjelaskan kegagalan
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tersebut dan perincian pendukung
dan nilai yang ditahan, dan/atau

c. Konsultan menemukan kesalahan
atau ketidaksesuaian dan Tagthan
atau dokumen pendukung, jumlah
Berita Acara Pembayaran dapat
mempertimbangkan sejavh mana
kesalahan atau ketidaksesuaian ini
telah  dicegah atau  memben
prasangka dalam investigasi
terhadap jumlah yang dinyatakan
dalam Tagihan sampai kesalaham
atau  ketidaksesuaian  tersebut
diperbaiki dalam Tagihan
berikutnya.

N.E.3.3. Untuk settap jumlah Tagihan yang

ditahan, dalam data pendukung Berita
Acara Pembayaran harus dyelaskan
perhitungan dan jumlah tersebut dan
alasan penahanannya.

N.E.4. Korekst atau Modifikasi

N.6.4.1.

N.6.4.2

N.6.4.3.

Konsultan dalam setiap Berita Acara

Pembayaran dapat membuat korekst

atau modifikasi yang seharusnya dibuat

terhadap Berita Acara Pembayaran
sebelumnya. Berita Acara Pembayaran
tidak dianggap sebagai penerimaan,
persetuyjuan, 1zin atau Pembentahuan

Tidak Keberatan dan Konsultan terhadap

Dokumen Penyedia atau Pekerjaan.

Apabila Penyedia menganggap bahwa

Berita  Acara  Pembayaran  tidak

mengandung jumlah yang menjadi hak

Penyedia, jumlah ini dudentifikast di

Tagihan selanjutnya. Konsultan harus

kemudian membuat koreksi atau

modifikasi dengan sesuai di Berita Acara

Pembayaran selanjutnya.

Setelahnya, sampai batas dimana:

a. Penyedia tidak puas dengan jumlah
Berita Acara Pembayaran
selanjutnya vang telah memasukkan
jumlah yang diidentifikasi;, dan

b. Jumah yang dudentifikasi tidak
terkait ke hal dimana Konsultan
telah melaksanakan tugasnya sesuat
Pasal C.7 [Persetujuan  atau
Penetapan]

Penyedia dapat, dengan menerbitkan

Pemberitahuan, merujuk hal ini kepada

Konsultan dan Pasal C.7 [Persetujuan

atau Penetapan] berlaku (dan untuk

tujuan Pasal C.6.5 [Batas Waktu],
tanggal dimana Konsultan menerima

Pemberitahuan meryadi tanggal mulai
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dant batas waktu untuk persetuyjuan
sesuai Pasal C.6.5).
Pengguna Jasa harus membayar kepada Penyedia:
a. Jumlah yang disahkan dalam Berita Acara

Pembayaran Uang Muka dalam jangka waktu

vang dinvatakan dalam Data Kontrak (jika

tidak dinyatakan, 21 han kerja) setelah

Pengguna Jasa menerima Benita Acara

Pembayaran Uang Muka,

b, Jumlah yang disahkan dalam tiap Berita Acara

Pembayaran yvang diterbitkan sesuai:

1. Pasal HN.E [Penerbitan Berita Acara
Pembayaran], dalam jangka waktu yang
dinvatakan dalam Data Kontrak (jika tidak
dinyatakan, 56 han kerja) setelah
Pengguna Jasa menerima Berita Acara
FPembayaran, atau

11. Pasal N.13 [Penerbitan Berita Acara
Pembayaran Akhir], dalam jangka waktu
vang dinyatakan dalam Data Kontrak (jika
tidak dinyatakan, 28 han kerja setelah
Pengguna Jasa menerima Berita Acara
Pembayaran, dan

c. Jumlah yang disahkan dalam Berita Acara
Pembayaran Akhir dalam jangka waktu yang
dinyatakan dalam Data Kontrak (ika tidak
dinyatakan, 56 han kenja) setelah Pengguna
Jasa menerima Berita Acara Pembayaran
Akhir.

Pembayaran terhadap jumlah tersebut dilakukan ke

rekening Bank wvang disampatkan oleh Penyedia

sesuai ketentuan Kontrak.

Setelah penerbitan Berita Acara Serah Terima

Pertama untuk:

a. Pekerjaan, Penyedia memasukkan setengah
pertama dant Uang Retensi kedalam Tagihan
Penyedia, atau

b. untuk Bagian Pekerjaan, Penvedia
memasukkan  persentase dan  setengah
pertama Uang Retenst terkait kedalam Tagthan
Penyedia.

Pada tanggal berakhimya Masa Pemeliharaan,

Penyedia harus memasukkan sisa setengah dan

Uang Retensi kedalam Tagihan sesegera mungkin

setelah tanggal tersebut. Jika Berita Acara Serah

Terima Pertama telah (atau dianggap telah)

diterbitkan  untuk sebuah Bagian Pekerjaan,

Penyedia harus memasukkan persentase dan sisa

setengah Uang Retensi terkait segera setelah

berakhirnya Masa Pemeliharaan untuk Bagian

Pekerjaan tersebut.

Pada Berita Acara Pembayaran selanjutnya setelah

Konsultan menerima Tagihan tersebut, Konsultan

harus mengesahkan pengembalian Uang Retensi

terkait. Namun, ketika mengesahkan pengembalian
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Uang Retensi sesuai Pasal N.6 [Penerbitan Berita
Acara Pembayaran], jika ada pekerjaan yang tetap
harus dilaksanakan sesuat ketentuan Pasal K [Cacat
Mutu setelah Serah Terima Pertama)] atau Pasal L

[Fengujian setelah Penyelesaian], Konsultan berhak

menahan pengesahan sesuai estimasi biaya

pekerjaan in1 sampai pekerjaan ini dilaksanakan.

Persentase yang sesuai untuk setiap Bagian

Pekerjaan adalah persentase nilai dan Bagian

Pekerjaan yang dinvatakan dalam Data Kontrak.

Jika persentase nilai dan Bagian Pekerjaan tidak

dinyatakan dalam Data Kontrak, tida ada persentase

dari  setengah Uang Retenst wyang harus
dikembalikan sesuai ketentuan Pasal ini terhadap

Bagian Pekenjaan tersebut.

Dalam 84 hani kalender setelah Tanggal

Penyelesaian Pekerjaan, Penyedia harus

menyerahkan kepada Konsultan sebuah Tagihan

saat penyelesaian dengan dokumen pendukung,
sesuat dengan ketentuan Pasal N.3 [Permohonan

Berita Acara Pembayaran|, yang menunjukkan:

a. Nilai dan seluruh pekemaan yang dilakukan
sesuai dengan ketentuan kontrak sampai dengan
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan,

b. Jumlah lain yang menurut Penyedia harus
dibayar saat Tanggal Penyelesaian Pekerjaan; dan

c. Perkiraan dan jumlah lain wyang menurut
Penyedia telah atau akan dibayar setelah Tanggal
Penyelesaian  Pekerjaan, sesual  ketentuan
Kontrak atau lainnya. Jumlah yang diperkirakan
ini harus disajikan secara terpisah (dan yang
disebutkan dant huruf a dan b diatas) dan
memasukkan perkiraan jumlah untuk Kaim
vang telah diajukan Penyedia  melalut
Pembentahuan sesuai ketentuan Pasal T.2 [Klaim
untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan
Walktu];

Konsultan kemudian menerbitkan Berita Acara

Pembayaran sesuai ketentuan Pasal N.E [Penerbitan

Berita Acara Pembayaran].

Penyerahan Penyedia terhadap Tagihan sesuai

ketentuan Pasal ini tidak boleh ditunda dengan

alasan penyelesaian sengketa sesuai Pasal U

[Sengketa dan Arbitrase]

Draft Tagithan Akhir

N.10.2.1. Dalam 56 han kalender setelah
penerbitan Berita Acara Serah Terima

Akhir  Pekerjaan, Penyedia harus

menyerahkan kepada Konsultan draft

Tagithan Akhir.

N.10.2.2. Draft Tagihan Akhir ini harus:

a. Berada dalam bentuk wyang sama
dengan Tagithan yang sebelumnya
diserahkan sesuai ketentuan Pasal
N.3 [Pengajuan Berita Acara
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Pembayaran]

b. Diserahkan dalam satu dokumen
asli, satu salinan elektronik dan
tambahan salinan dokumen (jika
ada) sesuai yang dinvatakan dalam
Data Kontrak; dan

c. Menunjukkan penjelasan, dengan
dokumen pendukung:

1. Nilai dan seluruh pekenjaan yang
dilaksanakan  sesuai  dengan
Kontrak;

1. Jumlahlain vang menurut
Penvedia harus dibayar pada
tanggal penerbitan Berita Acara
Serah Terima Akhir, sesuai
ketentuan kontrak atau lainnya;
dan

111. Perkiraan dan jumlah lain yang
menurut Penyedia telah atau
akan dibayar setelah Berita Acara
Serah Terima Akhir Pekerjaan,
sesuai ketentuan Kontrak atau
lainnya termasuk jumlah wyang
dinyatakan sesuai Pasal N.10.1.c.
[Tagthan saat Pekerjaan Selesai].
Jumlah yang diperkirakan ini
harus disajikan secara terpisah
(dan yang disebutkan dan poin 1
dan 11 diatas).

N.10.2.3. Terkecuali untuk jumlah  sesuai
ketentuan Pasal N.11.2.2.c.1u1 diatas, jika
Konsultan tidak menyetujui atau tidak
dapat memernksa kebenaran dan draft
Tagthan Akhir, Konsultan sesegera
mungkin menerbitkan Pembentahuan
kepada Penvedia. Penyedia kemudia
menyerahkan informasi lanjut yang
sewajarmnya yang dibutuhkan oleh
Konsultan dalam jangka waktu vang
dinyatakan dalam Pembentahuan, dan
harus melakukan perubahan terhadap
draft tersebut sebagaimana disepakati
diantara mereka.

N.10.3. Tagthan Akhir yang Disepakati

N.10.3.1. Jika tidak ada jumlah sesual ketentuan
Pasal N.11.22ci [Draft Tagihan
Akhir], Penyedia kemuduan
mempersiapkan  dan  menyerahkan
kepada Konsultan Tagihan  akhir
sebagaimana disepakati (disebut Tagihan
Akhir)

N.10.3.2. Namun apabila:

a. Ada jumlah vang disebutkan sesuai
ketentuan Pasal N.11.2.2 c.111 [Draft
Tagithan Akhir]; dan/atau
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b. Berdasarkan hasil diskusi antara
Konsultan dan Penyedia, bahwa
terbukti  tidak  dapat dicapai
kesepakatan terhadap jumlah yvang
tertera di draft Tagihan akhur,

Penyedia kemudian menyiapkan dan

menyerahkan kepada Konsultan sebuah

Tagthan wyang memisahkan antara

jumlah yang disepakati, jumlah yang

diestimasi dan jumlah wyang tdak
disepakati (disebut dengan Tagihan

Akhir yang Disepakati Sebagian)

Ketika menyerahkan Tagihan Akhir atau Tagihan

Akhir yang Disepakati Sebagian (sesuai kondist),

Penyedia menyerahkan pernyataan tertulis

tentang pembebasan dan kewajiban yang

menvatakan bahwa total Tagihan Akhir
merupakan penvelesaian yang penuh dan final
terhadap seluruh wvang wyang menjadi hak

Penyedia sesuai ketentuan Kontrak. Pembebasan

dan Kewajiban ini dapat menyatakan bahwa total

Tagihan dapat berubah sesuai dengan Sengketa

vang sedang berlangsung dan/atau hal tersebut

berlaku efektif ketika Penyedia telah menerima:

a. Pembayaran penuh atas jumlah yang disahkan
dalam Berta Acara Pembayaran Akhir, dan

b. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan.

Jika Penyedia gagal menyerahkan Pembebasan

Kewajiban 1ni, pembebasan dianggap telah

diserahkan dan berlaku efektif ketika kondisi pada

Pasal N.12.1.a dan b terpenuhi.

Pembebasan kewajiban sesuai ketentuan Pasal ini

tidak akan mempengaruhi tanggung jawab atau

hak Pithak manapun terkait Sengketa vang sedang
berlangsung.

Dalam 28 han kalender setelah menerima

Tagthan Akhir atau Tagithan Akhir yang

Disepakati Sebagian (sesuai kondisi), dan

Pembebasan Kewajiban sesuai ketentuan Pasal

N.12 [Pembebasan dari Kewajiban], Konsultan

harus menerbitkan kepada Pengguna Jasa (dengan

salinan  kepada  Penyedia), Berita Acara

Pembayaran Akhir yang menyatakan:

a. Jumlah akhir yang dianggap Konsultan harus
dibayarkan, termasuk penambahan dan/atau
pengurangan yang harus dibayarkan sesuai
ketentuan Pasal C.7 [Persetyyuan atau
Penetapan] atau sesuai ketentuan Kontrak |
dan

b. Setelah memperhitungkan potongan untuk
Pengguna Jasa atas seluruh jumlah yang
sebelumnya dibayarkan oleh Pengguna Jasa
dan seluruh jumlah yang menjadi hak
Pengguna Jasa, dan setelah memperhitungkan
potongan untuk Penyedia atas seluruh jumlah
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vang sebelumnya dibayarkan oleh Penyedia
(jika ada) dan/fatau diterima oleh Pengguna
Jasa berdasarkan Jaminan Pelaksanaan, sisa
(bila ada) yang harus dibayarkan dan
Pengguna Jasa kepada Penyedia atau dan
Penyedia kepada Pengguna Jasa, apabila i
terjadi.

N.12.2. Jika Penyedia belum menyerahkan draft Tagihan
akhir dalam batas waktu sesuai ketentuan Pasal
N.11.1 [Draft Tagihan Akhir], Konsultan harus
meminta Penyedia untuk melakukannya. Apabila
Penyedia gagal menyerahkan draft Tagihan akhir
dalam waktu 28 han kalender, Konsultan harus
menerbitkan Berita Acara Pembayaran Akhir
dalam jumlah yang dianggap Konsultan layak
untuk dibayarkan.

N.12.3. Jika Penyedia telah menyerahkan Tagihan Akhir
vang Disepakati Sebagian sesuai ketentuan Pasal
N.11.3 [Tagihan Akhir vang Disepakati] atau tidak
ada Tagihan Akhir yang Disepakati Sebagian yang
telah diserahkan oleh Penyedia tetapi, sebatas
bahwa draft Tagihan akhir yang diserahkan oleh
Penyedia dianggap Konsultan sebagai Tagihan
Akhir yang Disepakati Sebagian, maka Konsultan
melanyutkan  sesuai  ketentuan Pasal N.B
[Penerbitan Berita Acara Pembayaran] untuk
menerbitkan Berita Acara Pembayaran.

N.13. Penghentian Kewajiban N.13.1. Pengguna Jasa tidak memiliki kewajiban kepada
Pengguna Jasa Penyedia untuk hal~hal berdasarkan atau
berkaitan dengan Kontrak atau pelaksanaan
Pekerjaan, kecuali sampai sebatas jumlah yang
telah dimasukkan Penyedia kedalam:
a. Tagthan Akhir atau Tagihan Akhir yang
Disepakati Sebagian; dan
b. (kecuali untuk hal~hal yang timbul setelah
penerbitan Berita Acara Serah Terima Pertama
Pekerjaan) Tagihan sesuai ketentuan Pasal N.10
[Tagihan saat Penyelesaian].

N.13.2. Kecuali Penyedia membuat atau telah membuat
Klaim sesuai ketentuan Pasal T.2 [Klaim untuk
Pembayaran danfatau Perpamjangan Waktu]
terkait jumlah dalam Berita Acara Pembayaran
Akhir dalam waktu 56 han kalender setelah
menerima salinan Berita Acara Pembayaran Akhur,
Penyvedia dianggap telah menerima jumlah yvang
disahkan. Pengguna Jasa kemudian tidak lagi
memiliki kewajiban terhadap Penvedia selain
membayar sejumlah yang ditagthkan dalam Berita
Acara Pembayaran Akhir dan mengembalikan
Jaminan Pelaksanaan kepada Penyedia.

N.13.3. Akan tetapi, Pasal ini tidak boleh membatasi
kewajiban Pengguna Jasa berdasarkan kewajiban
vang menjadi tanggung jawabnya, atau kewajiban
Pengguna Jasa dalam hal kecurangan, kegagalan
pembayaran yang disengaja atau penyimpangan
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akibat kelalaian Pengguna Jasa.

O. PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PENGGUNA JASA

O.1. Pembentahuan untuk B

Mem perbaiki
O.1.2.
0.1.3.
0.14.
0.2. Pemutusan akibat @241
Kesalahan Penyedia

Apabila Penyedia gagal melaksanakan kewajiban
berdasarkan  Kontrak, Konsultan, dengan
menerbitkan Pemberitahuan kepada Penyedia,
dapat meminta Penvedia untuk mengatasi
kegagalan dan memperbaikinya dalam waktu yang
diminta (disebut dengan Pemberitahuan untuk

Memperbaiki).

Pemberitahuan untuk Memperbaiki harus:

a. Menjelaskan kegagalan Penyedia,

b. Menyatakan kewajiban Penyedia
berdasarkan Pasal atau ketentuan Kontrak,
dan

¢. Menyatakan jangka waktu yang wajar bagi
Penyedia untuk memperbaiki kegagalan,
mempertimbangkan sifat dan kegagalan
tersebut dan pekemjaan dan/atau tindakan
vang dibutuhkan untuk memperbaiki hal
tersebut.

Setelah menerima Pemberitahuan untuk
Memperbaiki, Penyedia segera merespon dengan
menerbitkan Pembentahuan kepada Konsultan
menyjelaskan tindakan yang akan diambil Penyedia
untuk memperbaiki  kegagalan tersebut, dan
menyatakan tanggal mulai dan tindakan perbaikan
untuk memenuhi jangka waktu yang diberikan
dalam Pemberitahuan untuk Memperbaiki.

Waktu vang dinyatakan dalam Pembentahuan

untuk Memperbaiki tidak boleh menyatakan

perpanjangan Masa Pelaksanaan.

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab

Undang~Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa

berhak wuntuk melakukan pemutusan Kontrak

apabila:

a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan
danfatau pemalsuan dalam proses pengadaan
vang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

b. pengaduan tentang penvimpangan prosedur,

dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan

sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

Penyedia berada dalam keadaan pailit;

Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam

sebelum penandatanganan Kontrak,

e. Penyvedia gagal memperbaiki kinerja setelah
mendapat Surat Peningatan Kontrak Kntis
berturut~turut sebanyak 3 (tiga) kali,

f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya
Jaminan Pelaksanaan,

2. Penyedia lalai/cidera janj1 dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan;

h. berdasarkan penelitian Pengguna Jasa, Penyedia

o 0
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tidak akan mampu menvyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun dibentkan kesempatan
sampai dengan 50 (lima puluh) han kalender
sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekernjaan
untuk menyelesaikan pekerjaan;

1. setelah dibertkan kesempatan menyelesatkan
pekerjaan sampat dengan 50 (lima puluh) han
kalender sejak masa berakhirmnya pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesatkan
pekerjaan;

J. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28

(dua puluh delapan) han kalender dan
penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal
pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan
pengawas pekerjaan; atau

k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan
dikarenakan pergantian nama Penyedia.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada

Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia,

maka:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa uwang muka harus d11unas1 oleh Penvedia
atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila
dibertkan),

c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan

d. Penyedla dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada

pasal O.2.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuat

ketentuan dalam SSKK.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada

Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia,

maka:

a. Pengguna Jasa berhak untuk tidak membayar
retensi atau Jaminan Pemeltharaan dicairkan
untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan

b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uvang

retensi atau vang pencairan Jaminan Pemeliharaan

untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka

Pengguna Jasa wajib menyetorkan sebagaimana

ditetapkan dalam SSKK.

Dalam hal terjadi Pemutusan FKontrak oleh

Pengguna Jasa maka FKonsultan melakukan

perhitungan terhadap:

a. hasil pelaksanaan Pekerjaan di lapangan sesuai
dengan Laporan Kemajuan Pekepjaan dan
dibandingkan dengan Berita Acara Pembayaran
terakhir;

b. kewajiban Penyedia yvang berupa pengembalian
uang muka, penghitungan besaran denda, dan
kewajiban lain sesuai peraturan perundang-~
undangan,

Konsultan menerbitkan Berita Acara Pembavaran

sesuai ketentuan Pasal [Penerbitan Berita Acara

Pembayaran] berdasarkan hasil perhitungan sesuai
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Pasal O.3.1 diatas dan mengacu kepada Pasal N
[Harga Kontrak dan Pembayaran].

P. PENGHENTIAN DAN PEMUT USAN KONTRAK OLEH PENYEDIA

P.1. Penghentianoleh Penyedia F.1.1. Jika:

P2

P-1.8:

P.1.4.

P.Zd

a.  Konsultan gagal untuk mengesahkan sesuai
dengan Pasal N.6 [Penerbitan Berita Acara
Pembayaran Sementara],

b. Pengguna Jasa gagal untuk memberikan
bukti yang wajar sesuai Pasa, B.4 [Rencana
Pembiayaan oleh Pengguna Jasal,

t. Pengguna Jasa tidak patuh terhadap Pasal
N.7 [Pembayaran], dan

d. Pengguna Jasa tidak patuh terhadap:

) Persetujuan yang mengikat, atau
ketetapan wang final dan mengikat
sesuai Pasal C.7 [Persetyuan dan
Ketetapan], atau

il Keputusan dan Penyelesaian Sengketa
vang dipilih.

Dan hal tersebut merupakan pelanggaran
terhadap kewajiban Pengguna Jasa sesuai
Kontrak, maka Penyedia, tidak kurang dan 21
hart  setelah membenikan Pembentahuan
kepada Pengguna Jasa (dimana Pembenitahuan
ini berisikan salah satau dan hal yang diatur
pada Pasal Q.1.1) untuk menghentikan
pekenjaaan (atau mengurangt laju pengenjaan)
sampal Pengguna Jasa memperbaiki kesalahan
tersebut.

Tindakan ini tidak boleh mengurangi hak~hak

Penyedia terhadap denda keuangan sesuai Pasal

N.8 [Keterlambatan Pembayaran] dan untuk

pemutusan  kontrak  sesuai Pasal Q.2

[Pemutusan Kontrak oleh Penyedia).

Jika Pengguna Jasa selanjutnya memperbaiki

kesalahan yang disebutkan di atas sebelum

Penyedia menyerahkan Pemberttahuan wyang

berisikan pemutusan kontrak sesuai Pasal Q.2

[Femutusan Kontrak oleh Penyedia], Penyedia

harus melanjutkan pekerjaan secara normal

sesegera mungkin.

Jika Penyedia mengalami keterlambatan dan/

atau penambahan biaya sebagai akibat dan

penghentian pekerjaan (atau pengurangan laju
pengerjaan) sesual dengan Pasal ini, Penyedia
berhak sesuai Pasal T.2 [Klaim atas Pembayaran
dan/ atau Perpamjangan Waktu] atas

Perpanjangan Waktu dan/ atau Pembayaran

Biaya plus Keuntungan.

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab

Undang~Undang Hukum Perdata, Penyedia

dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. setelah mendapatkan persetujuan
Pengguna Jasa, Konsultan memerintahkan
Penvedia untuk menunda pelaksanaan
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pekerjaan atau kelanjutan pekenjaan, dan
perintah tersebut tidak ditank selama 28
(dua puluh delapan) han kalender,

b. Pengguna Jasa tidak menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPF) untuk
pembavaran tagithan angsuran sesuat
dengan vang disepakati dalam Berita Acara
Pembayaran.

Dalam hal tenjadi Pemutusan Kontrak oleh

Penvedia maka Penyedia menyampatkan

Pembenitahuan dan Tagihan kepada Konsultan

sesuai dengan ketentuan Pasal N [Harga

Kontrak dan Pembayaran].

Konsultan menerbitkan Berita Acara

Pembayaran sesuai ketentuan Pasal N6

[Penerbitan  Berita  Acara  Pembayaran]

berdasarkan hasil perhitungan sesuai Pasal

P.3.1 diatas dan mengacu kepada Pasal N

[Harga Kontrak dan Pembayaran].

PEMELIHARAAN PEKERJAAN DAN PERTANGGUNGAN RISIKO

. Pertanggungjawaban

untuk Pemeliharaan
Pekerjaan

Q1.1

Q.12

Q.1.3

Q.14

Kecuali Kontrak diputus berdasarkankan
Syarat~syarat yang telah disebutkan atau
dengan hal lain, sesuai Pasal Q.2 [Kewajiban
untuk Pemeliharaan Pekerjaan] Penyedia harus
bertanggungjawab secara  penuh  untuk
pemeliharaan Pekerjaan, Barang, dan Dokumen
Penyedia mulai dan Tanggal Mulai sampat
Tanggal Penyelesaian darn Pekerjaan, apabila
pertanggungjawaban  untuk  pemeliharaan
Pekerjaan diserahkan kepada Pengguna Jasa.
Jika Berita Acara Serah Terima Pertama telah
dikeluarkan (atau dianggap telah dikeluarkan)
untuk setiap Seksi/Bagian, tanggungjawab
untuk  pemeliharaan  Seksi/Bagian  akan
diserahkan kepada Pengguna Jasa.

Jika Penyedia diputus berdasarkan Syarat~syarat
vang telah disebutkan atau dengan hal lain,
Penyedia berhenti untuk bertangsung jawab
untuk pemeliharaan Pekerjaan mulai dan
tanggal Pemutusan.

Setelah  tanggungjawab telah  diserahkan
dengan sesuai kepada Pengguna Jasa, Penyedia
harus bertanggungjawab untuk pemelihaan
pekenjaan yang belum selesai pada Tanggal
Penyelesaian, sampai pekerjaan yang belum
selesai in1 diselesatkan.

Jika terjadi kerugian atau kerusakan terhadap
Pekerjaa, Barang atau Dokumen Penyedia,
selama masa Penyedia bertanggungjawab untuk
pemeliharaan, dan segala penyebab kecuali
vang dinyatakan pada Pasal Q.2 [Kewajiban
untuk Pemeltharaan Pekerjaan], Penyedia harus
memperbaiki kerugian atau kerusakan dengan
ristko dan biaya ditanggung oleh Penyedia,
sehinggaa Pekerjaan, Barang dan Dokumen
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Q.2.1

Q2.2

Penyedia (apabila ada) sesuai dengan isi

Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk kerugian dan

kerusakan wang disebabkan oleh Penyedia

terhadap Pekerjaan, Barang dan Dokumen

Penyedia setelah Berita Acara Serah Terima

Pertama dikeluarkan. Penyedia  juga

berkewajiban untuk segala kerugian dan

kerusakan, yang terjadi setelah Benta Acara

Serah Terima Pertama dikeluarkan yang mana

sebenarnya kerusakan tersebut terjadi sebelum

Berita Acara Serah Terima Pertama dikeluarkan,

dimana Penyedia bertanggungjawab.

Penyedia tidak berkewajiban, batk melalu

pertanggungan nsiko atau hal lain, untuk

kerugian atau kerusakan Pekerjaan, Barang
atau Dokumen Penyedia yang disebabkan oleh
hal~hal berikut (kecuali apabila Pekerjaan,

Barang atau Dokumen Penyedia telah ditolak

oleh Konsultan berdasarkan Pasal G.5 [Cacat

Mutu dan Penolakan] sebelum terjadinya hal~

hal bertkut):

a. Gangguan, baik sementara atau permanen,
terhadap jalan, pencahayaan, udara, air
atau kemudahan lain (selain yang
disebabkan oleh metode Penyedia untuk
pelaksanaan) yang mana tidak
terhindarkan  sebagar  akibat  dan
pelaksanaan yang sesuai dengan Kontrak,

b. Penggunaan  atau  pemakaian  oleh
Pengguna Jasa terhadap bagian dan
Pekerjaan  Permanen, kecuali yang
ditentukan oleh Kontrak;

c. Kekeliruan, cacat mutu atau kekurangan
dan bagian dalam desain Pekernjaan oleh
Pengguna Jasa dimana mungkin ditentukan
di dalam Ketentuan Pengguna Jasa (dan
dimana Penyedia vang telah
berpengalaman yang tengah melaksanakan
pemeliharaan tidak akan dapat mengetahut
hal tersebut ketika memerniksa Lokasi dan
Ketentuan  Pengguna  Jasa  sebelum
memasukkan Penawaran), kecuali desain
vang dikerjakan oleh Penyedia sesuai
dengan kewajiban Penyedia menurut
Kontrak;

d. Tiap pelaksanaan  kegiatan  yang
berhubungan dengan alam (selain yang
telah dialokasikan kepada Penyedia dalam
Data Kontrak) wang mana Tidak Dapat
Diperhitungkan sebelumnya atau
pelaksanan yang mana penyedia yang telah
berpengalaman tidak akan dapat secara
wajar mempredikst untuk mengambil
tindakan~tindakan  pencegahan  yang
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cukup,

e. Salah satu dan kejadian atau keadaan yang
tertulis pada poin a hingga f dan Pasal R.2
[Keadaan Kahar], dan/tau

f. Tiap pelaksanaan atau kesalahan oleh
Pengguna Kuasa atau Penyedia lain dan
Pengguna Jasa.

Berdasarkan Pasal R4 [Konsekuensi dan

Keadaan Kahar], jitka hal~hal yang dyelaskan

pada poin a hingga f di atas terjadi dan sebagai

akibatnya merusak Pekerjaan, Barang atau

Dokumen Penyedia Penyedia harus segera

memberi Pemberitahuan kepada Konsulran.

Setelahnya, Penyedia harus memperbaiki

kerugian dan/ atau kerusakan yang terjadi

sepananjang dunstruksikan oleh Konsultan.

Instruksi tersebut akan dianggap diberikan

sesuai  Pasal M.3.2 [Vanasi berdasarkan

Instruksi).

Jika kerugian atau kerusakan dan Pekerjaan

atau Barang atau Dokumen Penyedia

merupakan akibat kombinasi dari:

a. Salah satu dan kejadian yang disebutkan di
poin (a) hingga () di atas;

b. Sebuah penyebab yang merupakan
tanggung jawab Penyedia.

Dan Penyedia mengalami keterlambatan dan/

atau mengalami penamabahan Biaya sebagai

akibat dan kerugian dan/ atau kerusakan,

Penyedia selanjutnya berdasarkan Pasal T.2

[Kaim untuk Pembavaran dan/ atau

Perpanjangan Waktu] berhak atas proporst dan

Perpanjangan Waktu dan/ atau Biaya plus

Keuntungan sepamjang kejadian tersebut

merupakan penyebab terjadinya keterlambatan

dan/ atau Biaya.

Dalam Pasal in1, “pembajakan” adalah suatu
pembajakan (atau dugaan pembajakan) atas
suatu paten, desain terdaftar, hak cipta, merk
dagang, nama dagang, rahasia dagang atau hak
kekayaan intelektual atau hak kekayaan
industnial lainnya yang terkait dengan Pekerjaan,
dan “klaim” adalah suatu “klaim” (atau tindakan
hukum yang menuntut suatu klaim) wyang
menuduhkan suatu pembajakan.

Setiap kali suatu Pihak tidak menyampaikan
pemberitahuan kepada PFihak lain mengenai
suatu klaim dalam kurun 28 han setelah
menerima klaim, Pihak pertama harus dianggap
telah melepaskan haknya terhadap ganti rugi
berdasarkan Pasal ini.

Pengguna Jasa harus mengganti rugi dan
membebaskan Penyedia dan tanggung jawab
dant klaim tuduhan pembajakan apa pun yang
sedang terjadi atau telah terjadi:
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a. akibat yang tak dapat dihindan dan
kepatuhan Penyedia terhadap Kontrak, atau

b.  akibat suatu Pekemjaan wvang digunakan
oleh Pengguna Jasa, dimana:

1) untuk tujuan selain yang
menyatakan, atau secara wajar
mencerminkan is1 Kontrak, atau
sehubungan dengan tiap hal vang
tidak dipasok oleh Penyedia, kecuali
penggunaan tersebut disampaikan
kepada Penvedia sebelum Tanggal
Dasar atau tercantum dalam Kontrak.
Penyedia  harus  mengganti rugi  dan
membebaskan Pengguna Jasa dan tanggung
jawab dan klaim lainnya (termasuk biaya hukum
dan pengeluaran) yang timbul akaibat tuduhan
pembajakan yang berkaitan dengan:

a. cara pelaksaan Pekerjaan oleh Penyedia,
atau

b.  penggunaan Peralatan Penyedia.

Jika suatu pihak berhak dibent ganti rug

berdasarkan Pasal in1, Fthak yang mengganti rugi

boleh (dengan biayanya) melakukan negotsasi
untuk penetapan klaim, dan ligitasi atau arbitras
vang mungkin timbul karenanya. Fihak lain
harus, atas permintaan dan biaya dan Pihak yang
mengganti rugi, mendampingt dalam mengadu
klaim. PFihak lain ini (dan Personelnya) tidak
boleh membuat pengakuan yang mungkin
merugikan Fhak yang mengganti rugi, kecuali

Fihak yang mengganti rugi gagal mengambil alih

Jalannya negoisasi, litigast atau arbitrasi apabila

diminta melakukannya oleh Pihak lain tersebut.

Penyedia harus menanggung rnistko dan

membebaskan Pengguna Jasa, Personel Pengguna

Jasa, dan agen lainnya, terhadap dan dan klaim

pthak  ketiga, kerusakan, kerugian dan

pengeluaran (termasuk biava hukum dan
pembavaran lainnya) mengenai:

a.  Terluka secara fisik, sakit atau meninggal
sebagat akibat dan pelaksaan Pekenjaan
oleh Penyedia, kecuali disebabkan oleh
kelalaian, tindakan kesengajaan atau
pelanggaran Kontrak oleh Pengguna,
Personel Jasa Pengguna Jasa, dan agen
lainnya; dan

b.  Kerusakan atau kerugian dan
perlengkapan, milik pribadi atau bukan
(selain dan Pekerjan) sepanjang
kerusakaan atau kerugian tersebut:

(1) Disebabkan oleh cara pelaksanaan

Pekenjaan oleh Penyedia

(1) Disebabkan oleh kelalaian, tindakan
kesengajaan  atau pelanggaran
Kontrak  oleh  Pengguna  Jasa

(1)
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Pengguna Jasa, dan agen lainnya.
Q4.2 Penyedia juga harus menanggung nsiko dan
membebaskan Pengguna Jasa terhadap tindakan,
kesalahan atau kelalaian Penyedia di dalam
mengerjakan desain vang meryadi tanggung
jawab Penvedia yang mengakibatkan Pekenjaan

(atau Seksi/Bagian atau bagian besar dari

Instalast Mesin, apabila ada) ketika telah

diselesatkan, ftidak akan sesuar  dengan

peruntukannya yvang mana dimaksudkan sesuai

Pasal D.1 [Tanggung Jawab Umum Penyedial.

Q.5. Pertanggungan Risikooleh Q.51 Pengguna Jasa harus menanggung ristko dan
Pengguna Jasa membebaskan Penyedia, Personel Penyedia, atau

agen lainnya, terhadap dan dan klaim pthak

ketiga, kerusakan, kerugian dan pengeluaran

(termasuk biaya hukum dan pembayaran

lainnya) mengenai:

a.  Terluka secara fisik, sakit atau meninggal
atau kerugian atau menyebabkan peralatan
selain Pekerjaan rusak, sebagai akibat dan
kelalalan, tindakan kesengajaan atau
pelanggaran Kontrak oleh Pengguna Jasa,
Fersonel Pengguna Jasa, dan agen lainnya,

b.  Kerusakan atau  kerugian terhadap
peralatan, milik pribadi atau bukan (selain
pekerjaan) sepanjang kerusakan atau
kerugian tersebut disebabkan oleh hal~hal
vang disebutkan pada poin a hingga f Pasal
Q.2 [Kewajtban untuk Pemeliharaan

Pekerjaan].
Q.6. Pertanggungan Risiko Q.6.1 Tanggung jawab Penyedia untuk menangsung
Bersama ristko  Pengguna Jasa, sesuai Pasal Q4

[Pertanggungan risiko oleh Penvedia] dan/ atau
sesuai Pasal Q.3 [Hak Kekayaan Intelektual dan
Industrial], harus dikurangi secara  adil
sepanjang peristiwa yvang disebutkan pada poin a
hingga f pada Pasal Q.2 [Kewajiban untuk
Pemeliharaan Pekerjaan] menjadi salah satu hal
vang menyebabkan terjadinya kerugian atau
kerusakan.
Q6.2 Samadengan itu, tanggung jawab Pengguna Jasa

untuk menanggung risiko Penyedia, sesuai Pasal
Q.5 [Pertanggungan risiko oleh Pengguna Jasa]
dan/ atau sesuai Pasal Q.3 [Hak Kekayaan
Intelektual dan Industnal], harus dikurangi
secara adil sepanjang peristiwa vang menjadi
tangung jawab Penvedia pada Pasal Q.1
[Tanggung Jawab untuk Pemeliharaan Pekerjaan]
meryadi salah satu hal yang menyebabkan
terjadinya kerugian atau kerusakan.

R. KEADAAN KAHAR

R1. Keadaan Kahar R.1.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana
sostal, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca
ekstrim, dan gangguan industn lainnya.
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R.1.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal~hal
merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak.

R.2.1 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pengguna Jasa
atau  Penyedia  membentahukan tentang
terjadinya Keadaan Kahar kepada Konsultan
(dengan salinan kepada pihak lain) melalu
Pemberitahuan dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) har kalender sejak menyadar atau
seharusnya menyadan atas keadian atau
terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan
bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan
kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/fatau
akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

R.2.2 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa:

a. pernyataan yang  dikeluarkan  oleh
pthak/instanst yang berwenang sesuat
ketentuan peraturan perundang~
undangan; dan/atau

b. foto/wvideo dokumentasi Keadaan Kahar
vang telah divenfikast kebenarannya.

Selama masa Keadaan Kahar, jika Konsultan

memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk

sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia
berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana
ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian
biaya vang wajar sesuai dengan kondisi yang telah
dikeluarkan untuk bekemja dalam Keadaan Kahar

Penggantian biaya ini harus dianggap sebagai Variasi

berdasarkan Instruksi

R4.1 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan
Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak
karena Keadaan Kahar dapat bersifat:

a.  sementara hingga Keadaan Kahar berakhir;
atau

b.  permanen apabila akibat Keadaan Kahar
tidak memungkinkan.

R4.2 Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar
dilakukan secara tertulis oleh Konsultan dengan
disertai alasan penghentian pekerjaan.

R4.3 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilamjutkan,
para pithak dapat melakukan perubahan Kontrak.
Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang~
kurangnvya sama dengan jangka waktu
terhentinya FKontrak akibat Keadan Kahar
Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewatt
Tahun Anggaran.

R4.4 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para
pthak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuat
Kontrak. Penvedia berhak untuk menenma
pembavaran sesuai dengan prestasi  atau
kemajuan hasil pekenjaan wyang telah dicapat
setelah  dilakukan pengukuran/pemeriksaan
bersama atau berdasarkan hasil audit.
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Tanpa membatast kewajiban dari Pihak atau
tanggung jawab berdasarkan Kontrak, Penyedia
harus mengaktifkan dan mempertahankan
asuransi yang mana Penyedia bertanggungjawab
terhadap perusahaan asuransi dan dalam hal,
keduanya telah disetujui oleh Pengguna Jasa.

Penggunaan asuransi ini harus konsisten dengan

apa yang tertulis (apabila ada) dan disetujui oleh

Para Phak sebelum tanggal dan Surat

Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa.

Asuranst yang dipersyaratkan untuk disediakan

menurut Pasal ini adalah syarat minimum yang

disyaratkan oleh Pengguna Jasa, dan Penyedia
dapat, dengan biaya sendini, menambahkan
asuanst lain dianggap byjak oleh Penyedia.

Kapanpun dibutuhkan oleh Pengguna Jasa,

Penyedia harus memberikan polis asuransi yang

mana Penyedia wajib untuk mengaktifkan

menurut Kontrak. Ketika tiap premi dibayarkan,

Penyvedia harus segera menyampaikan salinan

dan rest permbayaran kepada Pengguna Jasa

(dengan salinan kepada Konsultan), atau

konfirmasi dan perusahaan asuransit bahwa

premi telah dibayarkan.

Jika Penyedia gagal untuk mengaktifkan dan

mempertahankan asuransi yang dibutuhkan

sesuai Pasal 5.2 [Asuransi yang harus disediakan
oleh Penyedia], dan apabila, Pengguna Jasa
mengaktifkan dan mempertahanakan asuransi
tersebut dan membayar premi vang harus
dibayarkan dan Pengguna Jasa akan memperoleh
pembavaran nilai yang sama dan Penyedia dan
waktu ke waktu dengan mengurangi jumlah
pembayaran yang harus dibayarkan kepada

Penyedia atau memperoleh jumlah yang sama

dengan menganggap pembayaran tersebut sebag

utang dant Penyedia. Pengatuan darni Pasal T

[Klaim Pengguna Jasa dan Penyedia] tidak

berlaku pada Pasal ini.

Jika baitk Penyedia ataupun Pengguna Jasa gagal

untuk patuh terhadap persyaratan asuransi yang

diaktifkan berdasarkan Kontrak, maka PFihak
vang gagal untuk patuh tersebut harus
menanggung nisiko PFithak lain terhadap segala
kerugian dan klaims (termasuk biaya hukum dan
biaya lain) yang timbul dan kegagalan tersebut.

Penyedia juga bertanggungjawab atas hal~hal

sebagat berikut:

a. Membentahukan perusahaan asuranst
apabila terdapat perubahan-~perubahan
separyjang pelaksanaan Pekerjaan; dan

b.  Kecukupan dan wvalliditas dan perusahan
asuransi yang sesuai dengan Kontrak
sepanjang waktu selama pelaksanaan
Kontrak.
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5.1.7 Jumlah batas pengurangan yang diperbolehkan
di dalam polis tidak boleh melebihi yang telah
ditetapkan di dalam Kontrak Data (apabila tidak
disebutkan, maka jumlah yang disetujui oleh
Penggun Jasa).

5.1.8 Apabila terdapat kewajiban bersama, maka
kerugian harus ditanggung oleh Para PFhak
dengan proposi kewajiban masing~masing,
dengan anggapan tidak ada ganti rugi dan
perusahaan asuransi tidak merupakan hal terjadi
karena pelanggaran kontrak sesuai Pasal ini baik
oleh Penyedia atau Pengguna Jasa. Apabila tidak
ada ganti rugi dan perusahaan asuranst terjadi
karena adanya pelanggaran kontrak, Fthak yang
bersalah harus menanggung kerugian tersebut.

S.1.3 Bentuk asuranst yang harus disediakan oleh
Penvedia ditentukan dalam Ketentuan Pengguna
Jasa dan disepakati sewaktu Rapat Persiapan
Penandatangan Kontrak.

KLAIM PENGGUNA JASA ATAU PENYEDIA
Klaim T.1.1 Klaim dapat timbul apabila:

a. Pengguna Jasa menganggap bahwa
Pengguna Jasa berhak atas tambahan
pembavaran  dan Penyedia (atau
pengurangan Harga Kontrak) dan/atau
perpanjangan Masa Pemelitharaan;

b.  Penyedia menganggap bahwa Penyedia
berhak atas pembayaran tambahan
pembayaran dan Pengguna Jasa dan/atau
Perpamjangan Waktu, atau

¢.  Salah satu PFhak menganggap bahwa
dininya memiliki hak atau kerninganan
terhadap PFhak lain. Hak lain atau
keringanan tersebut dapat berupa apapun
(termasuk wvang terkait dengan Benta
Acara, penetapan, instruksi,
Pemberitahuan, opini atau wvaluasi dan
Konsultan) kecuali sebatas hal tersebut
terkait dengan hak yang diatur sesuai
huruf a dan b di atas.

T.1.2 Untuk Klaim sesuai T.1.1.a dan b diatas Pasal T.2
[Kaim untuk Pembayaran dan/atau
Perpanjangan Waktu] diberlakukan.

T.1.3 Pada kondisi Klaim sesuai T.1.1.c diatas, ketika
salah satu Pihak atau Konsultan tidak setuju
dengan permintaan hak atau keninganan (atau
dianggap tidak setuju jika tidak menjawab dalam
waktu vang wajar), hal i tidak dinyatakan
sebagai  Sengketa, namun Fhak yang
mengajukan  klaim  dapat  menerbitkan
Pemberitahuan tentang Klaim kepada Konsultan
dan ketentuan Pasal C.7 [Persetuyuan atau
Penetapan] diberlakukan. Pembernitahuan ini
diterbitkan sesegera mungkin setelah pihak yang
mengajukan klaim menvadan ketidaksetujuan
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tersebut (atau dianggap ada ketidaksetujuan) dan
harus melampirkan rnincian dan kasus yang
diajukan sebagai klaim dan ketidaksetujuan (atau
dianggap ada ketidaksetujuan) dan Fihak lain.
T.2. Klaimuntuk Pembayaran T.2.1 Jika salahsatu Fihak menganggap bahwa dirinya
dan fatau Perpanjangan berhak untuk tambahan pembayaran oleh Fihak
Waktu lain  (atau dalam hal Pengguna Jasa,
pengurangan dart Harga Kontrak) dan/fatau
Perpanjangan Waktu (untuk Penyvedia) atau
perpanjangan Masa Pemelitharaan (untuk
Pengguna Jasa) sesuai ketentuan Pasal i1 atau
terkait dengan Kontrak, prosedur berikut yang
berlaku:
T.2.2 Pembentahuan akan Klaim
T.2.2.1 PFhak yang melakukan Klaim harus
menerbitkan Pembenitahuan kepada
Konsultan, menjelaskan keadaan atau
kondisi yang menimbulkan kenatkan
biaya, kehilangan, penundaan, atau
perparyangan Masa Pemeliharaan
untuk Klaim yang dibuat sesegera
mungkin, paling lambat 28 han
kalender setelah Pihak yang melakukan
Klaim menyadan atau seharusnya
menyadan kejadian atau kondist yang
menimbulkan Klaim.
T.2.2.2 Jika Fthak yang melakukan klaim gagal
menerbitkan  Pembernitahuan dalam
Jangka waktu 28 han kalender, Fihak
tersebut tidak berhak untuk
penambahan biaya, Harga Kontrak
tidak dikurangi (dalam hal Pengguna
Jasa yang mengajukan klaim), Waktu
Penyelesaian (dalam hal Penyedia yang
melakukan Klaim) atau  Masa
Pemeliharaan (dalam hal Pengguna
Jasa yang mengajukan klaim) tidak
diperpanjang, dan Fhak lain akan
dibebaskan dan semua kewajiban
terkait kejadian atau kondisi yang
menimbulkan Klaim.
T.2.3 Tanggapan Awal Konsultan
T.2.3.1 Jika Konsultan menganggap bahwa
Fihak vang mengajukan Klaim gagal
menerbitkan  Pembenitahuan dalam
jangka waktu 28 han kalender sesuai
ketentuan Pasal T.2.2 [Pemberitahuan
akan Klaim] Konsultan harus, dalam
14 han kalender setelah menerima
Pemberitahuan akan Klaim,
memberikan Pemberitahuan kepada
Fihak vang mengajukan klaim secara
wajar (dengan alasan).
T.2.3.2 Jika FKonsultan tidak menerbitkan
Pembentahuan dalam jangka waktu 14
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T.2.3.3

hart kalender, Pembentahuan akan
Klaim dianggap sebagai Pembernitahuan
yang valid. Jika Pihak lain tidak sepakat
dengan Pembentahuan akan Klaim
vang dianggap wvalid tersebut, Fihak
lain  tersebut harus mengirimkan
Pembenitahuan kepada Konsultan yang
menjelaskan rincian dan
ketidaksepakatan tersebut. Setelahnya,
persetujuan atau penetapan dart Klaim
sesuat ketentuan Pasal T.2.6
[Persetuyyuan atau Penetapan dan
Klaim] akan melampirkan penelitian
dan Konsultan terhadap
ketidaksepakatan tersebut.

Jika PFihak wyang mengajukan Klaim
menerima Pembenitahuan dan
Konsultan sesuai ketentuan Pasal ini
dan tidak sepakat dengan Konsultan
atau menganggap ada keadaan yang
membenarkan keterlambatan
penerbitan Pembentahuan akan Klaim,
Fihak yang mengajukan Klaim harus
mengajukan dalam Klaim terincinya
sesuat ketentuan Pasal T.2.5 [Klaim
Terinet], detail terkait ketidaksepakatan
tersebut atau alasan pembenaran dar
penerbitan yang terlambat tersebut
(sesuat dengan kasus yvang terjadi).

T.2.4 Catatan Terkait

T.2.4.1

T.2.42

T.2.4.3

Dalam pasal T.2 “catatan terkait”
berarti catatan yang dipersiapkan atau
dihasilkan pada saat yang sama, atau
segera setelah, kejadian atau keadaan
vang menimbulkan Klaim.

Fihak yang mengajukan klaim harus
menyimpan catatan terkait
sebagaimana perlu untuk memperkuat
Klaim.

Tanpa mengakui tanggung jawab
Pengguna jasa, FKonsultan dapat
memantau  catatan  terkait dan
Penyedia dan/atau menginstruksikan
Penyvedia untuk menyimpan catatan
terkait tambahan. Penyedia harus
mengizinkan Konsultan untuk
memeriksa semua catatan ini pada jam
kerja normal (atau waktu lain yang
disetuyyul Penyedia), dan  jika
dusntruksikan  harus menyerahkan
salinan kepada Konsultan.
Pemantauan, inspeksi, atau instruksi
(jika ada) oleh Konsultan tidak
menyatakan penerimaan terhadap
keakuratan atau kelengkapan dan
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catatan terkait Penyedia.

T.2.5 Klaim Tennct

T.2.5.1

T:2:8:2

T.2.8.3

T.2.54

Dalam ketentuan Pasal T.2 ini, “Klaim
Terinct”  berarti  penyerahan vyang
mencakup:

a. Penjelasan detail dan kejadian
atau keadaan yvang menimbulkan
Klaim,

b. Pernyatan dan dasar kontraktual
dan/atau dasar hukum lainnya
dan klaim;

¢. Seluruh catatan terkait yang
dimiliki  oleh PFthak  yang
mengajukan Klaim; dan

d. Data pendukung detail dan klaim
jumlah pembayaran tambahan
(atau pengurangan jumlah dan
Harga  Kontrak dalam  hal
Pengguna Jasa yang mengajukan

klaim), dan/atau klaim
Perpanjangan Waktu (dalam hal
Penyedia) atau klaim

perparjangan Masa Pemeliharaan.

Klaim terincit disampatkan dalam

waktu:

a. 84 han kalender setelah Fihak
vang menyampaikan Klaim
menyadari, atau  seharusnya
menyadar, kejadian atau keadaan
vang menimbulkan Klaim; atau

b. Jangka waktu lain (ika ada) yang
diusulkan  oleh pthak yang
mengajukan Klaim dan disetujui
oleh Konsultan.

Jika dalam jangka waktu i1 Fhak

vang mengajukan klaim  gagal

menyerahkan  pernyataan  sesuai
dengan Pasal T.251b di atas,

Pemberitahuan akan Klaim dianggap

terlewati, dan tidak lagi dianggap

sebagai Pembenitahuan yang valid, dan

Konsultan dalam 14 han kalender

setelah jangka waktu ini terlewati,

menerbitkan Pembentahuan kepada

Fihak yang mengajukan klaim.

Jika FKonsultan tidak menerbitkan

Pembenitahuan dalam jangka waktu 14

hari kalender, Pembenitahuan akan

Klaim dianggap sebagai Pemberitahuan

vang valid. Jika Fihak lain tidak sepakat

dengan Pembenitahuan akan Kaim
vang dianggap wvalid tersebut, Pihak
lain  tersebut harus mengirimkan

Pembernitahuan kepada Konsultan yang

menyelaskan rincian dan
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T.2.5.5

T.2.5.6

ketidaksepakatan tersebut. Setelahnya,
persetujuan atau penetapan dan Klaim
sesuat ketentuan Pasal T.2.6
[Persetujuan  atau  Penetapan dan
Klaim] akan melampirkan penelitian
dan Konsultan terhadap
ketidaksepakatan tersebut.

Jika PFithak wyang mengajukan Klaim
menerima Pemberitahuan dan
Konsultan sesuai ketentuan Pasal ini
dan tidak sepakat dengan Konsultan
atau menganggap ada keadaan yang
membenarkan keterlambatan
pernyataan sesuai Pasal T.2.5.1b
diatas, Fihak yang mengajukan Klaim
harus mengajukan dalam Klaim
terincinya detail terkait
ketidaksepakatan tersebut atau alasan
pembenaran dari penerbitan yang
terlambat tersebut (sesuai dengan
kasus yang terjadi).

Jika kejadian atau keadaan yang
menimbulkan Klaim tersebut memiliki
dampak yang terus menerus, Pasal
T.2.7 [Klaim wyang berdampak terus
menerus| diberlakukan.

T.2.6 Persetujuan atau Penetapan dan Klaim

T.2.6.1

Setelah menerima klaim terinct sesuai

Pasal T.2.5 [Klaim Teninet], atau klaim

sementara atau klaim tennci akhir

(sesuat kondisi) berdasarkan ketentuan

Pasal T.2.7 [Klaim yang berdampak

terus menerus], Konsultan melanjutkan

dengan ketentuan Pasal ST

[Persetujuan atau Penetapan] untuk

menyetujui atau menetapkan:

a. Pembayaran tambahan (jika ada)
sesuat hak Pihak yang mengajukan
Klaim atau pengurangan Harga
KOntrak (dalam hal Pengguna Jasa
vang mengajukan klaim),
dan/atau

b. Perpamjangan (ika ada) dan
Waktu Penyelesaian (sebelum atau
sesudah  berakhirnya)  sesuai
ketentuan Pasal 1.5 [Perpanjangan
Waktu Penyelesaian] (dalam hal
Penyedia yang mengajukan klaim),
atau perparnyangan (jika ada) Masa
Pemeliharaan (sebelum berakhir)
sesuai  ketentuan  Pasal K3

[Perparnyangan Masa
Pemelitharaan] (dalam hal
Pengguna jasa yang mengajukan
Klaim.
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Sesuai hak Fihak yang mengajukan
klaim berdasarkan ketentuan Kontrak.
Jika Konsultan telah menerbitkan
Pemberitahuan berdasarkan ketentuan
Pasal T.23 [Tanggapan  Awal
Konsultan] dan/atau sesuai ketentuan
Pasal T.2.5 [Klaim Terinei], Klaim tidak
boleh  disepakatt atau  disetuyui
berdasarkan ketentuan Pasal T.2.6 ini.
Persetujuan atau penetapan dan Klaim
harus memasukkan ketentuan apakah
Pembenitahuan akan Klaim dianggap
sebagai Pembentahuan yang walid
dengan mempertimbangkan detail (jika
ada) dilampirkan dalam klaim teninci
dant ketidaksepakatan Pihak yang

mengajukan Klaim dengan
Pemberitahuan atau alasan kenapa
penerbitan vang terlambat

diperbolehkan (sesuai kondisi yang

terjadi). Kondisi  yang dapat

dipertimbangkan (namun tidak
terbatas) dapat mengikutkan:

a. Apakah atau sebatas mana Pihak
lain dapat diberikan prasangka
untuk penerimaan penyerahan
vang terlambat;

b. Dalam hal jangka waktu sesuai
ketentuan Pasal T2
[Pemberitahuan  akan  Klaim],
settap buktt dan pengetahuan
Fihak lain terhadap kejadian atau
keadaan yang menimbulkan
Klaim, yang dilampirkan PFihak
vang mengajukan Klaim didalam
data pendukungnya; dan/atau

¢. Dalam hal batas waktu sesuai
ketentuan Pasal T.2.5 [Klaim
Terinci], setiap  bukti  dan
pengetahuan Pihak lain terhadap
dasar kontraktual dan/atau dasar
hukum lain, wyang dilampirkan
Fihak wyang mengajukan Klaim
didalam data pendukungnya.

Jika, setelah menerima Klaim terinet
sesual ketentuan Pasal T.2.5 [Kaim
Terinet], atau dalam kasus Klaim sesuai
ketentuan Pasal T.2.7 [Klaim yang
berdampak terus menerus] sebuah
klaim sementara atau Klaim terinei
final (sesuai kondisi), Konsultan
membutuhkan tambahan data
pendukung, maka:

a. Konsultan segera menerbitkan
Pemberntahuan kepada Fihak yvang
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mengajukan klaim, menjelaskan
data pendukung tambahan dan
alasan diperlukannya;

Konsultan tetap harus memberikan
tanggapan terhadap dasar
kontraktual atau dasar hukum dan
Klaim, dengan  menerbitkan
Pembenitahuan kepada Fihak yang
mengajukan Klaim, dalam jangka
waktu untuk persetujuan sesuai
dengan Ketentuan Pasal C.E65
[Batas Waktu],

Sesegera mungkin setelah
menerima Pemberitahuan sesuai
huruf a diatas maka Pihak vang
mengajukan klaim harus
menyerahkan data pendukung
tambahan, dan

Konsultan segeran melanjutkan
sesuai  ketentuan  Pasal C.7
[Persetuyuan  atau  Penetapan|]
untuk menentukan atau
menetapkan hal~hal sesuai dengan
huruf a dan/fatau b diatas (dan
untuk tujuan Pasal C.6.5 [Batas
Waktu], tanggal saat Konsultan
menerima data dukung tambahan
dann  pthak wang mengajukan
Klaim akan menjadi tanggal mulai
dan batas waktu untuk
persetuyjuan sesuai dengan Pasal
C.6.5).

T.2.7 Klaim yvang memiliki dampak Berlanjut

Jika pada saat kejadian atau kondist
vang menyebabkan timbulnya Klaim
sesual Pasal T.2 menyebabkan efek
vang berkelanjutan, maka:

T27F

a.

Rincian atas Klaim yag diserahkan
sesuail Pasal T.2.5 [Rincian atas
Klaim] akan dianggap sebagai
rincian sementara,

Berdasarkan penyampaian
sementara yang pertama mengenai
rincian klaim, Konsultan
selanjutnya memberikan

tanggapannya terhadap alasan
kontraktual atau dasar hukum dan
Klaim, dengan  memberikan
Pemberitahuan kepada Pihak yang
melakukan klaim, dalam batas
waktu untuk persetujuan sesuai
Pasal C.6.5 [Batas Waktu],

Setelah menyerahkan
penvampaian sementara vang
pertama, PFithak wvang melakukan
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Klaim harus menyerahkan
penyampaian selanjutnya
mengenai nincian klaim dengan
interval bulanan, menyampatkan
akumulast  jumlah  tambahan
pembavaran vang diklaim (atau
pengurangan  Harga  Kontrak
apabila PFihak wang melakukan
Klaim adalah Pengguna Jasa), dan/
atau perpanjangan waktu yang
diklaim (apabila Fihak vang
melakukan Klaim adalah Penyedia)
atau perparnjangan Periode
Pemberitahuan Cacat  Mutu
(apabila PFihak wyang melakukan
Klaim adalah Pengguna Jasa); dan
d. Phak yang melakukan klaim
harus menyerahkan rincian klaim
final dalam kurun waktu 28 han
setelah  berakhirmnya efek dan
kejadian atau keadaan atau dalam
kurun waktu yvang diajukan oleh
Fihak vang melakukan Klaim yang
disetujui oleh Konsultan. Rincian
klaim final ini harus berisikan
jumlah  total dan tambahan
pembayaran vang diklaim (atau
pengurangan  Harga  Kontrak
apabila Fihak yang melakukan
Klaim adalah Pengguna Jasa), dan/
atau perpanjangan waktu yang
diklaim  (apabila PFihak wang
melakukan Klaim adalah Penyedia)
atau perparjangan Periode
Pembenitahuan  Cacat  Mutu
(apabila PFihak yang melakukan
Klaim adalah Pengguna Jasa).

T.2.8 Syarat~syarat Umum

T.2.8.1

T.2.82

Setelah menerima Pembenitahuan akan
Klaim, dan sampai Klaim tersebut
disetujui atau ditetapkan sesuai Pasal
T.2.5 [Persetujuan atau penetapan atas
Klaim], di dalam setiap Berita Acara
Pembayaran, Konsultan harus
menyertakan jumlah dan tiap Klaim
vang secara wajar telah dibuktikan
oleh PFihak wyang melakukan Kaim
berdasarkan pengaturan vang
berhubungan dalam Kontrak;

Pengguna Jasa hanya berhak atas klaim
untuk pembavaran dan Penyedia dan/
atau perparnjanga Periode
Pemberitahuan Cacat Mutu, atau
pemotongan jumlah  pembayaran
terhadap Penyedia, sesuai dengan
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U.1.2

U.1.3

pengaturan Pasal T.2,

T.2.8.3 Syarat dan pengaturan Pasal T.2 i
dan dengan tambahan pengaturan dan
Pasal lain dapat diberlakukan terhadap
Klaim. Jika Pihak yang melakukan
klaim gagal untuk patuh pada Pasal ini
atau Pasal lainnya yang berhubungan
dengan Klaim, tambahan pembayaran
dan/ atau Perpanjangan Waktu
(apabila Pithak yang melakukan Klaim
adalah Penyedia) atau atau
perparjangan Periode Pemberitahuan
Cacat Mutu (apabila PFhak yang
melakukan Klaim adalah Pengguna
Jasa), harus diperhitungkan sepanjang
(apabila ada) bahwa kegagalan
tersebut  telah menghalangi atau
merugikan penyelidikan vang layak
untuk Klaim tersebut oleh Konsultan.

Para PFhak berkewajiban untuk berupaya
sungguh~sungguh menyelesatkan secara damat
semua perselisthan yang timbul dan  atau
berhubungan dengan Kontrak i1 atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah
untuk mencapai kemufakatan.

Dalam hal musyawarah para pithak sebagaimana
dimaksud pada pasal U.1.1 tidak dapat mencapai
suatu  kemufakatan, maka  penyelesaian
perselisthan atau sengketa antara para pihak
dalam Kontrak dapat dilakukan melalui alternatif
penyelesaian  sengketa, dewan  sengketa
(menggantikan mediasi/konsiliasy), dan/atau
arbitrase.

Penyelesaian perselisthan/sengketa yvang dipilih
ditetapkan dalam Data Kontrak.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,
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